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Kata Pengantar 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirar Allah SWT, Tuhan Yang 
Maha Esa, bahwa atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat 
menyelesaikan penelirian dan menerbirkannya dalam benruk buku 
lmplemenrasi UU Desa: Pcrspektif Hukum Tata Negara dan Hukum 
Ekonomi. Buku ini merupakan salah satu buku dari sejumlah buku 
penelitian yang telah dihasilkan oleh peneliti pada Pusat Penelitian 
Badan Keahlian DPR RI. 

Sesuai judulnya, buku ini memberikan analisa rerhadap 
implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 renrang Desa 
(UU Desa) dari perspektifHukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi. 
Buku ini terdiri dari empat rulisan yang dihimpun dalam saru buku 
yairu: I )  Oronorni Desa Pasca-Berlaku Undang-Undang Desa; 
2) lmplementasi Kedudukan dan Kewenangan Desa Berdasarkan 
Undang-Undang Desa; 3) Pendamping Desa: Pengaruran Hukum 
dan Implemenrasinya; dan 4) Pengaturan Pendirian Badan Usaha 
Milik Desa clan Status Hukumnya. Tulisan pertama hingga ketiga 
menganalisa implementasi UU Desa menggunakan perspektif 
Hukum Tata Negara, sedangkan tulisan keempar menggunakan 
perspektif Hukum Ekonomi. 

lmplemenasi UU Desa dipandang penring diangkar menjadi topik 
penelirian dan hasilnya diterbitkan menjadi buku mengingat UU Desa 
tel ah berjalan selama lebih dari empat tahun namun  dalam 
pelaksanaannya masih menemui berbagai permasalahan. Buku ini 
berusaha mengupas beberapa permasalahan yang ditemui di lokasi 
penelitian. Besar harapan kami bahwa buku ini dapar bermanfaar dan 
menjadi referensi bagi Pernerinrah, DPR RI, dan masyarakar luas dalam 
melaksanakan UU Desa. 
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iv 

Akhir kata, semoga m a ksud clan tujuan kami melalui 
penerbitan buku ini dapat cerwujucl clan kami senantiasa terbuka 
terhadap kritik yang bersifar membangun sebagai masukan untuk 
penyempurnaan buku. 

Jakarta, 30 September 2018 
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Pro log 

"Dialektika Hukum dan Desa" 

Sutoro Eko 

Buku ini merupakan sebuah kajian para sarjana hukum atas desa, yang 
disunting oleh sarjana policik pemerintahan. Sebagai orang yang 
menggeluci studi desa, saya berupaya mengembangkan mazhab desa, 
yakni memandang hukum, pemerintahan, ekonomi dan pembangunan 
dari sudut desa, unruk kepemingan desa. Cara seperti ini sebenarnya 
termasuk kategori sarjana "rnurtad", sebab tradisi ilmu politik yang bias 
Barat merniliki telos untuk membentuk negara-bangsa modern seperti 
di Eropa, tanpa harus diganggu oleh desa dan adat. Tetapi jalan 
"murrad" saya ternpuh, sebab negara yang rerbentuk di Indonesia 
bukanlah "negara universal" melainkan terbentuk apa yang disebut 
Ruth McVey (1982) sebagai "negara pegawai" (Beamtenstaat} warisan 
kolonial. Negara tidak hanya menempackan desa sebagai "batu 
landasan" (imegrasi dan penyerapan) dan desa sebagai "batu penjuru" 
(penetrasi negara ke dalam desa); tetapi secara kontradiktif, negara juga 
membuat desa sebagai "baru loncacan", yang menempatkan desa 
sebagai penghubung sekaligus parasit, untuk memanfaatkan tanah dan 
tenaga kerja. Bahkan desa juga menjadi "batu sandungan" bagi 
kepentingan ekstraksi negara-kapitalis dalam memanfaatkan tanah dan 
tenaga kerja. Dengan kalimat lain, negara tidak melakukan revolusi 
unruk menghancurkan desa, melainkan memanfaackan, menunggangi 
dan menjadi parasit pada tubuh desa. Dalam ha! ini Clifford Geertz 
(1980) berujar: negara tidak pernah berhasil masuk ke dalam negara, 
kecuali ketika merusaknya, dan negara tidak pernah berhasil menyerap 
desa ke dalamnya kecuali ketika menindasnya. 

1 
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Kegagalan negaranisasi (state formation) membuat desa tetap eksis 

sebagai fakta sosiologis-historis, meskipun eksistensi desa tidak berdiri 

tegak-lurus sebagai entitas oconom. Desa yang rerap eksis ini bisa 

dipandang sebagai "batu sandungan" bagi pembemukan negara. Tetapi, 

bila dilihat dari sudut pandang desa, kehadiran negara memang tidak 

sesuai dengan kepentingan desa, sehingga ada resistensi desa terhadap 

negara. Resisrensi iru direpresemasikan peribahasa dalam bahasa Jawa: 

"desa mawa cara, negara mawa taca". 

Dialektika amara negara dan desa yang tidak selesai itu maka saya 

rnelihar betapa pentingnya desa. Dari sisi ilmu pengetahuan, saya 

merekomendasikan dan merintis pembentukan "mazhab desa", yakni 

melihat hukum, politik, ekonomi, pemerintahan dan pembangunan 

dari sisi desa. Setidaknya saya bisa menyumbangkan konsep self 

governing community, subsidiaritas, kewenangan lokal desa, desa 

membangun dan Bsdsn Ussh« Milik Dess (BUMDesa) bercirikan desa, 

ke dalam UU Desa. Mazhab itu saya bangun berdasarkan dialektika 

antara narasi kecil dan narasi besar, sekaligus memperoleh banyak ilham 

dari para sejarawan seperri Prof Sartono Kartodirdjo, George Kahin, 

Prof Kumowijoyo, dan Prof Suharrono; sosiolog seperri Prof Selo 

Soemardjan; antropolog seperri Clifford Geerrz dan Robert Chambers, 
ilmuwan politik "rnurtad" seperti James Scott, Robert Wade dan Elinor 

Ostrom; ekonom "rnurrad" seperti Prof JH Boeke dan Prof Mubyarto, 

maupun penganut sosiologi hukum seperti Prof Satjipco Rahardjo dan 

Prof Soetandyo Wignjosoebroto. 

Lalu apa kaitan antara mazhab desa dengan nama-nama besar itu 

dan mazhab sosiologi hukum? Saya membuka bemang sejarah panjang 
tentang desa, termasuk hiruk pikuk ekonomi politik,  politik 

pemerimahan dan hukum pemerintahan di baliknya. Di sepanjang 

sejarah relasi antara hukum dan desa tidak pernah sempurna dan 

berdiri tegak-lurus, hukum sebagai produk polirik tidak pernah 

berpihak pada desa. Desa selalu diayun oleh banyak pendulum ekonomi­ 

politik, politik pemerintahan dan hukum pemerintahan, tidak hanya 
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kanan kiri, tidak hanya liberal versus konservarif, retapi ke utara, selatan, 

barar dan timur. Sejarah kolonial sangat penting untuk memahami relasi 

hukum dan desa, maupun pendulum yang mengayun desa di masa 
pascakolonial sampai hari ini. 

Kolonialisasi, Hukum, dan Desa 

Ayunan pendulum, termasuk konstruksi ekonomi-politik, politik 

pemerintahan dan hukum pemerintahan atas desa, dimulai pada zaman 

kumpeni dan semakin tajam sejak tahun awal 1800. Para sejarawan 
menceritakan bahwa desa Jawa antara abad ke-7 dan a bad ke-17 relarif 
sama tidak berubah: hidup dalam komunalisme, patrimonialisme, tidak 
ada hukum, tetapi des a menikmati kemandirian ( oronorni) dan 

kemakmuran. Raja tidak pernah campur tangan pada rumah tangga 

desa, yang penting desa sanggup membayar upeti, pajak dan kerja wajib 
kepada raja. Tetapi kedatangan bangsa Eropa menciptakan perubahan 
drastis atas desa. Sejarawan ekonomi asal Amerika, Clive Day (1904), 

berujar bahwa institusi pribumi, termasuk desa, teramat peming bagi 
sejarah dan kekuasaan kolonial. VOC memperoleh konsesi desa dari 
para bupati dan kemudian mereka sewakan kepada pengusaha China. 

Orang desa diisolasi (dikurung) hanya melakukan produksi, retapi yang 
melakukan distribusi dan perdagangan adalah para perantara 
(tengkulak), yakni bangsa China. Gubernur Jenderal Herman Daendels 
(yang membawa spirit Revolusi Perancis) melarang penyewaan desa yang 
dilakukan VOC dan China, ingin membebaskan rakyat desa dari 
cengkeraman bupati dan penguasa lokal, dengan cara memaksa ralcyat 
melakukan kerja rodi. Pendulum ini ternyata hanya memindahkan 
rakyar dari rnulur singa ke mulut buaya. Raffles dari Inggris datang 
tahun 1 8 1 1 ,  melakukan liberalisasi desa dengan cara menyelenggarakan 
pemilihan kepala desa secara langsung, yang bertujuan memperkuat 
posisi kepala desa sembari memorong penindasan penguasa lokal dan 
kolonial terhadap desa (JS Furnivall, 1939). Meskipun liberal, Raffles 
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recap memperalat kepala desa unruk melakukan e kspl o itasi 

pengumpulan sewa tanah (land rent) sebagai jalan untuk kepemilikan 

tanah pribadi pada petani yakni sejumlah dua perlima dari hasil panen 

garapan petani. Raffles juga memperkenalkan administrasi modern 

kepada desa dalam pelaksanaan sewa tanah. Tetapi administrasi itu 

begitu rumit yang mempersulit desa, sehingga kepala desa rerpaksa 

"rnernbayar" para birokrat untuk melakukan perhitungan dan laporan 

sewa ranah. 1 

Periode Tanam Paksa (1830-1870) mernbuahkan formasi negara 

dan formasi desa yang bercorak kolonial. Desa menjadi basis ekonorni­ 

politik Tanam Paksa, tanpa disertai dengan kerangka hukum. Formasi 

kolonial ini mempunyai tiga karakter yang terkait langsung dengan 

desa. Pcrtsms, penguasa kolonial Belanda menjalankan pemerimahan 

secara efisien dengan pola pemerintahan ridak langsung (indirect rule}, 

yakni memanfaatkan dan menunggangi struktur pemerimahan asli 

(Robert vn Niel, 1958; Heather Sutherland, 1979; Jan Breman, 1980). 

Kepala desa mempunyai otonomi asli umuk mengarur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri, tetapi hams tunduk kepada bupati sebagai 

birokrat kolonial, sekaligus melakukan kerja wajib yang dibebankan 

oleh kolonial. Konstruksi ini berarri oronomi desa (yang belum 

dilandaskan pada kerangka hukum legal) dirernpatkan dalam 

pemerintahan dalam negeri (binnenlands bestuur} yang formalistik, 

hirarkhis dan senrralistik. Kedua, menjaga stabilitas sosial dengan cara 

mempertahankan rradisi asli seperti gotong royong, kerja wajib dan 

kepemilikan komunal. Gubernur Jenderal J. Van den Bosch (1830- 

1833) sangat menyukai tradisi asli itu, bahkan penggantinya, Gubernur 

Jenderal J .C Baud (1833- 1836 )  berujar bahwa desa merupakan 

1 Dua rarus rahun kemudian kepala desa menghadapi kesuliran adminiscracif serupa dalarn 

pengclolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, rara laksana, pengadaan 
barangjasa, sampai laporan. Tidak sedikir kepala desa yang membar calo, konsulran maupun 
birokrat unruk memberesi urusan adminisrrasi yang rumit itu. Bahkan Presiden Joko Widodo 
pemah berujar: "Kepala Desa tidaksibuk kerja mengurus rakyar, melainkan hanyasibukkerja 
unruk mengurus laporan". 
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"paladiurn perdamaian" yang hebar. Ketiga, melakukan eksploitasi 

rerhadap tanah dan tenaga kerja unruk meraup keunrungan ekonomi 

sebesar-besarnya. Pola pemerinrahan yang eflsien, otonomi desa yang 

semu, isolasi terhadap rradisi asli uncuk stabiliras sosial, pada dasarnya 

dikemas untuk mendukung eksploirasi ekonomi ini. 

Penguasa tanam paksa yang konservarif dan parasit icu mendapat 

serangan dari kaum liberal, sebab menurut kaum liberal, tanam paksa 

celah melakukan penindasan terhadap desa dan menciptakan 

kemelaratan rakyar pribumi. Kaum liberal menyerukan perubahan 

atas Hindia Belanda dengan prinsip-prinsip liberal: ekonomi pasar 

bebas, kepemilikan pribadi, hak politik rakyat, pemerintahan hukum 

(rule of law), dan desentralisasi. Atas desakan kaum liberal, Belanda 

menghentikan tanam paksa yang eksploitatif itu pada rahun 1870, 

yang kemudian juga melahirkan UU Agraria 1870. Tetapi sebelum 

itu, pada tahun 1854, Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan 

Regeeringsreglemenc (RR) yang merupakan cikal-bakal pengacuran 

legal-formal tencang daerah dan desa. RR menegaskan tencang 

kedudukan desa: (I) bahwa desa yang dalam peraruran itu disebut 

inlandsche gemeenten aras pengesahan kepala daerah (residen), berhak 

uncuk memilih kepalanya dan pemerintah desanya sendiri; (2) bahwa 

kepala desa memiliki hak unruk mengarur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri dengan memperhatikan peracuran-peraturan yang 

dikeluarkan oleh gubernur jenderal atau dari kepala daerah (residen). 

Gubernur Jenderal menjaga hak tersebut terhadap segala 

pelanggarannya. Dalam ordonansi itu juga ditentukan keadaan dimana 

kepala desa dan anggota pemerintah desa diangkat oleh penguasa yang 
dirunjuk untuk iru. Kepala desa bumiputera diberikan hak mengarur 

dan mengurus rumah tangganya dengan rnernperhatikan peracuran­ 

peraruran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal, pemerinrah 

wilayah dan residen atau pemerinrah otonorn yang ditunjuk dengan 
ordonansi. Selain itu, dalam ordonansi diarur wewenang dari Desa 

Bumiputera untuk: (a) memungur pajak di bawah pengawasan rertentu; 



6 

(b) di dalam batas-baras tertentu menetapkan hukuman terhadap 
pelanggaran atas aturan yang diselenggarakan oleh desa (Sutardjo 
Kartohadikoesoemo, 1956; Suhartono, 2001). 

Dengan demikian RR secara legal-formal memperkenalkan status 
"pemerintah(an) desa" yang melekat pada kesatuan masyarakar pribumi 
(inlandsche gemeenten). Pemerintah desa secara legal-formal hadir 
sebagai badan hukum yang berhak melakukan perbuatan hukum, 
sekaligus berwenang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. 
Namun, di sisi lain, desa recap dilerakkan dalam konrrol supradesa. 
Ruang kontrol ini membuar supradesa berkuasa penuh u nt uk 
melakukan campur tangan dan pengawasan terhadap desa, termasuk 
misalnya dalam pemilihan kepala desa. lnilah yang menjadi titik kritik 
para ilmuwan terhadap kolonialisasi desa: yakni desa memperoleh 
otonomi sebagai organisasi pribumi tetapi dibebani tugas-rugas 
eksploirasi kolonial, administrasi negara dan dikonrrol ketat oleh negara. 

Meskipun desa relah ditetapkan sebagai badan hukum seperti itu, 
tetapi sampai hari ini masih selalu ada debat: apakah desa itu badan 
hukum publik arau badan hukum organik (komunal)? Toh pemerinrah 
kolonial hanya mewariskan dua jenis badan hukum, yakni badan hukum 
publik dan badan hukum privat; sedangkan badan hukum organik 
(komunal) tidak diakui dan ditetapkan, sebab yang terakhir ini menjadi 
batu sandungan bagi ekspansi kapitalisme meski selalu ada tunrutan 
dari kesatuan masyarakat hukum adat. 

Badan hukum menjadi lebih rumit ketika menjelang tahun 1900 
muncul Bank Kredit Desa (BKD) yang bermula di Banyumas. BKD 
yang dirinris oleh De Wolff dan bangsawan lokal, bertujuan melindungi 
pegawai sipil dan kepala suku Jawa dari riba (bunga) yang dihisap oleh 
lintah darat China (Djojohadikoesoemo 1941:  1 1 ) .  Dengan organisasi 
yang sangat longgar fungsi BKD diperpanjang di bawah arahan De 
Wolff unruk memasukkan pemberian kredit, tunai atau beras, kepada 
petani. Jaminan atas pinjaman-pinjaman ini berbentuk jaminan 
bersama (tanggung renteng) yang diberikan oleh setiap anggora 
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kelompok kecil peminjam. Dilihat secara hukum, Bank itu sendiri bukan 
koperasi, yakni para penggunanya (peminjam) tidak secara otomatis 
menjadi pemiliknya (pemegang saham), dengan mekanisme anggota. 
Dalam jangka panjang, De Wolff membayangkan, masyarakat desa atau 
desa itu sendiri akan menjadi 'masyarakat koperasi yang mengelola 
keuangannya sendiri dan membanru anggotanya dengan pinjaman, 
pada awalnya di sawah, kemudian mungkin juga dalam bemuk uang 
tunai. Dalam upaya umuk memulai pengembangan ini secara langsung, 
ia dan rekan-rekannya juga menyelenggarakan pembemukan 250 
lumbung desa atau lumbung padi desa, masing-masing di bawah 
pengelolaan komite yang terdiri dari kepala desa, juru rulis, dan pemuka 
agama Islam, ditambah dua orang kaya yang dipilih oleh pejabar distrik 
(Besseling 1919) .  Lum bung ini ditujukan umuk membemuk dasar bagi 
sistern kredit koperasi rerpadu dengan bank Purwokerro sebagai 
pusamya (Djojohadikoesoemo 1941: 14). 

BKD yang muncul dari proyek pemerimah itu ternyata tidak 
rerlembaga sebagai koperasi baik secara de facto maupun de jure. 

Bersamaan dengan ordinansi 1906, debar muncul kembali: BKD itu 
koperasi atau bank milik desa. BKD ridak bisa disebut koperasi karena 
tidak berangkar dari anggota, melainkan dibentuk dengan proyek 
pemerimah yang menggunakan mekanisme desa. Tetapi BKD juga sulit 
dilembagakan menjadi bank milik desa, yang meskipun menggunakan 
mekanisme desa, tetapi secara hukum, Ordinansi 1906 tidak mengatur 
tentang hak-kewenangan desa dalam mendirikan atau memiliki badan 
usaha. 2 Karena kekosongan hukum in i, pada zaman Republik, 

2 K.isah yang sama juga terjadi pada dana bergulir warisan PNPM Mandiri Perdesaan 
( 1998-2014) yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK), yang mereka sebur sebagai 
Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Berbagai pihak, cermasuk banyak 
kementerian, berdebat ten rang legal standing [)APM rersebur. Kemendagri pernah menegaskan 
bahwa dana clan aser UPK-DAPM itu menjadi milik desa. TNP2Kmerekomendasikannya 
menjadi koperasi. Kemenrerian lain mengarahkan UPK-DAPM menjadi perkumpulan 
berbadan hukum (PBH). Kementerian Desa mengarabkannya umuk dikelola (bukan dimiliki) 
oleh BUMDesa Bersama. Para pelaku UPK tidak ingin duit DAPM itu direbuc oleh desa, 
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pemerimah rnelindungi uang BKD warisan kolonial ini tetap bergulir 
terus, namun pengelolaannya dialihkan kepada BRI. Setelah Otoriras 
Jasa Keuangan (OJK) hadir, BKD dikembalikan ke pangkuan desa: (a) 
bisa dengan wadah BUMDesa skala desa jika tidak mau ribet dengan 
badan hukum; (b) atau menjadi PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 
sepcrti Bank Perkreditan Rakyat yang berbadan hukum jika ingin 
menjadi besar. Sejumlah desa di Banyumas, misalnya, mernilih jalan 
yang kedua dengan membentuk PT BKD (semacam BPR), tetapi lagi­ 
lagi, pembenruk badan hukum PT iru bukanlah pemerintah desa 
melainkan pribadi-pribadi yang tengah menjabat kepala desa. 

Debat tentang Kedudukan Desa 

Konstruksi dan regulasi atas desa di zaman Republik Indonesia selalu 
terombang-ambing akibat dari warisan kolonial. Desa adalah fakra 
sejarah dan sosiologis, tetapi barang rubuh UUD 1945 sama sekali tidak 
menyebut desa. UUD 1945 hasil amandemen juga tidak mengenal 
desa, padahal pada era reformasi, aspirasi otonomi desa begiru kuat 
membahana di seluruh pelosok negeri, sebagai respons mereka atas UU 
No. 5/1979 yang merusak-menghancurkan otonomi desa. Dalam UUD 

1945, desa hanya menempati posisi residu, sebagai contoh dari penjelasan 

konsepsi "250 - zclibcsturcnde lsndsduppen dan volksgemeenschappen" 

atau pemerintahan lokal dan kesatuan masyarakat hukum adat atau 
komunitas desa. Frasa iru menimbulkan perdebatan yang rurnit dan 
sengit, dalam memaknai dan mendudukkan desa. 

Ada yang memaham i  zelfbesturende landschappen dan 
volksgemeen schappen merupakan satu entitas, dimana desa atau 

meskipun mereka cahu bahwa selama ini pengelolaan dana bergulir icu menggunakan 
mekanisme desa: musyawarah des a, Bad an Kerjasama Ancar Desa clan Musyawarah Anrar 

Desa. Sebagian besar UPKJawa Tengah relah berubah menjadi PBH, yang dilegalkan oleh 
Kemenrerian Hukum clan HA!vf, sehingga PBH irulah yang secara de juremenjadi pemilik 
atas dana bergulir DAPM. Sebagian yang lain dana bergulir berpindah ke BUMDesa Bersama, 
bukan dimiliki melainkan dikelola clan digulirkan, dimana para pen gurus UPK tetap menjadi 
pengurus unit dana bergulir di BUMDesa Bersama. 
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sebutan lain merupakan campuran keduanya, yang mernbentuk 
kesatuan masyarakat hukum adat. Ada pula yang membedakan antara 
zcltbesturende landschappen dengan volksgemeen schappen. Argumen 
perbedaan ini menimbulkan dua posisi: ( 1) desa sebagai volksgemeen 

schappen atau self governing community yang betul-betul murni, 
independen, tanpa label pemerintahan, dan berada di luar negara; 
(2) desa sebagai organisasi pemerimahan daerah (locale rechtsgemeenschappen 

atau local self government) yang berada dalam tubuh negara, arau yang 
kemudian dikenal sebagai daerah otonom tingkat III. 

Dari sini debar dimulai. Di sepanjang sejarah, desa khususnya 
kedudukan desa, selalu menjadi bahan perdebatan yang tidak pernah 
selesai, bersamaan dengan undang-undang yang tidak berdiri tegak 
dan silih berganti. Perdebatan dimulai dengan sebuah pertanyaan: desa 
itu fakta sosiologis atau fakta pemerintahan? Dari basis pertanyaan ini, 
saya mengbadirkan tipologi kedudukan desa, dengan memperhatikan 
dua variabel itu, sebagaimana tersaji dalarn Bagan 1. 

Bagan 1 .  Tipologi Kedudukan Desa 

Fakta Sosiologis 

Bukan Ya 

Bukan Kelurahan Kornuniras 

(1) Organisasi 

pemerinrahan lokal 

otonorn (local self 
Masyarakat 

Fakta 
governn1enc a tau 

berpemerintahan 
locale 

pemcrintahan Ya 
rechrsgen1ee11schap 

sendiri (self governing 

communirj' arau 
pen) 

volksgemeen,c/,appen) 
(2) Unir pemerintahan 

negara lokal (local 

scare governn1enr) 



10 

Secara historis-sosiologis, jauh sebelum kolonial, desa adalah fakta 
sosiologis dan fakta pemerinrahan. Desa adalah masyarakat yang 
memiliki pemerintahan sendiri, mengacur-mengurus rumah tangganya 
sendiri atau kepentingan rnasyarakat serernpat. Tetapi perjalanan 
panjang membuahkan tipe dasar yang tersaji dalam Bagan I .  Pertsme, 

kelurahan: desa yang canpa pemerintahan clan tanpa sosiologi. 
Kelurahan hanya unit adminiscracif yang tidak melakukan perbuatan 
politik dan hukum. Kelurahan pada umumnya juga bukan kornunitas 
yang mempunyai kesacuan organik seperti halnya di desa. Kedus, 

komunicas, desa hanya sebagai fakta sosiologis tanpa fakra pemerintahan. 
Ini yang terjadi di Barat. Negara membubarkan desa sebagai organisasi 
kekuasaan dan pemerincahan. Ketige, desa dikonscruksi bukan sebagai 
fakra sosiologis melainkan hanya sebagai fakta pemerincahan. Ini bisa 
melahirkan desa sebagai focal self govermenc ataupun daerah oronom 
tingkar III sebagaimana pernah dikonscruksi oleh UU No. 22/ I 948 

dan UU No. 19/1965 .  Bisa juga melahirkan focal state government 

arau desa sebagai kepanjangan tangan negara yang terpisah dari basis 
sosiologisnya. lni yang cerjadi di zaman Orde Baru scbagaimana 
dikonscruksi oleh UU No. 5/1979. Keempst, self governing commu­ 

nity, yakni desa sebagai fakca sosiologis dan sebagai fakta pemerimahan. 

Desa adalah masyarakat yang membemuk pemerincahan sendiri secara 
oronorn tanpa berhubungan dengan negara. lni desa yang mengisolasi 
dirinya sendiri, atau sengaja diisolasi oleh negara. 

Menuruc lensa hukum pemerintahan, pilihan kedudukan desa 
hams tegas, jacuh pada salah satu ripe, yang ridak mencampuradukkan 
sacu ripe dengan ripe lainnya. Pemerincah kolonial mencampuradukkan 
ancara local state government dan self governing community, a tau desa 
sebagai kesacuan masyarakat hukum pribumi (asli) yang ditumpangi 
dan dirindas oleh kewajiban desa scbagai kepanjangan tangan 
pemerintah. Pilihan pada hukum pemerintahan semacam ini tentu tidak 
lepas dari konceks sosiologis agar bisa direrima oleh desa, tetapi secara 
ekonomi politik dan policik pemerinrahan, kepura-puraan sosiologis 
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ini merupakan kedok unruk penindasan politik dan penghisapan 

ekonomi. Karena itu campur aduk itu, menuruc perspekrif hukum 

pemerimahan, merupakan disain yang salah. UU No. 22/ 1948, yang 
antikolonial, melakukan koreksi atas tindakan kolonial, yang memilih 

jalan pembentukan atau penempatan desa sebagai local self govern­ 

ment, sebuah bangun pemerintahan lokal yang terpisah dari basis 

sosiologis. Desa bukan berada di luar negara yang ditumpangi negara, 
melainkan ditarik ke dalam negara menjadi organisasi pemerimahan 

modern, atau sebagai daerah otonom tingkat IHI. Menurut pakar 
hukum pemerintahan, UU No. 22/1948 itu merupakan pengaturan 
kedudukan desa yang paling tepat dan sesuai dengan UUD 1945. 
Tetapi susunan yang seragam ini belum teruji dengan baik dan belum 

dilaksanakan di seluruh Indonesia. Saar itu belum diketahui apakah 
UU ini diterima luas oleh desa (atau sebutan lain) di seluruh Indone­ 

sia, mengingac desa ditempatkan sebagai pemerimahan yang dipisahkan 

dari basis sosiologisnya. 

Pada periode yang sama Sultan HB IX dan Paku Alam VIII 

membuat maklumat yang berorientasi pada perubahan desa di 
Yogyakarta pada tahun 1946. Arsiteknya adalah Selo Soemardjan muda 

(Sekpri HB IX) yang berguru pada Soetardjo Karcohadikoesoemo. 
Pertama, melakukan penggabungan sejumlah desa menjadi satu agar 
skala otonomi dan ekonominya menjadi lebih besar. Kedua, membagi 
tanah kepada desa dan menacanya menjadi berbagai macam tanah 

seperti titi soro tanah unruk orang miskin, tanah palungguh umuk gaji 

pamong desa, tanah paguron untuk membayar gaji guru, tanah 
pangonan untuk ternak kolektif tanah segahan umuk menjamu tamu 
termasuk yang digunakan untuk mendukung logistik gerilya Jenderal 
Soedirman, dan lain-lain. Ketigs, desa berwenang mengatur dan 
mengurus rumah cangganya sendiri acau kepenringan seternpar, 

cermasuk kewenangan menggunakan dan membagi tanah kepada 
rakyat. Keempat, demokratisasi desa, dengan pemilihan langsung lurah 

(kepala desa), membemuk Majelis Permusyawaracan Rakyat Kalurahan 
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(MPRK) yang dipilih langsung, clan MPRK memilih Dewan Perwakilan 
Rakyat Kalurahan (DPRK). MPRK melakukan rembug sekali dalam 
tiga bulan, mempunyai kewenangan mengambil keputusan besar, clan 
DPRK berwenang melakukan kontrol terhadap lurah (kepala desa). 
Dalam pandangan saya, desa mempunyai dua posisi ganda: sebagai self 

governing community (SGC) yang tradisional sekaligus local self 

governmenr (LSG) yang modern. Struktur asli masih dipertahankan, 
pamong desa bukanlah PN S yang cidak bergaji dari negara melainkan 
bergaji dari apanage, tetapi desa juga memperoleh rnandar melakukan 
pelayanan publik clan tugas-tugas administratif dari pemerimah. Desa 
bertugas mulai dari cacah jiwa, mengatur-mengurus irigasi hingga 
mendirikan sekolah dasar clan menggaji guru. Formula ala Yogyakarta 
ini sudah dilaksanakan clan reruji, yang secara berkelanjutan menjadi 
fondasi "desa berdikari" di DIY, di saar komrol negara sangat longgar 
clan kerika berbagai UU (UU No. 22/1948, UU No. 1/1957 clan UU 
No. 19/1965) tidak berjalan dengan baik dalam mengatur-mengurus desa. 

Sejarawan Prancis, Denys Lombard (1996), pernah berujar bahwa 
desa Jawa hadir sebagai "desa berdikari" pada periode 1945-1965, 
ketika kontrol negara atas desa sangat longgar. Dengan kalimar lain, 
desa berdikari iru hadir kerika nalar Soepomo clan Yamin tidak bekerja, 
atau nalar legal formal clan berbagai UU ridak bekerja. Desa mengamr­ 
mengurus dirinya sendiri, kecuali Yogyakarta yang sudah dilembagakan 
dengan baik, tanpa campur tangan clan uluran tangan negara. Desa 
termasuk mendirikan sekolah untuk mewadahi kehendak rakyat bekas 
jajahan yang ingin bersekolah. Saya sendiri terrnasuk memperoleh 
pendidikan dasar dari sebuah SD di Klaren yang didirikan oleh desa. 
Sejarawan Kuntowijoyo (1993) juga menunjukkan cerita temang peran 
kepala desa melindungi warganya dari sengketa antar partai polirik pada 
dekade 1950-an hingga sengketa berdarah rahun 1965. 

Semuanya berubah setelah Orde Barn hadir. Pada rahun 1979 lahir 
UU No. 5/1979 yang membentuk desa sebagai local stare government 

clan mernbenruk kelurahan. Posisi desa sebagai local state government 
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sangat tegas, yakni sebagai unit pemerimahan terendah di bawah camat, 
yang mempunyai baras-baras tertentu mengatur-mengurus rumah 
tangganya sendiri maupun memilih kepala desa dan pamong desa, terapi 
semuanya dikomrol dari atas, Di bawah UU No. 511979, pemerimahan 
desa terpisah dari basis sosiologis di masyarakat, kepala desa dibuat 
menjadi penguasa tunggal yang dikontrol dari atas, Karena punya watak 
seragam dan meminggirkan adat, maka UU No. 5/1979 menghadapi 
gelombang protes dari berbagai daerah, yang mereka anggap sebagai 
Jawanisasi. 

Kelurahan yang diperkenalkan UU No. 5/ 1979 merupakan sebuah 
rekayasa teknokratis-modernis bersamaan dengan proyek modernisasi 
global pada era perang dingin. Menurut kacamata orientalis Barat pada 
era icu, desa merupakan basis komunisme, sarang pemberontakan, 
tempat kekacauan, kemiskinan, keterbelakangan, yang temu dianggap, 
sebagai musuh peradaban Barat dan kapitalisme. Dengan begitu desa 
harus diubah dengan cara modernisasi dan pembangunan perdesaan 
(rural development), termasuk proyek revolusi hijau, agar orang desa 
berubah menjadi maju, modern, beradab, rnakmur, sekaligus bisa 
dikontrol oleh negara dan kekuatan global (Nick Cullather, 2006; 
Nicole Sackley, 20 1 1 ) .  Imajinasi lama temang desa berubah menjadi 
imajinasi baru berupa pembangunan (Manish Thakur, 2007). Desa 
(institusi) yang dikonstruksi sebagai pedesaan (wilayah) icu terus­ 
menerus disemuh dengan modernisasi dan pembangunan, yang larnbar 
laun akan berubah menjadi perkotaan. Ketika sudah berubah wajahnya, 
dan tentu basis sosiologis desa mengalami kerumuhan, maka desa icu 
akan diubah menjadi kelurahan. Kalau sudah menjadi kelurahan, maka 
oronorni dan demokrasi akan hilang, meskipun ada janji pelayanan 
publik yang lebih untuk warga kelurahan. Dengan demikian, 
pembemukan kelurahan bukan sekadar perkara desain teknokratik dari 
sisi hukum dan administrasi pemerincahan, tetapi juga strategi ekonorni­ 
politik dan politik pemerincahan uncuk mengambil tanah desa dan 
menghilangkan desa. 
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UU No. 22/1999 merupakan koreksi atas UU No. 5/1979.  

Kewenangan asal-usul desa diakui umuk mengakhiri penyeragaman 

dan Jawanisasi ala UU No. 5/1979. UU No. 22/1999 juga mengandung 
demokratisasi, yang memotong kuasa tunggal kepala desa, dengan 

melembagakan Badan Perwakilan Desa. Dua politik pemerimahan ini 

yang memperoleh sambutan hangar dari berbagai kalangan. Saya sendiri 

juga mulai belajar kembali tentang desa, termasuk membangun jaringan 
pembelajaran, dan ikur mendampingi sejumlah desa. Tetapi kedudukan 

dan kewenangan desa menurut UU No. 22/1999 masih problematik. 
Desa dilihat dari hukum pemerintahan adalah campuran antara local 
state governmenc dan self governing community, meski dari sisi politik 

pemerimahan, warna local state government amara UU No. 22/ 1999 

dengan UU No. 5/ 1979 sungguh berbeda. Di bawah UU No. 5/1979 
seluruh aspek desa, termasuk pemilihan kepala desa dikomrol ketas 
dari atas, sedangkan di bawah UU No. 22/1999, pemilihan kepala 
desa dan tara pemerimahan desa menjadi domain desa. Satu ha! yang 

problematik adalah susunan pemerintahan tidak langsung (indirecc rule) 

dan kewenangan desa yang diserahkan dari kabupaten/koca. 

Bangunan kedudukan dan kewenangan desa itu tetap dipertahankan 
oleh UU No. 32/2004. Bahkan UU ini memotong insticusi demokrasi 
desa yang dinilai terlalu berisik dan menciptakan sengketa antara BPD 
dan kepala desa. Di sisi lain, UU No. 32/2004 membuka ruang 

perencanaan partisipatif dan alokasi dana desa (ADD). Pada titik ini 

terjadi kolaborasi antara pemimpin desa dan pegiat desa, baik 

memperjuangkan ADD maupun mendorong perencanaan desa. 
Meskipun kecil, dua isu ini sangat meluas di Indonesia, yang di tahun 
2008 menghadirkan semangat dan gerakan "desa membangun", sebagai 
counter acas proyek PNPM. Setelah 2010 isu perencanaan dan ADD 

disusul dengan hiruk-pikuk rintisan BUMDesa. 

Bagaimana dengan UU Desa? Bagian di bawah akan saya sampaikan 
beberapa aspek penting centang UU Desa. 
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Kontestasi dan Konstruksi UU Desa 

RUU Desa mulai berjalan sejak 2006, kemudian mulai tahun 2007 

berproses menyusun naskah akademik dan draf RUU. Proses ini 

melibatkan begitu banyak prakrisi dan ahli, sehingga membuat debar 

yang panjang dan melelahkan. Setidaknya ada empat kelompok aktor, 

tentu dengan pandangan yang berbeda-beda, mulai dari diskusi awal 

sampai pembahasan di DPR (2012-2013). Pertama, kelompok mazhab 

"birokratik-administratif" terurarna dari para penyusun di tubuh 

Kemendagri. Sebagai pewaris dan pengguna tiga UU sebelumnya (UU 

No. 5/1979, UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004), mereka 

memahami desa secara sempit sebagai "pemerintahan desa" yang berada 

dalam sistem pemerimahan kabupaten/kota, seperti konsep 

pemerintahan cidak langsung (indirect rule) ala binnenlands bcstuur 

di zaman kolonial. Mereka mengacu pada Pasal 18 ayac (7) UUD 1945. 

Desa tampak seperti local state government, atau kepanjangan cangan 

pemerintah, yang dibentuk melalui desemralisasi-residualitas. Mazhab 

ini pengin membuat desa maju, mandiri dan sejahrera, seraya 

menghindari kosakata demokracis. 

Kedua, kelompok mazhab legal-formalis, cerutama para pejabat 

Kementerian Hukum HAM dan para sarjana hukum tata negara. 

Mereka ridak berangkat dari dunia empirik desa, melainkan berangkat 

dari perintah Pasal 18 UUD 1945 .  Bagi mereka, apa yang disebur 

"kesaruan masyarakat hukum adar" dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 

194 5 bukan des a, sebab desa adalah konstruksi kolonial dan bemukan 

Orde Baru. Desa harus dipisahkan antara fenomena pemerincahan dan 

fenomena sosiologis sebagai adac. Mengikuri Pasal 18 UUD 1945, 

menurut mereka, desa adalah "pernerintahan kaki", yang bukan sebagai 

kesaruan masyarakat hukum adat yang diberi fungsi pemerincahan desa. 

Pemerintahan kaki itu, sama dengan daerah kecil, yang tidak berada di 

luar negara, melainkan di dalam negara, sekaligus disertai dengan 

perangkat PNS seperti halnya daerah besar. UU No. 22/ 1948 
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merupakan referensi utamanya, meskipun UU ini sama sekali tidak 

berlaku. Dalam posisi ini maka pemerintahan desa mempunyai 

kewenangan atriburif yang lebih jelas. 

Kaum legal-formalis juga mengkritik dimensi kewenangan lokal 

yang sudah dirancang dalam RUU, dan tampaknya melakukan kritik 

terus setelah lahir UU Desa. Mereka bilang bahwa konstruksi 

kewenangan desa tidak dikenal dalam reori kewenangan dan teori 

hukum tata negara. Apa yang dikenal dengan kewenangan asal-usul 

dan kewenangan lokal, menurut kaum formalis, sebenarnya 

kewenangan atributif Tidak semua desa mempunyai jenis kewenangan 

yang dijadikan contoh dalam kewenangan lokal. 

Sebaliknya para penganut sosiologi hukum melakukan kritik 

terhadap kaum legal-formalis. Menuruc penganut sosiologi hukum, apa 

yang disebut sebagai kesacuan masyarakat hukum adar adalah desa, 

nagari, marga, negeri, lembang atau sebutan-sebutan lain yang beragam 

di Nusantara. Kesacuan masyarakat hukum adac bersifat spesifik 

beroperasi dalam lingkung desa atau sebutan lain, yang dalam skala 

besar, dilingkupi oleh kesacuan masyarakat adat, yang melewati batas 

wilayah desa, bahkan kabupaten. Desa, bagi pendukung sosiologi 

hukum, bukan soal pemerintahan terapi juga fenomena sosiologis dan 

hukum. Kalau mengkonstruksi desa hanya sebagai pemerintahan maka 

icu terjebak pada konstruksi Orde Baru. 

Ketiga, kelompok mazhab reknokratik-rasionalis, yang berasal dari 

para teknokrat Bappenas, Kementerian Keuangan, maupun banyak 

ilmuwan politik pemerintahan, ekonomi, administrasi publik dan 
sebagainya. Mereka agak alergi dengan desa sebagai pemerintahan, 

suaru gagasan yang berbeda dari Kemendagri dan para ahli legal­ 

formalis. Bappenas dan Kementerian Keuangan tidak secuju pada dana 

desa yang besar, sebab desa bukanlah lapis pemerintahan dan dana 

desa tidak akan efektif karena kapasitas desa yang rendah. Para teknoktat 

ini lebih suka dengan konsep desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, 

sehingga mereka melihat betapa pentingnya pembangunan kawasan 
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perdesaan, untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Para ilmuwan 

administrasi publik juga alergi dengan kosakata pemerincahan desa 

sebab ha! ini akan menambah lapis pemerincahan yang akan membuat 

inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mereka juga 

mengatakan bahwa otonomi desa iru akan menganggu otonomi daerah, 

sehingga solusinya, bukan oronorni desa melainkan mengoptimalkan 

oronomi daerah dan pelayanan publik yang sampai pada masyarakat 

desa. Ekonom setuju dengan pembangunan perdesaan, terapi menolak 

konsepsi BUMDesa. Di mata ekonom, desa bukanlah makhluk ekonomi 
melainkan makhluk sosial. Desa tidak layak disebut makhluk ekonomi, 

sebab skala ekonominya kecil dan tidak efisien, sehingga mereka bilang 

bahwa BUMDesa tidak tepat. Pendapat ini didukung oleh para ahli 

hukum bisnis dan pejabat Kementerian Hukum dan HAM. Kata 

mereka, desa atau pemerintah desa tidak bisa menanam investasi 

atau membencuk badan usaha. Cara berpikir ini sungguh mengisolasi 

desa, seperti halnya kumpeni di masa lalu. Debat ini cukup panjang, 

akhirnya legal standing BUMDesa tidak tuncas, sebagaimana tertuang 

eksplisit dalam Pasal 87 ayat 3 UU Desa. 

Keempat, kelompok realis (ekonorni-politik, sosiologi dan politik 

pemerincahan) yang terdiri dari politisi Pansus, para kepala desa, para 

pegiat dan pendukung desa, antropolog, termasuk para penganut 
sosiologi hukum. Mereka melihat desa secara empirik, rnemperhatikan 

aspirasi yang berkembang luas di Indonesia, dan kemudian baru 

mencarikan payung konstitusi, yakni Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. 

Mereka tidak terkungkung pada cara pandang hukum pemerincahan, 

melainkan bicara tentang problem-problem empirik sosiologis, politik 

pemerintahan desa dan ekonomi-politik, termasuk bicara soal 
paradigma hubungan antara negara dan desa. Tim ahli dari kelompok 

realis, bahkan termasuk tim dari pemerintah (Prof Sadu Wasistiono), 

menghendaki ripe desa adat dan desa serra menempatkan desa sebagai 

self governing community yang bukan unit dan kepanjangan tangan 
pemerintah supradesa. Desa cukup mengatur-mengurus kepentingan 
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rnasyarakat tanpa ada hubungannya dengan urusan pemerimahan dari 

pemerimah. Bahkan ada penolakan konsep "pernerintah desa", yang 

lebih baik digantikan dengan "pernangku desa". Terapi pandangan ini 

dilawan oleh kaum formalis dan pragmatis. Akhirnya terjadi negosiasi 

bahwa desa merupakan hybrid antara local self government dan self 

governing communicy, di mana desa berwenang mengatur-mengurus 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakar setempat. 

Posisi hybrid, desa mempunyai wajah ganda ( wajah pemerintah yang 

semu dan wajah masyarakat), tidak termasuk dalam salah satu kotak 

dalam Bagan 1 di atas. Kaum legal-formalis yang tidak rerlibat dalam 

penyusunan UU Desa menyampaikan kritik tajam bahwa kedukan 

campuran itu sama dengan posisi desa di masa kolonial, dimana desa 

sebagai organisasi pribumi dibebani tugas pemerimah. UU Desa dinilai 

salah, sesat dan inskonstitusional. Konsepsi pemerintahan desa dalam 

UU Desa dikarakan sebagai pemerintahan palsu, karena bukan 

organisasi modern yang memiliki PNS, melainkan organisasi 

kemasyarakatan yang menyandang predikat pemerintah dan 

memperoleh tugas dari pemerimah. 

Kritik hukum pemerintahan mungkin benar, tetapi posisi local self 

government ala UU No. 22/1948 yang mereka puja, belum tentu 

relevan juga dengan kondisi kekinian yang begiru beragam di Indonesia. 

Posisi hybrid tentu tidak tegas (alias banci), tetapi kami memahami 

ada hikmah untuk menembus dilema dan kesuliran, jika dipandang 

dari sisi politik pemerintahan. Pertarna, desa bagaimanapun adalah fakra 

sosiologis dan fakra pemerintahan, kecuali negara membubarkan fakra 

pemerimahan seperri yang rerjadi di Barat. Kedua, jika posisi self 

governing communiry murni yang dipilih maka desa akan mengisolasi 

diri dan diisolasi oleh negara, yang rentu desa akan rerus rerbelakang 

dan mempersulit proses pembentukan kewargaan. Ketiga, desa secara 

hukum pemerintahan sebagai local self government retap akan lemah 

ketika bernaung di bawah negara pegawai warisan binnendlands 

bescuur kolonial. Desa menjadi birokraris formalisrik, yang terpisah dari 
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masyarakat sebagai basis sosiologisnya. Keempat, wajah ganda desa dilihat 
dari sisi politik pemerintahan akan membuat apa yang disebur Clifford 

Geerzt (1980) sebagai "kolektivisrne pluralistik", yakni clesa memiliki 

srruktur lokal yang beragam, masing-masing memiliki otonorni, namun 

terikat dalam waclah clesa. Mereka dipimpin oleh kepala clesa yang 

bukan "kolektivisme rnonolirik" clan bisa mengambil kepurusan secara 

kolektif clan dernokratis melalui musyawarah clesa. Di sisi lain, secara 

ekonomi polirik, clesa mempunyai otoritas sencliri mengambil keputusan 

tentang sumberdaya lokal, termasuk hak untuk mengakses sumberdaya 

milik bersama arau yang biasa kita sebur sebagai hajar hidup orang 

banyak, sebagai sumber kemakmuran clesa. 

I tulah susunan UU Desa, yang secara hukum pemerintahan bisa 

clianggap salah, terapi secara sosiologis, ekonomi politik, clan politik 

pemerinrahan, bisa cliklaim lebih relevan ketimbang clesa hanya sebagai 

self governing community arau hanya sebagai local self government. 

Kalau pelaksanaan hari ini sangat bermasalah, itu soal lain. Formasi 

sosiologis, ekonomi politik, clan politik pemerintahan atas clesa clalam 
UU Desa, memang tidak kompatibel dengan formasi negara warisan 

kolonial yang bercampur clengan watak teknokratik-neoliberal. Kaum 

realis bisa menang dalam melahirkan UU Desa, retapi yang berkuasa 
yang menjalankan clan menikmati UU Desa adalah kaum legal formalis 

yang terns menghambat pencapaian clesa, kaum birokrat otokratis yang 

terns mengontrol clesa, kaum teknokratis yang terns melemahkan clesa, 

maupun kaum pragmatis yang tidak mau berpikir serius. 

Tentang Buku ini 

Buku ini merupakan bentuk kajian "dialektika antara hukum clan desa", 

yang menyajikan pandangan hukum pemerintahan terhaclap clesa, 

canpa mengabaikan aspek kesejarahan, sosiologis clan politik 

pemerintahan. Kesulitan menembus clesa clengan beragam perspekrif 

terlihat dalam banyak argumen dalam buku ini, sehingga pengacuran 
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desa selalu silih berganti dan berdiri secara kokoh. Seriap UU mulai dari 

1945 hingga 2014 selalu mengundang debat, kritik tajam, dan tentu juga 
pelaksanaan yang bermasalah. Shanti Dwi Kartika memulai dengan sebuah 
pendapar: "Secara legal formal dan dilihat dari aspek historis pengaturan 

desa sangat dinamis dengan tidak sacupun peraturan perundang­ 

undangan yang secara tegas mengacur mengenai otonomi desa''. 

UU Desa tidak secara eksplisit mengacur dan membunyikan 
otonorni desa. Terapi Shanti Dwi Kartika, berbeda dengan mainstream 

hukum pemerincahan, menegaskan bahwa UU Desa memberikan 
pengakuan atas otonomi bagi desa dan mendorong rumbuh dan 

berkembangnya otonomi desa. Meskipun desenrralisasi tidak dikenal 
dalam UU Desa, terapi Shanti Dwi Kartika menegaskan bahwa 

pemerincah desa diberikan desentralisasi politik, desenrralisasi 
pembangunan, dan desentralisasi keuangan. "Ketiganya merupakan 
residualitas dari desentralisasi yang telah ada dan subsidiaritas dengan 
kewenangan lokal", demikian ungkapnya. 

Keluar dari kaidah hukum pemerincahan, Shanti Dwi Kartika 
berujar bahwa implementasi dari otonomi desa ini diwujudkan dalam 
bencuk perencanaan prioritas, program, dan kegiatan pembangunan 
desa yang melibatkan semua unsur di desa tersebut dengan 
memperhatikan potensi, karakteristik, dan kebucuhan desanya. 

Keberhasilan otonomi desa dipengaruhi oleh kemampuan leadership 

yang kreatif dan inovatif dari pemimpin desa, sehingga terwujud 

kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakar desa. Oronomi desa 

ini merupakan peluang bagi kemajuan desa sebagai enritas dan garda 
depan negara, namun dalam pelaksanaan masih dijumpai hambatan, 
baik dari aspek regulasi, operasionalisasi, maupun sumber daya manusia. 

Di bagian II, Novianto M. Hanroro, mempunyai pandangan yang 

agak berbeda dengan pandangan Shanti Dwi Kartika. Shanti agak 
keluar dari mainstream, dan malah banyak bicara tenrang politik dan 
administrasi pemerintahan; sedangkan Novianto tetap teguh bicara desa 
dari hukum pemerintahan, meskipun di ujung juga memahami makna 
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dan tujuan keadilan bagi desa dalam UU Desa. Novianro secara lengkap 
membicarakan kesejarahan pengaturan desa, termasuk memetakan 

perdebatan soal kedudukan desa, serra pengaturan desa yang rerus silih 
berganri. Pendapat penting Novianro adalah: Pemberian oronomi 

kepada desa ini dapat dikarakan sebenarnya tidak sesuai dengan UUD 
1945, karena berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 ayat (2) pemerintah 

daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan menurur asas oronomi dan tugas 

pembantuan. Hal ini berarti meskipun konstitusi mengakui kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta dengan hak-hak tradisionalnya, namun 

konstitusi hanya memberikan kewenangan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan berdasarkan asas oronomi hanya sampai kepada 
pemerintah kabuparen/kora dan tidak menyeburkan desa memiliki 
kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 

Oleh karenanya apabila disandingkan aspek hukum tentang desa 
dengan desa yang diatur dalam UU Desa, maka terjadi ketidakcocokan 

karena: (a) rerjadi benturan regulasi; (b) otonomi desa tidak dikenal 
dalam teori hukum dan desentralisasi, karena merupakan sesuatu yang 

hidup dalam dunia nyara: (c) otonomi desa bukan bagian dari 
desenrralisasi tetapi residualitas dari desentralisasi dan subsidiaritas 

dengan kewenangan lokal; dan (d) UU Desa merupakan hasil 
kompromi politik. 

Hal itu, tutur Novianro, mengakibatkan terjadi "benturan" antara 

perspekrif hukum normatif dengan perspektif sosiologis dan politis, 
dalam memandang desa. Dengan demikian, dapat dipahami apabila 

terdapat perspektifhukum yang mengritisi bahwa UU Desa tidak selaras 
dengan norma konstitusi. Namun demikian, hukum bukannya tidak 

memberikan jalan keluar. Konstirusi relah menyediakan jalur 
konstitusional untuk menguji UU Desa terhadap UUD 1945. Apabila 

terdapat pihak yang memiliki legal standing merasa terdapat kerugian 
konstitusional dengan diundangkannya UU Desa, maka yang 
bersangkutan diperkenankan mengajukan permohonan uji materi 
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terhadap UU Desa. Ketentuan UU Desa akan retap berlaku 

sepanjang tidak dibatalkan melalui judicial reviewatau diubah melalui 

legislative review. 

Karena tidak duduk itu, maka sangat wajar apabila pelembagaan 

kewenangan desa mengalami banyak masalah. Novianto menunjukkan 

tumpang tindih kelembagaan dan pengaturan. Pengaturan mengenai 

kewenangan Desa selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Menceri, yairu Peraruran Menceri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tencang Kewenangan Desa. Selain Permendagri, ternyata Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga telah 

mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai kewenangan desa 

berdasarkan hak asal usu! dan kewenangan lokal berskala desa melalui 

Permendesa No. I Tahun 2015. Terdapar perbedaan pengaturan antara 
kedua Peraturan Menteri. 

Adanya dua peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama, 

namun dengan substansi yang berbeda menunjukkan adanya 

ketidaksinkronan pengaturan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini 

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Duplikasi dan tumpang tindih 

pengaturan tersebur juga memperlihatkan kurangnya koordinasi dan 

masih adanya ego sekroral dalam pengaturan masalah kewenangan desa. 

Unruk itu, sebaiknya pengaturan turunan mengenai kewenangan desa 

ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden arau dapat lebih disinkronkan 

agar tidak menimbulkan permasalahan dalam implemencasinya. 

Implementasi pengaturan kewenangan desa di Kampung Labanan 

Makmur dan Kampung Tanjung Batu, Kabupaten Berau Kalimantan 

Timur serta di Desa Landungsari dan Desa Pujon Kidul, Kabupaten 

Malang, Provinsi Jawa Timur, pada intinya menunjukkan adanya 

keinginan untuk memenuhi kerenruan mengenai penggunaan atau 

pengalokasian dana desa. Dalam komeks ini, desa lebih berperan sebagai 

sebuah bagian dari struktur pemerintahan yang kemudian disibukkan 

dengan hal-hal administratif seperti penyusunan penyusunan program, 
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APBDes, clan pertanggungjawaban. Dari keernpat kewenangan yang 
diberikan kepada desa, rerdapat indikasi bahwa kewenangan yang 
didukung oleh dana lebih menarik untuk dilaksanakan oleh dengan 
mengingat adanya pembiayaan dalam wujud dana desa yang berasal 
dari APBN clan dana yang berasal dari APBD. 

Kewenangan berdasarkan hak asal usu! atau inisiatif dari desa 
kurang berkembang dibandingkan dengan melaksanakan prioritas 
penggunaan dana desa, yang datang dari Menteri Desa. Dalam konteks 
kewenangan ini, terdapat permasalahan ketika program prioritas 
rersebut ternyata tidak sesuai dengan kondisi desa, misalnya mengenai 
embung atau sarana olahraga desa. Selain itu, perlu diperhatikan pula 
kemungkinan overlapping program clan pembiayaan antara 
kewenangan yang dilaksanakan oleh desa dengan dengan kewenangan 
dari kementerian teknis. Di satu sisi, desa pasca berlakunya UU Desa 
tidak lagi menjadi "objek" pembangunan, namun menjadi subjek uncuk 
melaksanakan pembangunan, namun di sisi lain perlu dipertimbangkan 
agar tidak berulang adanya penyeragaman clan perlu memerhatikan 
agar kearifan lokal clan hak asal usu! desa menjadi terabaikan. 

Kewenangan yang dimiliki oleh desa yang diatur dalam UU Desa 
diamanatkan uncuk diatur lebih lanjur dalam peracuran pelaksanaan. 
Pemerintah selanjumya menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai 
peraturan pelaksanaan UU Desa rersebur. Namun demikian, dalam 

ha! kewenangan, PP Pelaksanaan UUD masih mengamanatkan lagi 
pengaturannya kepada Peraturan Menteri. Permasalahan muncul ketika 

terdapat dua kemencerian yang mengeluarkan peraturan menceri yang 
sama-sama mengatur tencang kewenangan desa namun dengan 
subsransi yang berbeda. Secara hukum dapat dikatakan rerjadi 
ketidakharmonisan pengaturan secara horizontal. Untuk menghindari 
adanya permasalahan dalam implementasi, dari sisi pengaturan, 
peracuran pemerintah sebaiknya mengarur secara tuntas masalah 
kewenangan desa tersebuc. 
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Pengaruran kewenangan desa terutama kewenangan terhadap hak 
asal usul dan kewenangan lokal berskala dalam terlihat dilakukan secara 
melakukan inventarisasi dan identifikasi kewenangan desa unruk 
kemudian ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Serelah 
diretapkan dalam peraturan kepala daerah, desa rnernilih kewenangan 
dari list yang tersedia untuk kemudian diretapkan dalam peraturan 
desa. Pola seperti ini sebenarnya bukan pola "pengakuan'' sebagaimana 
dimaksudkan dalam konstitusi. Konstruksi untuk pola "pengakuan" 
seharusnya dilakukan secara bottom up, yaitu desa yang menginventarisir 
kewenangan hak asal-usul mereka dan kewenangan lokal berskala desa, 
unruk kemudian disampaikan kepada pemerinrah daerah kabupten/ 
koca untuk diretapkan sebagai benruk "pengakuan dan penghormacan". 

Keluar dari isu klasik soal desa, Denico Doly di bagian III berbicara 
soal pendampingan desa, baik dari sisi regulasi mapun pelaksanaan. 
Denico Doly mencatat ada kontradiksi arau benturan antara Peraturan 
Pemerintah No. 47/2015 dengan Permendesa No. 3/2015 tentang 
pendampingan desa. PP lahir lebih dulu ketimbang Permendesa. Dalam 
Permendesa tidak dikenal pendamping lokal desa, PP berbicara renrang 
pendamping lokal desa, semenrara dalam pelaksanannya cerdapat 
pendamping lokal desa. Sampai hari ini Permendesa belum direvisi dan 
disesuaikan dengan PP. 

Perbedaan ini, kara Denico Doly, akan mengakibatkan 
disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengarur 
mengenai pendamping desa. Disharmonisasi ini dapar mengakibackan 
terjadinya kekosongan hukum yang mengatur mengenai pendamping 
lokal desa cersebut. Kekosongan hukum yang terjadi juga akan 
rnengakibatkan tidak dapac berjalan dengan efektifnya pendamping 
lokal desa. Pembenahan atas pengacuran pendamping lokal desa perlu 
dilakukan oleh Kementerian Desa agar tidak terjadi kekosongan hukum 

pengaturan pendamping lokal desa. 

Problem kedua dalam pendampingan adalah kelembagaan 
rekrutmen pendamping desa, yang terjadi benturan antara Kementerian 
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Desa dengan pemerintah daerah. Kementerian menghendaki 

rekrutrnen yang terpusat, kabupaten/kota menghendaki desencralisasi. 

Dalam praktik ini berjalan berlarur-larut. Jalan yang diternpuh adalah 
rekrutmen dengan dekonsentrasi, oleh Pemerintah Provinsi dan 
langsung diserahkan ke kecamatan. Denico Daly mencatat ha! ini 
"melangkahi" kabupaten/kota dan desa. 

Regulasi kontradiktif dan kelembagaan yang tidak tepat, dicatat 

oleh Denico, menimbulkan pelaksanaan pendampingan yang 
bermasalah di lapangan. Permasalahan ini terkait dengan keseriusan 

pendamping desa dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan 
kewenangannya. Tingkat disiplin ataupun kehadiran pendamping desa 
unruk datang ke desa dalam melaksanakan fungsi, rugas, dan 
kewenangannya cukup memprihatinkan. Hal ini terjadi sebagian karena 

adanya anggapan bahwa pendamping desa tidak bertanggung jawab 
atas fungsi, rugas, dan kewenangannya. Permasalahan lain yang timbul 
yaitu banyaknya kasus pengunduran diri pendamping desa. 
Pengunduran diri disebabkan ketidaksanggupan pendamping desa 
uncuk mendampingi 2 (dua) sampai 3 (tiga) desa secara bersamaan. 

Kapasitas dan kornperensi pendamping yang rendah tentu selalu 
menjadi buah bibir banyak kalangan. 

Denko Daly akhirnya memberikan rekomendasi: permasalahan 
pendamping desa hams diselesaikan dalam kerangka hukum. 
Perubahan secara mendasar dilakukan dengan cara mengubah UU 

Desa adalah dengan menambahkan subtansi mengenai pendamping 
desa. Hal ini dilakukan sebagai dasar atau payung hukum pengadaan 

pendamping desa. Selain itu, diperlukan perubahan mendasar dalarn 
peraruran pelaksana dari UU Desa agar tercipta sebuah tatanan yang 
baik dalarn pengaruran pendamping desa. 

Di bagian IV, yang terakhir, Monika Suhayati, berbicara soal 

BUMDesa dari sisi badan hukum. Badan hukum BUMDesa sejak 
2010 selalu menjadi perdebaran, dan Kemendagri sebenarnya 
menghendaki bahwa UU Desa bisa memastikan begitu BUMDesa lahir 
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dengan Peraturan Desa, maka dia hadir sebagai badan hukum yang 

mandiri, seperri halnya koperasi dan PT. Tetapi UU Desa, melalui debat 

yang panjang, tidak runtas bicara soal ini. UU hanya mengatakan bahwa 

B UMDesa adalah usaha bercirikan desa yang berbeda dengan koperasi, 

PT maupun CV. 

Melalui penelitian lapangan Monika Suhayati menegaskan bahwa 

BUM Desa di Kabupaten Malang dan Badan Usaha Milik Kampung 

(BUMK) di Kabupaten Berau merupakan badan usaha yang didirikan 

oleh desa atau kampung dan bukan merupakan badan hukum karena 

tidak memenuhi syarat forrnil, yaitu pengesahan dari Kementerian 

Hukum dan HAM. Dengan legalitas peraturan desa atau peraturan 

kampung sebagai dasar pembemukannya, BUM Desa atau BUMK 

tetap dapat melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain, seperti 

kerja sama dengan pihak bank. BUM Desa juga dapat mernbentuk 

unit-unit usaha yang berbadan hukum. Legalitas pernbenrukan BUM 

Desa tersebut memadai apabila tidak terjadi permasalahan hukum 

dalam kerja sama dengan pihak lain, namun dalam ha! terjadi 

permasalahan hukum, legalitas ini belum memadai dikarenakan tidak 

ada pemisahan harta dan desa sebagai pemilik BUM Desa berranggung 

jawab secara penuh atas kerugian BUM Desa sehingga akibamya 

merugikan desa itu sendiri. Dalam hal menguatkan status hukum BUM 

Desa atau BUMK menjadi badan usaha berbadan hukum, diperlukan 

revisi UU Desa dengan mengatur mekanisme penetapan status BUM 

Desa atau BUMK sebagai badan usaha berbadan hukum demi 

terpenuhinya syarac formil suatu badan hukum. 



BAGIAN 1 

OTONOMI DESA 

PASCA BERLAKU UU DESA 

Shanti Dwi Kartika* 

I. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara dengan potensi kekayaan yang besar dan 

cukup beragam, termasuk satuan wilayah komunitas swakelola dari 

sekelompok penduduk yang diberi nama kota (munipical), kabupaten 

(counrry), dan desa (communelgemenree), serta satuan komunitas asli 

penduduk yang membentuk sacuan wilayah seperti desa di Jawa, nagari 

di Sumatera Barat, gampong di Aceh, marga di Sumatera Selatan, huna 

di Surnatera Utara, dan kampong di Kalimantan Timur.1 Kedua satuan 

wilayah komunicas tersebut merupakan bagian dari wilayah negara, 
sehingga berada dalam wilayah kekuasaan negara dan karena itu negara 

bertanggung jawab rerkair dengan fungsi pelindungan (protection 

function), fungsi kesejahreraan (welfare function), fungsi pendidikan 

(educational function), dan fungsi perdamaian (peacefulness function). 

Wilayah negara terbesar di Indonesia adalah desa dengan penyeburan 

yang berbeda di setiap daerah. Desa merupakan garda terdepan dari 

sistem pemerintahan Negara Kesaruan Republik Indonesia, sehingga 

keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan 

demokratisasi. Namun, selama ini pembangunan desa jauh tertinggal 

· Penelici Madya Hukum Tata Negara pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 
dengan a1amar email shanti.kartika@dpr.go.id 

I Sirajjudin dan Winardi, Dasar-dasar Hukum Tara Negara Indonesia, Malang: Secara 

Press, 2015, hal. 331. 
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daripada kota, baik dari aspek status sosial, infrastruktur, pendidikan, 
maupun perekonomian. 

Fenomena ironis rersebur menunjukkan bahwa pemerintah lalai 
dalam pembangunan di wilayah desa, meskipun negara telah mengakui 
adanya hak asal-usul sebagaimana diatur dalam Pasal 1 8  Undang­ 
Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Berdasarkan Pasal 18 UUD 
1945, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan 
benruk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, 
dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam 
sistem pemerintahan negara, dan hak asal usu! dalam daerah-daerah 
yang bersifar istimewa. Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 angka II 
menyebutkan bahwa dalam teritori Negara Indonesia terdapat 15% 
lebih kurang 250 zeltbesturcnde landschappen dan volksgemeenschappen, 

seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga 
di Palembang, dan sebagainya yang mempunyai susunan asli sehingga 
dapar dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa, oleh karenanya 
negara menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan 
segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan 
mengingati hak-hak asal usu] daerah tersebut. Esensi yang terkandung 
dalam kerentuan Pasal 18 UUD 1945, yaitu percama, adanya daerah 
otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan 
pada asas desentralisasi; kedus, satuan pemerintahan tingkar daerah 
menurut UUD 1945 dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan 
memandang dan mengingati dasar permusyawaracan dalam sisrern 
pemerintahan negara; ketiga, pemerintahan tingkat daerah harus 
disusun dan diselenggarakan dengan memandang dan mengingat hak 
asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifar isrimewa. 2 

Landasan konstitusional rersebur menunjukkan bahwa negara 
mengakui dan menghormati desa sebagai entitas terkeci] dalam satuan 

l Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia sejak 
Kemerdeka:m hi11gg:, Era Rctomusi. Malang: Serara Pre.5.5, 2015, ha!. 7. 
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komunitas di Indonesia yang memiliki otonomi asli. Pengakuan ini 

semakin dipertegas dan diperkuat setelah adanya perubahan terhadap 

Konsritusi Negara yang memberikan pengakuan dan penghormatan 
terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adar (termasuk desa) 

beserra hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan rnasyarakat dan prinsip Negara Kesacuan 

Republik Indonesia yang diacur dengan Undang-Undang.3 Secara 

historis, pengacuran desa pernah diarur dalam ln!andsche Gemeente 

Ordiruntie, Stsatsblad 1906 No. 83 (IGO) bagi pedesaan yang ada di 

Pulau jawa-Madura dan Inlandsche Gemeenre Ordinancic 

Buitengewesten (/GOB}, Scursblad 1938 No. 490 juncro Sraatsblad 

1938 No. 681 bagi pedesaan yang ada di luar Pulau Jawa-Madura, 

Osamu Scirei No. 7 Tahun 1944 (Osamu Scirei), UU No. 1 Tahun 

1945 tenrang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional 

Daerah, UU No. 22 Tahun 1948 tenrang Undang-Undang Pokok 

tenrang Pemerinrahan Daerah, UU No. 1 9  Tahun 1965 tentang Desa 

Praja sebagai Benruk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya 

Daerah Tingkat Ill di Seluruh Wilayah Republik Indonesia yang 

menempatkan desa sebagai lokus otonomi ringkar ketiga dan UU No. 5 

Tahun 1979 rentang Pemerinrahan Desa yang meletakkan desa sebagai 

instrumen birokrasi melalui kebijakan uniformicas terhadap semua 

entitas mikro di level bawah dengan isrilah desa. Pasca-reformasi dengan 

berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerinrahan Daerah 

sebagaimana telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerinrahan Daerah, pengamran desa mengalami perubahan dalam 

hierarki peracuran perundang-undangan yaitu berada di bawah 

undang-undang diarur dengan PP No. 72 Tahun 2005 yang 

ditindaklanjuti dengan peraruran daerah. Hal ini mengakibatkan desa 

menjadi powerless dan kehilangan kewenangannya meskipun secara 

eksplisit dikarakan mempunyai oronorni asli. 

'Pasal 18Bayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun I 945. 
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Kebijakan uniformitas ini juga membuac kedudukan siscem sosial 
mikro yang disebut desa ini mengalami pergeseran, dari entitas sosial 
yang berrurnpu pada kehendak basis alami terkecil masyarakat menjadi 
unit pemerincahan mikro yang bersandar pada kepentingan pemerinrah." 
Kebijakan uninforrnitas cersebut merupakan dampak dari deregulasi 
dalam pengacuran dan penataan desa. Adanya deregulasi dalam 
penataan desa menimbulkan perspektif baru dalam pengaturan desa 
di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 (UU 
Desa). UU Desa ini menjawab dua masalah urama, yaicu mengembalikan 
otonomi desa dan pada saat yang sama mengembangkan oronomi desa 
untuk membacasi intervensi otonomi daerah pasca-reformasi. 5 UU Desa 
bersifac progresif dengan memberikan oconomi secara luas kepada desa 
sepanjang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Lahirnya 
UU Desa celah memberikan keleluasaan kepada desa uncuk 

menumbuhkan, memperkuat, dan mengembangkan prakarsa lokal, 
semangat otonomi, dan kemandiriannya. 6 

UU Desa menurut Tommy Legowo, peneliti Forum Masyarakat 
Pernantau Parlemen, mempunyai perspekcif baru pemerinrahan karena 
mengandung oronomi berjenjang yaitu otonomi kabupaten/koca dan 
oconomi desa.7 Hal ini disebabkan berlakunya UU Desa membuat 
posisi desa bergeser dari sekedar wilayah administrasi di bawah 
kabupaten menjadi entitas yang berhak unruk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 
usu!, dan/atau hak tradisionalnya. 8 Sebagai suacu entitas yang 
merupakan kesacuan masyarakac hukum yang mempunyai susunan asli 

4 Muhadam l..abolo, Dinamika Politik & Pemerinrahan Loksl. Bogor: Ghalia Indonesia, 
2015, hal. 168. 

'Ibid. 

6 Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Pedoman Scandar La ya nan Informasi Publik 
untuk Pemerintahan Desa, Surabaya: 2015, hal. 1. 

7 LIP!, "Mengawal lmplementasi UU Desa Tanrangan clan Peluang," dimuat dalam http:/ 
/lipi.go.id/lipimedial mengawal-implementasi-uu-<lesa-tamangan-<lan-peluang/ 10885, diakses 
tanggal 9 Februari 2017. 

8 Komisi lnformasi Provinsi Jawa Timur, Joe. cir. 
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berdasarkan asal usu! yang bersifar isrimewa, desa dapat melakukan 

perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, 
memiliki kekayaan, harta-harta, serta dapat dituntur dan menuntut di 
muka pengadilan." 

UU Desa juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada 
desa unruk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan 

pembangunan, serta melakukan pembinaan kemasyarakatan dan 

pemberdayaan masyarakat." Hal ini menunjukkan bahwa pertama, 

UU Desa menegaskan kembali keberagaman desa dan memberikan 
hak kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusannya masing­ 

masing berdasarkan hak asal-usul yang diakui dan dihormati oleh negara 

berdasarkan konstitusi dan kedua, desa diharapkan mampu 

mengembangkan otonomi aslinya umuk membatasi kuasa otonomi 
daerah.11 Selain ini, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangannya kepada desa. 12 Kedua dasar hukum ini 

mempengaruhi kedudukan desa dalam pemerintahan. 

Lahirnya UU Desa tersebut menjadikan kedudukan desa sebagai 

pemerintahan masyarakat, organisasi campuran (hybrid) antara 
masyarakat berpemerintahan (self governing community) dan 
pemerintahan lokal (local self government), bukan sebagai organisasi 

pemerintahan yang berada dalam sistern pemerinrahan kabupaten/kota 

(local state govemmcnt)." Hal ini disebabkan UU Desa mengatur 

9 Sadu Warsito, M. lrwanTahir, Prospek Pcngembangan Desa, Bandung: Fokus Media, 

2006, hal. 92 dalam Afriniko, "Politik Hukum Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 6Tahun 2014 Temang Desa," JOMFakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 
2015, hal. 12. 

10 Komisi lnformasi Provinsi Jawa Timur, Joe.cit. 

' '  Muhadarn l.abolo, Dinamika Po/icik. . .  ,  op.cit., hal. 169. 

"Pasal 372 ayat (I) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerimahan 
Daerah. 

H Kemenrerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, clan Transmigrasi, Buku 1 

Kewcnangan Desa dan Regulasi Desa, Jakarta: 2015, ha!. 9. 
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pemerintahan desa untuk mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakamya berdasarkan hak 

asal usu! dan/atau hak tradisional, prakarsa masyarakat berskala desa, 
penugasan Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dan penugasan lain 

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pengacuran eksistensi desa melalui UU Desa hams diakui memberi 

peluang bagi rumbuhnya otonomi desa meskipun dalam beberapa 

pasalnya memberi deskresi yang memungkinkan otonomi desa tumbuh 
disenai dengan beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh 
pernerinrah desa, masyarakat desa, pemerintah daerah, dan pemerintah 
pusat. 14 Pemberian otonomi kepada desa tercermin dalam Pasal I angka 

I UU Desa yang menunjukkan bahwa desa berwenang unruk 

mengarur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu!, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesaruan Republik Indonesia. Namun, 

pengamran selanjutnya dalam UU Desa cidak secara eksplisit 
menyatakan bahwa desa memiliki oronomi. Sucoro Eko, dalam bukunya 
Desa Membangun Indonesia, menyatakan: 1 5  

UU No. 6 Tahun 2014 tidak mengenal konsep otonomi desa, termasuk 
oronomi asli, melainkan menegaskan kemandirian desa atau desa 
mandiri. Konsep desa mandiri dalam UU Desa sebenarnya 
dimaksudkan untuk menggantikan konsep otonomi desa, sebab 
oronorni desa identik dengan daerah otonom cingkat III yang hams 
dlhindari, Sekaligus juga menghindari semangac "kedirian'' yang 
rnelekar pada desa. Namun, mulai dari perdebatan dalam RUU Desa, 
risalah hingga naskah UU Desa, sama sekali tidak menjelaskan konsep 
desa mandiri. 

" Muhadam l.abolo, Dinamika Politik. . .  , Joe.cit., 17 4. 
15 Suroro Eko, Desa Membangun Indonesia, Yogyakarta: Forum Pengembangan 

Pembaharuan Desa (FPPD), 2017, hal. 82. 
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Berdasarkan lacar belakang tersebur, UU Desa cidak secara eksplisir 
mengacur mengenai oronomi desa. UU Desa hanya memberikan 
pengakuan dan penghormacan terhadap desa dengan segala hak dan 
kewenangan yang rnelekat padanya untuk mengacur dan mengurus 
urusan pemerintahan dan kepencingan masyarakat setempat. Adanya 
kewenangan mengacur dan mengurus tersebur dapar diartikan desa 
mempunyai oconomi sebagaimana yang tersirat dalam norma mengenai 
bacasan pengercian desa dan norma yang berkaitan dengan kewenangan 
desa. Hal ini disebabkan karena oronomi merupakan spirit dari 
kewenangan desa. Besarnya kewenangan desa memberikan peluang 
dan pendorong bagi tumbuh dan berkembangnya oconomi desa. Aras 
dasar icu, rumusan pcrmasalahan mcngerucuc pada bagaimana oconomi 
bagi pemerincahan desa jika dikaitkan dengan U U Desa dan 
bagaimana implemencasi otonomi desa pasca-berlaku UU Desa. 

II. DESA DAN OTONOMI DESA 

Indonesia merniliki keanekaragaman istilah dan makna desa sesuai 
dengan asal usu! dan kondisi sosial budaya masyarakat, seperri desa, 

nagari, negeri, gampong, kampung, pekon, lembang, hura, nagori, 
pakraman, bori, banua, wanua, dan marga. Sejak <lulu di Indonesia, 
desa merupakan basis penghidupan masyarakat serernpat, yang 
norabene mcmpunyai otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tata 

kelola acas penduduk, pranata lokal, dan sumber daya ekonomi.16 Desa 
acau sebutan lain yang beragam di Indonesia ini pada awalnya 
merupakan organisasi komunicas lokal yang mempunyai bacas-bacas 
wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat 
yang mengelola dirinya sendiri (self-governing community)," 

16 Dirckrorar Jenderal Pemberdayaan Masyarakat clan Desa Kemenrerian Dalam Negeri, 

Naskah Ak:,demik Ran=gan Undang-Undang renrang Desa, Jakarta, hal. 7. 

"Muhammad Yasin, Ahmad Rofik, Fachurrahman, et. al., Anorasi Undang-Undang No. 
6 Tshun 20 I 4 tentsng Desa, Jakarta: l'usat Telaah clan Infocmasi Regional (PATTIRO) 
didukung oleh The Asia Foundation, 2015, hal. 44. 
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Desa secara fllosofis celah mendapac legitimasi dalam konstitusi 

negara, yaitu Pasal 18 UUD 1945 yang di dalam penjelasannya 

menyebutkan zelibcsturendc landschappen clan volksgemeenschappen 

meskipun kedua frasa cersebut menimbulkan perdebaran dalam 
memaknai dan mendudukan desa. Pembahasan mengenai desa ini relah 

bergulir dalam sidang BPUPKI dan PPKI saat merumuskan konsrirusi 

pada 28 Mei-22 Agustus 1945. M. Yamin menyampaikan dalam Pidato 

1 1  Juli 1945 di sidang BPUPKI bahwa: 18 

Pernerintah dalam Republik ini perrama-tama akan rersusun dari 
badan-badan masyarakac seperri desa, yaicu susunan pemerintah 
paling bawah, pemerinrah ini saya namakan pemerincahan bawahan. 
Antara pernerinrahan atasan dan pemerimahan bawahan itu adalah 
pemerimahan yang baik saya sebut pemerincahan percengahan. 
Perkara desa tidak perlu saya bicarakan di sini, melainkan kita 
harapkan saja, supaya sifar diperbarui arau disesuaikan dengan 
keperiuan jaman baru. Tecapi yang perlu dicegaskan di sini, yaitu 
bahwa desa-desa, negeri-negeri, marga-marga, clan lainnya reraplah 
menjadi kaki Pernerinrah Republik Indonesia clan di tengah-rengah 
pernerinrahaan arasan dan bawahan kica pusackan pemerintah daerah. 

Selain pemikiran M. Yamin tersebut, Soepomo berpandangan 

bahwa sisrem penyelenggaraan pemerinrahan cenderung ke arah 
pemerimahan sentralisrik. 19 Soepomo juga menyampaikan pemikiran 

dalam Sidang BPUPKI, 15  Juli 1945, terkair dengan keberadaan desa 
yairur" 

Hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istirnewa harus 
diperingati juga. Daerah-daerah yang bersifac istirnewa ialah percama, 
daerah kerajaan (kooti), baik di Djawa maupun luar Djawa, daerah­ 
daerah yang dalam bahasa Belanda dinamakan zeltbesturende 

Iandschappen. Kedua daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan 

I H M .  Yamin dalam Ni'matul Huda, Hukum Pcmcrinrshen Dess dalam Konstitusi 

Indonesia sejak Kemerdekaan hingga Era Relorm,si. Malang: Serara Press, 2015, ha!. 5. 
19 Ni'rnacul Huda, Hukum Pemerinrahan Desa . . .  ,  op.cic., ha!. 5. 

20 Soepomo dalarn Ni'marul Huda, Hukum Pemerinrahan Dess dalam Konstirusi 

Indonesia sejak Kemerdekaan hingg,, Era Reformasi. Malang: Serara Press, 2015, ha!. 5. 
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asli, ialah dorfgemeinschaften, daerah-daerah kecil yang mempunyai 
susunan rakyar asli seperri desa di Jawa, negeri di Minangkabau, dusun 
dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli, gampong di 
Aceh. Maksud Panitia ialah hendaknya adanya daerah-daerah 
istimewa tadi ialah daerah kerajaan (zeltbcsturendc landschappen) 
dan desa-desa itu dihormati dengan menghormati dan memperbaiki 
susunannya asli. 
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Berkaitan dengan Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 angka II tersebut, 

Wiryono menyebuckan:21 

di dalam menyusun undang-undang tentang pembagian daerah 
otonomi, oleh Pasal 18 UUD 1945 diberikan beberapa syarat dengan 
memandang dan mengingat: perrama, dasar permusyawaratan dalam 
sistem pemerimahan negara dan kedua, hak-hak asal usu! dalam daerah 
yang bersifat istimewa. Ad. I: berhubung di dalam pembukaan antara 
lain direntukan "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/perwakilan", maka menurut hemat kami 
syarat yang ditentukan oleh Pasal 1 8  UUD 1945 icu adalah 
merupakan konsekuensi dari apa yang ditentukan di dalam 
pembukaan tersebut. Realisasi dari dasar keharusan adanya dasar 
permusyawaratan iru adalah badan perwakilan daerah di dalam daerah 
otonom yang bersangkutan. Ad. II: jika diingat sejarah pembuatan 
UUD 1945, maka syarat yang direntukan oleh Pasal 18 UUD 1945 
ini sudah dapat dimaklumi, sebab pada wakru dibuarnya UUD 1945 
di dalam territoir negara RI terdapat lebih kurang 250 Zeltbcsturende 

Landschsppen dan Volksgemeenschappen seperti desa di Jawa dan 
Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang 
dsb,nya. Jadi demi tercapai "persatuan Indonesia" hak asal-usul dari 
daerah-daerah yang bersifar istimewa tersebur perlu diperhatikan, 
hanya dengan catatan berangsur-angsur dengan UU daerah yang 
bersifar istimewa itu dapat dihapuskan. 

Pendapat Wiryono tersebut sejalan dengan pendapat Bagir Manan 

yang menyatakanr" 

11 Wiryono, Garis Besar Pembahasan dan Komencar UUD 1945, Bandung: Penerbit 

Alumni, 1982, him. 126. 
" Bagir Manan, Perjalanan Hiscoris Pasal 18 UUD 1945, Karawang: UNISIKA, 1993, 

hal. 158. 
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Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 mengidentifikasikan "hak-hak asal­ 
usul dalam daerah-daerah yang bersifat isrirnewa" sebagai daerah­ 
dacrah yang mempunyai susunan asli yaitu Zeltbesturendc 
Landschappen dan Volksgemeenschappen, meskipun keduanya 
tunduk kepada berbagai peraruran pemerinrahan Hindia Belanda 
memang merupakan pemerintahan asli Indonesia sehingga Landsdup 

dan Volksgemeenschappen bukan suaru susunan pemerintahan 
bencukan acau cipcaan p�raruran perundang-undangan a tau 

pemerinrahan Hindia Belanda, melainkan pemerinrahan yang 
diciptakan dan dijalankan oleh "bumipurera", 

Selain itu, Bagir Manan juga menjelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan Volksgemeenschappen dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 
adalah desa, negeri, dusun, marga, clan sebagainya, yang dalam 

peraruran perundang-undangan Hindia Belanda dipergunakan dengan 

isrilah inlandsche gemeenten yairu semua persekutuan hukum territorial 

Indonesia asli yang mandiri, kecuali swapraja." Hal ini berbeda dengan 

Zelfbesrurende Landschappen yang pada masa kemerdekaan dikenal 

dengan swapraja clan dalam susunan Pernerinrahan Hindia Belanda 

terrnasuk dalam indirect bcstuurdgebied." Perbedaan keduanya yairu 

swapraja diatur berdasarkan hukum adat tetapi juga diatur dengan 

peraturan perundang-undangan Hindia Belanda untuk membacasi 

kebebasan swapraja dalam mengatur clan mengurus sendiri rumah 

cangga daerahnya, sedangkan pemerintahan desa dibiarkan mengarur 

sendiri segala sesuatu mengenai kepentingan desa clan ini merupakan 
inti dari sisrern rumah cangga desa. 25 

Sehubungan dengan Penjelasan Pasal 18 UUD 1945, The Liang 

Gie mengacakan:26 

"Bagir Manan, Hubungan anrara Pusardan Daerah Menurur UUD 1945, Jakarta: 
Puscaka Sinar Harapan. 1994. hal. 159. 

24 Ibid., hal. SO. 
"Ibid., hal. 165. 
"'The Liang Gie, Pcrrumbuhan Pemerincahan Dacrah di Negara Republik lndoncsia,Jilid 

I, Edisi Kedua, Yogyakarta: Liberty, 1993, ha!. 39. 
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Walaupun penjelasannya resmi menyatakan demikian, tetapi 
kenyataan sejarah menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan 
desenualisasi dalam negara Republik Indonesia sampai sekarang 
ternyata desa dan volksgemeenschappen yang kecil-kccil itu tidak 
pernah dianggap sebagai daerah istimewa. Pengertian daerah istimewa 
hanya ditinjau terhadap zelfbesrurende landschappen. Penjelasan 
resmi itu memberikan keterangan-keterangan tambahan yang ridak 
cocok dalam riga hal, yaitu perrama, Indonesia akan dibagi dalam 
provinsi; kedue, bahwa daerah-daerah itu adalah daerah otonomi atau 
daerah adminisrrasi (adminiscratief resort}; dan ketiga, bahwa 
volksgemeenschappen sepeni desa, negeri, marga, dan sebagainya 
adalah daerah-daerah yang bersifat istimewa. Keterangan bahwa desa, 
nagari, dan sebagainya adalah daerah-daerah yang bersifar istimewa 
juga tidak tepat. Dalam pembicaraan-pembicaraan tidak pernah regas­ 
regas dinyatkan bahwa volksgemeenschappen itu tergolong dalam 
daerah istimewa. Yang nyata-nyara dianggap daerah istimewa dengan 
hak asal-usul yang bersifar istimewa yaitu daerah-daerah kerajaan/ 
kesultanan yang masih ada di seluruh Indonesia pada wakru itu, 

Dalam sejarah perrurnbuhan pemerinrahan daerah di negara RI 
selanjumya desa dan sebagainya tidak pernah dianggap sebagai daerah 
istimewa sepeni Daerah lstimewa Yogyakana. 
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Beberapa pendapat rersebut menunjukkan bahwa UUD 1945 
memberlakukan sama untuk zelfbesturende landschappen dan 
volksgemeenschappen meskipun keduanya rerdapat perbedaan yang 
mendasar, yairu volksgemeenschappen adalah desa, negeri, marga, dan 
sebagainya yang merupakan persekutuan hukum territorial Indonesia 
asli yang mandiri kecuali swapraja, sedangkan zelfbestuurende 
landschappen merupakan daerah istimewa bagi daerah-daerah 
kerajaan dan kasulranan. Selain itu, tidak ada landscappen atau 
swapraja yang berada dalam wilayah volksgemeenschappen karena 
secara hirarkis kedudukan zelfbestuurende landschappen berada di aras 
volksgemeenschappen dan desa di Jawa hanya merupakan salah satu 
bentuk volksgemeenschappen, namun istilah desa digunakan sebagai 
pengganti volksgemeenschappen. 27 Volksgemeenzchappen a tau 

17 Ni'marul Huda, Hu.kum Pemerinrahan Desa . . .  ,  op.cir., hal. 15. 
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inlandsche gemeenten merupakan iscilah Belanda unruk desa, marga, 
nagari, dan sebagainya yang tersebar di wilayah Indonesia dan sering 
dipersamakan dengan desa. Desa atau sebutan-seburan lain yang sangat 
beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas 
lokal yang mempunyai batas-baras wilayah, dihuni oleh sejumlah 
penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri 
(self-governing communitytP Konsep Zcltbcsturende landchappen 
identik dengan desa otonom (local self government) atau desa praja 
yang dikenal dalam UU No. 19 Tahun 1965,  sedangkan konsep 
volksgemeenschappen identik dengan kesatuan masyarakat hukum adat 
atau desa adat a tau self governing communiry. Zelfbesturende 
Iandschappen akan mengikuti azas desencralisasi (pemberian) dan 
vofksgerneenschappen akan mengikuti azas rekognisi arau pengakuan.29 

Berkaitan dengan keberadaan desa ini, Van Vollenhoven 
menyacakan daerah hukum di Jawa, Madura, dan Bali yang dinamakan 
desa adalah ciptaan orang Indonesia asli dan telah berkembang dari 
abad ke abad menjadi kesatuan masyarakat hukum dengan kepencingan 
bersama penduduknya menurut hukum adat diperlindungi dan 
dikembangkan perrama, hak untuk mengurus kepentingan daerahnya 
sendiri ( dalam iscilah modern dinamakan hak otonomi) dan kedua, hak 
memilih kepala desanya sendiri." Kesatuan masyarakat hukum ini secara 
garis besar dapat dibagi atas tiga tipe, yaitu: 31 

pcrtems, tipe kesaruan masyarakat hukum berdasarkan teritorial/ 
wilayah ternpat cinggal bersama sebagai dasar utama, kedua, ripe 
kesaruan masyarakac hukum berdasarkan kesamaan kemrunan/ 
genetik (suku, warga) sebagai dasar utama unruk dapat bertempar 

" Ibid., hal. 103. 
19 Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) dan Democratic Reform Support 

Program (DRSP-USAID), Masukan Untuk Perumusan Naskah Akademik Rancangan 
Undang-UndangTentang Desa, Policy Brie£2007, hal. 7. 

30 Soerardjo Kartohadikoesoemo, Desa, Jakana: PN. Balai Pusraka, 1984, hal. 49. 
31 H.M. Aries Djaenuri, "Sistem Pemerintahan Desa," Modul, Universicas Terbuka, 2014, 

hal. 1.10. 
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tinggal bersama dalam suatu wilayah tertenru, dan ketiga, ripe 
kesatuan masyarakac hukum berdasarkan asas campuran (tcritorial 

dan kerurunan). 

39 

Dengan kata lain, desa secara sosiologis menggambarkan kesatuan 
masyarakat yang tinggal dan menetap dalam suacu lingkungan secara 
sederhana, memiliki ikatan sosial, dan adat!tradisi yang masih kuat, 
secara ekonomi merupakan lingkungan masyarakat yang memenuhi 
kebucuhan hidupnya dari sumber daya alam yang tersedia, dan secara 
politik merupakan organisasi pemerintahan/kekuasaan yang 
mempunyai wewenang terre ntu karena merupakan bagian dari 
pemerintahan negara. 32 Desa mengucamakan asas-asas yang mempunyai 
nilai universal, yaicu kegotongroyongan, fungsi sosial atas milik dan 
manusia dalam masyarakat, persetujuan sebagai dasar kekuasaan um um, 
dan perwalian dan permusyawaratan dalam sis tern pemerintahannya. 33 

Pemerintahan desa dibangun berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat 
dan menerapkan pembagian kekuasaan berdasarkan teori Trias Politics, 

yaicu kepala desa dan perangkatnya sebagai badan eksekutif, rembug 
desa (rapat desa) sebagai badan legislatif, dan dewan morokaki sebagai 

badan yudikatif. 

Paradigma mengenai desa ini terns mengalami perkembangan. 
Dalam perkembangannya, muncul empat perspekcif desa, yaicu 
pertama, perspektif yang rnelihat desa sebagai kampung halaman; kedua, 
perspekcif desa sebagai wilayah; keciga, perspektif desa sebagai 
pemerimahan; dan kccmpat, perspektif sekcoral atas des a. 34 Des a tidak 
hanya rerbatas pada keempat perspektif tersebut, desa juga merupakan 
basis kehidupan dan penghidupan yang meliputi basis policik 

u Mashuri Maschab, Politik Pemerincahan Desa di Indonesia. Yogyakarra: Penerbic PolGov, 

2013, ha!. 1-2. 
"G. Kartasapoerra, RG. Kartasapoetra, clan AG. Karrasapoerra, Desadan Daerah deng;m 

Tara Pemerincahannya, Jakarta: PT. BinaAksara, 1986, ha!. 38. 
" Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Teninggal, clan Transmigrasi, Buku IO Regulasi 

Baru, Desa Baru Ide, Misi, dan Semangar UU Desa, Jakarta: 2015, ha!. 18-20. 
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pemerintahan, basis sosial, basis ekonomi, basis budaya, dan basis 
keamanan dan kerahanan sebagaimana diregaskan oleh Mohcrar Nairn 
dan Sadu Wasisriono:35 Desa juga menjadi basis bagi represemasi semua 
enticas dalam bacas kumpulan individu yang memiliki karakceriscik 
homogen, terikac kuac secara emosional dalam suatu sisrem sosial budaya 
serta memiliki organisasi yang bersifar primicif dengan kepala desa 
menjadi semral gravicasi polirik, ekonomi, dan sosial budaya. 36 Desa 
sebagai basis kehidupan, penghidupan, dan representasi semua entitas 
cersebuc merupakan insticusi yang oronom dengan tradisi, adar istiadat, 
dan hukumnya sendiri yang celah mengakar kuat, serra relacif mandiri 
dari campuc cangan entitas kekuasaan dari luar." Dengan demikian, 
srrukrur sosial sejenis desa, masyarakar adat, dan lain sebagainya relah 
menjadi institusi sosial yang sangat penring." 

Berdasarkan karakrerisrik desa di Indonesia yang sangar beragam, 
ripologi desa bisa dikelompokkan menjadi riga tipe yaitu desa adat, desa 
adminiscracif, dan desa transisi. 39 Jika dilihar dari sisi peran dan fungsinya, 
desa dikacegorikan menjadi desa adar (self governing community}; desa 
oronom (local self government); dan desa administratif (local state 
govcmmeat)." Desa juga dapar dikaregorikan berdasarkan konsep 
kehidupan bermasyarakac, bernegara, dan berdesa, yairu pertsma, desa 
organik arau desa adat yairu desa yang terbencuk dari kehidupan 
bermasyarakar secara parokhial umuk hidup bersama dan saling colong 
menolong berdasarkan garis kekerabaran, agama, dan etnis; kedus, desa 
korporaris yaitu desa yang runduk pada kebijakan arau regulasi negara; 
ketiga, desa mekanis yaitu desa memiliki kekuasaan dan berpemerincahan, 
yang di dalamnya mengandung ocoriras (kewenangan) dan akumabilicas 
umuk mengacur dan mengurus kepemingan masyarakar serempat, 

" Ibid. hal. 31. 
36 Muhadam Labolo, Dinamika Politik . . .  ,  op.cit,. hal. 170 . 
. P Ni'maruJ Huda, Perkemba.ngan Hukum Taca Nega.ra Perdebatan dan Gagasan 

Penyempurnaan, Yogyakana: FH UII Press, 2014, hal. 361. 

'"HAW. Widjaja, Oronomi Desa Merupakan Otonomi y.mg Asli, Bulat, dsn Utuh,Jakarta: 
PT. RajaGrallndo Persada, 2012, hal. 4. 
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sehingga mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan 
kepada masyarakat; dan kccmpat, desa inklusifyaitu menjadi basis sosial 
atau menjadi basis memupuk modal sosial, yakni memupuk tradisi 
solidaritas, kerja sama, swadaya, gotong royong secara inklusif yang 
melampaui batas-batas eksklusif, seperti kekerabatan, suku, agama, 
aliran atau sejenisnya." 

Desa juga merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik 
dan pemerintahan sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Hal ini berarti desa berfungsi sebagai akar-akar pemerintahan 
yang secara sosiologis menjadi basis perkembangan pemerintahan 
hingga mengubah diri menjadi kompleks dalam bentuk negara. 42 Desa 
sebagai akar pemerimahan perlu diperkuat, karena mernperkuar desa 
berarti memperkuat negara yang merefleksikan sel-sel penyangga di 
lapis terbawah pemerintahan.43 Selain itu, keberadaan desa sebagai 
satuan masyarakat hukum terkecil dan memiliki otonomi asli sangat 
strategis menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan 
pemerimahan dan pembangunan. 

Otonomi desa telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka yang 
telah diakui oleh Konstirusi melalui Pasal 18 UUD 1945 berikut 
dengan penjelasannya. Esensi dari Pasal 18 UUD 194 5 adalah adanya 
pengakuan negara terhadap apa yang disebut dengan otonomi desa 
dewasa ini dan dengan menyebuckan desa sebagai susunan asli yang 
memiliki hak asal-usul, menurut UUD 1945, hanya desa yang 
dipastikan memiliki hak asal-usul, 44 Berkaitan dengan pengakuan atas 

39 K.ushandajani, "Rekonstruksi Hukum Pemerinrahan Desa Pemikiran Perubahan 
Kebijakan Bagi Desa," Politika:jumal llmu Politik, Vol. 2 No. I Tahun 2011,  hal. 48-56. 

40 Muhammad Yasin, Ahmad Rofik, Fachurrahman, et. Al.,Anotasi Und:mg-Undang . . .  ,  
op.cir. 

"Suroro Eko dalam Monika Suhayati, ec.al., "lmplemenrasi UU No. 6 Tahun 2014 
remang Desa Ditinjau dari Aspek Hukum Tata Negara danAspek Hukum Ekonomi,'' Laporan 

Penelician, Jakarta: Pusat Penelician Badan Keahlian DPRRI, 2017. 
"Muhadarn Labolo, Dinamika Politik. . .  ,  op.de., hal. 257. 
4·' Ibid. 
4,. Ni'matu1 Huda, Hukum Pemerincahan Desa . . .  ,  op.cit. 
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otonomi desa, dalam policik hukum dikenal adanya dua macam konsep 
hak berdasarkan asal-usulnya, yaitu percama, bersifat berian (hak berian) 
dan kcdua, hak yang merupakan bawaan yang melekac pada sejarah 
asal usul unit yang memiliki otonomi itu (hak bawaan).45 Atas dasar itu, 
berbeda dengan pemerimahan daerah, desa dengan otonomi desa yang 
muncul sebagai akibat hak asal-usul dan karenanya bersifar istimewa 
memiliki hak bawaan. 46 

Otonomi desa merupakan konsekuensi dari konsep atau gagasan 
hukum NKRI selain desemralisasi kewenangan yang diberikan kepada 
daerah otonom yang melahirkan otonorni daerah. Hal ini disebabkan 
otonomi desa merupakan oronomi asli bangsa Indonesa sejak sebelum 
masa penjajahan, sehingga otonomi desa merupakan inti dari konsep 
NKRI. Hubungan amara otonomi desa, oronorni daerah, dan NKRI 
di tun j ukkan pad a Bagan I beriku t: 

Bagan 1 .  Hubungan antara Otonomi desa, Otonomi daerah, dan NKRI 

Otonomi 
Des a 

Otonomi 
Dae rah 

Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 

Sumber: Aceng Syafruddin dan Suprin Na'a, 2010 

" Ibid., hat. 16. 
"'R Yando Zakaria, "Pemulihan Kehidupan Desa dan UUNo. 22 Tahun 1999," dalam 

Jamil Gunawan. dkk. (Editors), De.senrra!isasi, Globa!isasi, dan Demokrasi Loka!,Jakam.: 
LP3ES, 2005, hat. 336. 
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Berdasarkan Bagan 1, otonomi desa hams menjadi pijakan dalam 
pembagian scrukcur ketacanegaraan Indonesia, mulai dari pemerimah 
pusat sampai ke pemerinrah daerah yang bermuara pada regulasi 
oconomi desa yang tetap berpedoman pada keaslian desa sebagai 
kesatuan masyarakat hukum." 

Desa di Indonesia sebagai daerah hukum yang paling rua 
menjalankan otonomi yang sangat luas, lebih luas dari daerah-daerah 
hukum di acasnya yang menyusul di kemudian hari, baik yang dibentuk 
oleh desa-desa bersama-sama dengan sukarela, maupun yang 
dipaksakan oleh pihak-pihak yang lebih kuat." Otonomi yang dimiliki 
Desa merupakan oconomi yang asli, bulat, dan utuh bukan merupakan 
pemberian dari pemerincah, sebaliknya pemerintah berkewajiban 
menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.49 Oconomi 

bagi desa secara konsepsional, yaitu.'" 
percama, desa yang memiliki otonorni berdasarkan hak asal usulnya 
(self-governing communicy) adalah sebuah komunitas sosio-kultural 
yang bisa mengurus clan mengatur dirinya sendiri sebagai komunitas; 
kedus, desa yang memiliki otonorni berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan pemerinrahan di acasnya (local self-govemment) 
adalah suatu pemerintahan desa yang diberikan wewenang unruk 
mengurus clan mengatur kepentingan masyarakatnya send ir i, 

berdasarkan ketentuan pemerincah/negara; clan ketige, desa yang 
merupakan kepanjangan cangan birokrasi pemerintahan di atasnya 
(local state government}, adalah pemerincahan desa/kelurahan yang 
hanya menjalankan tugas administrasi yang diberikan oleh negara. 

"Aceng Sya&udin dan Suprin Nia, Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan 
Hukum Modern dalam Desain Otonomi Dess, Bandung: Penerbit PT Alumni, 2010, 
ha!. 1 1 .  

48 Ni'macul Huda, Perkembangan Hukum . . .  ,  op.cit., ha!. 367. 
"HAW: Widjaja, Oronomi Desa . . .  ,  op.cit., hal. 165. 
,c Daddi H. Gunawan, Andi Achdian, dan Bayu A. Yulianto,}alan furu Oronomi Desa 

Mengembalikan Oconomi Masy.uakac Srudi Kasus: Bali, Sumacera Selatan, dan Flores, Jakarta: 

Kemlrraan, 2013, hal. 29-30. 
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Berkaitan dengan otonomi desa ini, Soetardjo Kartohadikoesoemo 
menyatakan hak otonomi atau hak mengatur dan mengurus rumah 
tangga desa sebagai daerah hukum yang diatur dalam hukum adat 
adalah kewenangan dan kewajiban tidak hanya yang bersangkutan 
dengan kepentingan keduniawian akan cetapi juga bersangkutan 
dengan kepentingan kerohanian, dan tidak hanya berkenaan dengan 
kepentingan pemerincahan (kenegaraan) akan tetapi juga yang 
berkenaan dengan kepentingan penduduk perseorangan.51 Hal ini 
sejalan dengan pendapat Bayu Surianingrat yang mengacakan otonomi 
desa adalah otonomi yang sudah ada sejak desa itu terbencuk, 
berlandaskan adat, mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk 
desa, dan tidak berasal dari pemberian pemerinrah, 52 

Pemaknaan otonomi desa ini terdapat perbedaan antara perspekcif 
sosiologis dan perspekrif hukum. 53 Otonomi desa dari sudut pandang 
sosiologis lebih menekankan pada kultur komunitas acas masyarakac 
desa, sedangkan dari perspekcif hukum lebih menekankan pada strukrur 
pemerintahan desa.54 Otonomi desa dari sudut pandang hukum 
memahami desa sebagai suatu daerah kesacuan hukum untuk bertempat 
tinggal suatu masyarakac yang berkuasa mengadakan pemerintahan 
sendiri.55 

Namun, otonomi desa sekarang bukan dipahami semata-rnara 
otonomi asli, bukan semata dalam benruk self governing community, 

dan bukan pula terpaku pada kemandirian desa yang berlandaskan 
pada mobilisasi masyarakat. 56 Otonomi desa harus dipahami sebagai 

"Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa, . . .  ,  op.cit., hal. 282. 

"Bayu Surianingrat, Desa dan Kelurahan menurur UU No. 5 Tahun 1979, Jakarta: 
MetroPos, 1980,hal.14. 

"Ni'marul Huda, Perkembangan Hukum ..  ., op.cit., hal. 368. 
"Kushandajani dalam Ni'marul Huda, Pcrkembangan Hukum Tata Negara Pecdebatan 

dan Gagasan Penyempurnaan, Yogyakacta: FH Ull Press, 2014, hal. 368. 
55 Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa, . . .  ,  op.cit., hal. 16. 
56 Uta.ng Suwaryo, "Mengembalikan Oronomi unruk Desa," Governance, Vol. 2, No. I, 

November 2011,  hal. 6. 
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local self governmenc, yaitu pemerintah desa yang mempunyai 

kedudukan dan kewenangan yang identik dengan daerah otonom yang 

mempunyai hak dan peluang untuk mengembangkan diri dan 
mengejar ketinggalan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai setempat/ 
lokal yang positif dan kondusif." Desa yang otonorn tentunya bukan 

berani sekedar unit pemerintahan yang berada pada subsistem 

kabupaten/kota, melainkan sebagai enritas daerah kecil yang diakui 
dan menjadi bagian dari negara dan tentu mernburuhkan desentralisasi 

dari negara, yakni pembagian kewenangan, sumber daya, dan tanggung 

jawab kepada desa.18 

Untuk memahami otonomi desa, ada empat hal penting yang perlu 

diperhatikan yaitu:59 

a. Cara pandang legal formal yang merujuk pada diktum-diktum 
dalam undang-undangan yang mengatur mengenai desa; 

b. Desa dapat dikatakan otonom apabila mendapat pengakuan dari 
negara aras eksistensinya beserta hak asal usul dan adat istiadamya; 

c. Dengan menggabungkan fungsi self governing community 

dengan local self government diperlukan penataan kesaruan 
masyarakat hukum adat yang merupakan bagian dari wilayah desa 

menjadi desa dan desa adat; dan 

d. Melalui undang-undang diberikan ruang gerak yang luas untuk 
mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan 
prioritas masyarakat desa tanpa terbebani oleh program kerja dari 

berbagai instansi pemerintah. 

Selain keempat hal itu, desentralisasi desa juga perlu rnemperharikan 
tiga hal, yaitui'" 

,. Ibid. 

'" Ibid. 
�·1 Nyimas Lanfah Letty Aziz, "Oronomi Desa clan Efekrivitas Dana Dcsa," jumal Pene/itian 

Politik, Volume 13 No. 2 Desember 2016, hal. 193-211. 

60 Utang Suwaryo, "Mengembalikan Oronorni unruk Desa," . . .  ,  loc.cic. 
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a. Desencralisasi politik (devolusi), yakni yang membagi kekuasaan 
dan kewenangan dari negara kepada desa; 

b. Desencralisasi pembangunan, yakni membagi dan memastikan desa 
sebagai entitas lokal yang berwenang merumuskan perencanaan 
sendiri (local self planning), bukan sekedar bocrom up planning, dan 

Desencralisasi keuangan, yakni transfer dana dari negara (bukan 
kabuparen/kora) kepada desa untuk membiayai pengelolaan 
pemerincahan dan pembangunan desa. 

Sehubungan dengan desentralisasi, konsep otonorni terkandung 
kebebasan uncuk berprakarsa dalam mengambil keputusan atas dasar 
aspirasi masyarakat yang memiliki status tanpa koncrol langsung oleh 
pemerincah pusat.61 Atas dasar itu, dapat diartikan bahwa otonomi 
menuncut adanya kemandirian, atau kemandirian merupakan prasyarat 
adanya otonorni.F Di sisi lain, berdasarkan Pasal I angka I UU Desa 
rnenyebutkan desa berwenang mengacur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri dan kepencingan masyarakat seternpat berdasarkan 
hak asal usu! dan asas desentralisasi. Self governing dalam batasan 
rersebur mengandung makna kemandirian. Kemandirian desa 
merupakan kunci kemandirian daerah, sehingga kemandirian ini 
merupakan alat uncuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Atas 
dasar itu, kemandirian merupakan unsur dari oronomi desa. 

Otonomi desa hendaknya memulihkan basis penghidupan 
masyarakat desa dan memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang 
kuat dan mandiri." Otonomi desa mengandung prinsip keleluasaan 
(discretionary), kekebalan (imunitas), dan kapasiras (capacity).64 

61 DidikG. Suharto, MembangunKemmdirian Desa (Perbandingan VU No. 511979, 
VU No. 2211999, & VU No. 3212004 serra PerspekrifUU No. 6/2014), Yogyakana: 
Pusrakapelajar, 2016, hal. 1 1 1 .  

''' Ibid. 
"Ibid. 
64 Suroro Eko dan Abdur Roza.ki, Praka.rsa. Desentralisasi dan Otonomi Dese, Yogyakarca: 

IRE Press, 205, ha! 53. 
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Otonomi desa ini mempunyai karakteristik dan unsur pembemuknya. 
Karakteristik otonomi desa antara lain otonomi desa sudah ada sejak 
zaman dulu; berdasarkan hukum adat (asli Indonesia); pada hakikamya 
tumbuh di dalam masyarakar; isinya seakan-akan tidak terbaras, 
fleksibel, elastik, dan kenyal; aspek mengatur semakin lama semakin 
merosot karena satu persatu diatur oleh pemerinrah yang lebih ringgi; 
bobornya di wilayah perkotaan ( urban) semakin ringan; lebih bersifat 
nyara dan mareriil.65 Adapun unsur-unsur otonorni desa yaitu pertama, 

adat rerrentu yang mengikat dan ditaari oleh masyarakar desa yang 
bersangkutan; kedua, tanah, pusaka, dan kekayaan desa; ketiga, sumber­ 
sumber pendaparan desa; kccmpst. urusan rumah rangga desa; kelima, 

pemerinrahan desa yang dipilih oleh clan dari kalangan masyarakat desa 
sebagai alat desa yang memegang fungsi mengurus; dan keenam, 

lembaga atau badan perwakilan atau musyawarah yang dalam 
penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi mengatur. 

Oronomi desa ini mengalami perubahan bobot oronominya seiring 
dengan perjalanan sejarah kedudukan desa clan pengaturannya. 
Perubahan bobot otonomi ini mengakibarkan suatu waktu bisa 
diremukan satuan-satuan masyarakat yang tidak lagi memenuhi seluruh 
atau sebagian karakteristik dan unsur oronomi desa, maupun seluruh 
arau sebagian hak clan kewenangan sebagai masyarakat hukum adar 
sudah tidak berfungsi lagi. 66 Perubahan bobot oronomi desa terjadi 
antara lain apabilar" 

a. Penduduk suaru desa semakin heterogen sehingga sukar 
direntukan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat; 

b. Aspek-aspek kehidupan masyarakat yang selama ini diselenggarakan 
di desa diselenggarakan oleh pemerinrah yang lebih atas 
berdasarkan ketenruan yang lebih ringgi; 

65Taliziduhu Ndraha, Dimensi-dimensi Pemerincahan Desa,Jaka.rta: Bumi Aksara, 1991, 

hal. 6-7. 

"'' Ni'marul Huda, Perkembangan Hukum . . .  ,  op.cir., hal. 371. 

"Taliziduhu Ndraha, Dimensi-dimensi . . .  ,  Joe.cit.,. hal. 8-9. 
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c. Kegiacan ekonomi dan tersier semakin besar, sehingga diperlukan 
penataan kembali terhadap tata ruang dan tara masyarakat desa 
rnenurut norma yang lebih tinggi; dan 

d. Sumber-sumber pendapatan desa diarnbil alih oleh pemerintah 
yang lebih atas. 

Ill. SEJARAH PENGATURAN DESA SEBELUM UU 

DESA 

Desa dalarn sistern pemerintahan di Indonesia rnempunyai sejarah 
panjang, yang diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan. Desa dipandang 
sebagai benruk organisasi kekuasaan pertama sebelum lahirnya 
organisasi kekuasaan lainnya yang lebih besar, seperti kerajaan, 
kekaisaran, dan negara. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukurn 
men gurus kehidupan dan rurnah cangganya secara mandiri ( otonom) 
dengan kekuacan atau kemampuannya sendiri. Wewenang ini sudah 
dimiliki sejak kesatuan rnasyarakat hukurn tersebut terbemuk tanpa 
diberikan oleh pihak lain. Oleh karenanya, rakyac di desa yang paling 
berpengalaman dalam hal hak otonomi karena desa sudah otonom 
pen uh sebelum ada kekuasaan raj a dan pemerintah asing. 68 Keberadaan 
desa celah diakui secara de facto di Indonesia dan telah mendapat 
legalitasnya secara de jure sejak masa Pernerimahan Hindia Belanda 
hingga saat ini, rneskipun desa sebagai unit terendah dalam strukcur 
pernerincahan Indonesia jelas bukan ciptaan Belanda. Hal ini 
dibuktikan dengan adanya tiga prasasti tentang desa, yaitu:69 

pertama, Prasasti Kawali di Desa Kawali, Kabuparen Ciamis, yang 
diperkirakan dibuat pada 1350 M saar Kerajaan Pajajaran beribu kota 
di Kawali. Dari prasasti Kawali dapar dirarik kesimpulan bahwa desa 
relah ada j auh sebelum penjajahan dan tidak dibencuk oleh 
pemerintah kolonial Belanda. Menurut tulisan dalarn prasasti itu 

bahwa di kerajaan telah ada pembagian urusan atau rugas untuk desa 

68 Soetardjo Karrohadikoesoemo, Desa, . . .  ,  op.dr., hal. 49. 
69 H.M. Aries Djaenuri, "Siscem Pemerinra.han Desa," . . .  ,  op.cir., hal 1.4-1 .5. 
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dari kerajaan (negara). Kedue, batu bertulis di Bogor yang dibuar 
pada zarnan Kerajaan Pajajaran, yang menyatakan bahwa campur 
rangan kerajaan dalam urusan desa relah ada sejak adanya desa dan 
kerajaan meskipun terbaras sekali sesuai dengan keadaan. Tugas 
kerajaan/negara adalah pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh 
desa dalam rangka menciprakan kesejahreraan rnasyarakar sehingga 
dilakukan oleh kerajaan (pemerintah pusat). Ketig«, Prasasti Walandit 
di daerah Tengger yang diperkirakan ditulis pada 1381 M, yang pada 
bagian depan dan belakangnya ditemukan beberapa kali kata desa 
dan hubungannya dengan raja selaku pemerincah pusat. 

49 

Berdasarkan pada keriga prasasri rersebut, Madjloes rnenyarakan 

bahwa isrilah desa lebih dahulu diremukan di daerah Jawa Barat ( 1350 
M) dan kemudian di daerah Jawa Timur (1381 M); desa sebagai unit 

terendah dalam strukrur pemerintahan Indonesia telah ada sejak dahulu 

kala dan murni bersifat Indonesia; dan antara desa sebagai unit 

pemerintah terendah dengan kerajaan sebagai pemerintah pusat (atasan) 

telah ada pembagian hak, wewenang, dan kewajiban." Hal ini sejalan 

dengan pendapat Bayu Surianingrar yang menyimpulkan berdasarkan 

culisan prasasti-prasasti rersebur, yairu:71 

a. Desa sebagai lembaga pemerinrahan rerendah relah ada sejak 

dahulu kala dan bukanlah impor dari luar Indonesia, malah murni 

bersifat Indonesia; 

b. Tampaknya desa adalah ringkar yang langsung di bawah kerajaan. 

Dengan kara lain, pada wakcu iru terdapar sisrem pemerintahan 

di daerah ringkar dua; 

c. Masyarakar Indonesia sejak dahulu kala relah mengenal sisrem 

pemerinrahan di daerah, dan yang sekarang menjadi hak.ikar dari 

asas-asas penyelenggaraan pemerinrahan. Misalnya swatantra (yairu 
yang sekarang disebut otonomi atau hak untuk mengurus dan 

mengatur urusan rum ah rangga sendiri); dan 

"'Madjloes da1am H.M. Aries Djaenuri, "Slstem Pemerintahan Desa," Modul Univcrsitas 

Terbuka, 2014, hal. 1.5. 
71 HanifNurcholis, Perrumbuh.an dan Penyelengg:uaa.n Pemerincahan Dess, Jakarta: 

Erlangga, 2011, ha!. 5. 
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d. Terdapat jenis-jenis desa, antara lain desa kramat, desa perdikan, 
dan sebagainya dengan hak-hak khusus. 

Namun, pengacuran mengenai desa dalam kerangka Negara 
Kesacuan Republik Indonesia tidak konsiscen karena sejak kemerdekaan 
Negara Kesacuan Republik Indonesia policik hukum desa sangac 
beragam meskipun semua pengacuran mengenai desa dalam peracuran 
perundang-undangan mengacu pada Konsticusi yaitu UUD 1945.72 

Desa pertama kali disinggung dalam regulasi yang dikeluarkan 
Pemerincah Hindia Belanda pada 1854, yaitu Regelement op het beleid 

der Regering van Necherlands Indic (Regeringsreglemenc) sebagaimana 
relah diubah dengan wet op de Steelsinriduing van Netherlands lndie 
(Jndische Scuusregellingl." Regeringsreglementl!ndische Sraacsregelling 

menetapkan kedudukan desa secara yuridis prinsipal meskipun desa di 
pesisir Jawa Utara celah dicemukan oleh Herman Warner Muntinghe 
pada abad XIX serta celah digunakan oleh Raffles untuk lendclijk stelsel 

dan Van den Bosch uncuk cultuurstclsel." Desa diatur dalam Pasal 71 

Regeringsreglement yang menegaskan bahwa:745 

pcttams, desa (inlandsche gemeenten} aras pengesahan kepala daerah 
(residen), kecuali dengan perserujuan penguasa yang dirunjuk dengan 
peraruran umum, berhak unruk mernilih sendiri kepala desa dan 
pemerinrahan desa. Gubernur jenderal menjaga hak-hak tersebur 
terhadap semua pelanggaran dan kedus, kepada desa diserahkan hak 

unruk mengarur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan 
memperharikan peraturan yang dikeluarkan gubernur jenderal, wilayah 
residen, atau pemerintah otonom yang ditunjuk dengan ordonansi. 

Kecentuan rersebur menunjukkan eksiscensi desa pada zarnan 

Hindia Belanda sangar diakui (lebih tepatnya dibiarkan) uncuk 
mengacur dan mengurus rumah tangganya sendiri (huishouding 

;� Ade Kosasih. "Format Otonomi Desa menuurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 ten rang desa," Al-lmersh: }umal Pemerincahan Polirik Islsm, Vol. I No. IT ahun 2016, 
ha!. 24. 

7J Bayu Surianingrac, Desadan Kelurahan ... ,  op.cir., ha1. 9. 
74 Soerardjo Karrohadikoesoemo, Desa, . . .  ,  op.dt. 

"Ibid. 
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gelaten) berdasarkan kewenangannya yang asli pada saac sebelum 
Belanda masuk ke Nusantara.76 

Pemerintah Hindia Belanda juga melangsungkan politik hukum 
pemerintahan desa pada masa kolonial, dengan memberikan 
keleluasaan pada pemerintahan desa untuk mengacur berdasarkan 
hukum adat masing-masing desa sebagaimana diatur dalam Pasal 128 

ayat (3) Indischc Staatsregeling, Staatsblsd 1854 No. 2yang dikeluarkan 
pada 2 September 1854.77 Adapun Pasal 128  ayac (3) Indischc 

Staatsregeling, Staatsblad 1854 No. 2 menyebutkan bahwa:" 
Desa adalah kesatuan masyarakac yang benempat ringgal dalam suatu 
wilayah tertentu, yang memiliki hak menyelenggarakan urusan 
rumah rangganya sendiri berdasarkan hukum adac dan peraruran 
perundang-undangan Hindia Belanda untuk hal-hal tertentu dan 
pemerintahannya merupakan bagian cerbawah dari susunan 
pemerintahan kabuparen atau swapraja. 

Pada tahun 1900-1925 cerjadi perubahan pada Pemerintahan 
Hindia Belanda, di antaranya pelaksanaan desentralisasi dan perubahan­ 
perubahan pemerintahan. Desa pada masa ini diatur dengan Inlandsche 
Gemeente Ordinsntic, Stsatsblad 1906 No. 83, sebagaimana diubah 
dengan Stsatsblad 1910 No. 591, Staadblad. 1913 No. 235, dan 
Stssdblad, 1919 No. 217 (IGO) bagi pedesaan yang ada di Pulau [awa­ 
Madura. Dalam penjelasan peraturan perundang-undangan tersebut 
yang dimuat dalam Bijbled 6567 mengatakan kererapan-ketetapan 
dalam ordonansi secara konkrit mengacur bentuk, kewajiban, dan hak 
kekuasaan pemerintah Desa, baik publiek rechrclijk (berdasarkan 
hukum ketataprajaan) maupun privaacrechtelijk (berdasarkan hukum 
perdata).79 Berdasarkan kajian cerhadap IGO, Kern menginventarisasi 

-r, Ateng Syafrudin dan Suprin Na' a, Republik Desa . . .  ,  op.cir., hal. 30. 
n Ni'marul Huda, Hukum Pemerincahan Desa . . .  ,  op.cir., hal. 3. 

'' Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, Republik Desa . . .  ,  foe.cir. 
79 SoerardjoKartohadikoesoemo, Desa, . . .  ,  op.cit.,hal. 51. 
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sekurang-kurangnya terdapat sembilan asas hukum pemerinrahan yang 
terkandung dalam peraturan ini, yaitu." 

pertama, kedudukan para kepala desa diakui resmi oleh pemerintah; 
kedua, jabatan kepala desa harus diperoleh melalui suaru pemilihan; 
keciga, pendapatan kepala desa dan pembanm-pembantunya akan 
diperoleh berdasarkan adat yang diakui berlaku; kcempet, pengelolaan 
pemerintahan desa diserahkan kepada kepala desa berdasarkan aruran­ 
aturan yang akan menjamin pelaksanaannya yang baik; kelims, ada 
sejumlah orang yang ditentukan untuk boleh ikur berembug 
mengenai persoalan-persoalan desa; keenam, kepala desa akan mewakili 
desanya di luar maupun dalam setiap perkara hukum; ketujuh, harta 
kekayaan komunal harus dipertahankan agar tetap ada; kedelapan, 
kerja-kerja wajib (tanpa dibayar) untuk kepentingan desa memperoleh 
dasar pembenaran dan bahwa kemungkinan akan adanya pembebanan­ 
pembebanan lain oleh desa masih dibuka: dan kesembilen, pejabat 
yang berkedudukan lebih aras, dapar turun tangan unruk mengatur 
segala urusan yang berkenaan dengan kewenangan kepala desa. 

Berdasarkan pada uraian mengenai IGO, maka pertama, IGO 
merupakan peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang 
memberikan dasar hukum bagi desa dan kedudukan desa sebagai 
badan hukum; kedua, IGO sebagai benruk pengakuan atas adanya 
desa, demokrasi, dan otonomi desa; keriga, ada tiga unsur pencing dalam 
IGO, yaitu kepala desa. pamong desa, dan rapat desa; clan keempat, 
desa sebagai suaru lembaga pemerintahan yang sudah ada sejak kesaruan 
masyarakat hukum relah ada di Indonesia sebagai badan hukum 
sebelum Pemerinrahan Kolonia! Hindia Belanda. 

Setelah mengetahui di luar Jawa dan Madura juga terdapat daerah­ 
daerah hukum seperti desa, Pemerintah Hindia Belanda juga 
mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda 
unruk setiap desa bumipurera. Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda 
dalam ha! pengaruran pemerimahan desa bumiputera rersebut 

110 

Soetandyo Wignosubroco, "Sencralisasi clan Desencra1isasi Pemerincahan Masa Pra­ 
Kemerdekaan (1903-1905)," dalam Soetandyo Wignosubroro, dkk, Pasang Surur Oronomi 

Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Jakarta: Institute for Local Development clan Yayasan 
Tifa, 2005, ha!. 29-30. 
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mengandung tiga sifac penting, yaitu pertama, bersifar legaliscik dan 
sekadar memberikan legicimasi yaicu hanya memberikan pengesahan 
(legicimasi) terhadap hal-hal yang sudah ada dan berlaku di dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa bumipucera; kcdua, bersifac 
scacis yaitu memelihara ststus quo, dengan dalih menghormati 
hukum adat dan kebiasaan adat istiadat setempat sama sekali tidak 
memberikan sencuhan kemajuan, sehingga masyarakat desa recap dalam 
keadaan terbelakang; dan kctige, bersifar parsial yaitu peracuran dibuat 
dan ditetapkan secara khusus uncuk daerah-daerah certentu yang 
berbeda-beda sacu dengan yang lain sehingga keragaman dan 
perbedaan tersebut tetap terpelihara, serta masyarakat terdorong unruk 
membanggakan daerahnya dan berorientasi kepada kepentingan 
kelompoknya. 

Pemerintah Hindia Belanda juga mengeluarkan peraturan 
perundang-undangan tersebut, yaitu Hogere Inlandsche Verbandcn 
Ordonsntie, Staacsblad 1931 No. 507 dan Buitengewesten Inlandsche 
Gemeente Ordinancie Buitengewesten (!GOB), Scaatsblad 1938 
No. 490 juncco Staatsblad 1938 No. 681 bagi pedesaan yang ada di 
luar Pulau Jawa-Madura. Kedua regulasi tersebut menggunakan 
rumusan desa dengan inlandsche gementee, yaitu suatu badan hukum 
yang diwakilkan oleh kepala Haminte Pribumi." Beberapa peraturan 
perundang-undangan ini pada asasnya memberikan pengakuan lewac 
dan dalam peracuran perundang-undangan Pemerincahan Hindia 
Belanda terhadap eksiscensi desa beserta dengan segala adat dan 
kepentingannya yang celah dipraktikkan sebagai bagian dari kehidu pan 
rakyat.82 Diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan 
tersebut telah memberikan landasan legal formal kepada desa, yang 
pada akhirnya telah menjadikan desa semakin terintegrasi ke dalam 
struktur pemerintahan kolonial." 

81 Bayu Surianingrat, Desa dan Kelurahan . . .  ,  op.cit. 

az Ni'marul Huda, Hukum Pemerincahan Desa . . .  ,  op.cit., hal. 4 1 .  

" Ibid. 
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Pada 23 Januari 1941, Pemerincah Hindia Belanda menyampaikan 
Rancangan Desa Ordonantie kepada Volksraad dan ditetapkan pada 
2 Agusrus 1 9 4 1  dengan Staarsblad 1941 No. 356. Peraruran 
perundang-undangan ini lebih memberi kebebasan kepada desa unruk 
berkembang tanpa terikat dengan berbagai peraturan. Desa 

Ordonanrie membedakan ancara pernerintahan desa yang sudah maju 
dilakukan oleh sebuah Dewan Desa (desaraad) dengan pemerincahan 
desa yang belum maju disusun dan dilakukan oleh rapat desa yang 
dipimpin kepala desa dan dibantu pemerincah desa. 84 Berdasarkan Desa 

Ordonsntic, pemerincah sedikit sekali mencampuri rumah tangga desa 
dengan peraruran-peraturan yang mengikat, bahkan dalam 
pemerincahan desa tersebut diharuskan lebih banyak mempergunakan 
hukum adar." Desa Ordonantie ini mempersarukan IGO dan 
Ordonansi Pemilihan Kepala Desa No. 2 12  Tahun 1907, tetapi gugur 
sebelum dilaksanakan karena Perang Dunia II pada 1942. 86 

Sejak berlaku beberapa peraturan tersebur, otonomi desa pada 
zaman Pemerintahan Hindia Balanda, tata kehidupan dan tata 
pemerintahannya re tap berlangsung dengan tiap desa dapar 
mempertahankan kelangsungan hidup dan perkembangannya atas 
kemampuan sendiri, menerima pengaruh dari luar uncuk dapac lebih 
memperbaiki tata kehidupan dan tata pemerintahannya. 87 Pada 
hakikatnya, Pemerintah Hinda Belanda membiarkan desa dengan 
pemerincahannya berkembang sendiri tanpa memperhatikan bancuan­ 
banruan uncuk tercapainya perkembangan kehidupan di pedesaan, 
meskipun pemerincah saac itu memerlukan desa uncuk canam paksa 
(cultuurstelsel), 88 Kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak 

"'Soerardjo Kartohadikoesoemo, Desa, . . .  ,  op.cit., hal. 56. 
85 Ibid. 

S6 H.M. Aries Djaenuri, "Sistem Pemerinrahan Desa," . . .  ,  op.cir., hal. 1.28. 
87 G. Kartasapoerra, R.G. Kartasapoetra, clan AG. Kartasapoerra, Desa dan Daerah . . .  ,  

op.dt. hal. 39. 
88 Ibid. 
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mengubah tata kehidupan dan tara pemerinrahan di pedesaan, desa 
dibiarkan hidup dan berkembang aras kemampuannya sendiri dengan 
semua pembiayaan dipikul oleh segenap warga desa, yang bercirikan 
religious magis, kemasyarakatan/komunal, dan demokratis, dengan 
kepala desa dipilih melalui rapat desa secara musyawarah mufakat dan 
bertanggung jawab mengatur dan mengurus rumah tangga desa 
terse but. 89 Hal ini menunjukkan bahwa relah lahir otonomi baru bagi 
desa pada masa Pemerinrahan Hindia Belanda berdasarkan pada IGO 
dan IGBO, dengan memberikan memberikan hak dan kewenangan 
kepada desa dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri 
sehingga bersifar otonom meskipun rerdapat beberapa peraruran 

tentang iru. 

Desa juga menjadi perhatian bagi pemerintahan Jepang di Indo­ 
nesia, rneskipun pada masa ini terhadap kedudukan desa tidak diadakan 
perubahan.?" Pemerintah Jepang mengeluarkan Osamu Seirei No. I 
Tahun 1942 untuk mencegah adanya kekosongan pengaruran dalam 
pemerintahan. Pasal 3 Osamu Seirei No. 1 Tahun 1942 menenrukan 
semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaan hukum dan undang­ 
undang dari pemerinrah yang relah ada (Pemerintah Hindia Belanda) 

recap diakui sah buar sementara waktu asal saja tidak bertentangan 
dengan peraturan pemerintah rnilirer Jepang.91 

Berdasarkan Osamu Seirei, Keresidenan (Syu) merupakan 

Pemerintah Daerah Tertinggi pada masa pemerinrahan Jepang di 

Indonesia, yang daerahnya terbagi atas kotamadya (si) dan kabupaten 
(ken), ken cerbagi atas kawedanan (gun), gun cerbagi atas kecamatan 
(son), son rerbagi atas desa (ku), dan ku terbagi atas kampung (uzal." 

"' Ibid. hal. 40-41. 

so Soetardjo Kartohadikoesoemo, Dcse, . . .  ,  op.cit. 

')I H.M. Aries Djaenuri, "Sistcm Pemerinrahan Desa," . . .  ,  op.cir., hal 1.24. 

vz l Putu Angga Wahyudi, "Perkembangan & Perrumbuhan Pemerintahan Desa," Tugas 

Kuliah, lnsricuc Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Regional Nusa 'Jenggara Barar, 

20l5-2016. 
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Pemerincah Jepang juga memberikan pengakuan terhadap kedudukan 
hukum desa dan otonomi desa. Desa diatur dalam Osamu Seirei No. 1 

yang ditetapkan pada 1 Maret Tahun Syoowa 19 (2604 atau 1944), 
sehingga nama desa berubah menjadi ku. Osamu Seirei menegaskan 

bahwa Kucoo (Kepala Ku, Kepala Desa) diangkar dengan jalan 
pemilihan uncuk masa jabaran Kucoo adalah 4 tahun sedangkan dewan 
yang berhak uncuk menentukan tanggal pemilihan dan syarat-syarar 
lain dalam pemilihan Kucoo adalah Cuncoo, dan Kucoo dapat dipecat 

oleh Syuucookan." Pada zaman penjajahan Jepang, desa dirernpatkan 
di atas uza (kampung, dusun) yang merupakan institusi terbawah.94 

Bagi jepang, ku ( desa) adalah suaru kesaruan masyarakat berdasarkan 
adar dan peraturan perundang-undangan Pemerincah Hindia Belanda 

serra Pemerincah Milirer Jepang, yang bertempat tinggal dalam suaru 
wilayah tertentu, memiliki hak menyelenggarakan urusan rumah 

cangganya sendiri, merupakan kesatuan ketatanegaraan rerkecil dalam 
daerah Syu, yang kepalanya dipilih oleh rakyatnya dan disebuc Kucoo, 

dan merupakan bagian dari sistem pertahanan militer, 95 Berdasarkan 
Pasal 2 Osamu Seirei No. 12 Tahun 1943, Ken, Si, dan Tokubetu Si 

masing-masing tetap sebagai badan hukum yang mengatur dan 
mengurus rumah tangga daerahnya sendiri dan urusan rugas 
pembantuan, serta menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah pusat. 

Pada masa ini, otonomi desa kembali dibatasi bahkan desa di bawah 
pengaturan dan pengendalian yang sangat ketat. 96 Rakyat Desa 
dimobilisasi uncuk keperluan perang, menjadi saruan-saruan milisi, 
seperti Heiho, Kaibodan, Seinendan, dan lain-lain." Kepala Desa 

93 Bayu Surianingrac, Pemerirahan Adminisrrasi Desa dan Kelurahen, Jakarta: Aksara Barn, 
1985, 189-190. 

94 Suharto no dalam Direkcorac Jenderal Pemberdayaan Masyarakac dan Desa Kementerian 
Dalam Negeri, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tencang Desa, Jakarta, 
hal. 46. 

95 H.M. Aries Djaenuri, "Siscem Pemerintahan Desa," . . .  ,  op.de., hal. 1.29. 

% DirekroracJenderal Pemberdayaan Masyarakac dan Desa Kememerian Dalam Negeri, 
Naskah Akademik . . .  ,  op.cir.,hal. 46. 

"Ibid. 
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difungsikan sebagai pengawas rakyat uncuk menanam canaman yang 
dikehendaki Jepang, seperti jarak, padi dan tebu.98 Namun demikian, 
kedudukan pemerincah desa sangac rendah dan lemah dalam srrukrur 
kekuasaan negara.99 Pemerincah desa merupakan bagian dari kekuasaan 
negara dan menjadi pelaksana-pelaksana paling depan dari keputusan­ 
kepurusan yang dibuac atau diretapkan, cecapi desa sama sekali cidak 
mempunyai akses apapun dalam proses pembuacan kepucusan itu, 100 

Kedudukan dan kewenangan desa mengalami perubahan pada 
masa kemerdekaan Republik Indonesia, pemerincah mengeluarkan UU 
No. I Tahun 1945 cencang Peraturan Mengenai Kedudukan Komice 
Nasional Daerah (UU No. I Tahun 1945). Undang-undang ini 

merupakan legalitas dari bencuk desencralisasi pertama di Indonesia 
dan oconomi cerbawah ada di desa sehingga berhak mengatur 
pemerincahannya sendiri. Undang-undang ini mengatur kedudukan 
desa dan kekuasaan Komice Nasional Daerah. Penjelasan Pasal 1 UU 
No. 1 Tahun 1945 menyebuckan bahwa: 

Perrama, Komire Nasional Daerah diadakan di Jawa dan Madura 
(kecuali di Daerah lstimewa Jogjakarta dan Surakarra) di Keresidenan, 
di kora berauronomie. Kabuparen dan lain-lain daerah yang 
dipandang perlu oleh Menreri Dalam Negeri. Hal rersebur berarri 
bahwa Kornire Nasional Daerah di Propinsi, Kawedanan, Asiscenan 
(Kecamaran), Siku, dan Ku dalam kora, tidak perlu dilanjurkan lagi. 
Kedue, daerah rersusun rnenurur paham decentrallsstic (wetgeving) 

dengan mempunyai harta benda dan penghasilan sendiri (eigen 
middelcn), sehingga sukar sekali untuk rnerencanakan budger-nya, 
jika daerah di bawahnya kabuparen, seperri assistenan arau desa juga 
dijadikan badan yang berauronomie dengan mcmpunyai "eigen 
middclen". Kctige, Pemerintah berkeberatan, bahwa bangunan­ 
bangunan (edetinsritutcn) jang masih dihargai oleh penduduk desa, 
akan dihapuskan oleh bangunan baru ini, karena desa auconomie ini 
berlainan dengan edetrechtclijkc autonomic. 

"Ibid., hal. 7. 

"Ni'marul Huda, Hukum Pcmcrintshsn Dess . . .  ,  op.cir., hal. 46. 

"' Ibid. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, susunan daerah di dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya terbaras pada provinsi, 
keresidenan, korapraja, dan kota saja, akan rerapi terdapar juga 
kewedanan, kecamatan, dan desa yang recap diakui.'?' Desa berdasarkan 
UU No. I tahun 1945 recap diakui keberadaannya, meskipun belum 
ada pengaturan khusus yang memberikan jaminan perlindungan 
terhadap hak asal-usulnya sebagai daerah istimewa sebagaimana yang 
diatur dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945. 1 0 2  Di dalamnya rerlihar 
bahwa lerak otonomi terbawah bukanlah kecamatan melainkan desa, 

sebagai kesatuan masyarakat yang berhak mengatur rumah tangga 
pemerintahannya sendiri.I'" 

Selain undang-undang mengenai Ko mite Nasional Daerah rersebut, 

serelah kemerdekaan Pemerintah Republik Indonesia belum banyak 
melakukan tindakan untuk mengatur pemerintahan desa. 104 Hanya 
beberapa peraturan yang ada diubah seperlunya untuk menyesuaikan 
dengan keadaan, asas kerakyatan dan beberapa penguasa setempat 

menetapkan peracuran unruk memberikan kesempatan pada rakyat 

ikur serta dalam pemerintahan desa. 105 Peracuran perundang-undangan 
tersebu t, antara lain, UU No. 13 T ahun 1946 tentang Penghapusan 
Desa-Desa Perdikan, UU No. 14 Tahun 1946 tentang Perubahan 
Syarar-Syarat Pemilihan Kepala Desa, PP No. 1 Tahun 1948 centang 

Penundaan Berlakunya Kerentuan Mengenai Lamanya Jabatan Kepala 
Desa, Maklumat Daerah Istimewa Yogyakarca No. 7 Tahun 1946 

tentang Pembencukan Perwakilan Rakyat Kelurahan, Maklumat 
Daerah Istimewa Yogyakarca No. 14 Tahun 1946 rentang Dewan 

' 1\nd1o< Oen, 11.tlwhc::o,)'• K.afion Yumh, whJ,l.p KcJ11Jul,im I )c.,,, .kl•m '<cgrn, 
Ko:mwn Rq,,1hlil< lndnn.,.;," Jlmuol .W..m hupl://fhu�um.1111pa111 .• ,.,dlhtn·h•n,3(P­ 
lcJ Ian- I, ari cl, 1-1.crlud, 1 >-l-n I udulan.,b.,-d.,L,m-D<Jlll!ll ·lrc<o llW>· rq,ub Ilk •I ndnn""iJ, I� I C, 
\cp1cmhor ?013. pukul I l.o12. d,ok,.,.- 20 \II'""" 2018. 

LO'.' Ibid. 

10
> Direkrorat Jenderal Pembcrdayaan Masyarakar clan Desa Kementerian Dalam Negeri, 

NaskahAkademik. . .  ,  op.cir.,hal. 47. 

'°' Ni'rnatul Huda, Hukum Pemerinrahan Des. ...  ,  op.cir., hal. 122. 
105 Ibid. 
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Perwakilan Rakyat Kelurahan dan Majelis Permusyawaratan Desa. 106 

Namun, UU No. 1 Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang­ 
undangan tersebut dianggap kurang memuaskan, sehingga dibentuk 
undang-undang baru yang lebih sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945, 

yaitu UU No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan Pokok 
Mengenai Pemerimahan Sendiri di Daerah-Daerah Yang Berhak 

Mengatur dan Mengurus Rumah tangganya Sendiri (UU No. 22 
Tahun 1948). 

Pasal 1 ayat (I)  UU No. 22 Tahun 1948 menyebutkan bahwa 

daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalan tiga tingkatan, ialah 
provinsi, kabupaten (kota besar), dan desa (kora kecil, nagari, marga 

dan sebagainya), yang berhak mengarur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (2) menentukan daerah 
daerah yang mempunyai hak-hak, asal usul, dan di zaman sebelum 
Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat 

lsrimewa dengan undang-undang pembentukannya dapat ditetapkan 
sebagai daerah istimewa yang setingkat dengan provinsi, kabupaten, 

atau desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendiri. Berdasarkan pada ketentuan ini, daerah di NKRI hanya 
mempunyai daerah-daerah oronom yang berhak mengatur dan 
mengurus rumah tangganya sendiri, yang terdiri atas daerah biasa 

otonom dan daerah istimewa otonom, di luar itu tidak ada lagi daerah 

negara Republik Indonesia yang mempunyai daerah kedudukan 
(status) lain."? 

Penjelasan Pasal 1 UU No. 22 Tahun 1948 menegaskan bahwa, 
karena jarak antara Pemerimah Pusat dan Pemerintah Daerah yang 
terbawah dipandang amat jauh, karena iru diadakan tingkaran-tingkatan 

106 The Liang Gie c:lalam Ni'rnacul Huda, Hukum Pemerincahan Desa dalam Konstitusi 

Indonesia sejak Kemerdekaan hingga Era Rciormssi. Malang: Setara Press. 2015, ha!. 122. 

io- Penjelasan Undang-Undang Norn or 22 Tahun 1948 tentang Penerapan Aruran Pokok 
Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengacur dan Mengurus 
Rumah tangganya Sendiri. 
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yang cukup dan harus memperhatikan sungguh-sungguh daerah­ 

daerah terbawah, yaitu desa sebagai daerah terdiri dari suatu atau lebih 

dari sacu desa (di Sumatra: negeri, marga, dan sebagainya) yang 

digabungkan, sehingga merupakan suatu daerah yang mempunyai 

syarat syarac cukup untuk dapar berdiri menjadi daerah otonorn, yang 

berhak mengacur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang 

pembentukan desa otonom akan dijalankan berangsur-angsur, Gagasan 

menjadikan desa sebagai cumpuan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah tampak dari hasrat menitikberatkan otonomi pada desa.'?" Selain 

itu, kedudukan desa dapac dilihat dalam penjelasan umum angka 18 

UU No. 22 Tahun 1948 yang menyatakan: 

Menurut Undang-Undang Pokok ini, maka daerah otonom yang 
terbawah adalah Desa, Marga, Kora Kecil, clan sebagainya. lni berarti 
desa ditaruh ke dalam lingkungan pemerintahan yang modem, tidak 
dirarik di luamya sebagai waktu yang lampau. Pada jaman itu tentunya 
pemerintahan penjajah mengerti, bahwa desa itu sendi negara, 
mengerti bahwa desa sebagai sendi negara itu hams diperbaiki segala­ 
galanya diperkuar clan didinamiseer, supaya dengan begitu negara 
bisa mengalami kemajuan. Tetapi unruk kepentingan penjajahan, 
maka desa dibiarkan saja tetap sraris (tetap keadaannya). Pemberian 
hak otonorni menurut ini, Gemeence Ordonsnruie adalah tidak berati 
apa-apa, karena desa dengan hak itu tidak bisa berbuat apa-apa, oleh 
karena tidak mempunyai keuangan clan oleh ordonanncie itu diikat 
pada adat-adat, yang sebetulnya di desa sudah tidak hidup lagi. Malah 
sering kejadian adat yang relah rnati dihidupkan pula arau sebaliknya, 
adat yang hidup dirnarikan, bertentangan dengan kemauan penduduk 
desa, hanya oleh karena kepentingan penjajah menghendaki iru. Desa 
tetap tinggal terbelakang, negara cidak berdaya, adalah sesuai dengan 
rujuan polirk penjajah. Terapi Pemerimah Republik kita mempunyai 
tujuan sebaliknya. Untuk memenuhi Pasal 33 U. U.D., negara dengan 
rakyat Indonesia harus makmur. Untuk mendaparkan kemakmuran 
ini hams dimulai dari bawah, dari desa. Oleh karena itu desa hams 
dibikin di dalam keadaan senantiasa bergerak maju (dinamis). Maka 
unruk kepentingan iru pemerintahan desa dimasukkan di dalam 

lingkungan pemerintahan yang diatur dengan sempuma (modem), 

108 Ni'macul Huda, Hukum Pemerincahan Desa . . .  ,  foe.cir., hal. 124. 
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malah tidak sebegiru saja, tetapi juga akan diusulkan supaya bimbingan 
terhadap daerah-daerah yang mendapat pemerincahan menurut 
Undang-undang pokok ini lebih diutamakan diadakan di desa. 
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Berdasarkan pada beberapa norma clan penjelasan UU No. 22 

Tahun 1948, kehendak undang-undang ini untuk merestrukturisasi 

wilayah desa membencuk desa-desa baru dengan territorial yang lebih 

luas merupakan pemikiran yang sangat maju dan mengandung gagasan 

dasar yang dikehendaki Pasal 1 8  UUD 1945. 1 0 9  Pengacuran desa 

berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948 lebih mengacu kepada pemikiran 

M. Yamin bukan pemikiran Soepomo, yairu desa ditempackan sebagai 

pemerintahan kaki dengan pemerintahan tengahnya adalah kabupaten, 

sehingga desa dijadikan daerah oconom (local self.government), bukan 

dipercahankan sebagai kesacuan masyarakac hukum yang berhak 

mengurus rumah cangganya (self-governing community atau 

zelfbescurende gemeinschappen) sebagaimana pada zaman penjajahan. 

Desa dicarik ke dalam siscem pemerincahan, bukan dibiarkan recap 

berada di luar siscem pemerintahan sebagaimana terjadi pada zaman 

kolonial."? Dengan demikian, keberadaan desa dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948 sebagai 

daerah cingkac tiga di bawah provinsi dan kabupaten sebagai suacu 

daerah oconom, dengan asas penyelenggaraan pemerincahan desa 

adalah hak otonomi dan hak medebewind, bukan asas rekognisi yaicu 

pengakuan oleh negara sebagai kesatuan masyarakat hukum adac yang 

memiliki susunan asli. Namun, dalam pelaksanaannya terhambac karena 

ciga hal, yaitu: 1 1 1  

Pertsma, desa sebagai bagian penting dalam susunan pemerintahan 
daerah tidak diperbarui sebagaimana dikehendaki UU No. 22 Tahun 
1948,  akibatnya desa yang diharapkan sebagai cumpuan 
penyelenggaraan kemakmuran tidak berperan sebagaimana mesrinya. 

109 Ibid., ha!. 126. 

1 1 0  HanifNurcholis, Pcrtumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerinrahan Desa, op.cir.. 

hal.214. 

1 1 1  Ni'macul Huda, Hukum Pemerintahan Desa . . .  ,  loc.cit. 
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Kediu, UU No. 22 Tahun 1948 tidak diikuti dengan pembaruan 
perangkat peraturan perundang-undangan pendukung, yaitu tetap 
berlaku kerenruan Hindia Belanda, IGO clan !GOB. 

Selain UU No. 22 Tahun 1948 rersebut, pada masa Pemerincahan 
Republik Indonesia Serikar, pemerinrah menerapkan peraturan 
desenrralisasi unruk daerah Indonesia Timur, yairu UU No. 44 Tahun 
1950. Undang-undang ini membagi Negara Indonesia Tmur dalam 
riga ringkaran daerah otonomi, yairu Tingkar I adalah daerah, Tingkar 
II adalah Daerah Bagian, dan Tingkat III adalah Daerah Anak Bagian. 
Undang-undang ini ridak mengandung kerenruan mengenai desa, 
namun ridak menghapuskan berlakunya UU No. 22 Tahun 1948 
sehingga pengaruran desa masih berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948 
dan mengambil prinsip-prinsip yang rerkandung di dalamnya, yairu 
upaya menghilangkan sifar dualisrik di dalam UU No. 1 Tahun 1945, 
hanya ada saru pemerincahan di daerah yairu daerah oronom; tirik berat 
oronomi pada desa, keinginan menghapuskan lembaga dan fungsi 
pamong praja, dan penyerahan urusan pemerincahan sebanyak­ 
banyaknya kepada daerah. Hal rersebur mempunyai implikasi yuridis, 
yaitu ketiadaan pengaruran desa dalam UU No. 44 Tahun 1950 yang 
didasarkan pada Konsrirusi RIS membuar desain pemerinrahan desa 
menjadi ridak pernah dipertimbangkan lagi sehingga komirmen 
Pemerintah unruk menjadikan desa sebagai pemerincahan rerbawah 
sebagaimana diamanarkan UU No. 22 Tahun 1948 ridak rerlaksana. 

Pengaruran desa secara eksplisit tidak ada dan ridak diseburkan 
dalam UUDS Tahun 1950 yang diterapkan dengan UU No. 7 Tahun 
1950. Undang-undang ini mengarur pemerinrah daerah dan daerah­ 
daerah swapraja dalam Pasal 13 1 ,  Pasal 132, dan Pasal 133, yang pada 
inrinya menenrukan bahwa: 1 1 2  

Pertama, pembagian daerah di Indonesia cerdiri atas daerah besar clan 
daerah kecil, yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri 
(sutonoom) seluas-luasnya dengan memandang clan mengingati dasar 

'" Pasal 1 3 1 ,  Pasal 132, dan Pasal 133 Undang-Undang Dasar Semenrara Tahun 1950. 
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permusjawararan clan dasar perwakilan dalam sisrem pemerintahan 
negara; clan kedua, kedudukan daerah swapraja diarur dengan 
undang-undang clan tidak dapar dihapuskan arau diperkecil 
bercenrangan dengan kehendaknya, kecuali unruk kepentingan umum 
yang menunrut penghapusan clan pengerjilan itu dengan memberikan 
kuasa untuk iru kepada Pemerintah. 
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Sehubungan dengan kecencuan dalam UUDS Tahun 1950  
cersebuc, Soepomo memberikan penjelasan bahwa.:" 

Negara Kesaruan tidak akan bersifar senrralisris, bahkan Indonesia 
akan dibagi aras daerah besar clan daerah kecil yang auronom. 

Auronomi daerah akan diberikan seluas-luasnya, bahkan medebewind 

akan diberikan juga kepada daerah-daerah. Dasar demokrasi dalam 
pemerintahan daerah adalah jaminan oleh Pasal 131  ayar ( l ) ,  yang 
menentukan bahwa undang-undang yang mengarur benruk susunan 
pemerintahan daerah hams memandang clan mengingari dasar 
permusyawararan clan dasar perwakilan dalam sistem pemerin cahan 
negara. Ketentuan ini adalah sesuai dengan pasal 18 UUD Republik 
Indonesia. 

Perubahan konsticusi negara pada cahun 1950 cidak mengganggu 
pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1948 sampai dengan ditetapkan UU 
No. 1 Tahun 1957 cencang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (UU 
No. 1 Tahun 1957). 

UU No. 1 Tahun 1957  pada dasarnya memuac inti dari 
desentralisasi, yaitu membagi wilayah negara menjadi daerah besar dan 
daerah kecil yang berhak mengatur dan mengurus rumah cangganya 
sendiri sebagai daerah oconom, yang terdiri acas Daerah Tingkat I, 
Daerah Tingkat II, dan Daerah Tingkac III. Sehubungan dengan ha] 
ini, UU No. I Tahun 1957 menegaskan bahwa.!" 

. . . .  kesatuan-kesatuan masyarakat yang paling bawah, yang kira 
namakan kesatuan-kesaruan masyarakac hukum. Kesatuan-kesatuan 
rnasyarakat hukum bermacam-macam bentuknya di seluruh wilayah 

"' The Liang Gic, Perrumbuhan Pemerinrahan . . .  ,  op. cit., ha!. 9. 
'" Memori Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok 

Pemerincahan Dae rah, Penjelasan Umum angka 2 
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Indonesia. Di Jawa namanya desa, desa adalah satu macam kesatuan 
masyarakat hukum yang tidak lagi terbagi dalam kesaruan-kesaruan 
rnasyarakar hukum bawahan clan tidak pula desa itu merupakan bagian 
dari yang lain kesatuan masyarakat hukurn berdasarkan hukum adat, 
sehingga desa itu berdiri tunggal, mempunyai daerah sendiri, rakyat 
sendiri, penguasa sendiri, clan mungkin pula harta benda sendiri, 
sedangkan hukum adat yang berlaku di dalamnya adalah 
sesungguhnya homogen. 

Penjelasan undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa syarat 
muclak dalam sistem otonomi, yaitu pertama, mempunyai daerah sendiri 
yang memberikan kekuasaan kepada sekumpulan rakyat yang berdiam 
dalam suatu lingkungan yang nyata, sehingga untuk menciptakan satu 
kesatuan otonomi pada Daerah Tingkat III akan sulic dilakukan dan 
kedua, daerah merupakan suaru masyarakat yang sungguh mempunyai 
fakror-fakror pengikut kesatuannya. Undang-undang sebagai peraturan 
pelaksanaan dari UUDS Tahun 1950 menjadi cidak sesuai lagi dengan 
dikeluarkanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan 
kembali UUD 1945. 

Unruk mengacasi kekosongan hukum yang mengatur 
pemerimahan daerah, dikeluarkan Penetapan Presiden No. 6 Tahun 
1959 tentang Pemerintahan Daerah (Penpres No. 6 Tahun 1959). 
Pemberlakuan Penpres No. 6 Tahun 1959 terjadi pemusatan kekuasaan 
ke dalam satu garis birokrasi yang bersifat semralistis."5 Selanjumya 
MPRS menetapkan Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1960 temang 
Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Semesta Berencana Tahapan 
pertama 196 1 - 1969 (Tap MPRS No. III/MPRS/1960), yang di 
dalamnya memuat juga kerenruan temang pemerimahan daerah. 
Ketencuan pemerintahan daerah yang terdapac dalam TAP MPRS No. 
III/MPRS/1960, yaitu pcrtsma, Paragraf 392 mengenai pembagian 
daerah dan jumlah tingkacan; kedua, Paragraf 393 mengenai 

115 Direkrorat Jenderal Pemberd.ayaan Masyarakat clan Desa Kementerian Dalam Negeri, 
NaskahAk,demik .. .  ,  op.dc.,hal. 48. 
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desemralisasi; ketiga, Paragraf 395 mengenai Pemerintah Daerah; dan 
kccmpet, Paragraf 396 mengenai Pemerimah Desa.116 Tap MPRS ini 
juga mengandung amanat untuk membemuk Daerah Tingkat II dan 
menyusun Rancangan Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerimahan 
Desa yang berhak mengacur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 
Amanat Tap MPRS ini dilaksanakan oleh Panitia Negara Urusan 
Desemralisasi dan Otonomi Daerah, yang melahirkan UU No. 18 
Tahun 1965 cemang Pokok-Pokok Pemerimahan Daerah (UU No. 18 
Tahun 1965) dan UU No 19 Tahun 1965 tencang Desapraja (UU 
No. 19 Tahun 1965). 

UU No. 18 Tahun 1965 mengarur temang desa sebagaimana 
dinyacakan dalam Pasal 1 ayat (4), yaitu desa atau daerah yang setingkat 
dengan itu adalah kesatuan masyarakat hukum dengan kesatuan 
penguasa yang berhak mengacur dan mengurus rumah-tangganya 
sendiri seperti dimaksud dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945. 
Kecencuan ini ditegaskan lebih lanjuc dalam Pasal 4 ayac (2) yang 
menyatakan sesuatu atau beberapa desa atau daerah yang setingkac 
dengan desa, dengan mengingac kehidupan masyarakat dan kemajuan 
perkembangan sosial ekonominya serta dengan memperhatikan 
peraturan-peraturan hukum adat dan susunan asli yang masih hidup 
dan berlaku, dapat dibemuk menjadi Daerah tingkat III. Berdasarkan 
kedua norma tersebut, undang-undang ini melaksanakan Pasal 18 
UUD 1945 dengan mengakui desa sebagai kesacuan masyarakat hukum 
yang mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendiri (hak otonomi). Selain iru, gabungan dari beberapa desa atau 
daerah setingkat desa dapat dibentuk sebagai Daerah Tingkat III. 
Pengaturan ini diperkuat dengan UU No. 19 Tahun 1965 . 

Seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia, UU 
No. 1 9  Tahun 1965  mempunyai arah politik hukum yaitu 
menggamikan segala peraturan perundang-undangan tata perdesaan 

"6 Ibid. 



66 Otonomi Desa Pasca Berlaku UU Desa 

yang mengandung unsur-unsur dan sifat-sifar kolonial feodal dengan 
undang-undang yang bersifar nasional kedesaan yang berlaku di seluruh 
wilayah Indonesia dan menjamin tata perdesaan yang lebih dinamis 
dan penuh daya guna.!" Selanjutnya, Pasal 1 UU No. 19 Tahun 1965 
menentukan bahwa Desapraja adalah kesaruan masyarakat hukum yang 
tercentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya 
sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harca benda sendiri. 
Pasal 1 UU No. 19 Tahun 1965 menjelaskan bahwa: 

Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang tercakup dalam pengertian 
penjelasan Undang-undang Dasar Pasal 18: "Volksgemeenschappen 
seperri desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan 
marga di Palembang dan sebagainya", yang bukan bekas-bekas 
Swaparaja, adalah Desapraja menurur Undang- undang ini. Dengan 
menggunakan nama Desapraja, Undang-undang ini memberikan 
isrilah baru dengan saru nama untuk keseluruhan kesaman-kesaman 
masyarakar hukum yang termasuk dalam penjelasan Undang-undang 
Dasar terse but, yang di berbagai bagian wilayah Indonesia 
mempunyai nama asli yang bermacam-macam. Bersama dengan iru, 
Undang-undang ini memberi dasar clan isi Desapraja itu secara 
hukum yang berart i kesatuan masyarakar hukum yang rertentu 
batas-baras daerahnya, berhak mengurus rumah-tangganya, memilih 
penguasanya, dan mempunyai harta-benda sendiri. 

UU No. 19 Tahun 1965 mengandung makna bahwa pcrtama, 

undang-undang ini tidak membencuk terapi mengakui kesatuan 
masyarakat hukum yang relah ada diakui sebagai desapraja dengan hak 
otonomi; kedua, jika di bagian wilayah Indonesia tidak terdapat 
kesatuan masyarakat hukum yang tidak memiliki batas territorial 
daerahnya tidak akan dibentuk sebagai desapraja tetapi langsung 
dijadikan daerah administrasi dari Daerah Tingkat III; keriga, desapraja 
hanya sebagai bencuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya 
Daerah Tingkat III di selucuh Indonesia. 

1 1 7  Konsiderans Menimbang UU No. 19 Tahun 1965 tencang Desapraja. 
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Pengaturan mengenai desa rerus mengalami perubahan pada masa 
pemerintahan orde baru, seiring dengan adanya perubahan peratu ran 
mengenai pemerintahan daerah melalui UU No. 5 Tahun 197 4 remang 
Pemerintahan di Daerah (UU No. 5 Tahun 1974). Pasal 88 UU No. 5 
Tahun 197 4 mendelegasikan pengaruran mengenai pemerintahan desa 
ditetapkan dengan undang-undang. Untuk melaksanakan amanat UU 
No. 5 Tahun 1974, diundangkan UU No. 5 Tahun 1979 tentang 
Pemerinrahan Desa (UU No. 5 Tahun 1979). Secara substansial, UU No. 5 
Tahun 1979 sepenuhnya mencerminkan stclscl dan pendekatan IGO 
dan !GOB yang memisahkan pemerintahan desa dari pemerintahan 
daerah, yang seharusnya pemerintahan desa menjadi bagian integral dari 
pemerintahan daerah."" Undang-undang ini berorientasi pembenrukan 
pemerintahan pusat yang bekerja di daerah (the local state government) 

bukan desentralisasi unruk memperkuat otonomi daerah atau membentuk 
pemerintahan daerah (local government). Hal ini bisa dilihat begitu 
kuamya skema dekonsenrrasi (desentralisasi administratif) daripada 
devolusi (desemralisasi politik) dalam UU No. 5 Tahun 1979.119 Selain 
itu, problernatika hukum yang prinsipil dari undang-undang ini adalah 
penyeragaman (uniforrniras) nama, bemuk, susunan, dan kedudukan 
pemerintahan desa.':" Padahal, dalam merumuskan arah kebijakan 
hukum (legal policy), pemerintah desa perlu pengakuan dan 
penghormatan terhadap asal-usul yang bersifat istimewa pada eksisrensi 
desa dengan memperbolehkan penggunaan nama, seperti dusun, 
marga, nagari, gampong, dan lain sebagainya, yang bemuk, susunan, 
maupun mekanisme pemerintahan didasarkan pada hukum adamya 
masing-masing.121 UU No. 5 Tahun 1979 juga membawa perubahan 
yang prinsipil dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu: 122 

' ' "  Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, Republik Desa . . .  ,  op.cic.,hal. 31-32 
119 Direktorar Jenderal Pemberdayaan Masyarakar dan Desa Kemencerian Dalam Negeri, 

NaskahAkademik..., op.cir.,hal. 50. 

uc Areng Syafrudin dan Suprin Na'a, Rcpublik Desa , loc.cic.,hal. 32 
"'Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, Republik Desa , op.cic.,hal. 32 
"'Mashuri Maschab, Policik Pemerincahan Desa . . .  ,  op.cit., hal. 1 1 4 - 1 1 6 .  
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pertama, secara resmi organisasi pemerincahan yang terendah 
dipisahkan antara yang bersifat administratif yaitu kelurahan dengan 
desa yang bersifat oronom; kedua, untuk pertama kalinya secara 
nasional, pejabat dan pegawai organisasi pemerintahan yang terendah 
dipegang oleh pegawai negeri; keriga, penghapusan lembaga 
perwakilan masyarakac desa; kcempet, pengukuhan kepala desa sebagai 
pusat kekuasaan di desa; dan kclima, penyeragaman organisasi 
pemerinrahan desa. 

Sencralisasi clan unitormitas yang tercermin dalam UU No. 5 Tahun 
1979 tersebut telah menghasilkan pemerintahan desa yang berorientasi 
ke atas clan hampir sepenuhnya mengabaikan bawah, sehingga otonomi 
clan demokrasi desa menjadi lumpuh. m 

Pengaturan desa ini mengalami perubahan lagi sejalan dengan 
ditetapkannya Tap MPR RI No. XV/MPR/ 1998 tentang 
Penyelenggaraan Oronomi Daerah. Unruk melaksanakan Tap MPR 
ini diundangkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Dearah (UU No. 22 Tahun 1999). Undang-undang ini secara nyata 
mengakui oronorni desa meskipun tidak secara tersurat. Berdasarkan 
Pasal 1 UU No. 22 Tahun 1999, desa atau yang disebut dengan nama 
lain dirumuskan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
kewenangan untuk mengatur clan mengurus kepentingan masyarakat 
seternpar berdasarkan asal-usul clan adat istiadat setempar yang diakui 
dalam sistem Pemerintahan Nasional clan berada di Daerah Kabupaten. 
Berdasarkan Penjelasan UU No. 22 Tahun 1999 ,  pengaturan 
pemerintahan desa dalam undang-undang ini mempunyai landasan 
pemikiran untuk keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli ,  
demokratisasi, clan pemberdayaan masyarakat. Definisi desa tersebut 
mengandung beberapa unsur penting yang berbeda dengan kebijakan 
rezim orde baru, yaitu desa merupakan kesatuan masyarakat hukum, 
desa diberikan hak atau wewenang untuk mengatur clan mengurus 

121 Prarikno dalam Dadang Yuliantara (Penyunring), Arus Bawah Dcmokrasi Oronomi 

dan Pcmberdayaan Dess, Cer. II, Yogyakarra: Lapera, 2000, hal. I 41-142. 
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kepentingan masyarakat desanya sendiri, diakuinya hak asal-usul dan 
adar-istiadat desa masyarakat desa, dan adanya di daerah kabupaten. 124 

Berdasarkan beberapa unsur tersebur, UU No. 22 Tahun 1999 

menegaskan kedudukan desa sebagai lembaga yang otonom, meskipun 

tidak disebutkan secara eksplisit tetapi tercermin pada pengakuan hak 

asal-usul dan adat-istiadat desa sebagai kesatuan masyaraat hukum yang 

oconom. Berkaitan dengan ini, M. Ryaas Rasyid menegaskan semangat 

dasar UU No. 22 Tahun 1999 adalah memberikan pengakuan terhadap 

keragaman dan keunikan desa (atau dengan nama lain) sebagai self­ 
governing community, yang tentu saja merupakan rnanifestasi rerhadap 

makna "istimewa" dalam Pasal 18 UUD 1945. 1 2 5  Namun, adanya 

pengakuan desa dalam sistern pemerintahan nasional yang berada di 

daerah kabupaten jika dilihat dari hukum ketatanegaraan tidak tepat 

karena hanya negara yang melakukan desentralisasi bukan kabuparen/ 

kota. Hal ini mengandung pengertian bahwa UU No. 22 Tahun 1999 

menimbulkan ketidakjelasan posisi desa karena antara prinsip otonomi 

asli dari masyarakat yang berpemerintahan (self governmenc commu­ 
nity) dengan prinsip desentralisasi (local self government) tidak 

mempunyai baras perbedaan yang jelas. Pengakuan desa sebagai self 
governmenc community tidak bersifar subsranrif karena berlakunya 

undang-undang ini tidak serra merta diikuti dengan pemulihan 

otonomi asli desa terutama otonomi dalam mengelola hak ulayat 

desa adat.126 

Seiring dengan perjalanan wakru, pengaturan desa mengalami 

perubahan lagi sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004). Desa diarur 

'" Mashuri Maschab, Polirik Pemerincahan Dess . . .  ,  op.cir., hal. 1 1 4 - 1 1 6 .  
125 Muhammad Yasin Al-Arif, "Problematika Hukum Pengaturan Desa dalam Konsricusi 

(Analisis terhadap Pengacuran OesaSebelum clan Sesudah Perubahan UUD NRI 1945)," 
Tcsis, Program Magiscer Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakulcas Hukum Universicas 

Islam Indonesia, 2017, hal. 199. 
126 Sucoro Eko, Masa Lalu, Masa Kini, Masa Depan Oconomi Desa, Yogyakarta: lnsticuce 

For Research and Empowerment, 2008, hal. 488. 



70 Otonomi Desa Pasca Berlaku UU Desa 

dalam Bab XI UU No. 32 Tahun 2004. Pengaruran desa dalam undang­ 

undang berhasil menyempurnakan berbagai pengaturan cemang desa 
yang sebelumnya diacur dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah meskipun tidak menimbulkan perubahan yang 

prinsipil. Desa retap diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki baras-bacas wilayah yang berwenang uncuk mengatur dan 

mengurus kepencingan masyacakat serempac, berdasarkan asal-usul dan 
adat-isriadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam 
sistem Pemerincahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam 
bukunya Politik Pemerintahan Dess di Indonesia (2003), Mashuri 

Masshap menulis tencang pengaruran desa dalam undang-undang ini 

menurut Mashuri Maschap, yaitu pertama, penyelenggaraan 

pemerintahan desa di berbagai daerah bisa dilakukan sesuai dengan 
asal-usul, adat-istiadat, dan tradisi yang berlaku di masing-masing desa; 
kedua, partisipasi masyarakat desa diberikan seluas mungkin sejak 
penyusunan rencana kegiatan desa sampai dengan rahap pengawasan 
dan kegiacan desa; ketiga, adanya prinsip otonomi asli memberikan hak­ 

hak desa termasuk wewenang yang dimiliki dari awal terbentuknya desa 
berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat diakui dan dihormari; kecmpat, 

undang-undang ini memberikan desencralisasi dan demokratisasi pada 
tingkat pemerimahan daerah sampai ke desa; kelima, pemberdayaan 
masyarakat dilakukan uncuk menumbuhkembangkan kemampuan 
masyarakat dan memberikan kebebasan pada desa uncuk membencuk 

lembaga-lembaga kemasyarakatan, membentuk badan usaha yang bersifar 

komersial, dorongan uncuk membangun kerja sama ancara desa dan 
juga kerja sama dengan pihak keriga.127 Meskipun demikian, undang­ 

undang ini belum memberikan ruang bagi otonomi desa termasuk 
property right karena undang-undang ini hanya mengakui desa sebagai 

kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus 
kepencingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat-isriadarnya. 

Berdasackan beberapa ha! rersebut, dapat dikatakan bahwa implemencasi 

"" Mashuri Maschab, Po/icik Pemerintahan Desa . . .  ,  op.cir., hal. 148-150. 
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pengaturan desa tersebur memunculkan permasalahan, yaitu percama, 

UU No 32 Tahun 2004 belum secara jelas mengatur Cata kewenangan 
ancara pemerintah, pernerinrah daerah, dan pemerintah desa; kedus, 

desain kelembagaan pemerincah desa yang terruang dalam UU No. 32 
Tahun 2004 belum sempurna sebagai visi dan kebijakan unruk 
membangun kemandirian, demokrasi, dan kesejahceraan desa; dan 
ketig«, desain UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Desa terlalu umum 
sehingga dalam banyak hal pasal-pasal rencang Desa baru bisa dijalankan 
setelah lahir peraturan pemerintah dan peraruran daerah.!" 

Berdasarkan sejarah pengaturan desa ini, sejak desa diatur dalam 
peraturan pernndang-undangan mulai dari zaman Pemerintahan 
Hindia Belanda hingga saat ini, desa telah mempunyai legalitasnya dan 
mendapatkan pengakuan secara de jurc, namun dalam implementasinya 
sistem pemerintahan di Indonesia belum memperlihatkan keberpihakan 
kepada desa. Hal ini juga berlaku bagi otonomi desa, yang mendapackan 
legalitasnya rneskipun berdasarkan aspek histori pengaturan desa ini 
tidak ada nomenklatur resmi yang menyebutkan otonomi desa secara 

eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. 

IV. MAZHAB DESA VERSI UU DESA 

Pemerincah telah membuat kebijakan hukum berupa UU Desa untuk 
memperkuat desa. UU Desa memberikan wajah barn dan paradigma 
barn bagi desa dengan posisi, peran, dan kewenangan desa yang barn. 
Wajah barn desa menjadi harapan mengiringi UU Desa karena pada 
peraruran pernndang-undangan sebelumnya kewenangan desa hanya 
bersifat target, sedangkan dengan UU Desa kewenangan desa bersifat 
mandat.129 Kebijakan hukum ini didasarkan pada pertimbangan 

128 Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemenrerian Dalam Negeri, 
Naskah Akademik. . .  ,  op.cic. hal. 1-5. 

us Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Ternnggal, dan Transmigrasi, Buku 1 

Kewenangan Desa . . .  ,  op.cir. 
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percama, desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam 
mengarur dan mengurus kepencingan masyarakat setempat dan 
berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945; 
kcdua, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah 
berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan 
diberdayakan agar menjadi kuat dalam melaksanakan pemerincahan 
dan pembangunan menuju masyarakac yang adil, rnakrnur, dan 
sejahtera; dan kctigs, desa dalam susunan dan rata cara penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan perlu diarur tersendiri dengan 
undang-u ndang.":" 

Konsideran menimbang tersebut menunjukkan bahwa ada sebuah 
pengakuan dari negara mengenai konstribusi desa terhadap eksistensi 
negara Indonesia. Desa dianggap sebagai institusi sosial yang sangat 
peming bagi bangsa Indonesia sehingga diberi legalicas hukum melalui 
UU Desa. Fasafah dari UU Desa rersebur mengandung adanya 
kewajiban dan amanac bahwa desa harus mandiri dan sejahtera sehingga 
idealnya desa mempunyai posisi cawar yang sangat kuac terhadap 
pemerimah acaupun kekuacan-kekuatan lain."!' Selain itu, undang­ 
undang ini menggabungkan fungsi self governmentyaicu self governing 
community dan localself government, sehingga diharapkan kesatuan 
masyarakat hukum adac yang selama ini merupakan bagian dari wilayah 
desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. 132 Namun, 
UU Desa menyeragamkan seluruh penyebucan dengan nama desa 
sehingga mengakibackan adat isriadar asli dan penyebutan nama lain 
cidak diberlakukan. Undang-Undang ini juga menempatkan desa 
sebagai wilayah administrasi (local state government} bukan daerah 

uo Konsideran Menimbang huruf a, hurufb, dan huruf c Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa. 

ui Herlin Wijayanri dalam Monika Suhayati, et.al., "lmplemenrasi UU No. 6 Tahun 
2014 remang Desa Oirinjau dari Aspek Hukum Tara Negara dan Aspek Hukum Ekonomi," 
l..aporan Penelician, Jakarta: Pusar Penelirian Badan Keahlian DPR RI, 2017. 

132 Zainal, "Dinamika Kebijakan Pemerinrahan Desa di Indonesia dari Masa ke Masa 
(Studi Tahun 1979-2015).," Juma/TAP!s Vol.12 No. I Januari-Juni 2016. 
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oronomi (local self-government) karena desa ditempackan di wilayah 
adminiscrasi kecamatan dan ridak mendapatkan penyerahan urusan 
pemerinrahan dari Pemerincah Pusat. u.i 

Desa mempunyai srruktur sosial yang otonom dengan tradisi, adar 
isciadat, dan hukumnya sendiri yang relacif mandiri yang 
merepresentasikan kehidupan, penghidupan semua enritas yang 
memiliki karakteristik homogen dan rerikat kuat secara emosional dalam 
suacu siscem sosial budaya. Ruang lingkup desa ini diakomodasi dalam 
UU Desa. UU Desa memberikan bacasan desa sebagai kesatuan 
masyarakac hukum yang memiliki memiliki bacas wilayah yang 
berwenang untuk mengacur dan mengurus urusan pernerinrahan, 

kepentingan masyarakac setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/acau hak cradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistern pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.!" 

Berdasarkan ketentuan Pasal I UU Desa, desa berasal dari sebuah 
kesacuan masyarakat hukum sehingga memiliki kewenangan­ 

kewenangan bercindak dan berbuac hukum, memiliki daerah kekuasaan 
hukum sebagai ternpat tinggal dan bekerja, dan memiliki pemerinrahan 
desa dengan acuran-aturan hukum masyarakat desa.135 

Definisi desa tersebur bisa dikatakan sebagai definisi scandar dari 

oronomi desa. Definisi ini mengindikasikan pemerintah menjadikan 
desa sebagai sebuah enritas yang memiliki otonomi. Hal ini mengingat 

otonomi pada dasarnya adalah kewenangan untuk mengatur, 
mengurus, dan menyelenggarakan suacu urusan. Hal ini mengandung 
makna bahwa undang-undang ini memosisikan desa sebagai subjek 
hukum yang berhak dan berwenang membuac tindakan hukum, 
mernbuat peraruran yang mengikat, menguasai tanah, menyelenggarakan 

I H  Ibid. 

"' Pasal I angka I Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 rentang Desa. 

"' Fokky Fuad Wasicaatmadja dalam Monika Suhayau, ct.sl., "lmplemenwi UU No. 6 
Tahun 2014 tentang Desa Dirinjau dari Aspek Hukum Tata Negara dan Aspek Hukum 
Ekonomi," Laporan Penelician,Jakana, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017. 
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kerja sama, dan lain-lain. Oconomi desa ini seharusnya menyangkut 
hubungan hukum desa sebagai subjek hukum dan hubungan antara 
desa dengan negara, sehingga oconomi desa melipuri pembagian 
kekuasaan, kewenangan, dan keuangan kepada desa dalam mengelola 
pemerinrahan selain pengakuan kedudukan desa. u6 

Selain itu, dalam UU Desa juga secara jelas ada pengakuan atas 
hak-hak tradisional masyarakar hukum yang terbagi aras desa dan desa 
adat, 137 yang dalam penyeburannya disesuaikan dengan penyebutan 
yang berlaku di daerah seremparY8 UU Desa juga menunjukkan 
adanya sebuah pengakuan acas sebuah sisrem pemerintahan 
beradasarkan pada pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa 
unruk mengacur desanya sendiri, sebagaimana diacur dalam Pasal 3 
huruf h dan Penjelasan Umum UU Desa mengenai asas demokrasi. 
Demokrasi rnenurur UU Desa bermakna sisrern pengorganisasian 
masyarakat Desa dalam suacu sistem pemerimahan yang dilakukan oleh 
masyarakac Desa arau dengan persecujuan masyarakar Desa serca 
keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang 
Maha Esa diakui, ditara, dan dijamin. 

Prinsip pengakuan dan penghormatan kepada desa sebagai 
kesatuan masyarakar hukum ini didasarkan pada Pasal l 8B ayat (2) 

UUD 1945 . Batasan tersebur mengandung pcngertian bahwa desa 
merupakan kesacuan masyarakat hukum yang mempunyai oconomi dan 
diakui oleh negara untuk melakukan perbuatan hukum berupa 
mengatur dan mengurus urusan pemerimahan dan kepentingan 

masyarakamya berdasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usu], 

dan/atau hak tradisionalnya. lni mengandung pengercian bahwa 
dengan UU Desa, negara mengakui desa dan desa adat sebagai kesatuan 
masyarakat hukum yang bersifat otonom, dengan penetapan sebagai 
desa ataupun desa adat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui 

1�' Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Desa, hal. 230-237. 

'37 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tenrang Desa. 

·�
11 

Ibid. 
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peraturan daerah sehingga desa menjadi daerah oconom dengan 
otonomi bagi desa sesuai dengan kearifan lokal. Berdasarkan prinsip 
pengakuan dan beberapa pengaturan dalam UU Desa tersebut, 
tercermin bahwa UU Desa kembali memberikan otonomi desa kepada 
desa umuk mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan pemerimahan 
desanya berdasarkan kewenangan yang melekac pada desa. Hal ini harus 
dipahami dalam konteks ketatanegaran bahwa berdasarkan pengakuan 
tersebuc, kedudukan desa dapac menjadi daerah otonom acau daerah 
khusus karena hak asal-usul dengan sebutan desa adac. 

UU Desa celah memberikan otonomi bagi desa sehingga desa 
memiliki oconomi sebagai self governing community umuk desa adat 
dan sebagai local state government unruk desa. Keduanya sebagai desa 
otonom juga mempunyai oconomi berdasarkan kecemuan peraturan 
perundang-undangan sebagai local self government. Hal ini berarti 
bahwa secara normologis ada pengakuan dari negara yang mengakui 
eksistensi desa sebagai daerah oconom, sehingga desa diberikan 
desentralisasi politik melalui pemerintahan desa yang dijalankan oleh 
kepala desa, perangkac desa, dan badan permusyawaracan desa; 
desentralisasi pembangunan melalui perumusan perencanaan 
pembangunan sesuai dengan pocensi dan kebucuhan desanya (local 
self planning}; dan desemralisasi keuangan dari negara ke desa melalui 
dana desa sebagai salah sacu sumber pembiayaan uncuk pengelolaan 
pemerincahan dan pembangunan desa. 

Ketiga desencralisasi cersebuc merupakan residualicas dari 
desentralisasi yang celah ada dan subsidiaritas dengan kewenangan lokal, 
yang dilaksanakan sesuai dengan unsur-unsur oconomi yang ada di desa, 

yaicu pertama, adac isciadat yang mengikac dan ditaaci oleh masyarakac 
desa sebagai kearifan lokal; kedua, canah, kekayaan alam, dan pusaka 
sebagai kekayaan desa; ketiga, sumber-sumber kekayaan desa; kecmpat, 

urusan rumah tangga desa; kelims, pemerintahan desa sebagai alat yang 

memegang fungsi mengarur, mengurus, dan mengelola desa; dan 
keenam, badan permusyawaracan desa. Oconomi bagi desa ini 
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dimaksudkan untuk mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri, 
demokratis, dan sejahtera melalui pembangunan yang digerakkan oleh 
desa (village driven development), dengan meletakkan desa sebagai 
subjek dan arena pembangunan sehingga desa menjadi basis modal 
sosial, basis politik dan pemerintahan, basis demokrasi, dan basis 
ekonomi. 

Berdasarkan pada beberapa hal rersebut, UU Desa ini antara 
lain mengandung asas rekognisi, redistribusi, ada institusionalisasi sistem 
desa sebagai pernerintahan masyarakat sehingga bisa menyelenggarakan 
pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakac secara penuh, 
penataan desa, pembinaan, dan pengawasan uncuk terciptanya desa 
yang maju, kokoh, mandiri, dan demokratis sehingga rerwujud 
kesejahceraan rakyat. l.l'> Hal ini merupakan wajah baru, arah, dan pera 
jalan barn bagi desa ini sebagaimana rergambar dalam Bagan 2. 

Bagan 2. Wajah Baru Desa, Arah Baru, Peta Jalan Baru 

.- . 

I . . 
' ------- . .  

•  ,  1  ,IT ,I I , • � 

• 
Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi RI, 2015 

11'1 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tercinggal, dan Transmigrasi, Buku 1 

Kcwenangan Desa . . .  ,  op.cit. 
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UU Desa juga mengandung paradigma baru dari desa lama menjadi 

desa baru. Paradigma baru ini antara lain mengenai kedudukan desa 

menjadi pemerintahan masyarakac yairu hybrid antara self governing 

community dan local self government bukan sebagai organisasi 

pemerintahan yang berada dalam sistern pemerintahan kabupaten/ 

kota {local state government).'40 Sehingga posisi dan perannya lebih 

berdaulat dalam mengatur dan mengurus desa berdasarkan asas 

rekognisi dan subsidiaritas sebagai asas utarna. Sekalipun desa dalam 

UU Desa bersifat self governing community, negara dan pernerinrah 

daerah tetap berranggung jawab untuk mengakui, menghormati, dan 

memelihara keberlangsungan pemerintahan, pembangunan, dan 

pemberdayaan masyarakat di desa.!" Lebih lanjut mengenai paradigma 

baru desa diuraikan pada Tabel I .  

label 1 .  Desa Lama Vs. Desa Baru 

Parameter Desa Lama Desa Baru 

Pa11mg Hukurn UU No . .  U  Tahun UU No. 6 Tahun 2014. PP 

2004 dan PP No. 7 2 No. 4j Tahun 20 14 .  PP No. 

Tahun 2005 47 Tahun 20 15 ,dan  

Permendagri No. 44 Tahun 

2016. 

Asas Ur.una Desen tralisasi- Rekognisi-subsidiaritas 

residualitas 

Kedudukan seb.,gai organisasi Sebagai pemerinrahan 

pemerinrahan �·ang rnasyarakar, hJvrid antara self 

berada dalarn sisrern governing dengan loc»! self 

pemerinrahan gover111nenr. 

kabuparen/kora (locol 

sc.1re gover11111enr) 

140 Ibid. 

'" Muhadam Labolo, Dinamika Policik. . .  ,  op.cit., hal. 176. 
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Posisi dan Perun Kabupaten/kora Kabupacen/kma mempunyai 

Kabuparen/ Kora mempunyal kewenangan )'ang rerbaras 

kewenangan yang dan strategis dalam mengarur 

besar clan luas dalarn dan rnengurus desa: termasuk 

mengarur clan mengarur dan mengurus 

mengurus desa, biclang urusan desa yang 

ridak perlu clirangani 

langsung oleh pus.It. 

Delivery Target Mandar 

kewenangan dan 

progran1 

Posisi dalarn Objek Subjek 

pembangunan 

Model Govern111e11r driven \/ii/age driven development 

Pem bangunan developtnen f arau 

co1111111111iry' driven 

develop III enc 

Pendekaran clan lmposisi dan murilasi Fasilitasl, ernansipasi. clan 

Tindakan sectoral konsiliclasi 

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi RI, 2015 

Berdasarkan Bagan 1 dan Tabel 2, bencuk pengakuan negara 

cerhadap desa dapar dilihat dari pengakuan atas keberagaman desa di 
berbagai daerah (asas rekognisi). Wujud konkret dari pengakuan dan 

penghormatan negara terhadap desa adalah diberikannya alokasi 
keuangan negara secara langsung uncuk dikelola desa (asas subsidiaritas), 

Kedua asas ini didasarkan pada pengakuan konstitusi terhadap 

keberagaman kesatuan masyarakat hukum dan batasan desa dalam UU 
Desa. Paradigma baru desa ini sesuai dengan misi UU Desa, yaitu 
percama, mewujudkan desa kuat, maju, mandiri, demokratis, dan 
sejahtera; kcdus, pembangunan desa dilakukan melalui rekognisi, 
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subsidiaritas, redistribusi, dan demokrasi, sehingga membawa desa yang 

bertenaga sosial, berdaulat secara polirik, berdaya secara ekonomi, dan 

berrnartabat secara budaya; ketiga, desa dipromosikan sebagai subjek 

dan arena pembangunan. Desa dimasukkan sebagai salah satu agenda 

pembangunan nasional sesuai dengan Nawacita Ketiga yaitu 

membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah­ 

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 142 Kcempsr, 

perubahan dari pembangunan yang digerakkan oleh negara (state 

driven development) dan pembangunan yang digerakkan masyarakat 

(community driven development) menuju pembangunan yang 

digerakkan oleh desa (village driven developmenr}; kelima, desa menjadi 

basis modal sosial, basis politik dan pemerimahan, basis demokrasi, dan 

basis ekonomi; dan keenam, desa dalam skema pembangunan 

menyediakan pelayanan dasar, mengembangkan aset ekonomi lokal, 

membangun insfrastruktur, serta memanfaatkan sumber daya alam dan 

lingkungan secara berkelanjutan. 

Berdasarkan pada UU Desa, otonomi desa merupakan hak, 

wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak 

asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk 

tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa rersebur."" 

Oleh karenanya, oconomi desa ini bersifat riil dan tanggung jawab rerkair 

dengan potensi desa dan kemampuan desa dalam mengatur, mengurus, 

dan mengelola potensinya. Dengan oconomi ini, desa mempunyai hak, 

wewenang, dan kewajiban unruk menyelenggarakan pemerintahan 

desa, melaksanakan pembangunan desa, membina kernasyarakaran desa, 

dan mem berdayakan masyarakat des a sebagaimana diatur dalam Pasal 

18 UU Desa. 

Pemberian otonomi kepada desa ini dapat dikatakan sebenarnya 

tidak sesuai dengan UUD 1945, karena berdasarkan Pasal 18 UUD 

'" Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah Nasional 2015-2019, ha!. 5-4. 
143 Hedin Wijayanti, . . .  ,  op.cit. 
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1945 ayac (2) pemerincah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 

mengarur dan mengurus sendiri urusan pemerincahan menurut asas 

oconomi dan rugas pembanruan. Hal ini berarti meskipun konstitusi 

mengakui kesatuan masyarakar hukum adac beserta dengan hak-hak 

tradisionalnya, namun konstirusi hanya memberikan kewenangan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi 

hanya sampai kepada pemerintah kabupaten/kota dan tidak 

menyebutkan desa rnerniliki kewenangan mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerinrahannya. 

lni menunjukkan bahwa apabila disandingkan aspek hukum 

tenrang desa dengan desa yang diatur dalam UU Desa, maka terjadi 

ketidakcocokan karena: 144 

terjacli bentu ran regulasi; oronomi clesa ticlak dikenal dalam teori 
hukum clan clesentralisasi, karena merupakan sesuacu yang hidup 
dalarn clunia nyara; oronomi desa bukan bagian clari clesencralisasi 
rcta p i residualitas dari desenrralisasi dan subsidiar itas dengan 
kewenangan lokal; clan UU Desa merupakan hasil kompromi politik. 

Keridakcocokan tersebut terjadi karena adanya perbedaan cara 

pandang desa melihat hukum dan hukum melihat desa melalui UU 

Desa. Menurut mazhab desa, otonomi hanya berlaku sampai daerah 

kabupaten/kota dengan berdasarkan landasan konstitusional sehingga 

otonorni desa hanyalah residu dari sistem desencralisasi tersebut. Poin 

yang kedua, sejauh ini belum ada deflnisi formal tentang otonomi desa 

yang dirumuskan dalam undang-undang, meskipun otonomi desa relah 

berlangsung sejak desa ada di wilayah nusancara sejak sebelum 

penjajahan. UU Desa hanya mengakui desa sebagai kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai hak dan kewenangan uncuk 

mengatur dan mengurus dirinya secara mandiri, dengan memberlakukan 

uniformitas penamaan desa sehingga keberagaman istilah, hak asal-usul, 

dan adat istiadat kesatuan masyarakat hukum yang disebut dengan desa. 

l,t.l Sutoro Eko, . . .  ,  op.cit. 
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Selain itu, undang-undang ini juga mengandung dualisme pengaturan 
ancara desa adat yang didasarkan pada self governing communiry dan 
pemerintahan desa yang didasarkan pada local self government sehingga 
desa sebagai kesatuan masyarakat hukum akan menjalankan kedua 

fungsi tersebut. 

Hal tersebut akan berbeda jika dilihat dari aspek legal formal yaitu 
UU Desa. Berdasarkan beberapa ha! tersebut, oronorni desa memang 
tidak dinyatakan secara resmi dalam UU Desa namun UU Desa 
mengandung makna otonomi desa. Hal ini terlihat dari legal formal 
yang merujuk pada norma-norma dalam UU Desa menunjukkan 
bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum becwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/ a tau hak tradisional. Oleh karena iru, desa berkedudukan sebagai 
subjek hukum dalam hubungan hukum secara keperdataan unruk 
kepentingan masyarakat dan hubungan hukum dengan negara dalam 
urusan pemerintahan. Selain iru oronorni desa dalam UU Desa 
ditunjukkan dengan adanya pengakuan dari negara rerhadap hak asal­ 
usul dan/ a tau hak tradisionalnya. Hal ini tercermin dari frasa hak asal 
usu!, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU Desa 
menggabungkan fungsi self governing community uncuk kesatuan 
masyarakat hukum dengan local self government untuk pemerintahan 
desa sehingga undang-undang ini mengenal adanya desa dengan desa 
adat. Untuk itu, diperlukan penataan kesatuan masyarakat hukum adar 
yang merupakan bagian dari wilayah desa dan/atau desa adat. Undang­ 
undang ini memberikan ruang gerak bagi desa untuk mengatur 
perencanaan pembangunan berdasarkan kebumhan dan kepentingan 
masyarakat, serta potensi dan kearifan lokal desa tersebut, 
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V. IMPLEMENTASI  OTONOMI DESA PASCA 

BERLAKU UU DESA 

Berbeda dengan otonomi daerah yang dirniliki oleh daerah provinsi 
clan daerah kabuparen/kora, oronomi desa bukan merupakan 
pemberian dari pemerinrah. Oronorni daerah merupakan otonomi yang 
diberikan kepada daerah didasarkan pada Pasal 1 8  UUD 1945, 
sedangkan oronomi desa berdasarkan kearifan lokal clan adac istiadar 
yang tumbuh dari desa. '" Oronomi desa merupakan oronomi asli, bular 
clan uruh berdasarkan kearifan lokal, prakarsa masyarakar, asal-usul, 
clan adar istiadar yang tumbuh clan hidup di desa bukan berdasarkan 
penyerahan wewenang dari pemerintah clan pemerinrah berkewajiban 
menghormari otonomi asli yang dimiliki oleh desa cersebut. 146 Desa 
sebagai saruan masyarakat hukum terkecil yang memiliki oronomi asli 
berdasarkan kearifan lokal harus dapar dikelola oleh aparat desa atas 
dukungan rnasyarakat unruk mewujudkan rujuan pembangunan desa 
rcrsebur.!" Namun, dalam praktik anrara otonomi daerah clan otonomi 
desa sering dicampuradukkan, yairu: 148 

otonomi desa ini berawal dari 3 (tiga) fungsi kekuasaan clan urusan 
pemerimahan, yaitu fungsi utama ada di pemerintah pusar, sedangkan 
di desa bersifat tradisional yang menyatu secara nasional; ada fungsi 
service berupa pelayanan, antara lain, pendidikan, kesehatan, tanah, 
clan air, sedangkan oconomi desa ini bersifar riil dan tanggung jawab 
terkait dengan potensi desa, kemampuan desa dalam mengelola 
potensinya, dengan memperhatikan desa adat yang diberikan otonomi 
penuh: pembangunan menimbulkan adanya disr r ibusi yang 
diperimahkan dari atas, sehingga daerah rerkena kewajiban untuk 

1
q

5 Tunggul Anshori dalam Monika Suhayati, ct.sl., "Implementasi UU No. 6 Tahun 
2014 temang Desa Dirinjau dari Aspek Hukum Tara Negara dan Aspek Hukum Ekonomi," 
Lepomn Penelirian,Jakarra: Pusar Penelician Badan Keahlian DPR RI, 2017. 

1 
)6 Herlin Wijayanri, . . .  ,  op.cit. 

1�7 Suhartini, dalam Monika Suhayati, ct.el., "Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 
renrang Desa Dirinjau dari Aspek Hukum Tara Negara dan Aspek Hukum Ekonomi," 1.apor.m 

Penelirian,Jakarra: Pusat Penelirian Badan Keahlian DPR RI, 2017. 
148Tunggul Anshori, . . .  ,  op.cit. 
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melaksanakan program nasional dan oronomi desa akan terkikis 
karena pembangunan desa dilakukan sebagai inisiacif desa atau 
program pemerintah. 

83 

Oronomi desa mempunyai peluang untuk melindungi, 
memajukan, memberdayakan, dan menyejahterakan suatu desa. 

Dengan otonomi ini, desa sudah bisa mengelola desa secara mandiri, 

membuat kebijakan sendiri, membuat aturan sendiri dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan hidup bermasyarakat. Bentuk pelaksanaan 

oconomi bagi desa sudah dirinci dalam UU Desa, antara lain, berkaitan 

dengan dana desa, peraturan desa, termasuk membuat perencanaan 

pembangunan desa yang tertuang dalam peraturan desa. 149 Secara 

rutin bentuk dan pelaksanaan otonomi yang dimiliki desa, yaitu: 150 

merencanakan pembangunan desa dengan cara musyawarah desa; 
membuat kebijakan clan penetapan APBDesa; sistern kebijakan 
yang ada di desa dengan menggunakan skala prioritas ;  
melaksanakan secara penuh garis ketetapan desa dari hasil 
Musyawarah Desa; mengelola APBDesa baik yang bersumber dari 
PAD, maupun dana Transfer; merencanakan pembiayaan dengan 
mengunakan dana desa yang mengacu pada peraturan dan aplikasi 
sistem keuangan desa; melaksanakan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakac desa dengan pola bottom up; dan 
melaksanakan pemilihan kepala desa sendiri. 

Hal ini menunjukkan bahwa UU Desa telah memberikan aturan 
hukum dan peluang bagi desa untuk berkembang sesuai dengan potensi 

dan kebutuhan daerahnya, namun otonomi desa tidak akan berjalan 

sesuai dengan harapan jika tidak didukung dengan regulasi yang 

berada di bawah undang-undang dan/atau regulasi yang setingkar 

dengan UU Desa.151 

149 Suhanini, . . .  ,  loc.cic. 

150 Dinas Pemberdayaan Masyarakar clan Desa Pemerincah Kabuparen Malang dalarn 
Monika Suhayati, et.al., "lmplementasi UU No. 6 Tahun 2014 remang Desa Ditinjau dari 
Aspek Hukum Tata Negacadan Aspek Hukum Ekonomi," l.:,poran Penelidan, Jakana: Pusac 
Penelirian Badan Keahlian DPR RI, 2017. 

151 Suhartini, . . .  ,  Ioc.cic. 
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Selain itu, agar desa dapat mengembangkan otonomi asli yang 
dimilikinya sesuai dengan karakteristik desa tersebut, desa hams 
menggali dan mengembangkan potensi desa dan sumber daya yang 
dimiliki clesa tersebut. Aclapun beberapa perbuatan hukum yang 
clilakukan berclasarkan otonomi clesa, yaitu: 152 

rnenerapkan prinsip musyawarah desa menuju desa krearif clan 

masyarakac yang mandiri, sesuai dengan potensi dan sumber daya 

yang dimiliki oleh desa; melaksanakan musyawarah perencanaan 
pembangunan desa dengan rnelibarkan semua unsur di desa; dan 
rnernbuar dokumen berupa peraturan desa, rencana pembangunan 
desa, scrra anggaran pendaparan dan belanja desa. 

Musyawarah clesa clalam penyusunan peraturan clan kebijakan 
unruk mengembangkan clan membangun desa tersebut didasarkan pacla 
penilaian terhadap kebutuhan masyarakat clesa clan porensi clesanya, 
sehingga menghasilkan prioritas program pembangunan desa yang 
meliputi: 153 

peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; 
pembangunan dan pemeliharaan infrascruktur dan lingkungan 
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; 
pengembangan ekonomi perranian berskala produktif pengembangan 
dan pemanfaatan reknologi tepat guna unruk kemajuan ekonomi; 
dan peningkacan kualiras ketertiban dan ketenreraman masyarakat 
Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa. 

Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa iru 

merupakan bentuk otonomi cerhadap pemerimah desa yang mencakup 
berbagai bidang seperri pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, 
penyediaan infrasrrukrur desa, pengembangan pendidikan dan 
kebudayaan, pemberdayaan pocensi pemuda, dan lain-lain disesuaikan 
dengan kebucuhan dan karakteristik desa dan masyarakar desa 
rersebur.'?" Oleh karena iru, diperlukan adanya pergerakan yang 

"'Oinas Pemberdayaan Masyarakar dan Desa Pemerinrah Kabuparen Malang, . . .  ,  loe.cic. 
153 Suhartini, . . .  ,  Ioc.cit. 

154 
Ibid. 
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inovatif dan kreatif dari kepala desa sebagai orang yang mempunyai 
peranan penting dalam pembangunan desa. Hal ini berarti kepala desa 
yang akan menentukan keberhasilan sebuah desa untuk maju. Unruk 
itu, sangat penting adanya kemampuan leader dari kepala desa untuk 
memetakan kebutuhan masyarakat atau potensi daerah yang bisa 
dioptimalkan uncuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jika 
pemerintah desa mampu mengenali potensi desa, kebutuhan desa, dan 
karakter masyarakat desa tersebur, maka kesejahceraan masyarakat desa 
secara umum bisa rercapai. Hal ini disebabkan titik tumbuh oronomi 
desa yaitu adanya pengakuan masyarakat secara de facto merupakan 
spirit utama bagi pemimpin di desa untuk mengembangkannya ke 
dalam urusan pemerintahan yang semakin kompleks sebagai tuntutan 

yang terus berkembang secara internal dan eksternal. 1" 

UU Desa menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk membuat 
kebijakan hukum terkait dengan desa serta pemerintah daerah dalam 
membentuk dan mengundangkan peraturan daerah yang mengatur 
tentang desa di daerahnya. Salah satunya, Pemerincah Kabupaten 
Malang telah mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang 
Nomor 1 Tahun 2 0 1 6  tencang Desa dan Peraturan Bupati Malang 
Nomor 25 Tahun 2016 tencang Kewenangan Desa. Pengaturan desa 
menurut beberapa desa di Kabuparen Malang dan Kabupaten Berau, 

saat ini lebih mengunmngkan desa, karena melalui aturan rersebut, 
desa diberi tempat untuk memperkuat diri, desa dengan leluasa 

mengurus diri sendiri. 

Pada prinsipnya, pengaruran desa akan memberikan kepastian 
hukum bagi desa untuk mengernbangkan nilai-nilai, budaya, 
keunggulan kornparatif yang dimiliki yang sifatnya kearifan lokal 
menjadi bersifat global. Hal ini renru merupakan peluang yang dimiliki 
desa menjadi lebih bermanfaat dan bermartabat, baik skala regional, 

nasional, maupun global. Pengaturan desa berdasarkan asas-asas dan 

'" Muhadam l abolo, Dinamika Polirik. . .  ,  op.cir., hal. l 70. 
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tujuannya memberikan kepastian hukum dan memberikan peluang 
yang luar biasa besar bagi pemerintah desa untuk pertumbuhan dan 
perkembangan otonomi desa. Dengan otonomi yang dimiliki ini, 
pemerimah desa dibantu aparat desa dan didukung masyarakat desa 
diharapkan mampu mewujudkan tujuan otonomi desa itu sendiri di 
anraranya melestarikan dan memajukan budaya, adat istiadat daerah, 
membentuk kecahanan sosial budaya masyarakat, memberdayakan 
ekonomi masyarakat, dan muaranya adalah kesejahteraan masyarakat 
desa secara menyeluruh. Hal inilah yang akan semakin memperkuat 
otonomi desa dan perkembangan otonomi desa. 

Pengacuran desa ini mempunyai arti peming berupa kepastian 
hukum kepada peran aparat desa dan masyarakat desa, sehingga dengan 
adanya sandaran hukum yang kokoh dapat aparat desa dapat 
mewujudkan perannya yang seharusnya sesuai dengan harapan 
masyarakat desanya. Otonomi pen uh terhadap desa akan menjadi tidak 
bermakna manakala tidak didukung dengan regulasi yang sesuai dengan 
kondisi dan kebucuhan masyarakat. Oleh karena icu, cara memperkuat 
peran aparat desa dan masyarakac dalam sistem pemerimahan desa agar 
bersifar otonom di anraranya.'> 

memformulasikan regulasi sesuai dengan perkembangan sosial 
masyarakatnya; sumber daya manusia di desa terurarna kepala desa 
dan perangkat desa harus terns ditingkarkan atau ada standar kualifikasi 
terrenru sebagai syarat untuk menduduki jabaran kepala desa atau 
perangkat desa; penyerapan aspirasi masyarakat harus akomodatif, 
sehingga setiap kebijakan yang dibuar oleh pemerinrah desa 
merupakan represenrasi dari seluruh masyarakat desa; pemerintah desa 
dalam merumuskan dan rencana kerja pemerintah desa jangka 
menengah dan jangka pendek harus memahami berul kondisi 
geografis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakar serra nilai-nilai/ 
norma yang berkembang di masyarakat, sehingga program tersebut 
tepat guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dirasakan dan 
dinikmaci masyarakar. 

156 Suharrini, . . .  ,  loc.cic. 
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Hendaknya otonomi desa ini tidak menjadikan desa sebagai desa 
monarki, dimana sang "raja" mempunyai kekuasaan yang tak rerbaras, 
sehingga tetap diperlukan pengawasan secara komprehensif Bagi 
sebagian besar aparat desa, oronomi adalah salah saru peluang baru 
yang dapat membuka kreativitas bagi seluruh aparatur pemerintah desa 
di dalam pengelolaan administrasi pernerinrahan desa, pemberdayaan, 
clan kemasyarakatan. Selain i tu dari segi rnasyarakar, poin penting yang 
dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya 
pengelolaan Pemerintah Desa clan semakin pendeknya rantai 
demokrasi. 

Hal tersebur menunjukkan bahwa otonomi desa memberikan 
tantangan terkait dengan kesiapan perangkat clan masyarakat desa. 
Tantangan tersebur, yaitu sudah siapkan perangkat desa untuk bisa 
menerjemahkan substansi yang tersurat dalam konsideran UU Desa 
tersebur untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan 
desa. Demikian juga dengan kondisi masyarakat desa yang bersangkutan 
apakah juga sudah siap menerima perubahan clan percepatan oronomi 
desa, mengingat desa saat ini sudah dipercaya untuk mengelola dana 
yang sangat besar. Untuk itu, perlu dilakukan beberapa ha! dalam 
rangka mengembangkan otonomi desa, yaitu penyadaran, pendidikan 
clan pelatihan, penguatan jaringan, pengembangan kekuatan, 

penguatan modal sosial, penguatan kapasitas, clan pengakuan/ 

rekognisi. 1 1 7  Namun, dalam proses transisi penyelenggaraan 
pemerintahan desa senanriasa terjadi hambatan-hambatan dalam 
pelaksanaan wewenang pemerintahan desa, baik dalam bidang 
pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, maupun 
dalam pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan beberapa ha! tersebut, 
harnbatan dalam pelaksanaan oronomi desa, di antaranya sumber daya 
perangkat desa yang terbatas; sumber daya masyarakat yang kurang 

mendukung; desa belum secara optimal clan maksimal dalam mengelola 

1�7 Herlin Wijayanti, . . .  ,  op.dt. 
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potensi desanya; perangkac aruran yang seringkali berubah-ubah; 

kurang operasionalnya perangkat aturan; kecenderungan program 

pemerincah desa menggunakan dana desa untuk sarana fisik bukan 

pengembangan potensi desanya; adanya aset desa yang belum 
berkonstribusi dalam pendapatan asli desa; dan seringnya campur 

tangan pemerintah tingkat atasnya. 118 

Untuk memperkuat aparat desa dan masyarakac dalam sistem 

penyelenggaraan desa agar dapat bersifac otonomi penuh, perlu 
dipersiapkan hal-hal sebagai berikur perangkar peracuran pelaksanaan 
yang jelas, baik secara substansional maupun secara operasional; 

tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan berkomitmen; 

sarana dan prasarana yang mendukung; pernbinaan dan pengawasan 
secara kominu; penyediaan sumber dana; dan pendampingan dalam 

ha! pengembangan potensi desa oleh pendamping professional.'?" Oleh 
karena itu , dalam rangka mengimplementasi UU Desa dan 
mengembangkan otonomi desa diperlukan rekomendasi berupa 

oronomi desa dilakukan dalam rangka memperrahankan kearifan lokal 

dan ada rujuan ekonomi unruk pemberdayaan masyarakat desa dengan 

ekonomi desa hams berjalan seimbang sehingga kemampuan desa akan 
berpengaruh rerhadap terwujudnya kesimbangan tersebut."" 

UU Desa memberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur 
perencanaan pembangunan atas dasar kebucuhan prioricas masyarakac 

desa tanpa cerbebani oleh program-program kerja dari berbagai inscansi 

pemerintah yang selanjutnya disebuc oronomi desa. 161 Hal ini berarti 
dengan otonomi desa, desa diberikan kewenangan berdasarkan 
desemralisasi pembangunan dan desentralisasi keuangan. Dengan 
desentralisasi pembangunan, desa diberikan wewenang unruk 

"'Ibid. 

]�') ibid. 

160Tunggul Anshori, . . .  ,  op.cir. 

JM Nyimas Larifah Letty Aziz, "Oronomi Desa dan Efektivicas Dana Desa," . . .  ,  op.ctr., 

hal. 194. 
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merumuskan perencanaan sendiri (local self planning). Desa juga 
diberikan wewenang untuk mengelola keuangannya melalui transfer 
dana dari negara. Uncuk itu, perluasan ruang gerak dalam rangka 
memperkuat otonomi desa ini berupa akses dan kesempatan unruk 
menggali potensi desanya baik sumber daya alam maupun sumber daya 
manusia untuk diberdayakan dan dimanfaatkan sebagai sumber 
pendapatan. Selain itu, desa diberikan banruan dan difasilirasi dalam 
upaya pengembangan kapasirasnya berdasarkan peraruran perundang­ 
undangan. Namun, sejauh ini sebenarnya otonomi desa sangat 
lemah. Salah satu bemuk fasilitasnya berupa dana desa sebagai bagian 
dari sumber pendapatan desa. Meskipun UU Desa memasrikan 
otonomi desa, peraturan pelaksanaan dan praktik em piriknya sangat 
menyimpang jauh dari UU Desa. 

UU Desa relah mengatur pengelolaan dana desa, namun dalam 
pelaksanaannya terdapat tiga kementerian, yaitu Kementerian Dalam 
Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa. Dana desa 
ini mempunyai dasar hukum berupa UU Desa dan beberapa peraturan 
perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan UU Desa. Dasar 
hukum dana desa ini terdiri atas beberapa peraturan perundang­ 
undangan sebagaimana dirunjukkan oleh Bagan 3. 
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Bagan 3. Dasar Hukum Dana Desa 
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Berdasarkan Bagan 3, dana desa dilaksanakan berdasarkan landasan 

yuridis tersebuc. Dana desa bersumber dari APBN yang dicransfer 

melalui APBD kabupaten/kora. Namun, desa hams memperhatikan 

peraturan yang dibuat oleh ciga kernenterian terkaic dengan dana desa 

ini. Hal tersebur menunjukkan bahwa desa mempunyai hale untuk 

mengelola kewenangan dan pendanaannya, namun pemerintah desa 

perlu mendapat supervisi dari level pemerintah di acasnya.162 Jika 

162 Ibid. 
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rnengikuti UU Desa, keuangan desa adalah hak, wewenang dan 

kewajiban desa tetapi aturan pelaksanaan dan praktiknya, yang lebih 

menonjol adalah kewajibannya, bukan pada hak dan wewenang desa. 

Secara prakrik, desa terbebani oleh program-program kerja dari 

berbagai instansi pemerincah. Desa diwajibkan untuk membuat 

perencanaan pembangunan desa yang bersumberkan pada Anggaran 
Pendapacan dan Belanja Desa, Pendapatan Asli Desa, dan sumber 
dana lainnya. Hal ini terlihat dari praktik UU Desa yang 

disederhanakan menjadi proyek dana desa yang berlaku sejak cahun 
2015 sebagai salah saru bencuk dukungan dana dari pemerincah selain 

melalui OAK uncuk desa. 

VI. PENUTUP 

Secara legal formal dan dilihat dari aspek historis pengaturan desa sangat 
dinamis dengan tidak satupun peraturan perundang-undangan yang 

secara tegas mengatur mengenai otonomi desa. UU Desa secara tersirac 
memberikan pengakuan atas otonomi bagi desa dan mendorong 
cumbuh dan berkembangnya otonomi desa cersebut, meskipun 
otonomi desa bukan nomenklatur yang digunakan UU Desa. Hal ini 

terlihat dari norrna-norrna dalam UU Desa yang menunjukkan adanya 

otonomi desa, yaitu adanya pengakuan desa sebagai kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai kewenangan dan hak uncuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dan kepencingan masyarakatnya 

sendiri. Otonomi bagi pemerintahan desa dalam UU Desa terdiri atas 
self.governing communiry dan local state government. Dengan adanya 
otonomi tersebut, pemerintah desa diberikan desencralisasi politik, 

desentralisasi pembangunan, dan desentralisasi keuangan. Ketiganya 
merupakan residualitas dari desentralisasi yang celah ada dan 
subsidiaritas dengan kewenangan lokal. 

lmplementasi dari otonomi desa ini diwujudkan dalam bentuk 

perencanaan prioritas, program, dan kegiatan pembangunan desa yang 
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rnelibatkan semua unsur di desa tersebuc dengan memperhatikan 
potensi, karakceristik, dan kebutuhan desanya. Keberhasilan otonomi 

desa dipengaruhi oleh kemampuan leadership yang kreatif dan inovarif 
dari pemimpin desa, sehingga cerwujud kemandirian desa dan 
kesejahteraan masyarakat desa. Oconomi desa ini merupakan peluang 

bagi kemajuan desa sebagai encicas dan garda depan negara, namun 
dalam pelaksanaan masih dijumpai hambacan, baik dari aspek regulasi, 

operasionalisasi, maupun sumber daya manusia. 

Adapun rekomendasi untuk otonomi desa pasca-berlaku UU Desa, 
yaicu pertama, kedudukan desa perlu diperkuac dalam konstitusi 

sehingga mempunyai landasan konstitusional yang lebih kuat; 

kedus, perlu ada kebijakan yang lebih jelas mengenai pemberian 
otonomi bagi pemerimahan desa; dsn ketig«, perlu ada keterlibatan 

dan canggung jawab pemerintah dalam pembinaan desa dan 
pemberdayaan masyarakat desa; dan keempat, perlu ada redesain taca 
kelola dana desa. 
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BAGIAN 2 

IMPLEMENTASIKEDUDUKAN 

DAN KEWENANGAN DESA 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESA 

Novianto M. Hantoro* 

I. PENDAHULUAN 

Kara "desa" ridak diseburkan secara ekpslisit di dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), baik 

sebelum perubahan maupun serelah perubahan. UUD 1945 sebelum 

perubahan hanya mengatur mengenai pemerintahan daerah dalam saru 

pasal, yairu Pasal 18 yang menyeburkan:1 

"Pernbagian daerah Indonesia atas daerah besar dan ketjil, dengan 
bentuk susunan pemerincahannya ditetapkan dengan undang-undang, 
dengan memandang dan mengingac dasar permusjawaratan dalam 
sistim pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah­ 
daerah yang bersifac istirnewa". 

Soepomo, sebagai kerua Panicia Kecil Perancang Undang-Undang 

Dasar, dalam Sidang BPUPKI canggal 15 Juli 1945 menjelaskan pasal­ 

pasal dalam Undang-Undang Dasar, di antaranya terkaic dengan 

pemerintahan daerah (yang pada saat Rancangan Undang-Undang 

Dasar diarur dalam Pasal 16), sebagai berikur:2 

· Peneliti Madya Hukum Konstitusi pada Pusat Penelitian Badan Kcahlian DPR RI, 

dengan alamat email novianto.hantoro@dpr.go.id 

' Pasal 1 8  Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Perubahan. 

'Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati (penyunring), Risalah Sid:ing &dan Penye/idik 
Usshs-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panicia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (PPKI) 28 Mei I 945-22 Agusrus I 945, Cerakan I Edisi IV, Jakarta, Sekrerariat 
Negara RI, 1998, hal. 296. 
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"Seksrang ten tang pemerinrah daerah. Kita relah menyerujui bentuk 
negara kcsstusn {eenheidsraat}. Oleh karena itu, di bawah Negara 
Indonesia ridak ada negara bawahan, tidak ada 'ondersraar ', akan rerapi 
hanya ada daerah-daerah pcmeriatshsn belaka. Pembagian daerah 
Indonesia dan bentuknys pemetintehsn daerah ditctspkan dengan 
undang-undang. Menurut Pasal 16, pembagian daerah Indonesia atas 
daerah bcsar dan kecil dengan bcruuk susunan pemerinrahannya 
ditetepksn dengan undang-undang, dengan memandang dan 
mengingaci dasar permusyawaracan dalam sistctn pemerintahan negara 
dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersiiat istimewa. 
Jadi, rancangan Undang-Undang Dasar memberi kemungkinan untuk 
mengadakan pembagian daerah Indonesia dalam daerah-daerah yang 
bcsar dan untuk membagi daerah-daerah yang besar itu atas daerah­ 
daerah kecil. Dengan memandang dan mengingari 'dasar 
permusyawaracan', arcinya bagaimanapun bencuknya pemerincahan 
dscrsh, pemerincahan itu harus berdssar ates permusyawaracan, jsdi 
misalnya dengan mengadakan dewan perwakilan daerah. Hak-hak 
asal-usul dalam dscrah-decrsh yang yang bcrsitsr istimewa harus 
diperingari juga. Daerah-Daerah yang bersifar isrimewa icu ialah 
perrama daerah kerajaan {Kooti), baik di Jawa maupun di luar [awa, 
dacrab-dacrah yang dalam bahasa Belanda dinamakan 'zelfbesturende 
lanschappen '. Kedue dscrah-dacreh kecil yang mempunyai susunan 
rakyac asli, ialah Dorfgemeinschaften, daerah-daerah kecil yang 
mempunyai susunan rakyat asli seperti desa di Jawa, nagari di 
Minengkabeu, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di 
Tapanuli, gampong di Aceh. Maksud panitia ialah hendaknya adanya 

daerah-daerah istimewa tadi, ialah daerah kerajean {zelfbesrurende 
lanschappen) dan desa-desa itu dihormari dengan menghormari dan 
memperbaiki susunannya asli. Begitulah maksud pasal 16". 

Sebagian besar penjelasan Soepomo kemudian menjadi bagian dari 

Penjelasan UUD 1945. Berdasarkan penjelasan Soepomo tersebut, 

dapat dikerahui bahwa Undang-Undang Dasar hanya mengarur 

prinsip-prinsip pokok mengenai pembagian daerah yang untuk 

selanjutnya akan diatur berdasarkan undang-undang. Kemudian 
disebutkan pula adanya daerah besar dan daerah kecil, di mana daerah 

kecil diseburkan sebagai daerah yang mempunyai susunan rakyat asli, 
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seperti desa, marga, huca dan kuria, serta gampong. Desa-desa tersebut 
dihormati dengan menghormati dan memperbaiki susunannya. 

Di dalam penjelasan UUD 1945 disebuc volksgemeenschappen, 

namun dalam sidang BPUPKJ, Soepomo menyebut daerah yang 
mempunyai susunan rakyat asli dengan dorfgemeinschafi:en, yang oleh 
HanifNurcholis diterjemahkan sebagai persekuruan komunicas.3 Selain 
istilah cersebur, menurut HanifNurcholis terdapat beberapa istilah lain 
yang digunakan oleh sosiolog, antropolog, dan ahli hukum adat, seperti 
rechtgemeenschap (komunitas yang diakui sebagai badan hukum atau 
korporasi), gemeinschap (komunitas yang guyub), volksgemeenschap 

(komunitas rakyat).4 Di dalam penjelasan Soepomo mengenai artikel­ 
arrikel Undang-Undang Dasar Negara, terdapat sebuah bagan 
rancangan bentuk pemerintahan negara, yang pada bagian Pemerintah 

Daerah digambarkan sebagai berikut:5 

Bagan 1 .  Rancangan Bentuk Pemerintahan Daerah dalam UUD 1945 

Pernerinrah Daerah 

Daerah lstimewa 

Sumber: Buku Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 

Dalam perubahan UUD 1 9 4 5 ,  terdapat proses panjang 
pembahasan sampai dengan akhirnya terumuskan Pasal 18, I SA dan 
Pasal I SB. Apabila ditelusuri dalam risalah pembahasan perubahan 

.'I HanifNurcholis, "Pemerintah Desa; Unit Pemerinrahan Palsu dalam Sistem Pemerinrahan 

NKRI", makalah disampaikan dalam bedah buku tanggal 15 Mei 2017 di Universitas 

Padjajaran Bandung. 
4 Ibid. 
5 Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati (penyuncing), Risa/ah Sidang . . .  ,  op. cic., 

hal. 295. 
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UUD 1945, kata "desa, negeri, dusun, marga, nagari, dan huta'' relah 

diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan dalam rumusan Pasal 18 ayat 

(5): "Hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersitst iscimewa 
cermasuk desa, negeri, dusun, marga, nagari, dan huca dihormati olch 
negara, yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang'.6 Dari 
1 1  (sebelas) fraksi, hanya satu fraksi yang mengusulkan kaca "desa" secara 

eksplisit masukdidalam usulan perubahan Pasal 18 UUD 1945. Usulan 
kesebelas fraksi tersebut dibahas, baik melalui forum rapar maupun 

lobi. Kernudian, karena belum menemukan tirik ternu, pembahasan 
mengenai pemerimahan daerah diputuskan umuk dibawa ke dalam 

Rapat Tim Perumus PAH I BP MPR, 31  Mei 2000, yang dipimpin 
oleh Ali Masykur Musa dari F-KB. Dalam pengantarnya, Ali Masykur 
mengemukakan beberapa ha! yang berkaitan dengan perumusan bab 

pemerimah daerah, antara lain: " . . . . .  Hak-hak, asal-usul ini di daerah 
bersitst istimewa tcrmssuk di desa, negari «tau negeri dusun, marga, 
nagari, dan hak adac, adac istiadat".7 

Kemudian Patrialis Akbar dari F-Reformasi menjelaskan sebagai 
berikut. 8 

"Pimpitun, jadi ini ada dua substansinys, yang perrama adalah 
mengenai nama daerah menurut sistem edat. yang kedua adalah 
predikat hukum. Kslsu marga ksn prediket hukum, tidak nama nagari 
ya, jadi desa, negara, dusun, nagari itu adalah nama, sedangkan marga 
dan huts itu adalah predikat, prcdikar hukum. Bukan nama marga 
kan, kalau begitu perlu kita rambahkan supaya tidak menimbulkan 
kecemburuan bagi daerah lain, dan lembaga-lembaga adar lainnya. 
Ka/au kite sebutkan satu per satu temyets ada di deersh lain yang 
ridak masuk itu protes", 

'Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah 
Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Lacar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku IV Kekuasaan Pemcrintshan 
Negara Ji/id 2, Edisi Revisi, Jakarta: Sekrecariac Jenderal clan Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi; 2010, ha!. 1 162 .  

'Ibid., hal. 1238. 

"Ibid. 
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Usulan Patrialis cersebut dipertanyakan oleh Ali Masykur Musa 
sebagai berikut. 9 

"Apakah istileh dess, dusun, marga, negara itu harus cksplisit, 
tidakkah perlu ada satu kslimar saja yang mencakup scbutan-scbutsn 
adat scperti itu', 

Namun, Asnawi Latief kemudian menyatakan: 10 

"Dalam Jobi tidsk ada istilsh ini, kite tetsp harus konsisten pada ini. 
bahwasanya hilang dese, marga, dusun, nagari, karena itu terlalu rinci, 

itu saya setuju. Tapi, dengan kata-kata yang sudah umum itu, itu 
sudah mencakup scbetulnys, hak istimcwa menyangkut soal daerah 
istimewa. Apalagi masih akan distur ofeh undang-undang, kenapa 
mesti ada dua sub ayat lagi, itu menyimpang dari hasil Jobi kite" 

Hasil Rapac Tim Perumus kemudian dibawa ke Rapat Sinkronisasi 
PAH I BP MPR, 12 Juli 2000. Pada rapac-rapat berikutnya, 
pembahasan mengenai desa bergeser ke Pasal 18 ayac (1), sehubungan 
dengan apakah ada pemerincahan lagi di bawah kabupacen/koca. 
Misalnya, Hamdan Zoelva dari F-PBB mengatakan pendaparnya 
sebagai berikuc.11 

" ... khusus mengenai Pasal 18 Ayat (I) ini tadi kits bicara mengenai 
masalah daerah, masalah desa, huts, subak dan lain-lain itu apakah 
dalam Undang-Undang Dasar ltu kits masukkan secara tegas juga 
unsur itu? Ataukah kembeli ke rumusan lama daerah beset; daerah 
kecil itu. Yang pertama prinsip umum yang kits pahami bersama 
adalah tidak ada desa, huts, dan lain sebagainya yang tidsk merupakan 
bagian dari daerah. ]adi prinsipnya sudah jelas. Tidak kite scbutkan 
pun di ayat lain, kire sudah akui bahwa negara melindungi masyarakat 
adat. Jadi saya kira tidak ada yang perlu kita tegaskan lagi, secara 
tegas rumusan, tidsk khawatir dan kite tidsk masuknya huts, dan 
lain-lainnya icu." 

'' Ibid. 
'" ]bid., hal 1240. 

" Ibid., hal. 1354. 
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Dalam pembahasan perubahan UUD 1945, MPR didampingi oleh 
Tim Pakar. Bagir Manan yang menjadi salah saru anggota Tim pakar 
setelah mendengarkan pembahasan di ancara anggota MPR 
mengusulkan rumusan Pasal 18: 12 

"Pertama, Ayat (]), Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 
pemerintahan daerah ptovinsi dan dalam setisp provinsi terdepat 
pemerincahan daerah ksbupstcn kota dan saruan-sacuan pcmerintah 
dsersh lain yang distur dengan undang-undang. Apa maksudnya? 
Percama, kemarin dan selama ini sering ads kekhawaciran bahwa ancara 

provinsi dengan ksbupeten itu scperti berjenjang, gitu. Karena itu 
sengaja kami tulisksn di dalam setisp provinsi tcrdapat pemetitsh 
daerah ksbupsten sehingga tidsk melukiskan, adenye, bukan dibagi, 
gitu ya, capi negara Indonesia itu memang dibagi dalam pemerintahan 
daerah provinsi, dan sacuan-sacuan pemerincah dacrsh lainnya itu 
adalah kemungkinan kica membemuk setuen-satusn pcmcrintah 
oconom febih rendah di kemudian bsri, misalnya desa bsru. 
Kemungkinan itu . . . .  "  

Jadi oleh Bagir Manan, desa sebagai satuan pemerimahan dibuka 
kemungkinannya dengan rumusan "saruan-satuan pemerintahan 
daerah lain". Frasa ini pun kemudian tidak diakomodir, Meskipun 
demikian, banyak Anggota yang mempertanyakan. Bahkan 
memberikan alcernatif agar kembali ke rumusan lama "daerah besar 
dan kecil" agar lebih fleksibel. Sampai dengan akhirnya Rapat Komisi 
A Sidang Tahunan MPR Ke-3 Lanjucan, 12 Agusutus 2000, dengan 
agenda Pembahasan Maceri Perubahan UUD 1945 rumusan tentang 
desa tidak ada. Laden Mering dari F-PG masih mempertanyakan 
ketiadaan kata "pernerinrahan desa'' dalam rumusan Pasal 18 ayat (!). 

Laden mengacakan sebagai berikuc. 13 

"Kemarin saya mengajukan pertanyaan mengenai Pasal 18 Ayar (]), 
yaitu di mana lctsk pemerincahan dess, dan sampai sekarang saya 
be/um mendepat jawabannya." 

=tu«, hal. B59. 
13 Ibid., hal. 1413. 
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Terhadap pertanyaan di atas, Jakob Tobing selaku Kerua Komisi A 
memberikan penjelasan sebagai berikur." 

"[sdi itu memang dibicarsksn secsra khusus bagaimana apakah ini 
nanti akan tercskup sampai kepada sacuan yang terkccil. Jadi dalam 
randa petik ya, dalam hal ini dess dan kadang-kadang dalam bcnruk­ 
bentuk yang khas, asli misalnya. Itu dicakup di dalam Ayac (7) 
mengenai susunan dan tste csrs penyelenggaraan pcmcrintshen 
daerah dan kira tshu bahwa pada kenyacaannya itu ada sacuan-sacuan 
sampai dengan desa dsn ada juga sstu kenyaraan bahwa cadinya ada 
tctspi dalam proses penyeragaman yang rerjadi bebersps rahun 
selama beberspa rahun belakangan ini, itu menjadi ada pcrubshsn­ 
perubahan juga. Tetspi tetsp ada cingkatnya icu misalnya peds 
cingkar dess apa dusun, begicu apa marga, begicu. Jadi nanri itu 
diarur dan mungkin tidsk sama untuk setisp daerah. Makanya ada 
keragaman dengan memperharikan kekhususan deersh." 

Akhirnya pada Rapar Paripurna ke-S, 18 Agustus 2000, M. Amien 
Rais selaku Ketua rapat mengesahkan putusan MPR. Dalam Sidang 
Tahunan MPR tersebut, purusan yang dihasilkan. anrara lain tenrang 
Perubahan Kedua UUD 1945, yang salah saru materinya adalah Bab 
tenrang Pemerintahan Daerah dengan rumusan seperti yang sekarang 
ini, ranpa ada rumusan kara desa. 

Undang-undang pascakemerdekaan yang pertama mengarur 
mengenai pemerintahan daerah adalah UU No. 22 Tahun I 945 
tentang Penetapan Aruran-Aturan Pokok Mengenai Pemerinrahan 
Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengarur dan Mengurus 
Rumah Tangganya Scndiri. Pada Pasal 1 diseburkan: 

(1) Daerah Negara Republik Indonesia rersusun dalarn ciga tingkacan, 
ialah: Propinsi, Kabupaten (Kora besar) dan Desa (Kota kecil) 

negeri, marga dan sebagainya, yang berhak mengatur dan 
mengurus rumah cangganya sendiri. 

(2) Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak, asal-usul dan di zaman 
sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerinrahan sendiri 

"Ibid., hal. 1413-1414. 
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yang bersifat lstimewa dengan Undang-undang pernbenrukan 
termaksud dalam ayat (3) dapat ditetapkan sebagai Daerah 
lstimewa yang setingkat dengan Propinsi, Kabupaten atau Desa, 
yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, 

(3) Nama, batas-batas, tingkatan, hak dan kewajiban daerah-daerah 
tersebut dalam ayat (1) dan (2) diretapkan dalam Undang-undang 
pembemukan. 

Berdasarkan undang-undang ini, desa atau kota kecil merupakan 
tingkatan daerah yang ketiga dan memiliki hak umuk mengatur dan 
mengurus rumah tangganya sendiri. Selain desa, terdapat daerah yang 
mempunyai hak-hak, asal-usul yang mempunyai pemerintahan sendiri 
yang bersifar istimewa yang dapat setingkat dengan provinsi, kabupaten 
atau desa. Makna ini tidak seperti yang berlaku sekarang di mana 
Daerah Istimewa di Indonesia hanya saru, yairu Daerah lstimewa 
Yogyakarta yang setingkat provinsi. Dengan ketentuan UU 22 Tahun 
1948 dimungkinkan daerah yang mempunyai hak-hak, asal-usul yang 
setingkat dengan desa. 

Selanjutnya, Undang-undang yang mengatur mengenai desa secara 
khusus pasca-kemerdekaan adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 
1965  tentang Desapraja Sebagai Bcnruk Peralihan u ntuk 
Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah 
Republik Indonesia (UU Desapraja), kemudian diganti dengan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 temang Pemerimahan Desa, 
dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 temang 
Desa. Pengaturan mengenai desa dalam undang-undang pasca­ 
kemerdekaan merupakan rangkaian pengaturan desa dari sejak masa 
penjajahan Belanda. 

Pada tahun 1854, Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan 
"Regeerings reglement" yang merupakan cikal-bakal pengaturan 
tentang daerah dan Desa. Pasal 71 (Pasal 128 I .S.) menegaskan 
kedudukan Desa, yakni: Pertama, Desa yang dalam peraturan itu disebut 
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"inlandsche gemeencen" atas pengesahan kepala daerah (residen), 
berhak unruk memilih kepalanya dan pemerimah Desanya sendiri. 

Kcdu«, kepala Desa itu diserahkan hak untuk mengatur dan 
mengurus rumah tangganya sendiri dengan memperhatikan 
peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur jenderal atau 
dari kepala daerah (residen). Gubernur Jenderal menjaga hak tersebut 

terhadap segala pelanggarannya. Kepala Desa dan anggota pemerintah 
Desa diangkar oleh penguasa yang ditunjuk untuk itu. Kepala Desa 
bumiputera diberikan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya 
dengan memperharikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh 
Gubernur Jenderal, pemerintah wilayah dan residen atau Pemerimah 

otonom yang ditunjuk dengan ordonansi. Selain itu, dalam ordonansi 

diatur wewenang dari Desa Bumiputera untuk memungut pajak di 
bawah pengawasan rerrentu dan di dalam batas-baras tertenru, 

menetapkan hukuman terhadap pelanggaran atas aturan yang 

diadakan oleh Desa. 15 

Pada tahun 1906 dibentuk ordonansi khusus mengenai desa atau 
kampung, yaitu De Jnlandsche Gemeente Ordonancie 1906 (IGO 

1906) serta Jnlandshe Gemeence Ordonantic voor Buicengewescen 

yang berlaku untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura. Aturan 
ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 71 Regerings Reglement (RR) 
yang dikeluarkan tahun 1854 yang merupakan benruk pengakuan 
terhadap adanya desa, demokrasi, dan otonomi desa. IGO 1906 
terdiri dari 20 pasal yang terbagi dalam 4 bagian untuk mengamr 
urusan organisasi dan pendapatan desa; penyelenggaraan administrasi 
desa berikur pertanggungjawabannya; pengelolaan harta milik dan 
kekayaan desa; juga penyelenggaraan kerja-kerja unruk kepentingan 
negara, atau apapun yang oleh warga desa dianggap penting oleh 

1� "Sejarah Perkembangan Desa Sesuai Peracuran Perundang-undangan di Indonesia", 
http:// galihlike9. blogspot.com/ 2014/03/ sejarah-perkembangan-desa-sesuai.hcml, diakses 3 
Aguscus 2018. 
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desa. Menurur Kern, rerdapar sembilan asas hukum pemerintahan 
desa yang cerruang dalam IGO 1906, sebagai berikut: "' 

1 .  Kedudukan para kepala desa diakui resmi oleh pemerintah; 

2. Jabatan kepala desa hams diperoleh melalui suacu pemilihan; 

3. Pendapatan kepala desa dan pembantu-pembancunya akan 
diperoleh berdasarkan adat yang diakui berlaku; 

4. Pengelolaan pemerintahan desa diserahkan kepada kepala desa 
berdasarkan aturan-aturan yang akan menjamin pelaksanaannya 
dengan baik. 

5. Ada sejumlah orang yang ditentukan untuk boleh ikur berembuk 
mengenai persoalan-persoalan desa. 

6. Kepala desa akan mewakili desanya di luar maupun di dalam setiap 
perkara hukum. 

7. Hana kekayaan komunal hams dijaga clan dipertahankan adanya. 

8. Kerja-kerja wajib (tanpa dibayar) untuk kepentingan desa 
memperoleh dasar pembenaran clan kemungkinan pernbebanan­ 
pembebanan lain oleh desa masih dibuka. 

9. Pejabat yang berkedudukan lebih atas dapat rurun tangan untuk 
mengarur hal-ihwal yang berhubungan dengan kewenangan yang 
ada kepala desa. 

Pembenrukan kebijakan-kebijakan desenrralisasi, khususnya di desa 
tersebut, tidak dapat lepas dengan Polirik Eris yang sedang mengemuka 
pada saat iru. Politik eris a tau juga biasa disebuc polirik balas budi adalah 
suaru pemikiran yang menyatakan bahwa pemerincah kolonial 
memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Bangsa 
Belanda dipandang memiliki cugas voogdij (pengasuhan) kepada 

u, Soetandyo Wignjosoebroro, Desencra.lisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia­ 

Belanda; Kebijakan dan Upaya Scpenjeng Babak Akhir Kekuasaan Kolonia/ di Indonesia 
(1900-1940), Edisi Kedua, Cetakan Kedua. Malang; Bayumedia Publishing, 2008, ha!. 49. 
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bangsa pribumi. Dua program kegiatan sentral yang dislogankan adalah 
irigasi dan edukasi.17 

Pada zaman pemerintahan [epang, pengaruran mengenai Desa 
diatur dalam Osamu Seirei No. 7 yang direrapkan pada ranggal 1 Maret 
1944. Dari ketentuan Osamu Seirei ini ditegaskan bahwa Kucoo 
(Kepala Ku, Kepala Desa) diangkat dengan jalan pemilihan. Sedangkan 
dewan yang berhak untuk menentukan tanggal pemilihan dan syarat­ 
syarat lain dalam pemilihan Kucoo adalah Guncoo. Sedangkan untuk 
masa jabatan Kucoo adalah 4 tahun. Kucoo dapat dipecat oleh 
Syuucookan. Pada jaman penjajahan [epang, desa ditemparkan di atas 
aza (kampung, dusun) yang merupakan institusi terbawah. Pada 
pendudukan Jepang ini, Otonomi Desa kembali dibatasi bahkan Desa 
di bawah pengaruran dan pengendalian yang sangat kerat. Rakyat Desa 
dimobilisasi untuk keperluan perang, menjadi satuan-satuan milisi, 
seperti Heibo, Kaibodan, Seinendan, dan lain-lain. Kepala Desa 
difungsikan sebagai pengawas rakyat untuk menanam tanaman yang 
dikehendaki Jepang, seperti jarak, padi dan tebu. Pemerimah Desa pada 
jaman pendudukan Jepang terdiri dari 9 (sernbilan) pejabar: Lurah, 
Carik, 5 (lima) orang Mandor, Polisi Desa dan Amir (mengerjakan 
urusan agama). 18 

Peraturan perundang-undangan kolonial yang mengatur mengenai 
desa rerus dinyarakan berlaku sampai akhirnya dicabur dengan UU 
Desapraja. UU ini mencabur: 

I. lnlandsche Gemeente Ordonnantie Java en Madoera (Srbld. 1906 
No. 83) dengan segala perubahan dan tambahannya; 

2. !nlandsche Gemeente Ordonancie Buicengewescen (Stbld, 1938 
No. 490 jo. Stbld, 1938 No. 681); 

17 Ibid., ha!. 56. 

111 "Sejarah Perkembangan Desa Sesuai Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", 
hccp: // galihlike9.blogspot.com/2014/03/ sejarah-perkembangan-desa-sesuai.html, diakses 3 
Agustus 2018. 
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3. Reglement op de verkiezing, de schorsing en het ontslag van de 

hoofden der lnlandsche Gemeenten op Java en Madoera (Scbld. 
1907 No. 212) dengan segala perubaban dan cambabannya; 

4. Nieuwe regelen omtrent de splitsing en samenvoeging van Dessa's 

op Java en Madoera met uitzondering van de Vorstenlanden 

(Bibblad No. 9308); 

5. Hoogere lnlandsche Verbanden Ordonantie Buitengewesten 

(Scbld. 1931 No. 507) dengan segala perubaban dan tambahannya; 

6. Osamu Seirei No. 7 cabun 2604 (1944) clan lain-lain peraturan­ 
perundangan tentang kedesaan selama pemerimaban pendudukan 
Jepang; 

7. Semua peracuran-perundangan clan lain-lain peraturan tentang 
kedesaan yang termuac dalam berbagai Rijksbladen dari bekas­ 
bekas Swapradja-swapradja dan Derab Istimewa, dari bekas-bekas 
Negara-negara bagian dan Daerah-daerab bagian semasa Republik 
Indonesia Serikac; 

8. Semua peracuran-perundangan clan peracuran-peracuran lainnya 
temang kedesaan, baik dari Pemerintah Pusac, maupun dari 
sesuacu Pemerimab Daerah yang bercencangan dengan Undang­ 
undang ini. 

UU Desapraja mendefinisikan desapraja sebagai kesatuan 
masyarakac hukum yang cercemu baras-baras daerahnya, berhak 
mengurus rumah cangganya sendiri, memilih penguasanya dan 
mempunyai harca benda sendiri. Desapraja juga dimaksudkan sebagai 
sebuah tingkatan pemerintaban, yaicu daerah tingkac III, di bawah 
Provinsi sebagai daerah cingkat I clan kabupaten/kora sebagai daerah 
ringkac II. 

UU No. 5 Tahun 1979 renrang Pemerinrahan Desa (UU 
Pemerinrahan Desa) yang mengganrikan UU Desapraja juga 
mendefinisikan desa sebagai organisasi pemerinrahan terendah. 



Novianto M. Hantoro 111  

Pengertian desa dalam UU Pemerintahan Desa adalah suatu wilayah 
yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat 
termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
organisasi pemerimahan cerendah langsung di bawah Camat dan 
berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pengaturan mengenai Desa yang menggantikan UU Pemerimahan 
Desa dapat dikarakan terkait pula dengan Perubahan Pasal 18 UUD 
1945  pada masa reformasi. UUD 1945  sebelumnya hanya 
menyebutkan bahwa pembagian daerah Indonesia berdasarkan daerah 
besar dan kecil kemudian dieksplisitkan setelah perubahan UUD 1945 
pada Pasal 18 ayac ( 1) yang menyebutkan bahwa Negara Kesaruan 
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah 
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kora, yang tiap-tiap provinsi, 
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur 
dengan undang-undang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 
struktur pemerintahan NKRI terdiri acas Pemerintah Pusar, pemerintah 
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Tidak ada 
lagi pemerintahahan daerah di cingkat bawahnya. Selanjumya 
ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa pemerintahan daerah provinsi, 
daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas oronomi dan tugas pembantuan. Yang 
menjadi pertanyaan kemudian adalah di manakah kedudukan desa 

dalam perubahan UUD 1945? 

II. KEDUDUKAN DESA DAN KESATUAN MASYARAKAT 

HUKUM ADAT PASCA-PERUBAHAN UUD 1945 

Rosjidi Ranggawidjaja mengaitkan kedudukan desa (atau nama 
lainnya), dengan pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat 
hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 
yang menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati 
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kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. '" Dengan demikian 
dapat dibedakan ancara satuan pemerincahan daerah yang diberi 
otonomi dengan kesatuan masyarakat hukum. Urusan yang dikelola 
oleh saruan pemerintahan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) 
merupakan pembagian urusan atau kewenangan,, sementara urusan 
yang dikelola desa merupakan pengakuan atas kewenangan aslinya 
meskipun dimungkinkan juga desa melaksanakan tugas pembancuan 
yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupacen, provinsi, dan 
pemerincah pusat. 

Rosjidi Ranggawjidjaja juga berpendapat bahwa pemerintahan desa 
yang ada sekarang adalah kelanjutan dari pemerintahan desa pada masa 
lalu. Namun, pemerincahan desa sekarang sudah kehilangan rohnya 
sebagai desa yang mandiri. Desa yang ada sekarang bukan lagi sebagai 
inlandsche gemeenten, sebagai pemerincahan asli bangsa Indonesia, 
namun pemerincahan desa sekarang lebih tepat disebut pemerincahan 
semu a tau bayang-bayang quasi government organisation. 20 

Di dalam pembahasan perubahan UUD 1945 sendiri dapat terlihat 
masih terdapat beda persepsi apakah desa dirumuskan pada Pasal 18 
ayat ( I )  sebagai sacuan pemerintahan daerah atau Pasal l 8B ayat (2) 
terkait dengan masyarakac hukum adat, bahkan uncuk hak-hak dari 
masyarakat adat sempat dikaitkan dengan Pasal 33. Pada awalnya desa 
diusulkan masuk pada pasal yang mengatur mengenai kesatuan 
masyarakac hukum adat. Kemudian berkembang pembahasan untuk 
memasukkan desa pada Pasal 18 ayat ( I) sebagai satuan pemerincahan. 
Pembahasan mengenai Pasal 18 ayat (I) sudah diuraikan di atas. Uncuk 

"Rosjidi Ranggawidjaja, "Otonomi Desa clan Cengkeraman Kebijakan Pemerimah Pusac 
clan Daerab'', dalam Abdurahman, Ali et al (ed), Saro Dasawarsa Perubahan Undang-Undang 
Dasar 1945, Bandung: Fakultas Hukum Unpad-PSKN FH Unpad, 2013,hal. 379-388. 

20 Ibid. 
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pembahasan desa (semula dirumuskan masyarakat hukum asli) terkait 
dengan Pasal 18 ayat (2), misalnya dapat dilihat dari pendapat Ketua 
Rapat Slamet Effendy Yusuf. 21 

"ok. .. Ayar (2) Negara mengakui dan menghormari kcsetusn-kcsatusn 
masyarakar hukum asli ini maksudnya dcsa-dcse dan hak-hak 
rradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesusi dengan 
perkembangan masyarakar dan prinsip Negara Kesaruan Republik 
Indonesia." 

Berkenaan dengan masyarakat hukum adac, Bagir mengatakan 
sebagai berikuc. 22 

"Yang keriga itu yang bertalian dengan masyarakar hukum adar. Ini 
juga pengerriannya harus jelas. Ini bukan masyarakamya hukum adar, 
tspi masyarakat hukum yang berdasar hukum adar. Sebab bahasa 
Belanda itu rechcsgemeenschap. Jadi saw lingkungan masyarakar yang 
berdasarkan hukum adar. Rechtsgerneenschap itu adalah saw entity, 
saw legal entity: Bisa bersi/ar teritorial, biss teritorial genealogis arau 
merupakan geneal. Ciri dari sstu rechtsgemeenschap asli ini adalah 
mempunyai kekayaan scndiri, dan mempunyai sitsr keanggoraan. 
Dalam srti hukum bukan rill anggora giru sehingga die bisa 
membedakan orang desanya dan bukan orang desanya, itu kite akan 
begiru. Ulayar itu merupakan salah saw kekayaan dari 
rechtsgemeenschap iru. Dalam wujud masyarakar hukum yang 
berdasar hukum adar irulah, rermasuk desa, marga. Desa itu 

merupakan teritorial rechtsgemeenschap sedangkan misalnya 
genealogis iru yang rerjadi di Minangkabau, ada yang teritorial 
genealogis itu terjsdi di Aceh. Jadi kalau itu ada di sana, bersrti kits 
sudah akui dengan sendirinya unsur-unsur seperti iru. Nah, itu kalau 
yang berkaitan dengan itu", 

Terkait dengan istilah daerah istimewa, Bagir Manan menjelaskan 
sebagai berikuc. 23 

"Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah 

KnmprehensifPerubahan .op.cit., hal. 1406 
"Ibid. hal. 1356 
"Ibid. 
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" ... yang dimaksud oleh Prof Soepomo dalam Penjelasan itu yang 
diarrikan dengan daerah-daerah yang bersitst istimewa itu adalah 
ancara lain itu. Kemudian ada dua, ada unsur lain iscimewa yang 
diarcikan di dalam hal itu, yaitu kesatuan pcmerinteh bentuksn 
Belanda yang dibolehkan menjalankan pemerincahan berdasarkan 
hukum adac. Misalnya rcgcntschsp, kabupacen acau yang kica kenal 
dengan self bestu urcn landschapen icu. /cu yang misalnya 
kesulranan-kesulranan itu. Nah, itu, acau swapraja. lcu yang 
diertiksn iscimewa. Sebeculnya iscilah istimewa itu adalah bukan 
ksreru dia pun ya iscimewa yang khas, tspi dalam pengercian khusus 
itu sehingga khusus itu ada dua. lscimewa itu ada dua. 

lstimewa dslsm srti suatu satuan pemerincahan yang dibentuk 
Belanda acau diakui Belanda karena suatu perjanjian, misalnya 
kontrsk-kontrsk itu perjanjian panjang acau pcndek, kemudian ada 
yang saw institusi asli yang sudah ada. Nah, itu yang dimaksud. 
Cuma sekarang ini kan ada perkembangan kite mcmbcntuk desa 
baru dan sebagainya. Nah, kalau ide itu dspst ditcrime, maka 
arcinya sebagai unsur pemerintahan baru icu memang provinsi, 
ksbupatcn dan kota gitu. Tapi di samping itu ada satuan-satuan 
pemerinrahan yang berdasarkan kekhususan-kekhususan 
keisrimewaan itu yang kira artikan desa, marga dan sebagainya. 
Kalau itu yang diartikan seperti itu:" 

Sementara pada Putusan Mahkamah Konstitui No. 31/PUU-V/ 

2007. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi antara lain bahwa 

suatu kesaruan masyarakat hukum adat uncuk dapat dikatakan secara 
de facto masih hidup (actual existence) baik yang bersifat teritorial, 

genealogis, maupun yang bersifat fungsional seridak-ridaknya 

mengandung unsur-unsur (i) adanya masyarakat yang warganya 

memiliki perasaan kelompok (in-group feeling); (ii) adanya pranara 

pemerintahan adac; (iii) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda 

adat; dan (iv) adanya perangkac norma hukum adac. Khusus pada 

kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifar teritorial juga terdapac 

unsur (v) adanya wilayah tertentu. 

Secara yuridis normacif, pada saat ini sudah disebutkan adanya Desa, 
Desa Adat, dan pada saar ini DPR sedang membahas RUU temang 

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adac. Sejarah 
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pengamran sejak dari masa penjajahan sampai sekarang, khususnya 

terakhir dengan U U No. 5 Tahun 1979 menjadikan adanya eksistensi 

desa yang seperri sekarang, sehingga sulir untuk dikembalikan unruk 
mengatur seperti pada awal masa kemerdekaan. Berdasarkan original 

intent (walaupun akhirnya tidak muncul dalam rumusan Pasal 18) 

pembahasan perubahan UUD 194 5, memang dimaksudkan ada tiga 

kategori desa atau nama lain, yaitu percama, sebagai satuan pemerintahan 

terendah, kedua sebagai gabungan antara suatu pemerintahan yang 

mempunyai susunan asli; ketiga, sebagai kesatuan masyarakat hukum 

adat yang mempunyai hak asal-usul. Yang pertama, adalah sebagaimana 

desa yang sudah ada sekarang ini sebagai bentukan dari UU No. 5 

Tahun 1979. Yang kedua, seharusnya adalah desa adat atau kesatuan 

masyarakat hukum adat yang bersifac ceritorial yang memiliki bacas 

wilayah yang jelas. Meskipun unruk saat ini masih terdapat kerancuan 

karena harus direrapkan bacas wilayahnya, Padahal seperti di di Bali 

misalnya, antara Desa Adat dan Desa Dinas wilayahnya tidak perlu 

harus sebangun. Putusan MK juga menyeburkan dalam ha! kesatuan 

masyarakat hukum adat yang bersifat terirorial terdapar unsur adanya 

wilayah tertemu. Artinya, ada pula kesatuan masyarakat hukum adat 
yang dapat diakui tanpa adan unsur wilayah tertentu.Yang ketiga, yang 
sedang dibahas dalam RUU PPM HA saat ini pendekatannya lebih pada 

hak-haknya terhadap sumber daya alam. Umuk pengerrian Masyarakat 
Hukum Adat di sini, sebaiknya mengacu pada pendapat Bagir Manan 

atau Purusan MK, yaitu dimungkinkan kesatuan masyarakat hukum 

adat yang tidak bersifar teritorial yang tidak berdasarkan wilayah 

tertentu, melainkan secara genealogis. 

I l l .  PERGESERAN KEWENANGAN DESA 

Un tuk menindaklanjuti amanac UUD 1945 pasca perubahan 

,mengenai pengaturan pemerintahan daerah telah diundangkan 

Undang-Undang yang mengacur mengenai Pemerintahan Daerah yang 
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sampai saat ini sudah riga kali mengalami pengganrian, yairu UU No. 
22 Tahun 1999, UU No. 32 rahun 2004, dan UU No. 23 Tahun 

2014, di mana pengaturan mengenai desa juga terdapat di dalamnya. 
Inregrasi desa dalam pengaruran mengenai pemerintahan daerah 
seolah-olah desa menjadi bagian pemerinrahan daerah. Hal ini 
kemudian berubah dengan diaturnya desa dalam undang-undang 

rersendiri, yairu UU No. 6 Tahun 2016 tenrang Desa (UU Desa) yang 

mencabur beberapa pasal yang mengatur mengenai desa dalam UU 
Pemerinrahan Daerah. Dengan diarurnya desa dalam undang-undang 
rersendiri, menarik unruk dicermati bagaimana pergeseran kewenangan 

desa dalam undang-undang, pengaturan kewenangan desa dalam 

peraruran pelaksanaan undang-undang; dan implementasi kewenangan 
desa rersebut. 

Sebagaimana diseburkan sebelumnya, pengaruran mengenai desa 
pasca-kemerdekaan perrama kali diatur dalam UU Desapraja. Tugas 
kewenangan desapraja diarur dalam Bab III UU rersebut, yang pada 
inrinya sebagai berikur: 

1 .  Desapraja berhak dan berkewajiban mengarur dan mengurus 
rumah rangga daerahnya; 

2. Segala tugas kewenangan yang relah ada berdasarkan hukum adat 
arau peraruran-perundangan dan peraturan-peraruran Daerah 
atasan yang berlaku, sepanjang tidak bercentangan dengan 

undang-undang ini retap menjadi rugas kewenangan Desapraja 
sejak saar berlakunya undang-undang ini. 

3. Tugas kewenangan desapraja dapat diubah, dikurangi, arau 

ditambah dengan peraturan perundangan atau peraturan 
daerah atasan. 

Tugas kewenangan yang diarur dalam Pasal 34 UU Desapraja 
rersebut terlihat menggunakan asas desentralisasi, namun dengan sangar 

rerbaras terganrung pada pemerintah daerah atasannya. Hal ini dapat 
dilihar dari kecenruan yang menyebuckan bahwa rugas kewenangan 
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desapraja dapat diubah, dikurangi, atau ditambah dengan peraturan 

perundangan atau peraturan daerah atasan. 

Selanjutnya terdapat pula penerapan pemisahan urusan untuk 
diurus sendiri oleh Desapraja yang diserahkan oleh daerah tingkat II 
dengan disenai alar dan sumber keuangan yang diperlukan, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Desapraja, yaitu: 

1 .  Dengan Peraturan Daerah, Daerah tingkat II dapat memisahkan 
sebagian atau seluruhnya urusan terrentu dari urusan 
rumahtangganya unruk diurus sendiri oleh Desapraja. 

2. Penyerahan urusan rumah-tangga tersebut hams disertai dengan 
alat-alat dan sumber keuangan yang diperlukan. 

UU Desapraja juga menerapkan asas cugas pembantuan untuk desa 
sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Desapraja, sebagai berikut: 

I .  Desapraja diwajibkan melaksanakan tugas pembantuan dari 

instansi-instansi Pemerintah atasannya. 

2. Desapraja memberikan pertanggungan-jawab atas rugas 

pernbanruan tersebut kepada instansi yang berwenang. 

3. Untuk melaksanakan tugas-tugas pembantuan tersebut, kepada 

Desapraja diberikan ganjaran. 

Selain tugas kewenagan tcrsebut, Desapraja juga dapat memberika 
tugas pembantuan kepada organisasi kemasyarakatan, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 37 UU Desapraja sebagai berikut: 

I . Sesuatu organisasi kemasyarakatan yang daerah organisasinya dan 
pekerjaannya bersifat mendatar hanya terbatas dalam daerah 

Desapraja dapat diberi rugas pembantuan untuk menyelenggarakan 
sesuatu tugas kewenangan Desapraja. 

2. Desapraja berwenang mengatur dan mengawasi serta memberikan 
banruan-bantuan yang perlu kepada organisasi-organisasi tersebut. 
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UU Desapraja selanjumya digantikan dengan UU Pemerintahan 
Desa (UU No 5 Tahun 1979). Berdasarkan undang-undang tersebuc 

diatuc hak, wewenang, dan kewaj iban, sebagai berikur: 

1 .  Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban 
pimpinan pemerintahan Desa yaitu menyelenggarakan rumah 

tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung 
jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan 
pemerintahan Desa, urusan pemerintahan umum termasuk 
pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta 
mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi 
utama pelaksanaan pemerintahan Desa. 

2. Dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan 

pemerintahan Desa yang dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa: 

a. Bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang 
mengangkat melalui Camat; 

b. Memberikan keterangan pertanggungjawaban cersebut 
kepada Lembaga Musyawarah Desa. 

Penekanan di dalam UU Pemerintahan Desa lebih kepada persoon 

nya, yaicu kepala desa, bukan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh desa. 

Kemudian diatur pula mengenai pertanggungjawaban secara hierarkis. Hal 
ini menunjukkan bahwa desa menjadi sebuah bagian dari struktur 
pemerintahan dengan kepala desa mempunyai kedudukan sebagai "pejabat", 

Pada masa reformasi, UU Pemerintahan Desa tidak langsung diganti 
dengan UU Desa. Pengaturan mengenai desa masih diintegrasikan 
dengan UU Pemerintahan Daerah, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 yang 
kemudian digantikan dengan UU No. 32 Tahun 2004, dan terakhir 
UU No. 23 tahun 2014 . Pada akhirnya pengaturan mengenai Desa 
dipisahkan dari UU pemerintahan daerah dan diam r dalam undang­ 
undang tersendiri, yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan 
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pengundangan UU Desa tersebut, muncul harapan terhadap wajah 

barn desa dengan posisi, peran dan kewenangan desa yang barn. 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 

mendeflnisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurns urusan 

pemerintahan, kepentingan rnasyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

rnasyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam siscem pemerintahan Negara Kesatuan Republik In­ 

donesia. Berdasarkan pengertian tersebut, apabila diurai unsur­ 

unsurnya maka desa merupakan: 

a. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

b. Berwenang mengatur dan mengurns: 

I) Urusan pemerintahan, 

2) Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakac; hak asal usul, dan acau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. 

Definisi desa dengan menyebutkan adanya kewenangan yang 
dimiliki desa mengindikasikan Pemerinrah menjadikan desa sebagai 

sebuah enticas yang memiliki otonomi, mengingat otonomi pada 
dasarnya adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurns urusan, 

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 

diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Istilah 

wewenang atau kewenangan yang dalam bahasa Belanda disebur 
"bevoegdheid' atau dalam bahasa Inggris "authority' mernpakan aspek 

penting dalam Hukum Tata Pemerintahan atau Hukum Administrasi. 
Hal ini mengingat keabsahan tindakan sebuah organisasi pemerintahan 

untuk dapar menjalankan fungsinya didasarkan pada kewenangan yang 
dimilikinya yang diberikan oleh konstitusi atau peraturan pernndang­ 
undangan. Kewenangan, selain rnerupakan kewenangan yang melekat, 



120 lmplementasi Kedudukan dan Kewenangan Desa ... 

dapat pula berasal dari mandat atau delegasi atau pelimpahan. 
Pelimpahan kewenangan adalah proses penyerahan wewenang dari 
atasan kepada bawahannya (subordinates) yang disertai timbulnya 
canggung jawab umuk melakukan tugas rertentu. 

Berdasarkan UU Desa, kewenangan Desa meliputir" 

I . Kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa, 

3. Pembinaan kemasyarakatan Desa, clan 

4. Pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakac, 
hak asal usul, clan adat istiadac Desa. 

Penjelasan Pasal ini menyebutkan yang dimaksud dengan "hak asal 
usu! clan adat istiadat Desa'' adalah hak yang masih hidup clan sesuai 
dengan perkembangan kehidupan masyarakar clan prinsip Negara 
Kesacuan Republik Indonesia. 

Selanjumya, kewenangan desa dieksplisickan menjadi 4 (ernpat) 
kewenangan, yaitur" 

I . Kewenangan berdasarkan hak asal usul, 

Yang dimaksud dengan "hak asal usu!" adalah hak yang 
merupakan warisan yang masih hidup clan prakarsa Desa atau 
prakarsa masyarakac Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan 
masyarakac, amara lain siscem organisasi masyarakat adac, 
kelembagaan, pranaca clan hukum adat, canah kas Desa, serta 
kesepakacan dalam kehidupan masyarakat Desa. 

2. Kewenangan lokal berskala Desa; 

Yang dimaksud dengan "kewenangan lokal berskala Desa" adalah 
kewenangan unruk mengatur clan mengurus kepentingan 
masyarakat Desa yang celah dijalankan oleh Desa atau mampu 

24 Pasal 1 8 UU Desa. 

" Pasal 19 UU Desa. 
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dan efekrif dijalankan oleh Oesa acau yang muncul karena 
perkembangan Oesa dan prakasa masyarakac Desa, antara 
lain cambatan perahu, pasar Desa, cempac pemandian umum, 
saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan cerpadu, sanggar 
seni dan belajar, serta perpustakaan Oesa, embung Desa, dan 
jalan Desa. 

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerincah, Pemerincah 
Daerah Provinsi, acau Pemerincah Daerah Kabupacen/Koca; dan 

4. Kewenangan lain yang dicugaskan oleh Pemerincah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Koca sesuai 
dengan kecencuan peracuran perundang-undangan. 

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usu! dan 
kewenangan lokal berskala Desa diarur dan diurus oleh Oesa. 26 

Pelaksanaan kewenangan yang dicugaskan dan pelaksanaan kewenangan 
cugas lain dari Pemerinrah, Pemerincah Daerah Provinsi, acau 
Pemerimah Oaerah Kabupacen/Kora diurus oleh Desa. 27 

Penugasan dari Pemerincah dan/arau Pemerintah Daerah kepada 

Desa meliputi penyelenggaraan Pemerimahan Desa, pelaksanaan 
Pembangunan Desa,  pembinaan kemasyarakatan Oesa, dan 
pemberdayaan masyarakac Desa. Penugasan tersebut disertai biaya.28 

"Pasal 20 UU Desa. 

" Pasal 21 UU Desa. 

" Pasal 22 UU Desa. 
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label 1. Perbandingan Pengaturan Kewenangan Desa 

dalam Undang-Undang 

uu 

UU DF.'iAPRAJA PEMERINTAHAN UU DF.'iA 

DF.'iA 

I .  Desapraja berhak I .  menyelenggarakan I . kewenangan di 

dan berkewajiban rumah rangganra bidang 

n1engarur dan sendiri: penyelenggaraan 

n1engurus rum ah 2. rnerupakan Pemerinrahan Desa, 

rangga daerahnya: penyelenggara dan pelaksanaan 

2. Segala rugas penanggung jawab Pembangunan 

kewenangan yang urama di bidang Desa, pernbinaan 

relah ada pemerinrahan, kernasyar akaran 

berdasarkan hukum pembangunan dan Desa, dan 

adar arau peraruran- kemasyarakatan pemberdayaan 

perundangan dan dalam rangka rnasyarakar Desa 

per aruran-peraruran peuyclenggaraan berdasarkan 

Daerah arasan rang urusan pemerinrahan prakarsa rnasyarakar, 
berlaku, sepanjang Desa, urusan hak asal usul, clan 
ridak berrentangan pemerintahan urnum adar isriadar Desa. 
dengan undang- rerrnasuk pembinaan 2. kewenangan 
undang ini terap kerenrraman dan berdasarknn hak asal 
menjadi rugas kerertiban ses uai usu I; 

kewenangan dengan peraruran j, kewenangan lokal 

Desapraja sejak saat perundang- berskala Desa: 

berlakunya undang- undangan rang 

undang ini. berlaku 
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I T ug,s kewenangan -l kewcnangan ymg 

desapraja dapat duugaskan oleh 

diubah, dikurangi, Pemerinrah. 

aau duambah Pemerintah Daerah 

dengan penrunn Provinsi, arau 

perundangan arau Pemerintah Daerah 

peraruran daenh Kabuparen/Kora, 

arasan, dan 

'i. Dengan Peraruran ';, Kewenangan lai!! 

Daerah, Daerah vang ditugaskan 

tingkat II dapat oleh Pernerintah, 

memisahkan Pernerintah Daerah 

sebagian atau P rnvinsi, arau 

seluruhnva urusan Pemerinrah Daerah 

rerrentu dari urusan Kabupaten/Kota 

rumahrangganva sesuai dengan 

untuk diurus sendiri ketentuan peraturan 

oleh Desaprau, perundang- 

(, Penyerahan urusan unclangan. 

rumah-rangga 6. Pelaksanaan 

rersebur harus kewenangan 

disertai dengan berdasarkan hak ml 

alat-alat clan usu! dan 

sumber keuangan kewenangan lokal 

yang diperlukan. berskala Desa diarur 

-r Desapraja clan diurus oleh Desa 
, . 

cliwaj'ibkan - Pelaksanaan , . 

melaksanakan rugas kewenangan yang 

pembanruan dart 
duugaskan clan 

mstansl-instansi 
pelaksanaan 

Pernerinrah 
kewenangan tugas 

lain dari Pemerinrah, 
.itasannva . 

. - 
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8. Des3Pr.1ja J•em,nnuh I >�er.I, 

memberihn Provinsi, arau 

pertanggungan- Pemerinuh Daerah 

jawab aras tugas Kabupaten/Kora 

pernbantuan diurus oleh Om. 

rersebut kepada 8. Penugasan dari 

insransi ymg Pemerintah 

berwenang. dan/mu 

9. Untuk Pemerintah Daerah 

melaksanakan tugas- kepada Desa 

tugas pernbanruan meliputi 

rersebut, kepada penyelenggarun 

Desaprau Pemerintahan Desa, 

diberikan ganjmn. pelaksanaan 

10. Sesuaru oiganisa5i Pembangunan 

kemasyarakaran Desa, pembinaan 

yang daerah kem asy ..-akatan 

o rgmisasinya dan Desa. dan 

pekeriaannya pemherdayaan 

bersifn rnendarar rnasyarak ar Desa, 

h,nya rerbaras 9. Penugasan tersebut 

dslam daerah disenai bi,ya. 

Desapraja dapat 

diberi rugas 

pembantuan untuk 

menyelengg..-akan 

sesuaru tugas 

kewenangan 

Desapr.ija. 
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I L  Desapraia 

berwcrung 

111 cngarur dan 

ruengawasi serra 

mernberikan 

bantuan-banruan 

yang periu k ... ·pada 

o rg.m i�asj- 

org.ini�a.,i rcrsebut. 
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Sumber: UU Desapraja, UU Pemerintahan Desa, dan UU Desa, diolah 

UU Desa disebutkan menggunakan dua azas utama, yaitu 

"rekognisi" clan "subdidiaritas" Hal ini berbeda dengan pemngaturan 

sebelumnya yang menggunakan azas "deseruralisasi" clan "residualitas", 

Dengan azas desentralisasi clan residualitas, desa hanya menjadi bagian 

dari daerah, sebab desemralisasi hanya berhenti di kabupaten/kota. Di 

samping itu, desa hanya menerima pelimpahan sebagian kewenangan 

dari kabupaten/kota. Dengan azas residualitas, desa hanya menerima 

sisa-sisa lebihan daerah, baik sisa kewenangan maupun sisa keuangan 

dalam bentuk Alokasi Dana Desa. Sementara dengan kombinasi antara 

azas rekognisi clan subsidiaritas, terdapar definisi desa yang berbeda 

dengan sebelumnya. Definisi tersebut menempatkan desa sebagai 

organisasi campuran (hybrid) antara masyarakat berpemerintahan (self 
governing community) dengan pemerintahan lokal (local self govern­ 

menr). Dengan begiru, sistem pemerintahan di desa berbentuk 

pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat 

dengan segala kewenangannya. Desa j uga ridak lagi idcnrik dengan 

pemerintah desa clan kepala desa, melainkan pemerintahan desa yang 
sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas 

hukum. Artinya, masyarakar juga mempunyai kewenangan dalam 

mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa. 29 

'"M. Silahuddin, Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Cetakan I, Jakana; Kemcnterian 

Desa, PDT, clan Transmigasi RI, 2015, hal. 9-12. 
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Hanif Nurcholis mengritisi ketemuan pasal-pasal yang mengatur 

kewenangan desa sebagai berikut." 

I .  Pengaturan pada Pasal 18 UU Desa adalah kewenangan arributif, 

bukan kewenangan berdasarkan norma hukum adat, Padahal 

norma Pasal l 8B ayac (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati 

kesatuan masyarakat hukum adar yang sudah barang temu 

kewenangannya adalah kewenangan berdasarkan norma hukum 

adat, bukan kewenangan arributif formal yang dibuat oleh 
pernbuat UU. 

2. Pasal 19 huruf a UU Desa mengacur tentang kewenangan asal­ 

usul. Di dalam Penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksucl 

dengan "hak asal usu!" adalah hak yang merupakan warisan yang 

masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa 

sesuai clengan perkembangan kehidupan rnasyarakar, antara lain 

siscem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan 

hukum adat, ranah kas Desa, serta kesepakacan dalam kehidupan 

masyarakat Desa. Kecuali kewenangan sistern organisasi masyarakar 

adat, kewenangan yang lain bukan mengakui clan menghormati 

rapi membuac kewenangan baru sehingga bertentangan dengan 

Pasal !SB ayat (2) UUD 1945; 

3. Pasal 19 huruf b UU Desa menyebutkan kewenangan desa 

meliputi kewenangan berdasarkan kewenangan lokal berskala 

Desa. Pasal 19 b ini materinya dirinci dalam Penjelasan UU Desa 

yang menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan "kewenangan 

lokal berskala Desa" adalah kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat Desa yang celah dijalankan oleh 

Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang 

muncul karena perkembangan Desa clan prakasa masyarakat Desa, 

J<J Hanif Nurcholis, "Tinjauan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa", makalah yang dipresenrasikan dalam Simposium Nasional Asosiasi Ilmuwan 
Administrasi Negara IV, dengan rema ''Otonomi Desa dalam Konreks VU No. 6 Tahun 2014 
renrang Desi' di Universitas Udayana Bali pada 18-19 September 2014, hal. 22-24. 
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antara lain cambaran perahu, pasar Desa, tempat pemandian 

umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, 

sanggar seni dan belajar, serra perpustakaan Desa, embung Desa, 

dan jalan Desa. Pasal 19 b ini tidak mengacu pada adar istiadat 

berdasarkan riser dan rulisan para ahli dan ridak semua Desa di 

Indonesia ridak mempunyai kewenangan skala lokal semacam ini. 

4. Pasal 19 huruf c dan d UU Desa, yaitu kewenangan yang 

dirugaskan dan kewenangan lain yang ditugaskan ini tidak jelas 

jenis kewenangannya apakah delegasi arau medebewind. Jika 

delegasi kepada local self government, salah karena Desa bukan 

local self government. Jikaa kepada local state governenr, juga salah 

karena kedudukan Desa bukan local state government rapi "unit 

pemerintahan palsu" sehingga ridak bisa diberi delegasi oleh 

pemerinrah arasan. Jika kepada agent of government, juga salah 

karena kedudukan Desa juga bukan agent of government seperti 

kelurahan. Jika penugasan tersebut maksudnya adalah 

medebewind, juga salah karena rugas pembanruan atau 

medebewind hanya bisa dirugaskan kepada daerah oronom, local 

self government dan dilaksanakan oleh dinas-dinas daerah oronom 

sedangkan Desa bukan daerah otonom oleh karena itu tidak 

mempunyai dinas pelaksana atas urusan yang dirugaskan. Di 

samping itu, materi kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 

ini ridak bisa diidemifikasi dan sangat kabur. 

Didik G. Suharto juga menyatakan bahwa dari sisi reoritis terdapat 

beberapa keruwetan dalam sistem pemerintahan desa, misalnya dalam 

ha! kewenangan. UU Desa memberi amanat kepada kabupaten/kota 

untuk melakukan "desentralisasi" kewenangan kepada desa. Meski desa 

menjadi bagian dari subsistem pemerintahan kabuparen/kota, retapi 

tidak ada teori dan asas yang membenarkan penyerahan kewenangan 

dari pemerintah kabuparen/kora kepada desa. Tidak logis saruan 

pemerintah otonom dapat melahirkan suatu pemerinrahan yang 
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otonom juga. Model pemberian desentralisasi kepada desa "bisa 

dibenarkan" menurut Norton tecapi dalam konceks melihat bentuk 

partisipasi masyarakat." 

Dengan demikian, pemberian kewenangan kepada desa dapat 

dikatakan sebenarnya cidak sesuai dengan UUD 1945. Hal ini 

mengingac berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 ayat (2) disebuckan 

bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan. Pasal ini memberikan kewenangan 

hanya sampai pemerintah kabupaten/kota dan tidak menyebutkan 

desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan. Namun demikian, menurut Sutoro Eko-12, apabila 

disandingkan aspek hukum tentang desa dengan desa yang diarur 

dalam UU Desa, memang cerjadi ketidakcocokan karena: 

a. Terjadi benturan regulasi; 

b. Otonomi desa tidak dikenal dalam teori hukum dan desentralisasi, 

karena merupakan sesuaru yang hidup dalam dunia nyata; 

c. Otonomi desa bukan bagian dari desentralisasi retapi residualitas 

dari desentralisasi dan subsidiaritas dengan kewenangan lokal; 

d. UU Desa merupakan hasil kompromi polirik, 

Kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia telah berlangsung lebih 

dari seperempac abad. Kondisi bangsa Indonesia pada awal masa 

pembentukan Repu blik ini tentu sudah jauh berbeda dengan kondisi 

saat ini. Demikian pula dengan kehidupan masyarakat desa. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa politik hukum pemerintahan, baik pada masa kolonial 

" Didik G. Suhar co, Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan PerspekrifUU No. 
511979, UU No. 2211999, dan UU No. 32/2009, serra PerspekrifUU No. 6 rahun2016, 
Yogyakarra; Pusraka Pdajar, 2016, hal. 12-13. 

12 Disampaikan oleh Suroro Eko dalam Focus Group Discussion Penellrlan Kelompok 
lmplementasi UU No. 6Tahun 2014 tenrang Desa dari Aspek Hukum Tata Negara dan 
Hukum Ekonomi, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2 Maret 2017. 
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sampai dengan masa Orde Baru, relah mengubah wajah desa sehingga 

sulit umuk menemukan bagaimana konsrruksi desa yang asli pada masa 

lalu yang masih dapat dipertahankan dengan kondisi perkembangan 

pada saat ini. Hal ini mengakibatkan terjadi "benturan" antara 

perspektif hukum norrnatif dengan perspekrif sosiologis dan politis, 

dalam memandang Desa. Dengan demikian, dapat dipahami apabila 

terdapar perspektifhukum yang mengritisi bahwa UU Desa tidak selaras 

dengan norma konstitusi. Namun demikian, hukum bukannya tidak 

memberikan jalan keluar. Konstirusi relah menyediakan jalur 

konstitusional umuk menguji UU Desa terhadap UUD 1945. Apabila 

terdapat pihak yang memiliki legal standing merasa rerdapat kerugian 

konstitusional dengan diundangkannya UU Desa, maka yang 
bersangkuran diperkenankan mengajukan permohonan uji materi 

terhadap U U  Desa. Ketentuan UU Desa akan tetap berlaku 

sepanjang tidak dibatalkan melalui judicial review arau diubah melalui 

legislative review. 

IV. PENGATURAN KEWENANGAN DESA DALAM 

PERATURAN PELAKSANAAN UU DESA 

UU Desa mengamanatkan pengaturan lebih lanjut beberapa ketentuan 

dalam UU Desa unruk diarur dalam peraturan pelaksanaan. 

Berdasarkan amanat rersebut, relah diterapkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraruran 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Temang Desa (PP 
43/2014) .  Di dalam PP 43/2014 masalah kewenangan desa diarur 

dalam Bab III. 

Pasal 33 PP 43/2014 mengulang apa yang telah disebutkan dalam 
UU Desa mengenai 4 (ernpar) kewenangan desa. Pasal 34 kemudian 

merinci masing-masing kewenangan tersebut, sebagai berikut: 
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I .  Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usu! paling sedikir 
terdiri aras: 

a. Siscem organisasi rnasyarakat adar; 

b. Pembinaan kelembagaan masyarakar; 

c. Pembinaan lembaga dan hukum adat; 

d. Pengelolaan tanah kas Desa; dan 

e. Pengembangan peran masyarakat Desa. 

Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
"hak asal usu!" termasuk hak tradisional dan hak sosial budaya 

masyarakar adac. Pada dasarnya, kecenruan dalam pasal ini hanya 

menegaskan apa yang relah disebuckan dalam Penjelasan pada 
UU Desa. 

2. Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33 huruf b paling sedikit terdiri aras kewenangan: 

a. Pengelolaan tambatan perahu; 

b. Pengelolaan pasar Desa; 

c. Pengelolaan tempat pernandian umum; 

d. Pengelolaan jaringan irigasi; 

e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakar Desa; 

f. Pembinaan kesehatan masyarakac dan pengelolaan pos 
pelayanan terpadu; 

g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar: 

h. Pengelolaan perpuscakaan Desa dan taman bacaan; 

1. Pengelolaan embung Desa; 

J· Pengelolaan air minum berskala Desa; dan 

k. Pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian, 

Pasal ini juga menegaskan apa yang celah diseburkan dalam 
penjelasan UU Desa. Berdasarkan PP 43/2014, Selain kewenangan­ 

kewenangan yang disebutkan pada angka I dan 2 tersebut, 
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Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan 

situasi, kondisi, dan kebu tuhan lokal. 

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul unruk desa dan desa adat 

dibedakan dalam PP 43/2014.  Di dalam pas al 35 PP 43/2014 

kewenangan berdasarkan hak asal usu! desa paling sedikit meliputi: 

a. Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat; 

b. Pranata hukum adat; 

c. Pemilikan hak tradisional; 

d. Pengelolaan tanah kas desa adat; 

e. Pengelolaan tanah ulayat; 

f. Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat; 

g. Pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat; dan 

h. Masa jabatan kepala desa adat. 

Perbedaan kewenangan berdasarkan hak asal usu! amara desa dan 

desa adat terdapat pada pemilikan hak tradisional, pengelolaan tanah 

ulayat, dan masa jabatan kepala desa adat serta pengisian jabatan kepala 

desa adat dan perangkat desa adat. 

Pasal 37 PP 43/2014 selanjutnya mengatur mengenai mekanisme 

penetapan kewenangan berdasarkan hak asal usu! dan kewenangan 

lokal berskala desa, sebagai berikut: 

I .  Pemerimah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan 

inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usu! dan 

kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa. 

2. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi, bupati/walikota 

menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan 

berdasarkan hak asal usu! dan kewenangan lokal berskala Desa 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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3. Peraturan bupati/walikota rersebut ditindaklanjuti oleh 

Pemerinrah Desa dengan menetapkan peraruran Desa tentang 

kewenangan berdasarkan hak asal usu! dan kewenangan lokal 

berskala Desa sesuai dengan siruasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. 

Untuk kewenangan lainnya, Pasal 38 PP 43/2014 hanya 

menyeburkan bahwa kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan 

pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketenruan peraruran 

perundang-undangan. Ketentuan dalam PP 43/2014 yang mengatur 

kewenangan pada akhirnya mengamanatkan kecenruan lebih lanjut 

mengenai penetapan kewenangan Desa diarur dengan Peraturan Menteri. 

Terdapat 2 (dua) Peraturan Menteri yang menindaklanjuti PP 43/ 

2014,  yaitu Permendesa No. 1 Tahun 2015  tentang Pedoman 

Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usu! dan Kewenangan Lokal 

Berskala Desa (Permendesa 1/2015) dan Permendagri No. 44 Tahun 

2016 tentang Kewenangan Desa (Permendagri 44/2016).  Kedua 

Peraruran Menceri cersebut mengatur setidaknya dua kewenangan 

yang sama, yairu kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan 

kewenangan lokal berskala desa. Namun demikian, pengaruran 

terhadap dua kewenangan dan dua peraturan menteri tersebut berbeda 

(lihar tabel 2). 

1 .  Jenis dan perincian kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul 

dan kewenangan lokal berskala desa di dalam Permendagri 44/ 

2016 sama dengan apa yang terdapat di dalam PP 43/2014. 

2. Permendagri 44/2016 menambahkan pengaturan renrang kriteria 

masing-masing kewenangan. 

Kriteria kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul, antara lain:3·' 

a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup: 

b. Sesuai perkembangan masyarakat; 

c. Sesuai prinsip Negara Kesaruan Republik Indonesia. 

33 Pasal IO Permendagri No. 44 Tahun 2016 cencang Kewenangan Desa 
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Kriteria kewenangan lokal berskala desa, antara Iain." 

a. Sesuai kepentingan rnasyarakar desa; 

b. Telah dijalankan oleh desa; 

c. Mampu dan efektif dijalankan oleh desa; 

d. Muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakar 

desa; dan 

e. Program atau kegiaran sekror yang telah diserahkan ke desa, 

Kri te ria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, arau Pemerintah Daerah Kabupaten/ 

Kora antara lain." 

a. Sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di 

Desa; 

b. Memperharikan prinsip efisiensi dan peningkaran akuntabiliras; 

c. Pelayanan publik bagi masyarakar; 

d. Meningkarkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan 

Pernerintahan Desa; 

e. Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat: dan 

f. Meningkarkan ketahanan sosial budaya masyarakat. 

Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pernerintah Daerah Kabupaten/ 

Kora sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

antara lain:36 

a. Urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan; 

b. Sesuai dengan prinsip efisiensi; 

c. Mernpercepar penyelenggaraan pemerintahan; dan 

d. Kepentingan nasional yang bersifar khusus dan strategis, 

34 Pasa1 I 1 Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa 

3� Pasal 12 Permendagri No. 44 Tahun 2016 ten tang Kewenangan Desa 

x, Pasal 13 Permendagri No.44Tahun2016 renrang Kewenangan Desa 
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3. Permendesa 1/2015 lebih merinci kewenangan lokal berskala desa. 

4. Pengaruran mengenai kewenangan desa dan desa adat dalam 

Permendagri 44/2016 diterapkan oleh Bupati/Walikoca setelah 

dikonsultasikan dengan Gubernur, sementara di dalam 

Permendesa 1/2015 tidak ada tahapan konsultasi ke gubernur. 

Bagan 2. Proses Penetapan Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan 

Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 

KONSULTASI KE 

GUBERNUR 

- 

� ff(T�AIIDAfTA!l 
'KEWE'4AHGAN � 

' D i\l.AM P E R B U P  

Sumber: Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 

Untuk kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan 

lokal berskala desa, desa mengacur dan mengurus sendiri ( otonomi), 

sememara umuk kewenangan penugasan, desa menjalankan asas tugas 

pembantuan. Dalam hal ini terlihat adanya penggabungan atau 

kompromi amara desa sebagai entitas kesacuan masyarakat hukum 

(adar) yang memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan desa 

sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang menjalankan cugas­ 

tugas pemerimahan. 



Novianto M. Hantoro 135 

label 2. Perbandingan Pengaturan Mengenai Kewenangan Desa 

Berdasarkan Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 

Permeadagri Permendesa 
Kewenangan pp 43/2014 

44/2016 1/2015 

Hak Asal •- sistern J sistcrn •• sist cm organ isasi 

Usul organisasi O fgJ.flJSJ.51 perangkar Desa: 

masyarakat rnasvarakar b. sisrern organisasi 

adat: adar: rnasvarakar adar, 
b. pembinaan b. pernbinaan c. pemhiruan 

kelembagaan kelembagaan kelembagaan 
rnasvarakat: ruasvarak at: rnasvarakar: 

.. pembiruan 
" 

pernbinaan d. pembiruan lernbaga 
lembaga dan lembaga dan dan hukum adar: 
huk um ad at: hukum adar: � pengel ol aan ranah 

J pengelolaan ,J, pengelolaan k as Des>: 
ranah kas Desa: ranah kas desa: f pengelolaan ranah 
dan dan Des, at au t mah 

" 
Pengernbangan e, Pengernbangan hak milik Desa 
peran peran vang n1enggunak,n 
rnasyarakat 

01 asyarakar seburan serernpat: 
Des a. desa, i;. pengelolaan tanah 

bengkok: 

h. pengclolaan ranah 

pecaru: 

I pengelolaan ranah 

tit isara; dan 

I l'engembangan 

penn masvarakat 

Desa, 

Lokal L pengelolaan a, pengelolaan a. bidang pemerinrahan 

Berskala rarnbaran rarnbaran Desa, 

Desa perahu, perahu; I) penerapan dan 

b. pengelolaan h. pengelolan penegasan batas 

pasar Desa; pasu desa: Desa: 
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� pengclolaan 
' 

pengelol am �I pengembangan 

t ambar an tetupat sis tern 

perah u ; peruandian adrninisrr asi d an 

d. pengelolaan 
11n1u1n: iutorrnasi Desa: 

d. pengelolaan 5) penge1nba11g.u1 
p.:isar Desa; J.u1ng.u1 t,UJ. ru.u1g d an 

c. pengelol aan irigas1; peL1 sosi al Des.a: 

te111pJt c. peugelolaau 4 1  pend ar aan d.111 

peru andi an hngkuugan pengldasi ti kasian 

u1nu111: permukiman ten.ig.1 kerja 

I pengclol aan 
masvar akar 

Desa: 
desa; 

jaringan 
(, pernbinaan ' I  pendar aan 

1rigas1: keseh ar an penduduk ,·ang 

g. peugelol aan m asyarakar bekerj .i p.1d J 

li11gkung.u1 d an sekr or pertaruan 

per111 uki111a11 pengelol aan d an sekr or 11011 

lllJ.SVJI.J.:,u pos pel ayanan pert aruan; 

Des.u 
rerpadu: 

6) pendar aan 

h. pembiuaan 
g. pa 1gem b angan 

penduduk dan 
keseh ar arr pernbiuaan menurur junilah 

rnasyar akar lallf.g.U Set11 penduduk usia 

d.m dan bdaj.u; kerj a. dngk:.uan 

pengel ol a.111 h. pengelolaan kerj a. pencui 

pos pelaj-auan perpustakaa.n 
kerja, dan 

rerpadu: 
d esa dan 

ringkat partlsipasi 
ram an bacaaru 

' 
pengembangai 

I. pengdolaan angkar an kerj a: 

dan em bung d esa: 7) pendar aan 

pembinaan J .  peugelolaan air penduduk 

s.u1AAar seru miuum berskala berurnur 15  

dan bdajar; desa: dan r ahun ke at as 

pengeicl aan k. Pernbu.atan 
y dng. bekerj a I· 

jalan des. 
perpu st akaan menurur 

artt ar- 
Des.1 dan permukrm an l.1p..111g.u1 

tJJTlJJl b.11..":.tdll: ke wilayah pekerjaan [eni s 

k. pengelol aan pert ani au. pekerjaan dan 

embung Desa: st at us pekerj aan: 
. 
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k pengdola.rn ii) pmdataan 

air rmnum penduduk yang 

berskala Desa: bdmja di luar 

dan ne�m; 

I Pembuar an 9) penerapan 

jalan De •• organis.ui 

anr ar- Pemetinr ah 

permukiman Des a: 

ke wilayah 10) pembemukan 

pert arll an. Bad an 

Permusyaratan 

Des a; 

1 1  )  penetapan 

perangkat Desa; 

12) penetapan BUM 

Desa; 

13) penetapan APB 

Des a; 

14) penetapan 

peraturan Desa: 

15)  penetapan kerja 

sama anrar-Desa: 

16) pemberian izin 

peng,gunaan 

gedung 

pertemuan atau 

balai Desa; 

17) pendacaan 

poterni Desa; 

18) pemberian izin 

hak pengdolaan 

at as ranah Desa; 
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19)  penetJ.p.111 Des a dal.un 

kead aan d.u-urat sepeeu 

kejadi an beucana. 

konllik, fJY.'J.n pang;111, 

wabah penvakir. 

ga.i1AAtJdll keamanan. 

d an kejadi.m luar biasa 

l ainnva d al arn ,k..J. 

Des.a: 

10) pengelolaan arslp Desa; 

dan 

2 1 )  Pene apan pos 

keam anan d arr pos 

kesi apsi .1g.1.111 I ai1111y a 

sesu ai dcngan 

keburuhan dan kondisi 

sosial m asvar akar Des a. 

b. pembaogunan Desa: 
I )  pel ayanan dam Desa: 

(dirinci lap) 

2) S.Uclll.l da.n prasa.ranJ. 

Desa: (dirinci lap) 

3) pengembangan ekonomi 

lok.tl Desa: (dirinci lap) 

d an 

4) Pemantaaran sumberdaya 

al arn dan lingkungan 

Des.1. 

' 
kemasyar �.it .u1 Des a; d an 
1 )  membina ke.unm.m. 

ketertiban d an 

ket errr er ani an wildyah 

dan m asvarakar Des a: 

2) membina kerukunan 

v.•J.rgJ. m asyarakat Desa; 
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-�) memelihara 

perd anaian, menangani 

konflik dan melakubn 

mediasi di Desa: d an 

4) Melest arikan dan 

mengernbangkan 

got ong rnyong 

masyarakar Desa. 

d. Pemberdayaan rnasyarakar 
Des a. 

I ) pengembangm seni 

bud aya lokal: 

2) pengorg.u11sas1 an 

mdalui pembemukan 

dan fasiliwi lernbaga 

kemasvarakar an dan 

lembaga ad ar: 

j) Fasilirasi kdompok- 

kdampok m asyar akar 

mdalui: l )  kdompok 

uni; 2) kdompok 

ndayan; 3) kdampok 

,eni budaya; dan4) 

kdompok masyarakat 

lain di Desa. 

4) pemberian sanrunan 

,osial kepada kduarga 

fakir miskin; 

5) fasilitasi terhadap 

kdompok-kdompok 

rentan, kdompok 

masyarakar mislc.in, 

perempuan, inasyarakat 

adac, dan difabd; 
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(,J penp.org.uusds1an 

rnelalui p embenrukan 

d.>J1 t,s,liusi paralegal 

untuk memberikan 

baru uan hukum kepada 

VL·dfp.a masyarakar Desa: 

7) an.ilisis kenuskiuan 

secar a parrisiparif di 

DesJ.; 

8) pe11�·ele11AAJI aan 

pro111 osi keseh at an d an 

ger akan hidup bersih 

dan seh,n: 

9) p e11p.or p..u us .1 s1.111 

m el alui pembentukan 

dan fasiliwi kader 

pembanguuan dan 

pemberdavaan 

111 asyar ak . at : 

I 01 perungkar an kapasit as 

mel alui pelarihan u sah a 

ekonomi Desa: 

1 1  J  pend ayagunaan 

r eknologi tepat gunJ: 

dm 

12)  perungkatan kapasir u 

uiasj-ar akar ru elalui: 

1 1  k  ad er 

pember d avaan 

111JsyJI..k.u Desa: 

2)  kelompok u sah a 

ekonorni pr oduknf 

:\) kelompok 

perentpu an: 

4) kelornpok t mi: 
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- '  kclompok 

IILH\',lf .rk.u 1 1 1 1  �kl 11;  

6 I kciom p ok Lh:I .1�·.111. 
- ! kdompok �'o,_ll�l ,11111'.  

� ·  kclompok pcm crh.u i 

d .c1 1 1  p .. rl111tlu11F,.111 

.111.1k: 

•)' k,;:·!0111�,l,k �,�·11111ll.1: 

ll .m 

I o .  f..:"-·lo111pPk ��-\\) , ._ , 1 1 . 1 i  

lcou ... [i �• [ i, \,) 

Sumber: PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 44Tahun 2016, 
clan Permendesa No. 1 Tahun 2015, diolah 

Adanya dua peraturan yang mengatur mengenai ha! yang sama, 
namun dengan substansi yang berbeda menunjukkan adanya 
keridaksinkronan pengaturan oleh Pemerinrah Pusar, dalam hal ini 
Kementerian Dalam Negeri clan Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Terringgal, clan Transmigrasi. Duplikasi clan tumpang tindih 
pengaruran tersebur juga memperlihatkan kurangnya koordinasi clan 
masih adanya ego sekroral dalam pengaturan masalah kewenangan desa. 
Akan lebih ideal apabila pengacuran turunan mengenai kewenangan 
desa ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden arau dituntaskan 
pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah, tanpa perlu Peraturan 
Menteri clan Peraturan Bupati. 

V. IMPLEMENTASI KEWENANGAN DESA 

Sebagai conroh implementasi kewenangan desa di Kabupaten 
Malang, terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 1 Tahun 
2 0 1 6  rentang Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan 
Peraturan Bupari Malang Nomor 25 Tahun 2 0 1 6  rentang 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usu! clan Kewenangan Lokal 
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Berskala Desa. Kedua kewenangan yang diretapkan dalam lampiran 

Perbup tersebut, sebagai berikut. 

label 3. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul 

NO. Bl DANG 
KEWENANGAN 

KETERANGAN 
DF.sA 

I 2 3 4 

Penvelenggaraan a, Penaraan dan l) Penetapan juru kunci rnakam: 

Pemerinrahan penetapan 2)Penet,pan peniaga bala) desa: 

Desa Sistern 3)Penetapan [uru Air, 

O iganisa.si 

Perangkar Desa: 

b. Pengelolaan l) Pengadnn ranah b.s desa: 

tanah kas desa: 2) Pensertifikatan ranah kas 

desa 

5) Pemanfaaran tanah kas desa 

(keriasama dengan pihak 

ketiga arm masyarakar). 

c. Pengelolaan Pemanfaatan ranah bengkok 

ranah bengkok: (keriasama dengan pihak ketiga 

atau masyarakar). 

d. Administrasi l )  Fasiluasi pencaratan hak am 

pertanahan, ranah di desa: 

2) Fasilitasi penyelesaian 

masalah pcmnahan, 

3) Penaraan dan pemetaan tata 

guna lahan, 

Pclaksanaan , Pelesrarian budaya l) Gugur gunung: 

Pernbangurun gotong royong; l) Keringan; 

Des.t 3) Keria baktu 

sambaran: 

4) Baku sosial dan: 

S l Saym. 
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a. Pernugaran Panembahan/leluhur di 

makam: urarnakan dari ahli wans 

(nyungkup). 

b. Bersih rnakam; Gebasan atau seburan lain. 

Pernbinaan 
• 

Pernhinaan I) Pernbmaan paguyuban 

Kernasyarakatan sistern organisasi wargaltrah; 

Desa masyarakat adat: 2) Pernbinaan rembugrembug 

warga; 

3) Pembinaan juru kunci 

rnakarn. penjaga dan juru air. 

b. Pembinaan l l Pembinaan proses numbal, 

kelembagaan waub/shodaqoh, tradisi, dan 

ruasyarakar adat; boyongan; 

.!) Pembinaan paralegallpokro/; 

3) Pembinaan lembaga dan 

pran2ta arau nilai-nilai adat, 

c. I'embinaan Pembuuan rerhadap kelompok 

pelestarian seni tradisional )'ang ada di desa, 

kelompok seni 

t radisio nal: 

d. I'ernbinaan Pembiruan rerhadap kelompok 

penyelengganan seni modem png ada di desa, 

seni kekinun 

(modern). 

Pernbcrdayaan a, Pelesrarian adar I) Sedekah burns 2) Sedeli:ah 

Masyarakar di desa: laur: 3) Mauludan: 4) Rajaban: 

5) Likuran: 6) Syuran: 

7) Syibmm; 8) Bari'an; 

9) Ttlikan. l O) Nvorog; 

l l) Selamaran dan arau seburan 

J.in. 
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J. Pelesrarian seni I )  Kuda lumping; 

budaya: 2) Sholawatan: :l) Wayangan; 

4) Keroprzk: 5) Topeng 

malangan; 6) Bantengan; 

7) Tayub: 8) Sarna rulis; 

9) Sama lis.m: I OJ Ludruk dan 

atau seburan lain. 

- 

b. Pengernbangan I )  Syukuran serelah panen/ 

peran kasab (perorang.m): 

rnasyarakar desa, 2) Jimpiun arau seburan lain. 

Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2016 

centang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usu! clan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa 

label 4. Contoh Kewenangan Lokal Berskala Desa 

NO. BI DANG 
KEWENANGAN 

KETERANGAN 
DESA 

I 2 3 4 

Pcmcrint.rhau Penetapan dan I )  Pemhentuk.rn .!\PD; 

Dcsa penega..,;.an haras 2) Pembenrukan organuasl 

des a; pcmerlnr.ih desa; 

b. Pcngcmbangan 3) Penerapan org.1nisasi 

s isrem pemerinrah dcsa: 

adrnlnisrrasi d.111 4) Pcner.rpan perangkat desa; 

infurmasi desa, �) Penerapan BUM Des a; 

- 
Pengembangan 6) Pencrapan APR [)esa; 

rar a ru.1ng d.111 7) Penerapan peraturan desa; 

petJ sos ial dcsa; 8) Penetapan kerj.1 s.1111.1 anr.tr 

d. PenJ.1r.1Jn ProHI des a: 

Dcs.u 
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Pernerintahan e. Pembemukan 9) Penerapan Peraruran d, 

Desa dan Penerapan Des a; 

Pemerinrah 10) Penetapan kerjasarna antar 

Desa: desa: 

f. Penyelenggaraan 1 1 )  Penetapan pos kearnanan 

adrninisrrasi. dan pos kesupsiagaan 

arsip dan lainnva sesuai dengan 

dokumenrasi kebutuhan dan kondisi 

desa: sosial masyaraku: 

g. Pemberian izin 12) Penetapan desa dalarn 

hak pengelolaan keadaan darurat (kejadian 

aras ranah desa: bencana, konflik, rawan 

h. Penyelenggaraan pmgan, wabah penyaku, 

perndihan kepala grngguan kearnanan dan 

desa: keiadian luar busa lainny, 

i. Pengelolun dalarn ha! skala desa). 

pengusntan desn 

j. Penyelenggaraan 

k.erja sarna anrar 

desa dan/auu 

dengan pihak 

keriga: 

k. Fasilirasi. 

sosiallsasl dan 

pembinaan/pelar 

ihan m asyarak,r; 

I. Pengembangan 

hasil-hasil 

indusr ri desa; 

m. Perneliharaan 

kerentrarnan dan 

keremban 

masyarakat desa: 
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n. Pemanrauan 

kewaspadaan 

dini rerhadap 

rerjadlnya 

kejadian hoar 

biasa; 

o. Pembiayaan 

perlindungan 

rnasyarakar: 

p. Pengadaan dan 

pengelolaan 

perpusrakaan 

desa. 

Pembangunan 

Des a 

Pembinaan 

Kernasyarakaran 

Des a 

Pemberdayaan 

Masyarakar 

Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa Berdasarkan HakAsal Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa 

Berdasarkan kewenangan yang terdapat di dalam lampiran Perbup 

tersebut, desa memilih kewenangan yang pemilihannya dituangkan 

dalam berita acara dengan contoh sebagai berikut: 
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Bagan 3. Contoh Berita Acara Musyawarah Desa 

tentang Pemilihan Kewenangan 

KOP PEMERINTAH DESA 

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA 

TENT ANG 

IDENTIFIKASI DAN PEMILIHAN KEWENANGAN 

DESA BERDASARKAN 

HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL 

BERSKALA DESA 

147 

Pada hari ini canggal Bulan tahun 

. . . . . . . . . . . . . . .  ,  berternpat di telah dilaksanakan rapat 

pengidentifikasian dan pemilihan rerhadap Kewenangan Desa 

berdasarkan hak asal usu! desa dan kewenangan lokal berskala 

desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa berdasarkan 

Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun ten tang 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usu! dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa, dengan kegiatan sebagai berikur: 

A. Maceri Rapat 

Melakukan pengidentifikasian dan pemilihan Kewenangan Desa 

berdasarkan hak asal usu! desa dan kewenangan lokal berskala 

desa di Kabupacen Malang berdasarkan Peraturan Bupati Malang 

Nomor Tahun Tentang Kewenangan Desa 

Berdasarkan Hak Asal Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 

dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan keburuhan lokal. 

B. Kepurusan Rapat 

Rincian Kewenangan desa berdasarkan hak asal usu! desa dan 

kewenangan lokal berskala desa adalah sebagai berikut: 

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL 

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA 

. . . . . . . . . . . . . . .  KECAMATAN KABUPATEN MALANG 

- ------------- 
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A. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi: 
I )  *) 

2) · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  *) 

3) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  *) 
4) *) 

B. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi: 

I) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  *) 

2) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  *) 

3) · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  *) 
4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . .  *) 

Keterangan: *) 

Diisi rincian kewenangan terpilih berdasarkan hasil rapar sebagaimana 
daftar kewenangan yang diterapkan dalam Peraturan Bupati 
C. Penutup 
Rapat idenrifikasi dan pemilihan Kewenangan Desa Berdasarkan 
HakAsal Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah 
Desa dan BPD dalam rangka melaksanakan kewenangan 
berdasarkan hak asal usu! dan kewenangan lokal berskala desa 
yang pengaturannya diserahkan kepada Desa . 
Kecamatan dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa 
dan Anggota BPD dan unsur masyarakat lainnya di Desa . 
sebanyak orang, sebagaimana dafcar hadir rerlampir. 
Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar penyusunan 
Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan 
Hak Asal Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 
Demikian Berita Acara ini dibuar untuk dijadikan bahan seperlunya. 

Sumber: Lampiran Peraruran Bupati Malang Nomor 25 Tahun 
2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usu! dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa 
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Di dalam implernenrasi UU Desa cernyata penetapan kewenangan 
Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal bersklala desa 
dilakukan dengan cara desa memilih kewenangan rersebur unruk 
kemudian direrapkan dalam peracuran desa. Konsep ini dapat 
dikatakan tidak begiru ideal mengingat bukan benruk "pengakuan" 
dan "penghorrnatan" terhadap hak asal-usul yang dimiliki desa, 
melainkan birokratisasi. 

Apabila menggunakan konsep pengakuan, seharusnya prakarsa 
mengajukan kewenangan berdasarkan hak asal-usul berasal dari desa 
untuk kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah atau peraturan 
kepala daerah. Artinya, penetapan kewenangan berdasarkan hak asal 
usu! seharusnya bersifat bottom up, bukan top down. Dapat pula 
dilakukan kompromi dengan menyediakan sekedar kategori (kolom 
ketiga dalam cabel), kemudian Desa diberi kebebasan untuk 
mengisinya. Dengan cara ini, penetapan kewenangan desa berdasarkan 

hak asal usu! bukan instruksi yang dogmatis. Secara mandiri, desa dapat 
berembug untuk melakukan discovery arau eksplorasi berdasarkan 
kepentingan dan pengalaman mereka. Selanjutnya setelah Desa 
menetapkan, ada proses musyawarah antara desa dan pemerintah 
daerah kabupaten. 

Nata lrawan juga melihat UU Desa tergolong menggunakan 
pendekatan top down. Dalam undang-undang tersebut, aspek 
pemerintahan dinyatakan sebagai kaidah local self.government, yaitu 

struktur pemerimahan terbawah. Pada aspek pembangunan disusun 
kaidah membangun desa, yaitu serangkaian inisiatif penataan dan 

pembangunan desa yang berasal dari pemerintah pusac, provinsi, dan 
kabupaten/kota." 

Di dalam implementasinya, fenomena um um di Kampung Labanan 
Makmur dan Kampung Tanjung Batu, Kabupaten Berau Kalimantan 
Timur serta di Desa Landungsari dan Desa Pujon Kidul, Kabupaten 

P Nata Irawan, Tete Kelola Pemerinrahan Desa Era UU Desa, Jakana; Yayasan Pustaka 

Obor, 2017, hal. 9. 
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Malang, Provinsi Jawa Timur, pada iminya menunjukkan hal cersebuc, 

yaicu adanya keinginan uncuk memenuhi kerencuan mengenai 

penggunaan acau pengalokasian dana desa. Bukan dengan inisiatif. Di 

dalam konteks ini, desa lebih berperan sebagai sebuah bagian dari 

strukrur pemerinrahan yang kemudian disibukkan dengan hal-hal ad­ 

ministratif seperri penyusunan penyusunan program, APBDesa, dan 

perranggungjawaban. Bahkan karena kekhawatiran tidak sesuai dengan 

nomenklarur "desa", terdapac keinginan unruk mengubah nomenklatur 

"karnpung" di kabupaten Berau menjadi "desa", Hal ini menunjukkan 

persoalan administratif lebih mendaparkan perhacian dibandingkan 

permasalahan substanrif yaitu keaslian desa atau sebucan lain. 

Dari keempat kewenangan yang diberikan kepada Desa, terdapar 

indikasi bahwa kewenangan yang didukung oleh dana lebih menarik 

unruk dilaksanakan oleh dengan mengingar adanya pembiayaan dalam 

wujud Dana Desa yang berasal dari APBN dan dana yang berasal dari 

APBD. Kewenangan berdasarkan hak asal usu! arau inisiarif dari desa 

kurang berkembang dibandingkan dengan melaksanakan prioritas 

penggunaan dana desa. Kememerian Desa Pembangunan Dae rah Teninggal 

dan Transmigrasi relah mengeluarkan Permendesa No 4 Tahun 2017 

temang Perubahan atas Permendesa No. 22 Tahun 2016 . Perubahan 

ini menekankan pada penerapan prioritas penggunaan dana desa, yaitu: 

a. Prioritas Penggunaan Dana Desa unruk membiayai pelaksanaan 

program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

b. Prioritas penggunaan dana Desa diuramakan untuk membiayai 

pelaksanaan program dan kegiaran yang bersifat linras bidang. 

c. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud terutama bidang 

kegiatan BUMDesa arau BUMDesa Bersama, embung, produk 

unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa. 

d. Prioriras penggunaaan dana Desa sebagaimana, dipublikasikan 

kepada masyarakar oleh Pemerimah Desa di ruang publik atau 

ruang yang dapat diakses masyarakat Desa. 
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Dalam konteks kewenangan ini, terdapat permasalahan ketika 
program prioritas tersebur ternyata tidak sesuai dengan kondisi desa, 
misalnya mengenai embung atau sarana olahraga desa. Selain itu, 

perlu diperhatikan pula kemungkinan overlapping program dan 
pembiayaan antara kewenangan yang dilaksanakan oleh Desa 

dengan dengan kewenangan dari kememerian teknis. Di satu sisi, desa 
pasca-berlakunya UU Desa tidak lagi menjadi "objek" pembangunan, 
namun menjadi subjek untuk melaksanakan pembangunan, namun 

di sisi lain perlu dipertimbangkan agar ridak berulang adanya 
penyeragaman dan perlu memperhatikan agar kearifan lokal dan hak 
asal usu! desa menjadi terabaikan. 

VI. PENUTUP 

Dalam ilmu hukum dikenal adanya tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, 

kepastian, dan kemanfaatan. Ketiga tujuan tersebut tidak selalu dapac 

selaras, namun suatu kecika perlu memprioricaskan tujuan yang satu 

dibandingkan dengan cujuan yang lain. Peracuran perundang­ 
undangan, baik pada masa kolonial sampai dengan pada saat ini celah 
berusaha untuk menaca desa, baik melalui Policik Etis sampai dengan 

menjadikan desa sebagai local self-government. Seiring perubahan 

undang-undang yang mengarur desa, terjadi pula perubahan kedudukan 
dan kewenangan desa, hingga akhirnya berlaku ketentuan yang 

mengatur kewenangan desa dalam UU Desa sekarang ini. Banyak ahli, 
cerutama ahli hukum dan ilmu pemerimahan mengritisi pola pengaturan 
UU Desa yang cidak sesuai dengan UUD 1945 maupun teori. Namun, 
berdasarkan penjelasan pihak yang mengikuti pembahasan UU Desa, 

terdapat penimbangan aspek realitas sosiologis dan historis politik yang 
menjadi dasar, bukan semata-mata pertimbangan hukum semata. 
Sctelah menjadi undang-undang, inilah polirik hukum remang desa 
yang disepakari. Hukum celah menyediakan sarana melalui jalur judicial 

review apabila ada pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya 
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dengan UU Desa. Dan desa-lah yang memiliki legal standing yang 

paling kuat untuk itu, Namun demikian, belum ada desa yang 

mengajukan permohonan uji materi terhadap UU Desa. Origininal 

intent dalam pembahasan UU Desa, undang-undang ini bertujuan 

mencari keadilan untuk desa. 

Kewenangan yang dimiliki oleh desa yang diatur dalam UU Desa 

diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan. 

Pemerinrah selanjutnya menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai 

peraturan pelaksanaan UU Desa tersebut. Namun demikian, dalam 

ha! kewenangan, PP Pelaksanaan UUD masih mengamanatkan lagi 

pengaturannya kepada Peraturan Menteri. Permasalahan muncul ketika 

terdapat dua kemenrerian yang mengeluarkan peraturan menreri yang 

sama-sama mengatur rentang kewenangan desa namun dengan 

substansi yang berbeda. Secara hukum dapat dikacakan terjadi 
ketidakharmonisan pengaturan secara horizontal. Untuk menghindari 

adanya permasalahan dalam implementasi, dari sisi pengaturan, 

peraturan pemerintah sebaiknya mengatur secara tuntas masalah 

kewenangan desa tersebut. 

Pengaturan kewenangan desa terucama kewenangan terhadap hak 
asal usu! dan kewenangan lokal berskala dalam terlihat dilakukan secara 

melakukan inventarisasi dan identifikasi kewenangan desa untuk 

kemudian diretapkan dalam peraturan kepala daerah. Setelah 

ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, desa memilih kewenangan 

dari lisr yang tersedia untuk kemudian diterapkan dalam peraturan 

desa. Pola seperti ini sebenarnya bukan pola "pengakuan" sebagaimana 

dimaksudkan dalam konstitusi. Konstruksi untuk pola "pengakuan" 

seharusnya d ilakuka n secara bottom up , yaitu desa yang 

menginventarisir kewenangan hak asal-usul mereka dan kewenangan 

lokal berskala desa, untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah 

daerah kabupten/kora untuk diterapkan sebgai benruk "pengakuan 

dan penghormatan", 
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BAGIAN 3 

ASPEK HUKUM PENGATURAN PENDAMPING 

DESA DAN IMPLEMENTASINYA 

Denico Dofy* 

I. PENDAHULUAN 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tencang Desa (UU Desa) 

sudah berjalan selama 4 tahun. Selama 4 tahun berjalan, UU Desa 

mengalami berbagai hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaannya. 

Hambatan arau permasalahan itu antara lain terkait dengan penetapan 

desa, dana desa, clan pendamping desa. Berbagai hambatan atau 

permasalahan ini dialami oleh berbagai pihak, baik di tingkat pusat 

sampai di tingkat daerah atau desa. Tulisan ini berfokus pada 

permasalahan yang terkait dengan pendamping desa. 

Pendamping desa tidak secara langsung disebutkan clan diatur 

dalam UU Desa. Pasal 1 1 2  ayat (4) UU Desa menyatakan bahwa 

pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan 
dalam perencanaan, pelaksanaan, clan pemantauan Pembangunan Desa 

clan Kawasan Perdesaan. Selain itu, Pasal 128 Peraturan Pemerintah 

Norn or 43 Tahun 2014 tentang Peracuran Pelaksanaan UU Desa 

menyatakan bahwa Pemerimah clan Pemerintah Daerah menyelenggarakan 

pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara 

berjenjang sesuai dengan kebucuhan. Beberapa aturan tersebut secara 
tidak langsung menyebutkan bahwa dalam rangka pembangunan desa 

diperlukan sebuah pendampingan secara profesional oleh orang yang 

· Peneliti Madya Hukum Tara Negara pada Pusar Penelirian Badan Keahlian DPR RI, 
dengan alamar email: denico.doly@dpr.go.id. 
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memiliki kemampuan untuk membangun dan mengembangkan 

desa. Hal ini kemudian diakomodir dalam Peraturan Menteri Desa 

Pembangunan Daerah Tercinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 

2015 ten tang Pendampingan Desa (Permendes Pendampingan Desa). 

Pasal 1 angka 14 Permendes Pendampingan Desa menyarakan bahwa 

Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan rindakan 

pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, 

pengarahan dan fasilitasi Desa. 

Peracuran Presiden Nomor 12 Tahun 2015 cencang Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian 

Desa) menegaskan bahwa Kemencerian Desa memiliki tugas dan fungsi 

menjalankan urusan pemerintah di bidang pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Dalam rangka mendukung kelancaran 

implememasi UU Desa, Kementerian Desa melakukan pendampingan 

dengan dibancu oleh pendamping profesional dan berpengalaman di 

bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. 

Pendampingan dilakukan mulai dari tingkac desa sampai tingkat 

kabupaten. Pendampingan desa dilakukan dengan maksud atau tujuan 

agar cercipca pemerataan dan percepacan pembangunan di desa. Selain 

itu, diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa. 

Sebelum adanya nomenklatur pendamping desa dan 

diundangkannya Permendes Pendampingan Desa, pada saat 

pemerincahan Presiden Susilo Barn bang Yudhoyono diadakan program 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakac Mandiri Perdesaan 

(PNPM Pedesaan) dengan tujuan uncuk meningkatkan pembangunan 

yang ada di Desa. Kemudian secelah diundangkannya Permendes 

Pendampingan Desa, muncul nomenklacur pendamping desa, yang 

mengubah secara keseluruhan srrukrur PNPM Pedesaan menjadi 

pendamping desa. 

Pada tanggal 1 Juli 20 15 ,  Kernenterian Desa, Pembangunan 

Daerah Tercinggal dan Transmigrasi menyelenggarakan seleksi 
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pendamping desa yang dicempackan di Kabupacen, Kecamacan, dan 
desa uncuk mengatasi permasalahan pembangunan di desa. Tim seleksi 
Pendamping Lokal Desa di provinsi berjumlah rujuh orang, yang terdiri 
dari dua orang dari Pemerincah Pusac, dua orang dari Pernerincah 

Provinsi, dan ciga orang dari Perguruan Tinggi Negeri. Selain bercindak 

sebagai koordinator panitia seleksi pendamping profesional cersebuc, 
personel dari Perguruan Tinggi Negeri juga bercanggung jawab 
mengelola pengaduan terkaic rekrucmen pendamping desa.1 Serelah 
rekrucmen pendarnping desa dilakukan, muncul berbagai permasalahan 
acau hambatan baik dari sisi irnplememasi dan regulasi. 

Berbagai permasalahan arau hambatan ini amara lain cerkait dengan 

permasalahan rekrutmen, kapasicas dan kapabilicas yang dimiliki oleh 
pendamping desa, kehadiran pendamping desa, serca anggaran yang 
diperoleh pendamping desa. 2 Berbagai permasalahan ini juga 
diungkapkan oleh Anggota DPR RI, Diah Pitaloka yang mengacakan 

bahwa banyak cerjadi kasus pendamping desa masih "gagap" rerhadap 

fungsi, cugas, dan kewenangannya. Hal ini karena cidak jelasnya kacegori 
rekrucmen pendamping desa.' Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tercinggal (PDT) dan Transmigrasi Eko Sanjojo juga mengakui adanya 
masalah ini. Menuruc Eko Sanjojo, pada cahun 2017 lalu sedikimya 
cerdapac 2.000 orang pendamping desa yang cidak perform. Umuk 

i tu , Kemencerian Desa berjanji akan bert indak cegas dengan 

memberhemikan pendarnping desa yang tidak melaksanakan fungsi, 
cugas, dan canggung jawabnya dengan baik.' 

I Zunus, Liback,n Perguruan Tinggi, Sekksi Pcndsmping Dess Dijsmin 1iliJJX1 Ktt:ur.1ng;U1, 

hr tp: //\'./WW. nu.or. i <l/ post/ read/ 68 56 2/1 i ba cka n-pergu ru an- r i nggi-sel eks i-pend am pi ng-dcsa­ 
<li j ami n- ran pa-kecu ra ngan, diak.ses tanggal 1 1  Juli 2018. 

� Melani Jayanri, Mcrumusksn Kemhali Pcndnrnpingun !)es,,, http://ww-w.ircyogya.org/ 
mcrumuskan-kcmbali-pendan1pingan-desa/, diakses tanggal 1 1  Juli 2017. 

I Shofira Hanan, f'ung.r;i Pcndemping Dess Pcrfu Dicvalussi. http://•,vwv,:.pikiran­ 
rakyat.com/jawa-barat/20 17 /03103/fongsi-pcndamping-dcsa-pcrlu-dicvaluasi-39514 3, 
diakses tanggal 1 1  Juli 2018. 

'LIPI, Ribunn Pendamping Dcsa BsknlDibcmcntikan. hrtp:l/lipi.go.i<l/lipimcdia/ribuan­ 

pcndamping-dcsa-bakal-diberhentikan/18971, diakscs tanggal 1 1  Juli 2018 
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Maria Christina' pernah melakukan penelitian mengenai berbagai 
permasalahan yang terjadi bagi pendamping desa. Dalam 
penelitiannya, ia menyebutkan bahwa permasalahan pendamping desa 
kebanyakan rerjadi pada pendamping desa lokal. Adapun permasalahan­ 
permasalahan tersebur, yaicu: 

I .  Pendampingan dalam pengelolaan dana desa tidak dilaksanakan 
dengan maksimal. 

2. Pendamping Lokal Desa tidak memahami tugas clan fungsinya. 

3. Rendahnya kemampuan yang di miliki oleh Pendamping Lokal 
Desa dalam membina Kepala Desa dalam perencanaan clan 
penyusuna Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa (APBDes). 

4. Kurangnya pengetahuan Pendamping Lokal Desa mengenai 
administrasi serta Pendamping Lokal Desa tidak mengetahui cara 
pencairan dana desa. 

5. Pendamping Desa hanya sibuk menyusun laporan kerjanya. 

6. Pendamping Lokal Desa merangkap jabatan di lnstitusi lain. 

7. Kurangnya koordinasi an tara Pendamping Lokal Desa dengan pihak 
kecamatan sehingga terjadi tumpang tindih pelaksanaan cugas. 

8. Pendamping Desa clan Pendamping Lokal Desa tidak memiliki 
pengalaman dalam bidang pemberdayaan masyarakat clan 

pembangunan desa. 

Proses rekrutmen menjadi permasalahan tersendiri bagi pendamping 

desa. Masalah-masalah rekrutmen itu antara lain pengumuman lowongan 
yang hanya beberapa hari clan hanya bisa diakses oleh segelintir orang, 
soal tes tulis yang ridak dibedakan antara TA (Tenaga Ahli), clan PD 
(Pendamping Desa), serta res wawancara yang sangat permukaan clan 
waktu yang singkat.6 Proses rekrutmen pendamping-pendamping desa 

� Maria Christina, Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Peningkatan Pembangunan 
Desa di Kecamatan Kalirejo Kabuparen Lampung Tengah, Skripsi, Lampung: FIS IP Univer­ 
sitas Larnpung, 2017. ha!. 7. 

6 Melani Jayanri, Merumuskan Kembali Pendlmpingan Dess, Ioc. cit. 
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yang kurang mampu menjawab kebucuhan desa. Permasalahan lain 
yang timbul yaitu kehadiran dan jumlah pendamping desa. Padahal, 
kehadiran dan jumlah pendamping desa merupakan salah satu faktor 
penencu dari keberhasilan pendamping desa dalam menjalankan fungsi 
dan rugasnya kepada desa. Akibatnya, saat ini masih banyak desa yang 
belum merasakan fungsi dan rugas pendamping desa berjalan dengan 
baik. Hal itu diperparah lagi dengan kenyataan masih minimnya 
jumlah pendamping desa dan rendahnya angka kehadiran di rengah 
masyarakac desa. 

Keberadaan pendamping desa merupakan ha! yang cukup penting 
bagi desa. Akan tetapi berbagai permasalahan atau hambacan dalam 
mengelola pendamping desa akan membawa dampak negatif bagi 
perkembangan desa itu sendiri. Berdasarkan ha! cersebut, maka 
permasalahan ucama dalam culisan ini, yairu bagaimana aspek hukum 
pengacuran pendamping desa dan bagaimana implemencasinya? 

II. PENGATURAN PENDAMPING DESA 

a. Aspek Yuridis Pengacuran Pendamping Desa 

Rahardjo Adisasmita mengatakan bahwa pembangunan pedesaan 
merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan 
usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan 
masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan 
berdasarkan pada porensi dan kemampuan pedesaan . Dalam 
pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada 
pencapaian tujuan pembangunan, yaitu mewujudkan kehidupan 
masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.7 

Berdasarkan ha! tersebut, dapat dikarakan bahwa pembangunan desa 
merupakan salah satu bencuk atau cara bagi pemerintah untuk 
meningkatkan potensi seriap daerah sampai dengan wilayah paling 

" Rahardjo Adisasmita, Membangun Desa Partisiparif, Yogyakarra: Graha Ilmu, 2006, 
hal. 3. 
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rerisolir. UU No. 6 Tahun 2014 diharapkan memenuhi amanat 
konstitusi yang sudah mengakui hak asal usul dan hak tradisional dalam 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan 
berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang­ 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).8 

Pembangunan desa merupakan kehendak konsrlrusi, yang 
mengamanatkan bahwa adanya sebuah desentralisasi yang ditujukkan 
untuk menyejahrerakan masyarakat. Pasal 1 Angka (1) UU No. 6 Tahun 
2014 mengatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat seternpat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 menegaskan bahwa "Susunan dan 
tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang­ 
undang". Pengaturan Pasal 18 ayat (7) serta Pasal l 8B ayar ( 1 )  dan ayat 
(2) UUD 1945 menunjukkan bahwa sebenarnya Konstitusi relah 
mengamanatkan pengaturan temang pemerintahan desa." Aras dasar 
itu, pengaruran desa atau disebut dengan nama lain dari segi 
pemerimahannya mengacu pada keriga ketemuan dalam Konstitusi 
tersebut. Hal ini kemudian yang dijadikan dasar mengingat dalam 
pembentukan UU No 6. Tahun 2014. 

Dalam perjalanannya, terdapat beberapa aruran yang mengatur 
centang desa, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1946 
cemang Penghapusan Desa-Desa perdikan. Setelah iru, diundangkan 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aruran­ 
Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri yang Berhak Mengatur 

H Kerentuan Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten rang Desa. 
') Ni'marul H u d a ,  Perkc,nhangan Hukurn Tata Ncgsre Perdebacan dan (7agasan 

Penycmpurnaun. Yogyakam: F H UII Press, 2014, hal. 362. 
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dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Selain icu, setelah beberapa 
waktu, diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang 
Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dan Undang­ 
Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai Bentuk 
Peralihan umuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di 
Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Desa praja adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak 
mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya, dan 
mempunyai harta benda sendiri. Pada era Orde Baru lahir Undang­ 
Undang Nomor 5 Tahun 1979 renrang Pemerintahan Desa (UU 
No. 5 Tahun 1979) yang berbeda dengan undang-undang mengenai 
desa sebelumnya. Dalam UU No. 5 Tahun 1974 desa tidak lagi 
diposisikan sebagai daerah otonom. Desa adalah unit adminiscrasi 
pemerintahan terendah di bawah camat. Kepala Desa sebagai penguasa 
tunggal desa adalah bawahan arau anak buah camat. Desa hanya 
mempunyai hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.!" 
Undang-undang yang mengatur mengenai desa selanjutnya adalah 
Undang-Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah. Kelahiran UU Desa menggantikan 
pengaturan desa dalam UU No. 32 Tahun 2004 tersebut beserta 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai 

peracuran pelaksanaannya. 

Pengacuran tentang desa ini mengalami perubahan pada tahun 
2014 dengan diundangkannya UU No. 6 Tahun 2014 dan Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 
No. 23 Tahun 2014). Pada 15 Januari 2014, DPR RI mengesahkan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 14 tentang Desa. Sebagai 
peracuran pelaksanaan dari UU No 6 Tahun 2014, relah dikeluarkan 
Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 cemang Peraruran Pelaksanaan 

ro Ibid.. hal. 4-5. 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 30 Mei 
2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
47 Tahun 2015 temang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 30 Juni 2015, Peracuran 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa sebagaimana 
telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Selain 
itu, desa juga diatur dengan UU Pemda dalam Bab XVIII tentang Desa. 

Mohctar Nairn dan Sadu Wasistiono mengacakan bahwa desa 
merupakan basis kehidupan dan penghidupan, yang melipuri basis 
policik pemerintahan, basis sosial, basis ekonomi, basis budaya, dan basis 
keamanan dan ketahanan. 1 1  Desa juga menjadi basis bagi representasi 
semua entiras dalam batas kumpulan individu yang memiliki 
karakteriscik homogen, terikac kuat secara emosional dalam suatu sistem 
sosial budaya, serta memiliki organisasi yang bersifar primitif dengan 
kepala desa menjadi sentral gravi tasi politik, ekonomi, dan sosial 
budaya.12 Desa sebagai basis kehidupan, penghidupan, dan representasi 
semua entitas tersebuc merupakan instirusi yang otonom dengan tradisi, 
adat istiadat, dan hukumnya sendiri yang telah mengakar kuat, serta 
relarif mandiri dari campur tangan enritas kekuasaan dari luar. 13 

Dengan demikian, struktur sosial sejenis desa, masyarakar adat, dan 
lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang sangat penring." 

Desa dikategorikan ke dalam tiga jenis jika dilihat dari sisi peran 
dan fungsinya, yaitu: pertsms, desa adat (self governing community); 

" Ibid., ha!. 31 .  
"Muhadam Labolo, Dinamika Policik & Pemerincahan Lokal, Bogoc: Ghalia Indonesia. 

2015. hal. 170. 

I) Ni'marul Huda, Perkembangan Hukum Tus Negara . . .  ,  op. cit., hal. 361. 
14 HAW Widjaja. Oconomi Dess Merupakan OconomiyangAsli, Bulac, dan Uruh,Jakarta: 

PT. RajaGcafindo Persada, 2012, hal. 4. 
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kedua, desa otonom (local self government); dan ketige, desa 
administratif (local state government)." Selain itu, berdasarkan 
karakteristik desa di Indonesia yang sangat beragam, tipologi desa bisa 
dikelompokkan menjadi tiga ripe yaitu desa adat, desa adminisrratif 
dan desa transisi." Berkaitan dengan klasifikasi desa ini, desa juga dapat 
dikategorikan berdasarkan konsep kehidupan bermasyarakat, 
bernegara, dan berdesa, yaitu: perrama, desa organik atau desa adat, 
yaitu desa yang terbemuk dari kehidupan bermasyarakat secara 
parokhial u ntuk hidup bersama dan saling tolong menolong 
berdasarkan garis kekerabatan, agama, dan emis; kedua, desa korporatis, 
yaitu desa yang tunduk pada kebijakan atau regulasi negara; ketiga, 

desa mekanis yaitu desa memiliki kekuasaan dan berpemerimahan, yang 
di dalamnya mengandung otoritas (kewenangan) dan akumabilitas 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 
sehingga mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan 
kepada masyarakat; dan kcempet, desa inklusif, yaitu menjadi basis 
sosial atau menjadi basis memupuk modal sosial, yakni memupuk 
tradisi solidaritas, kerja sama, swadaya, gotong royong secara inklusif 
yang melampaui batas-batas eksklusif seperti kekerabatan, suku, agama, 
aliran atau sejenisnya.17 

Selain itu, perlu disadari bahwa desa juga merupakan cikal bakal 
terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan sebelum 
terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti, 
desa berfungsi sebagai akar-akar pemerintahan yang secara sosiologis 
menjadi basis perkembangan pemerintahan hingga mengubah diri 

"Muhammad Yasin, Ahmad Rofik, Fachurrahman, et. Al., Anorui Undang-Undsng No. 
61ahun 2014 rentang Desa, Jakarta: Pusar Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) 
didukung oleh The Asia Foundation, 2015, ha!. 44. 

H, Kushandajani, "Rekonstruksi Hukum Pemerintahan Desa Pemikiran Perubahan 
Kebijakan Bagi Desa,'' Politika:Jurnal llmu Policik, Vol. 2 No. 1 Tahun 2011 ,  hal. 48-56. 

17 Disampaikan oleh Sucoro Eko dalam Focus Group Discussion Penelirian Kelompok 
lmplementasi UU No. 6Tahun 2014 tentang Desa dari Aspek Hukum Tata Negara dan 
Hukum Ekonomi, Pusac Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2 Maret 2017. 
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menjadi kompleks dalam bentuk negara. 18  Desa sebagai akar 
pemerincahan perlu diperkuat karena memperkuac desa berarci 
memperkuat negara yang merefleksikan sel-sel penyangga di lapis 
terbawah pemerincahan.19 Uncuk memperkuat desa, pemerincah telah 
membuat kebijakan hukum berupa UU Desa. 

UU Desa memberikan wajah baru dan paradigma baru bagi desa 
dengan posisi, peran, dan kewenangan desa yang baru. Wajah barn 
desa menjadi harapan mengiringi UU Desa karena pada peraturan 
perundang-undangan sebelumnya kewenangan desa hanya bersifar 
target, sedangkan dengan UU Desa kewenangan desa bersifar rnandar." 
Selain iru, UU Desa ini antara lain mengandung asas rekognisi, 
redistribusi, ada inscicusionalisasi sistem desa sebagai pemerincahan 

masyarakat sehingga bisa menyelenggarakan pemerincahan, pembangunan, 
pemberdayaan masyarakat secara penuh, penataan desa, pembinaan, 
dan pengawasan uncuk terciptanya desa yang maju, kokoh, mandiri, 
dan demokratis sehingga terwujud kesejahceraan rakyat. 21 

Kewenangan Desa diatur dalam Pasal 18 UU Desa, yang meliputi 
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usui, dan adat istiadat Desa. Pasal 19 UU Desa menyatakan 
kewenangan Desa meliputi: 

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul: 

b. Kewenangan lokal berskala Desa; 

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerincah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, arau Pemerintah Daerah Kabupaten/Koca; dan 

"Muhadam Labolo, Dirumika Polirik & Pemerintahan Lokal, op. cit.. hal. 257. 
19 Ibid. 

2

° Kementerian Dcsa, Pembangunan Dacrah Tertinggal, dan Transrnigraxi, Buku I 

Kewenanb>al1 Dess dan R.eguLi.,;;i Desa,Jakana: 2015, ha!. 9. 

'' Ibid. 
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d. Kewenangan lain yang dirugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, atau Pemerincah Daerah Kabupaten/Kota sesuai 
dengan ketentuan peraruran perundang-undangan. 

Kewenangan hak asal usu! antara lain terkait dengan sistem 
organisasi desa, adat istiadat, dan praktik hukum desa, sedangkan 
kewenangan lokal berskala desa lebih ke urusan ekonomi seperti BUM 
Desa. Kedua kewenangan ini merupakan kewenangan desa berdasarkan 
asas subsidiaritas dan rekognisi, sedangkan dua kewenangan desa yang 
lain merupakan kewenangan perbantuan dari pemerintah dan 
pemerintah daerah. Kewenangan desa ini bukan merupakan bagian 
dari asas desentralisasi dan residualitas dengan kewenangan lokal karena 
desentralisasi hanya berhenti di kabupaten/kota dan desa hanya 
menerima pelimpahan sebagian kewenangan atau sisa kewenangan 
yang dijalankan oleh Pusat dan Pemerintah Dae rah. 21 Spirit dari 
kewenangan desa ini adalah otonomi desa. 23 Otonomi desa yang 
dimaksudkan yaitu adanya kewenangan desa uncuk melakukan sebuah 
usaha uncuk meningkatkan taraf hidup rnasyarakat desa. Selain iru 
diharapkan otonomi desa ini dapar memberikan kesempatan kepada 
desa untuk melakukan berbagai usaha sesuai dengan karakter atau 

keunggulan masing-masing desa. 

Sutoro Eko Yunanro " mengatakan bahwa pernbentuk undang­ 

undang menginginkan agar desa sebagai pemerintahan lokal melakukan 
perbuatan hukum berdasarkan hak asal-usul dan hak tradisional yang 

22 Disampaikan oleh Suroro Eko dalam Focus Group Discussion Penelirian Kelompok 
lmplemencasi UU No. 6 Tahun 2014 tencang Desa dari Aspek Hukum Tara Negara dan 
Hukum Ekonomi, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2 Maret 2017. 

n Tabloid Desa, "Spirit Kewenangan Desa adalah Otonomi," http://cabloid-desa.com/ 
spirit-kewenangan-clesa-adalah-otonomi-d.esa/, dlakses 5 Maret 2017. 

24 Disampaikan oleh Sutoro Eko Focus Group Discussion Penelitian Kelompok centang 
lmplemencasi Undang-Undang No. 6 Tahum 2014 rentang Desa dari Aspek Hukum Tara 
Negara dan Hukum Ekonomi, Pusar Penelician Badan Keahlian DPR RI, Jakana, 28 
Febcuari 2017. 
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diakui dan dihormati dalam sisrern pemerimahan NKRI. Untuk 

mewujudkan political will tersebuc, UU Desa mempunyai misi, yaitu: 

a. Mewujudkan desa kuat, maju, mandiri, demokratis, dan sejahtera. 

b. Pembangunan desa dilakukan melalui rekognisi, subsidiaritas, 

redistribusi, dan demokrasi, sehingga membawa desa yang 

benenaga sosial, berdaulat secara polirlk, berdaya secara ekonomi, 

dan bermartabat secara budaya. 

c. Desa dipromosikan sebagai subjek dan arena pembangunan 

d. Perubahan dari pembangunan yang digerakkan oleh negara (scate 

driven development) dan pembangunan yang digerakkan 

masyarakat (community driven development) menuju pembangunan 

yang digerakkan oleh desa ( village driven development). 

e. Desa menjadi basis modal sosial, basis politik dan pemerintahan, 

basis demokrasi, dan basis ekonomi. 

f. Desa dalam skema pembangunan menyediakan pelayanan dasar, 

mengembangkan aset ekonomi lokal, membangun insfrastrukrur, 

serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan. 

Otonomi desa merupakan hak, wewenang, kewajiban unruk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang 

ada pada masyarakat unruk rumbuh dan berkembang mengikuti 

perkembangan desa tersebut. Bentuk otonomi yang diberikan kepada 

desa menurut Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 rnelipuri kewenangan: 

a. Di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa; 

b. Pelaksanaan pembangunan desa; 

c. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan 

d. Pemberdayaan masyarakat desa. 
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Semua kewenangan icu didasarkan pada prakarsa masyarakar, hak 

asal-usul, dan adat-istiadar desa. Yang dilakukan untuk mengembangkan 

oronomi asli desa adalah: 

a. Penyadaran; 

b. Pendidikan dan pelatihan; 

c. Penguatan jaringan; 

d. Pengembangan kekuatan; penguatan modal sosial: 

e. Penguatan kapasitas; dan 

f. Pengakuan/ rekognisi. 

Adapun harnbatan dalam pelaksanaan otonomi desa di antaranya: 

a. Sumber daya perangkat desa yang terbatas; 

b. Sumber daya masyarakat yang kurang mendukung; 

c. Perangkat acuran yang sering kali berubah-ubah; 

d. Kurang operasionalnya perangkat aturan; dan 

e. Seringnya campur tangan pernerintah tingkat atasnya. 

Uncuk memperkuat aparat desa dan masyarakat dalam sistem 

penyelenggaraan desa agar desa dapat bersifar otonomi penuh, perlu 

dipersiapkan hal-hal sebagai berikur: 

a. Perangkat peraturan pelaksanaan yang jelas, baik secara 

subsransional maupun secara operasional; 

b. Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan berkomitmen; 

c. Sarana dan prasarana yang mendukung; 

d. Pembinaan dan pengawasan secara kominu; dan 

e. Penyediaan sumber dana. 

Fungsi, tugas, dan kewenangan desa sebagaimana disebutkan di 

atas merupakan ha] yang cukup berat bagi perangkat desa untuk 

melaksanakan dan menjalankannya. Selain fungsi, tugas, dan 
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kewenangan sebagaimana dimaksud sebelumnya, UU No. 6 Tahun 

2014 rnenyatakan bahwa desa mendapatkan anggaran dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurut Fokky Fuad, 25 Pasal 72 

ayat (1 )  huruf b yang menyatakan bahwa pendapatan desa dapat 

diperoleh dari alokasi APBN26 berpotensi menciptakan prakcik korupsi 

di tingkat desa. Hal ini dapat rerjadi apabila perangkat desa tidak 

mengerti bagaimana menggunakan dana desa rersebut. Pendapatan 

Desa yang diperoleh dari APBN juga berpotensi memberatkan 

anggaran negara untuk mendanai desa. Pejabat desa yang umumnya 

berpendidikan sekolah umum dirasakan cukup berat umuk mengelola 

anggaran yang berasal dari APBN. Keridakpahaman atas pengelolaan 

dana APBN ini dapat membuat seorang Kepala Desa dan perangkat 

desa terseret kasus korupsi. 

Potensi penyalahgunaan dana desa ini mungkin saja terjadi, baik 

itu dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Oleh karena itu, perlu 

sebuah pendampingan dari kalangan profesional agar penyalahgunaan 

dana desa, baik sengaja maupun tidak sengaja tidak terjadi. Dasar 

hukum dari Pendampingan Desa ini adalah Peraturam Memeri 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI No. 3 tahun 

2015 .  Pasal 1 1  Permendesa No. 3 tahun 2015 menyarakan bahwa 

Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan 

pembangunan desa dan pemberdayaan rnasyarakar desa. Pasal 1 1  ini 

menarik unruk dikaji lebih jauh untuk mengukur efektiviras para 

"Disampaikan oleh Fokky Fuad dalam Focus Group Discussion Penelician Kelompok 
tenrang lmplemencasi Undang-Undang No. 6 Tahum 2014 tencang Desa dari Aspek Hukum 
Tata Negara dan Hukum Ekonomi, Pusar Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 28 
Februari 2017. 

26 CNN Indonesia melaporkan bahwa pemerinrah celah menaikkan alokasi Dana Desa 
dari semula Rp 20,76 criliun pada 2015 menjadi Rp 46,9 rriliun pada tahun anggaran 2016, 
atau naik 125,91 persen. Menreri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan, alokasi 
dana desa sebesar Rp 46,9 rriliun pada 2016 sama dengan 6,4 persen dari total dana transfer 
Pemerintah Pusat ke Daerah. Lihat: <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/ 
2015092515 3 5 51-78-8096 5/pemerincah-gandakan-dana-desa-20 l 6-jadi-rp-469-rriliun/ 
>, diakses pada ranggal 27 Pebruari 2017. 
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petugas pendamping desa dalam pembangunan di desa dan 

memberdayakan masyarakac desa." 

Pasal 112  UU No. 6 Tahun 2016 sebelumnya mengatakan bahwa 

pemberdayaan masyarakac Desa dilaksanakan dengan pendampingan 
dalam perencanaan, pelalcsanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa 
dan Kawasan Perdesaan. Pasal 1 1 2  No. 6 Tahun 2016 merupalcan dasar 

dalam acuran yang dituang dalam Pasal 12 Permendesa No. 3 Tahun 

2015  tentang tugas pendamping. Pengaturan ini, menimbulkan 
kendala dalam pembangunan desa secara utuh, hal ini dikarenakan 

pendamping desa tidak diikutsertakan dalam pembangunan desa secara 

utuh khususnya terkait dengan pelaksanaan. Tugas pendamping desa, 
seringkali hanya dilakukan pada saat perencanaan dan evaluasi saja. 

Perencanaan yang diikuti oleh pendamping desa juga hanya dilalcukan 

pada saat awal perencanaan, bukan perencanaan secara keseluruhan. 

Hal ini dikarenakan tingkat kehadiran pendamping desa unruk 
mendampingi desa. Selain itu, juga evaluasi yang dilakukan hanya 
sebatas evaluasi secara administrasi saja. Permasalahan evaluasi ini timbul 

dikarenakan belum ada aturan yang secara tegas menyebutkan bahwa 

pendamping desa dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh mulai 

dari evaluasi perencanaan sampai evaluasi pelaksanaan program desa. 

Diundangkannya UU No. 6 Tahun 2014 memberikan kesempatan 

kepada desa untuk mengelola keuangan yang sangat besar dan lebih 
besar dari yang ada saat ini. Dana desa berasal dari Alokasi Dana Desa 
(ADD), Dana Desa (DD}, Dana bagian dari Bagi Hasil Pajalc Daerah 

dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dan Pengelolaan Pendapatan 

Asli Desa. Dana ini sangar besar bagi sebuah desa. Oleh karena itu, 

" Pada Kabuparen Lombok Tengah, dari 127 Kepala Desa sebanyak 13 orang Kepala 
Desa diperiksa oleh aparat Kejaksaan dalam kairan dengan penggunaan Dana Desa. Menurut 
Laporan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, banyak Kepala Desa yang cidak faham 
penggunaan dana desa menurur aruran hukum yang berlaku. Lihat: H; Lalu M. lkrom, 
Priharin Ban yak Ksdes Terkena Kssus Korupsi di Loceng, sumber: <hrrps://ipji.org/2016/04/ 
20/h-lalu-m-ikrom-prihatin-banyak-kades-cerkena-kasus-korupsi-di-loceng/>, diakses canggal 
27 Pebruari 2017. 
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pengelolaannya memerlukan sebuah kearifan, inovasi, dan krearifitas 

dari perangkat desa unruk menggunakan dana desa tersebut. 

Penggunaan DD dan ADD merupakan amanah dari UU Desa, agar 

setiap desa dapat membangun dan mengembangkan potensi desanya 

masing-masing. Adapun tujuan dari DD dan ADD ini yairu agar 

terciptanya pemeraraan pembangunan di setiap desa. 

DD dan ADD saat ini cukup besar bagi seriap desa. Adapun dana 

yang sudah dianggarkan pada rahun 2018 yaitu sebesar Rp60 trilliun. 

Per rahun, desa tertinggal atau miskin mendapatkan alokasi anggaran 

sebesar Rp3,5 milliar, sedangkan desa yang sudah rnaju mendapatkan 

anggaran sebesar Rp800juta.28 Jadi, terlihat bahwa DD yang cukup 

besar dan karena itu diperlukan sebuah keahlian unruk mengelola 

anggaran tersebut agar dapat dipergunakan secara efekrif dan efisien, 

Akan retapi, mengingat sumber daya manusia (SOM) yang ada di tiap 

desa berbeda-beda, diperlukan sebuah pendampingan dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pengelolaan DD. 

Pendampingan oleh pendamping desa salah satunya adalah 

terhadap pengelolaan DD. Peraturan Mcnreri Desa Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015  tentang 

Pendampingan Desa (Permendes Pendampingan Desa) memaparkan 

pengolaan dana desa secara cerperinci. Pasal I angka 14 Permendes 

Pendampingan Desa mengatakan bahwa Pendampingan Desa adalah 

kegiatan unruk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui 

asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. Berdasarkan 

Permendes tersebur, Pendampingan Desa mempunyai tujuan untuk:29 

a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas 

pemerintahan Desa dan pembangunan Desa; 

"Muhammad Aminudin. Dana Desa 2018 recap Rp. 60 Trilliun, lni Alasannya. https:/ 
/finance.detikcom/berita-ekonomi-bisnis/ d-380 I 030/ dana-desa-2018-tetap-rp-60-triliun­ 

i ni-alasannya, d iakses tanggal 21 Agustus 2018. 
29 Pasal 2 Permendes Pendampingan Desa. 
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b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat 
Desa dalam pembangunan Desa yang partisiparif 

c. Meningkackan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; 
dan 

d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris. 

Tujuan pendampingan desa tersebut sudah jelas untuk kepentingan 
desa. Adapun pembentukan pendamping desa ini didasarkan pada 
kebutuhan desa umuk melakukan pengelolaan dan pengembangan 
melalui program-program yang dibencuk oleh pemerincah desa. 
Program ditujukan untuk kepemingan desa, yaitu agar setiap desa dapat 
mengembangkan potensi yang ada pada desanya. 

Permendes Pendamping Desa mengatur mengenai pendamping 
desa dengan pembagian atas tenaga pendamping profesional, kader 
pemberdayaan masyarakac desa, dan pihak keciga. 30 Pendamping 
profesional kemudian cerdiri acas pendamping desa, pendamping teknis, 
dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat." Masing-masing pendamping 
dirempatkan sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangannya, seperti 
pendamping desa di kecamatan, pendarnping teknis di kabupaten, dan 
tenaga ahli pemberdayaan masyarakat di pusar dan provinsi." 

Permendes Pendamping Desa mengatakan bahwa cugas 
pendamping desa adalah mendampingi desa dalam penyelenggaraan 
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. B Dalam Pasal 
1 2  Permendes Pendampingan Desa diregaskan bahwa dalam 
melaksanakan tugas mendampingi desa, pendamping desa rnelakukan: 

a. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 
pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan 
masyarakat Desa; 

" Ibid., Pasal 4. 

" Ibid., Pasal 5. 

"Ibid., Pasal 6-Pasal 8. 

H Pasal I 1 Permendes Pendampingan Desa. 
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b. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan 
sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan 
sumber daya alam dan reknologi cepac guna, pembangunan sarana 
prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; 

c. Melakukan peningkacan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, 
lembaga kemasyarakacan Desa dalam hal pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat Desa; 

d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok 
masyarakac Desa; 

e. Melakukan peningkatan kapasicas bagi Kader Pemberdayaan 
Masyarakac Desa dan mendorong terciptanya kader-kader 
pembangunan Desa yang baru; 

f. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan 
secara partisiparif dan 

g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkac kecamatan dan 
memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat 
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

Pendamping reknis benugas mendampingi desa dalam pelaksanaan 
program dan kegiatan sektoral. Selain itu, pendamping teknis 
membantu pemerintah daerah dalam hal sinergitas perencanaan 
pembangunan desa, mendampingi pemerintah daerah melakukan 
koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan 
desa, dan melakukan fasilitasi kerja sama desa dan pihak ketiga cerkait 
pembangunan desa. 34 

Tugas utarna tenaga ahli pemberdayaan masyarakat mencakup 
bantuan teknis keahlian bidang manajemen, kaj ian, keuangan, 
pelatihan, dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur 
perdesaan, dan regulasi. Selain itu, tenaga ahli pemberdayaan 
masyarakat membantu pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 

34 Pasal 13-14 Permendes Pendampingan Desa. 
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pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan fasilirasi 
perumusan kebijakan dan peraruran terkait pemberdayaan dan 
pendampingan masyarakar desa, membancu rnelakukan asistensi, 
menyusun rancangan pelatihan dan fasilitasi pelatihan terhadap 
pendamping desa, pendamping ceknis, kader pemberdayaan 
masyarakat desa dan pihak ketiga, dan membanru pemerinrah, 
pemerinrah daerah provinsi, pernerinrah daerah kabupaten/koca dalam 
hal melaksanakan pengendalian pendampingan dan evaluasi 
pendampingan desa." 

Tugas pendamping desa yaitu mendampingi desa dalam 
penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakac 
desa. Pendamping teknis bertugas mendampingi desa dalam 
pelaksanaan program dan kegiatan sekroral. Pendamping teknis juga 
rnernbantu pemerintah daerah dalam hal sinergitas perencanaan 
pembangunan desa, mendampingi pemerinrah daerah melakukan 
koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan 
desa, dan melakukan fasilirasi kerja sama desa dan pihak keciga terkait 
pembangunan desa. Adapun tenaga ahli pemberdayaan masyarakat 
merniliki tugas urama mencakup banruan teknis keahlian bidang 
manajemen, kajian, keuangan, pelatihan, dan peningkaran kapasitas, 

kaderisasi, infrastruktur perdesaan, dan regulasi. Selain itu, tenaga ahli 
pemberdayaan masyarakat membanru pernerintah, pemerintah daerah 

provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kora dalam melakukan fasilirasi 
perumusan kebijakan dan peraturan terkait pemberdayaan dan 
pendampingan masyarakat desa, membanru melakukan asistensi, 
menyusun rancangan pelarihan dan fasilitasi pelatihan terhadap 
pendamp ing desa, pendamping teknis, kader pemberdayaan 
masyarakat desa dan pihak keriga, dan membanru pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 
ha! melaksanakan pengendalian pendampingan dan evaluasi 
pendampingan desa. 

" Pasal 15-17 Permendes Pendampingan Desa. 
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Pengaturan tencang pendamping desa sudah jelas dicantumkan 
dalam berbagai peracuran perundang-undangan. Akan tetapi, dalam 
implememasinya, penerapan dan pelaksanaan pendamping desa tidak 
sebagaimana mescinya. Banyak permasalahan yang rerjadi, baik itu 
dalam regulasi maupun penerapannya. Fakror penyebab cimbulnya 
permasalahan cesebuc ancara lain tidak dilibackannya pemerintah desa 
sebagai "user", permasalahan rekrutmen, serta rendahnya kapasitas dan 
kapabilicas yang dimiliki pendamping desa. Pendamping desa tidak 
dibekali dengan kecerampilan yang memadai sebelum curun ke desa 
sehingga kontribusi mereka tidak optimal. Masalah seperri inilah yang 
cerjadi di Kabuparen Malang dan Kabupaten Berau. Di dua kabuparen 
ini, rarnpak sekali ada masalah, mulai dari regulasi yang mengacur 
mengenai rekrucmen, pengalaman, pendidikan, dan pengetahuan 
pendamping desa, sampai kurangnya sarana dan prasarana yang dapac 
dipergunakan oleh pendamping desa. Hal ini cencu saja berdampak 
kepada kemajuan desa secara keseluruhan, khususnya bagi desa yang 
belum memahami secara pasci aturan-acuran yang berlaku dalam 
menggunakan dana desa. Secara lebih spesifik, masasalah-masalah ini 
akan menimbulkan dampak rerbengkalainya program-program yang 
sudah direncanakan acau sedang dilaksanakan oleh perangkar desa. "' 
Permasa lahan ini  cidak dapar dianggar mudah, dikarenakan 
permasalahan pendamping desa yang cidak mempunyai kompetensi 
acau kapasiras dalam membangun desa, jusrru akan menyulitkan bagi 
perangkac desa dalam melaksanakan program yang sudah diacur dan 
direncanakan oleh Perangkat Desa dan Pemerincah. 

b. Implemcntasi Pengaturan Pendamping Desa 

Pengaruran rerkair dengan pendamping desa renru saja ridak lupur 
dari segala bencuk permasalahan acaupun hambatan. Permasalahan 

,., Hasil penclitian Iapangan dalarn rangk.a Penelirian Kelompok ten rang lmplcmentasi 
Undang-Undang No. 6 'Iahum 2014 rc:nrang Desa dari Aspek Hukum Tara Negara dan 
Hukum Ekonomi, Pusar Penclirian Badan Keahhan DPR RI, Malung, 9 Mei 2017. 
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ataupun hambaran ini berbagai macam penyebabnya. Permasalahan 
ucama dari pengaturan pendamping desa tentu saja dari aspek yuridis, 
yairu peraruran perundang-undangan yang mengatur mengenai 
pendamping desa. Salah saru permasalahan yang rimbul dari 
pengaruran pendamping desa yaicu rerkait dengan klasifikasi 
pendamping desa. Klasifikasi pendamping desa yang tercanrum dalam 
Permendes Pendamping Desa sedikir berbeda dengan apa yang diarur 
dalam Peraruran Pemerincah Nomor 47 Tahun 2 0 1 5  Tenrang 
Perubahan Atas Peracuran Pemerinrah Nomor 43 Tahun 2014 Tenrang 
Peracuran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tenrang 
Desa (PP 47 Tahun 2014). Pasal 129 ayat ( 1 )  PP 47 Tahun 2014 

mengatakan bahwa Tenaga pendamping profesional sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) rerdiri acas: 

a. Tenaga pendamping lokal Desa, yang berrugas di Desa untuk 

mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerinrahan Desa, 

kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, clan pembangunan 
yang berskala lokal Desa; 

b. Tenaga pendamping Desa, yang bercugas di kecamatan uncuk 
mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, clan pembangunan 
yang berskala lokal Desa; 

c. Tenaga pendamping teknis, yang berrugas di kecamacan unruk 

mendampingi Desa dalam pelaksanaan program clan kegiatan 
sekroral: clan 

d. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, yang bcrcugas meningkatkan 
kapasicas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakacan Desa, clan pemberdayaan masyarakat Desa. 

Hal icu berbeda dengan Pasal 5 Permendes Pendamping Desa, yang 
menyatakan bahwa Tenaga pendamping profesional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) terdiri atas: 
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a. Pendamping Desa; 

b. Pendamping Teknis; dan 

c. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat. 

Pembeda antara pengacuran yang cerdapat dalam Pasal 129 ayac 
(1) PP 47Tahun 2015 dan Pasal 5 Permendes Pendamping Desa cerkait 
dengan pengacuran pendamping lokal desa yang diacur dalam Pasal 
129 ayac (1) PP 47 Tahun 2015. Hal ini tencu saja dapat menimbulkan 
ketidakpastian hukum karena adanya perbedaan peraturan pemerintah 
dan peracuran menteri. 

Apabila melihat canggal pengundangan kedua peraturan cersebur, 
tampak bahwa Permendes Pendamping Desa lebih dahulu 
diundangkan daripada PP 47 cahun 2015.  Permendes Pendamping 
Desa diundangkan pada tanggal 30 Januari 2015, sedangkan PP 47 
Tahun 2015  diundangkan pada tanggal 30 Juni 2015.  Berdasarkan 
ha] tersebuc, cerdapat kecidaksinkronan dalam pembencukan 
peracuran perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011  tentang Pembencukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12 
Tahun 201 1 )  pada dasarnya sudah mengacur mengenai struktur 
hierarki peracuran perundang-undangan. Pasal 7 ayat ( 1 )  UU 12 Tahun 
2011  mengacakan bahwa Jenis dan hierarki Peraruran Perundang­ 
undangan terdiri atas: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaracan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerincah Penggami Undang- 
Undang; 

d. Peraruran Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
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Berdasarkan hal terse but, dapat disimpulkan bahwa peraturan 
pemerintah lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan. 
Artinya, peraturan menteri tidak boleh bertencangan dengan 
peraruran pemerintah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan 
oleh Smfenbau tentang hierarki peraturan perundang-undangan. 
Menurut Smfenbau, terrib hukum (legal order, Reeb ts order} 

merupakan a sysrem of norms yang berbenruk seperri cangga-tangga 
piramid. Pada ciap-riap tangga terdapar kaidah-kaidah (norms) dan 
di puncak piramida terdapat kaidah dasar (grundnorm).37 Dengan 
kaca lain, ada sebuah tataran perundang-undangan yang dapat menjadi 
dasar dalarn pembentukan aturan-aturan pelaksana. Pasal 7 UU 12 

Tahun 2011  menempatkan aturan rerringgi, yairu UUD Tahun 1945, 

sedangkan aruran-aturan pelaksana atas UUD Tahun 1945 tersebut 

mcncakup kecetapan MPR sampai dengan peraruran dacrah kabupacen. 

Apa yang dikcmukakan oleh srufenbau rersebur merupakan dasar 

dari pernbenrukan peracuran perundang-undangan agar rerdapar 

harmonisasi dan sinkronisasi dalam pembenrukan peracuran 
perundang-undangan. Harmonisasi dan sinkronisasi dilakukan dalam 

rangka mensinergikan sebuah peracuran dengan acuran lain sehingga 
cidak rerdapar cum pang ti ndih, acau cidak tercipta aruran yang saling 

berseberangan dengan aruran lain. 

Dalam kenyatannya, aturan yang diundangkan oleh Pemerintah 

dan Kementerian Desa cidak sating mendukung (sinkron). Hal ini 
rerlihat dari PP 47 Tahun 2015 dan Permendes renrang Pendarnping 

Desa. Adanya aruran renrang klasifikasi renaga pendarnping profesional 

(rerkair pendamping lokal desa) dapar menimbulkan rafsir hukum yang 

berbeda. Perbedaan ini akan mengakibackan disharmonisasi peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai pendamping desa. 
Disharmonisasi ini dapat mengakibarkan rerjadinya kekosongan hukum 

yang mengatur mengenai pendamping lokal desa rersebut, Kekosongan 

'"Soetiksno, Filsalac Hukum, [akarta: PT Pradnya Pacamita, 2003, hal. 64. 
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hukum yang terjadi juga akan mengakibackan tidak dapat berjalan 
dengan efektifnya pendamping lokal desa. Pembenahan atas pengaturan 
pendamping lokal desa perlu dilakukan oleh Kemencerian Desa agar 
ridak terjadi kekosongan hukum pengaturan pendamping lokal desa. 

Selanjumya, permasalahan di bidang regulasi, yaitu terkait dengan 
rekrurmen pendamping desa. Pasal 23 Permendesa Pendamping Desa 
menyatakan bahwa rekrutmen pendamping desa, pendamping teknis, 
dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakar dilaksanakan di daerah dan 
ditetapkan oleh Menteri. Aturan ini menurut pemerincah kabuparen 
tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam UU No. 23 Tahun 
2014 mengenai sisrem desentralisasi. Hal ini karena ada keinginan 
bahwa siscem otonomi acau desentralisasi termasuk ke dalam wilayah 
desa. [adi, desa diharapkan merupakan sebuah daerah otonom baru 
yang dapat memerintah dan mengembangkan daerahnya dengan 
kekuasaan seperti pemerincah daerah di tingkat kabupacen atau kota. 

Siscem rekruicmen saac ini yang dilakukan yaitu pendamping desa 
direkruir oleh Pemerintah Provinsi dan langsung diserahkan ke 
kecamatan." Menuruc  Dinas Pemberdayaan Masyarakar dan 
Pemerintahan Kampung Kabuparen Berau, desa merasa dilangkahi 
"dilangkahi/dilewati" dalam proses rekrutmen pendamping desa. Yang 
dimaksudkannya adalah rekrurrnen dilakukan oleh Pemerintah Provinsi 
dan diserahkan langsung ke kecamatan, rerapi dalam rangka koordinasi 
dilakukan oleh dinas di kabuparen." Padahal, Pemerintah Provinsi cidak 
selalu dapat memahami secara jelas kondisi di lapangan (desa atau 
kampung) yang terdapat di Kabuparen Berau, Provinsi Kalimantan 
Timur, seperri keadaan geografis, masyarakat, keburuhan desa/ 
kampung, dan lain-lain. 

JH Dara diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakar clan Pemerintahan Kampung 
Kabupacen Berau dalam rangka Penelirian Kelompok tencang Implemenrasr Undang-Undang 
No. 6 Tahum 2014 cenrang Desa dari Aspek Hukum Tara Negara dan Hukum Ekonomi, 
Pusar Penelirian Badan Keahlian DPR RI, Berau, 14 September 2017 

"'Ibid. 
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Pengaturan Pasal 23 Permendesa Pendamping Desa ini menimbulkan 
banyak rafsir hukum, ha! ini dikarenakan penyeburan kata "daerah" 
yang tertuang dalam Pasal 23 Permendesa Pendamping Desa tidak 
mengacu secara jelas ringkat pemerintah mana yang dituju, apakah 
pemerintah daerah tingkar I atau pemerintah daerah tingkar II. Hal 
ini kemudian yang dapat ditafsirkan secara mandiri oleh daerah masing­ 
masing baik itu di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Selain iru, 
pendamping desa yang berada pada wilayah kabupare n arau 
pendamping lokal desa tidak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan 
oleh masyarakar desa pada umumnya. Dinas Pemberdayaan Kampung 
di Kabupaten Berau, misalnya, mengeluhkan aturan terkait dengan 
sistem rekrutrnen yang saat ini dilakukan. Dinas Pemberdayaan 

Kampung di Kabupaten Berau menyarankan agar p ihak yang 
melakukan rekrutmen adalah kabupaten/kora, sedangkan proses seleksi 
dilakukan oleh provinsi berdasarkan kemampuan dan elektabilitas 

pendamping tersebur. Dengan demikian, diharapkan koneksicas anrara 
kebucuhan desa dan pendamping desa dapar rercipta dengan baik. 
Selain icu, dengan keterlibatan pemerinrah kabupaten/kora terhadap 
penyaringan awal (rekrutmen) pendamping desa, dapar dikerahui 
potensi kapasitas dan kapabilitas dari seseorang yang dikirimkan untuk 
dilakukan proses seleksi lebih lanjur oleh pemerintah provinsi. 

Permasalahan pengacuran rekrurmen ini juga menimbulkan 
dampak implernentasi di "lapangan". Permasalahan ini rerkait dengan 
keseriusan pendamping desa dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan 
kewenangannya. Tingkar disiplin araupun kehadiran pendamping desa 

untuk datang ke desa dalam melaksanakan fungsi, rugas, dan 
kewenangannya cukup rnernpriharinkan."? Perangkat Desa Labanan 
Makmur dan Perangkar Desa Pujonkidul mengatakan bahwa cingkat 
kehadiran pendamping desa cukup rendah. Hal ini cukup menjadi 
perhatian bagi pcrangkar desa clan masyarakat desa. Hal ini rerjadi 

Ibid. 
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sebagian karena adanya anggapan bahwa pendamping desa tidak 

benanggung jawab atas fungsi, rugas, dan kewenangannya. 

Permasalahan lain yang timbul yaitu banyaknya kasus pengunduran 
diri pendamping desa. Pengunduran diri disebabkan ketidaksanggu pan 
pendamping desa untuk mendampingi 2 (dua) sampai 3 (tiga) desa 
secara bersamaan. Permasalahan pengunduran diri terjadi di Kabupaten 
Berau, terutama karena jarak antara satu desa dan desa yang lainnya 
sangat jauh atau secara geografis tidak mudah dilalui (berbahaya). 
Kondisi ini tenru saja menyulitkan bagi pendamping desa. Selain karena 
jalur yang cukup berbahaya, juga karena tidak adanya akomodasi yang 
ditanggung oleh pemerintah daerah atau desa. Kondisi geografis di 
daerah lain sering kali disamaratakan dengan kondisi geografis di Pulau 
Jawa arau pulau lain yang relarif mudah dilalui. Permasalahan ini 
merupakan permasalahan klasik yang tetap dilakukan oleh Pemerintah 
Pusat dalam membentuk regulasi. 

Alasan lain pengunduran diri pendamping desa adalah kondisi 
geografis yang menyulitkan serta tidak adanya sarana dan prasarana 
dalam menunjang rugas pendamping desa. Pemerintah Pusat sering 
kali tidak mempertimbangkan kondisi geografis di luar Pulau Jawa yang 
sangat sulit untuk ditempuh. Infrastrukrur yang ridak merara ini 
kemudian menyebabkan berbagai kegiatan pendampingan desa 
mengalami kererlarnbatan. Usaha seorang pendamping desa unruk 

mencapai suaru desa yang membutuhkan pengorbanan, baik secara 
fisik maupun finansial, sering kali tidak sebanding dengan apa yang 
diterirna oleh para pendamping desa. Hal ini tentu saja mernbuat para 
pendamping desa malas u ntuk melakukan fungsi, rugas, dan 
kewenangannya sehingga mereka mengundurkan diri. " 

Selain kasus pengunduran diri pendamping desa, permasalahan 
lain terkair dengan kapasiras seorang pendamping desa uncuk 
melakukan pendampingan desa. Saat ini, masih banyak dicemui 

" Ibid. 
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pendamping desa yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang 
disebuckan dalarn Permendes Pendampingan Desa. Pasal 24 Permendes 
Pendamping Desa mengacakan bahwa kompetensi sebagai pendamping 
desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain: 

a. Memiliki pengecahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan 
masyarakac; 

b. Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakac Desa; 

c. Mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakac 
Desa; 

d. Mampu melakukan ceknik fasillrasi kelo mpok-kelornpok 
masyarakat Desa dalam musyawarah Desa; dan/acau 

e. Memiliki kepekaan cerhadap kebiasaan, adac isciadac dan nilai­ 

nilai budaya masyarakat Desa. 

Syarat dalam Pasal 24 Permendes Pendamping Desa tersebuc 

merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi sebagai pendamping 

desa. Akan tetapi, sarnpai dengan saat ini, syarac kualifikasi ini masih 
banyak yang belum cerpenuhi. Masih banyak pendamping desa 
direkrut dan direrirna dalam nuansa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
(KKN). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang 

mengatakan bahwa rekrucmen dan diterimanya seseorang sebagai 

pendamping desa didasarkan pada kepencingan golongan.42 Hal ini 
tencu saja akan merugikan bagi desa yang mendapatkan pendamping 

desa semacam iru. 

Selain kepencingan golongan terrentu, pendamping desa juga sering 

kali cidak mempunyai kapasitas atau kapahilitas sebagai seorang 
pendamping desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

42 Data diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakac dan Dcsa Kabuparen Malang 
dalam rangka Penelician Kelompok ccnrang lmplemencasi Undang-Undang No. 6 Tahum 
2014 tencang Desa dari Aspek Hukum Tata Negara clan Hukum Ekonomi, Pusar Penelitian 
Badan Keahlian DPR RI, Malang, 9 Mei 2017. 
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Kabupacen Malang43 mengacakan bahwa pendamping desa saat ini 
masih banyak yang tidak mumpuni arau dapat dikatakan kemampuan 
untuk melakukan pendampingan secara substansi masih sangac kurang. 
Banyak pendamping desa yang membuat konsep tidak sesuai dengan 
keinginan masyarakat di desa. Selain iru, fungsi koordinasi antara 
pendamping desa dengan dinas tidak berjalan dengan baik, Secara 
de Jure memang terlihat ada sebuah koordinasi, namun secara de 

facco koordinasi tersebut hanya dilakukan atas dasar kebumhan 
adminisitrasi semata. 

Ill. MASA DEPAN PENDAMPING DESA DALAM 

KERANGKA HUKUM 

Pasal I angka ( I )  U U Desa menyacakan bahwa Desa adalah desa dan 
desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesacuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang unruk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat secempat berdasarkan prakarsa masyarakac, hak asal-usul, 
dan/acau hak tradisional yang diakui dan dihorrnati dalam sistern 
pemerintahan NKRI. Berdasarkan pengenian tersebuc, dapat dikatakan 
bahwa Desa mempunyai kewenangan secara khusus dalam mengatuc 
kegiaran masyarakatnya dengan didasarkan asas kekeluargaaan dan 
kemusyawarahan. 

UU Desa mempakan pemisahan regulasi kepemerintahan dari UU 

No. 23 Tahun 2014 . Otonomi diberikan secara khusus kepada desa 
untuk meningkackan caraf hidup masyarakatnya, baik itu secara 
ekonomi, pendidikan, sampai peningkacan infrascrukmr. UU Oesa 
memberikan kesempatan bagi seciap desa yang secara otonom untuk 
menge lola dana des a yang diberikan se r i ap cahu nnya uncuk 
dipergunakan dalam rangka meningkackan kesejahreraan masyarakac. 

'' Ibid. 
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Pada dasarnya, VU Desa memiliki visi dan rekayasa yang mernberikan 
kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan 
desa, pelakssanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 
desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa 
masyarakac, hak asal usul, dan adac isciadac desa. 

Tantangan atau permasalahan yang dihadapi oleh pendamping 
desa yaicu cerkair dengan regulasi, implementasi pengadaan pendamping 
desa, dan kapasiras dan kapabilicas pendamping desa. Pendamping desa 
mempunyai peranan yang cukup srrategis dan penting bagi desa. 
Fungsi, cugas, dan canggung jawab pendamping desa memerlukan 
sebuah wadah hukum, sehingga dapar diopcimalisasikan dengan baik. 
Opcimalisasi ini berarti dengan mengubah regulasi yang ada sampai 
dengan tataran meningkackan Sumber Daya Manusia (SOM) yang 
berperan sebagai pendamping desa. 

Opcimalisasi dalam tataran hukum berarri berbicara mengenai 
kerangka hukum, yaicu produk hukum atau acuran dasar yang melekat 

kepada subcansi yang mengacur mengenai pendamping desa. 

Pendamping desa saat ini sudah diatur dalam Permendes Pendampingan 

Desa. Walaupun secara cidak langsung disebuckan dalam VU Desa, 

keberadaan pendamping desa merupakan hal mudak yang diperlukan 

dalam membangun desa. Oleh karena icu, diperlukan sebuah upaya 
unruk mengacur lebih lanjur mengenai pendamping desa dalam 
kerangka peraturan perundang-undangan. Pengacuran secara susbcansi 
sudah diarur dalam Permendes Pendamping Desa. Namun, sarnpai saat 

ini pengaturan rersebuc belum secara harmonis berdampingan 

substansinya dengan PP No. 47 Tahun 2015. Kekosongan hukum aras 

pengacuran mengenai pendamping lokal desa perlu dirumuskan dalam 
Permendes Pendamping Desa. Hal ini dilakukan dalam rangka 
memberikan kesernparan kepada pendamping lokal desa untuk 

meningkackan kapasicas dan kapabalitasnya, juga uncuk memberikan 

dasar hukum dalam melakukan sebuah pekerjaan yang diamanatkan 

oleh U U Desa. 
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Permasalahan dalam kerangka peraturan perundang-undangan 
yaitu bagaimana subscansi cersebuc diarur dan dalam bencuk apa 
peraturan itu diacur. Dalam ilmu peraturan perundang-undangan 
terdapar sebuah piramida yang mengamanatkan adanya kedudukan 
dan status peraturan perundang-undangan. Hans kelserr" dalam 
bukunya yang diterjemahkan ke dalam bahasa lnggris dengan 
j udul general theory of law and state oleh Anders Wed berg 
mengemukakan Teori Stufenbau (stufenbau des tcchts theorie), yang 
menyatakan bahwa: 

" ... The legal order. espesially the legal order the personificationof 
which is the State, is therefore not a system of norms coordiinstcd to 
each other; standing, so to speak, side by side on the same level, but 
hierarcis of difkren levels of norms. The unity of these norms is con­ 
stituted by the fact and that the creation of one norm - the lower one 
- is determined by another - the higher - the creation - of which is 
determined by a still higher norm, and that this regessus is termi­ 
nated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason 
of validity of the whole legal order, constitutes its unity. 

Kutipan tersebut secara jelas menunjukkan bahwa ada sebuah 
penjenjangan antara sebuah peraturan dan peraturan lainnya. 
Tatanan hukum tertinggi dalam pandangan Kelsen berpuncak pada 
basic norm atau grundnorm (norma dasar)," yaitu berupa konstitusi, 
tetapi konstitusi dimaksud adalah dalam pengertian materiel, bukan 
konstitusi form ii. 46 

Pengacuran mengenai pendamping desa yang diatur dalam 
Permendes Pendampingan Desa hams seirama dan harmonis dengan 
PP 47 Tahun 2015 dan UU No. 6 Tahun 2014. Selain itu, pengaturan 

44 Hans Kelsen. General Theory of law and Stare, Translated by: Andres Wedberg, New 
York: Russel & Russel, 1973, hal. 124 sebagaimana dikutip oleh Muhtadi, Penerapan Teori 
Hans Kelsen Dalam Tenib Hukum Indonesia, dalam Jumal Fiat Juscicia Jumal Ilmu Hukum, 
Vol. 5 Nomor 2 September- Desember 2012, Lampung: Universitas Lampung, ha!. 293. 

45 H. Juniarso Ridwan clan Achmad Sadik, Tokoh-cokoh Ahli Pikir Negara dan Hukum, 
Bandung: Nuansa, 2010, ha!. 250. 

46 Hans Kelsen, General Theoryof La.wand Scace, op. cit. 
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dan mendefinisikan mengenai pendamping desa perlu diatur dalam 
UU yang mengarur mengenai desa, Hal ini penting agar ridak acla 
penafsiran berbeda mengenai pentingnya penclamping desa. 
Pendamping desa bukan hanya bersifac sernenrara, retapi lebih bersifat 
terap. Hal ini karena perangkac clesa dapar berganci, sehingga kebijakan 
acaupun pengerahuan perangkac desa tersebur juga berganci. Oleh 
karena itu, pendamping desa merupakan perangkar pencing clalam 
memberi pendampingan kepada perangkar desa clan masyarakar clesa. 
Oleh karena iru, seriap kegiacan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 
2014 rerkait dengan upaya penclampingan harus diatur kembali clalam 

peraturan pelaksananya, baik dalarn peracuran pemerintah maupun 
dalam peracuran memeri. 

UU No. 12 Tahun 2 0 1 1  memberikan kesemparan kepada para 
pembentuk unclang-unclang unruk melakukan perubahan acau 
penggantian sebuah peraturan perunclang-unclangan. Perubahan 
sebuah subsransi hukum dapat dilakukan apabila memang terdapat 

beberapa peraturan perunclang-unclangan yang ticlak lagi sesuai 
clengan konclisi masyarakar. UU yang tidak dapat diimplementasikan 

atau dijalankan oleh pihak yang akan menggunakan UU tersebut 

harus dikaji ulang. Perubahan sebuah UU tentu saja dilakukan dengan 
melakukan kajian secara mendalam unruk mendapatkan sebuah 
argumenrasi yang tepat secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. UV 
harus dapat diimplememasikan baik oleh masyarakar, pemerintah, 

maupun oleh pemangku kepentingan lainnya yang menggunakan UV 
tersebut, clan oleh karena iru sebuah VU tenru saja harus dibenruk 

sesuai dengan keburuhan masyarakar.47 Selain itu, setiap perubahan 
atau pembenrukan peraturan perundang-undangan memerlukan syarar 

muclak yang menjacli clasar pecloman dalam pembencukan peraturan 
perundang-undangan tersebut. I.C Van Der Vlies yang dikurip olch 

47 Denico Doly, Pembenrukan Perstursn Perundang-Undangan yang Responsif, dalam 
Buku Bunga Rampai DPR RI Menu ju Parlemen Modern, Jakarta: Pusat Pcnelitian Setjen - 
Badan Keahlian DPR RI, 2015, hal. 135. 
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Maria Farida lndrati dalam bukunya (ilmu perundang-undangan, 
2007) membagi asas-asas dalam pembencukan peracuran negara yang 
baik ke dalam asas-asas yang formal clan material. 48 Adapun, asas-asas 
formal meliputi:49 

1 .  Asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelsrelling). 

2. Asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juitse orgaan). 

3. Asas perlunya pengaturan (her moodzekelijheids beginsel). 

4. Asas-asas dapatnya dilaksanakan (her beginsel van uitvoetbssrheidi. 

5. Asas konsensus (her beginsel van consensus). 

Selain icu, juga harus memuar asas-asas material yang melipuri: 111 

1 .  Asas tentang terminologi clan sisternarika yang benar (het beginsel 
van duiddelijke rerminologi en duiddelijke systematiek). 

2. Asas tencang dapar dikenali (her beginsel van de kcnbearheidi. 

3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (her rechtgelijkheids 
beginsel). 

4. Asas kepastian hukum (het rechtzerheidsbeginsel). 

5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (her beginsel 
van de individuele rechcsbedeling). 

Perubahan acau penggantian susbtansi mengenai pendamping desa 
hams disesuaikan dengan keburuhan desa pada umumnya. Selain itu, 
penambahan kewenangan kepada pendamping desa merupakan ha! 
yang perlu dipertimbangkan. Hal ini karena peranan pendamping desa 
bukan hanya pada pengelolaan dana desa saja, tetapi lebih luas. 
Perubahan dalam sebuah peraturan perundang-undangan merupakan 
hal yang wajar terjadi. Perubahan substansi diperlukan sehingga sebuah 
aturan dapat diimplementasikan. Peraturan yang tidak dapat 

'"Ibid., hal. 253. 

49 Ibid. 

"Ibid. 
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cliimplementasikan akan mengakibarkan keridakjelasan sebuah perisriwa 
hukurn. Oleh karena itu, cliperlukan sebuah upaya untuk memperbaiki 
sistem yang sudah diatur clalam perubahan aruran rersebur, 

Perubahan arau pengacuran yang perlu dibentuk rerkair clengan 
sistern rekrutmen. Sisrern rekrutrnen harus diubah clan didasarkan pada 
kebutuhan desa akan penclamping desa, Selain itu, subtansi juga perlu 
diatur clalam peraruran mengenai penclamping desa, terurama strukrur 
oraganisasi arau kelembagaan penclamping desa iru sencliri. Saar ini, 
kelembagaan penclamping desa ini belum secara jelas tergarnbarkan, 
baik icu pola kerja pola koordinasi, maupun pola percanggungjawaban 
penclamping clesa. Oleh karena iru, perlu dikaji clan diatur kembali 
mengenai seluruh kegiatan yang melibarkan penclamping clesa. 
Penclamping desa tidak hanya merupakan alar pelengkap saja clalam 
menjalankan sisrern pemerinrahan desa, Penclamping desa hams rnenjadi 
bagian yang tidak terpisahkan dalam menjalankan pemerintahan desa. 
Reward and punishment mempakan ha! yang sangat perlu diatur clalam 
peracuran mengenai penclamping clesa. Penclamping desa yang berhasil 
membuat prestasi clalam penclampingan perangkat clesa perlu cliberikan 
penghargaan. Sclain itu, penclamping desa yang ridak dapar mencapai 
prestasi clan cenclerung melakukan pelanggaran perlu cliberikan 
hukuman yang serirnpal. Oleh karena iru, acuran ini perlu diacur dalam 
peraturan perunclang-unclangan. 

Sisrern rekrutmen yang clilakukan juga perlu cliubah. Sisrem yang 
selama ini clilakukan rnelalui provinsi hams cliubah melalui pemerintah 
kabupaten. Diubahnya sistem ini diharapkan dapat meminimalisir 
kesalahan penerimaan pendamping clesa. Selain itu, proses rekrurmen 
oleh daerah atau desa akan menumbuhkan rasa tanggung jawab atas 

pekerjaan yang suclah diberikan kepada penclamping clesa yang sudah 

diberikan arnanat oleh masyarakat clan perangkat clesa. Penclamping 
desa mempunyai peranan yang cukup besar clan sulit untuk clilakukan. 
Sulit clalam arti bahwa seorang penclamping desa wajib memiliki 
kapabilitas clan kapasiras yang cukup mengerri mengenai manajemen 
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kepegawaian, keuangan, disiplin yang ringgi, dan kreatif. Kemajuan 
desa bukan hanya bergantung pada masyarakar desa dan perangkat 
desa, melainkan juga pendamping desa. 

Konsideran UU No 6 Tahun 2014 mengacakan bahwa dalam 
perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa relah berkembang 
dalam berbagai benruk sehingga perlu dilindungi clan diberdayakan 
agar menjadi kuat, maju, mandiri, clan demokratis sehingga dapat 
menciprakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan 
clan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, clan 
sejahrera. Konsideran tersebuc yang mendasari isi atau batang tubuh 
UU No. 16 Tahun 2014. Hal ini juga perlu diimbangi dengan apa 
yang dilakukan oleh para pendamping desa dalam menjalankan 
fungsi, tugas, clan ranggung jawabnya. Pendamping desa hams 
mempunyai visi clan misi yang sama dengan konsideran menimbang 
UU No 6 Tahun 2014. 

Konsideran menimbang UU No. 6 Tahun 2014 merupakan 
landasan filosofis bagi pengaturan dalam batang tubuh UU tersebur. 
Landasan filosofis ini merupakan terjemahan dari apa yang diungkapkan 
dalam konsicusi yaitu UUD 1945. Hal ini kemudian yang memberikan 
argumentasi bahwa desa perlu diatur dalam sebuah undang-undang 
yang khusus mengatur mengenai desa. 

Permasalahan desa cukup rumit. Hal ini karena adanya perbedaan 

antara saru desa clan desa lainnya. Perbedaan ini bukan hanya tempat 
saja, tetapi juga menyangkut budaya, agama, suku, bahasa, geografi, 
iklim, clan potensi wisaca. Perbedaan ini sering kali menjadi 
permasalahan dalam pengaturan terkait dengan desa. Hal ini karena 
aruran berlaku secara nasional, sedangkan keberadaan desa tidak dapat 
disamaratakan antara satu clan yang lainnya. Sebuah aturan hukum 

pada dasarnya berlaku secara nasional, namun perlu dibuka ruang agar 
dapat mengakomodir segala sesuacu yang berbeda, seperti budaya atau 
adat isciadat yang ada di daerah tersebuc. 



Denico Doly 189 

Para pendamping desa yang melekar pada desa juga hams mengerri 
potensi, budaya, dan adar istiadat yang berada pada desa rersebur. Oleh 
karena iru, pendamping desa harusnya berasal dari desa yang 
didampingi. Hal ini memang akan kontradiktif apabila terdapar 
desa yang belum memiliki SOM yang memadai di desanya. Hal ini 
akan mempersulir desa tersebut dalam pengelolaan dana desa atau 
kegiatan desa lainnya. 

Porensi maslaah seperri ini seharusnya dapar diantisipasi dengan 
adanya pelatihan atau pendidikan kepada para pendamping desa. 
Pendidikan dan pelarihan kepada pendamping desa dilakukan agar 
pendamping desa dapar mengembangkan scrategi dan kreatifltas agar 
desa dapar berkembang. Selain itu, pendamping desa juga harus 

memiliki wacak yang independen, kritis, dan informatif. 

Perbedaan mendasar model pendampingan desa sete lah 
diundangkannya UU No. 6 Tahun 2 0 1 4  adalah para pendamping desa 
diruntut unruk mampu melakukan transformasi sosial bagi masyarakac 

desa dengan cara mengubah mindset masyarakac unruk bersarna-sarna 

membangun desa. Perubahan pola pikir ini cidaklah mudah. Oleh 
karena itu, diperlukan kerja sarna yang baik antara pendamping desa 
baik itu yang di desa, kecamaran, maupun kabuparen. Keberadaan 
desa diharapkan dapat menjadi penggerak pembangunan masyarakac 

Indonesia dari pinggiran sehingga rercipra salah satu agenda stracegis 
nasional. 

Pelaksanaan UU Desa dan peraturan pelaksanaannya memburuhkan 

kesiapan para pemangku kepentingan dengan baik agar dapac berjalan 
secara efektif dan eflsien. Peningkatan kapasiras pendamping desa 
menjadi salah sarunya aspek penting yang dapat membantu pencapai 
tujuan dan target pelaksanaan UU Desa secara optimal, seperti: 

( I )  Pendidikan dan pelatihan penerapan UU Oesa; 

(2) Pengetahuan mengenai peraruran pelaksana UU Oesa; 

(3) Kreatifitas dan keterampilan dalam memfasilirasi pemerintah desa, 

sehingga rerbenruk desa yang maju dan berkembang; 
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(4) Keterampilan mgas-tugas teknis pemberdayaan masyarakat; clan 

(5) Sikap kerja disiplin yang sesuai dengan ketentuan peraturan desa 
clan peraturan perundang-undangan lainnya. 

IV. PENUTUP 

Pendamping desa mempunyai peranan tersendiri dalam keberhasilan 
perangkar desa mengelola desanya. Pendamping desa mempunyai 
fungsi, tugas, clan kewenangan yang cukup berar. Selain memberikan 
pendampingan, pendamping desa juga berperan sebagai motifator bagi 
perangkat desa untuk memajukan desanya. Tujuan diadakannya 
pendamping desa sudah jelas diarur dalam UU Desa clan Permendes 
Pendampingan Desa, yaitu untuk meningkatkan kapasitas, efekrivitas 
clan akunrabilitas pemerintahan desa clan pembangunan Desa, 
meningkatkan prakarsa, kesadaran clan partisipasi masyarakat Desa 
dalam pembangunan desa yang partisiparif, Meningkatkan sinergi 
program pembangunan Desa antarsektor, clan mengoptimalkan aset 
lokal Desa secara emansipatoris. Pendamping desa ini kemudian dibagi 
aras renaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat 
desa, clan pihak ketiga. Tugas dari pendamping desa juga telah 
diatur dalam Permendes Pendampingan Desa Desa, yaitu mendampingi 
Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, clan pemamauan terhadap 
pembangunan Desa clan pemberdayaan masyarakat Desa, mendampingi 
Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sos ial dasar, 
mengembangkan usaha ekonomi Desa, mendayagunakan sumber daya 
alam clan teknologi tepar guna, membangun sarana prasarana Desa, 
memberdayakan masyarakat Desa, melakukan peningkaran kapasitas 
pemerimahan Desa clan lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal 
pembangunan clan pemberdayaan masyarakar Desa, melakukan 
pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa, 
melakukan peningkaran kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat 
Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang 



Denico Doly 191 

baru, mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan 
secara parrisiparif clan melakukan koordinasi pendampingan di cingkat 
kecamatan, serta memfasilicasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh 
Camat kepada Pemerimah Daerah Kabupaten/Kota. 

Berbagai pengaturan mengenai fungsi, tugas, clan kewenangan dari 
pendamping desa sudah jelas diamr dalam berbagai peraturan. Akan 
tetapi, sampai dengan saat ini implementasinya tidak berjalan dengan 
baik. Masih banyak permasalahan yang timbul dalam pengadaan 
pendamping desa. Permasalahan ini menyangkut rekrutmen, disiplin 
pendamping desa, serta kualiras clan kapasiras pendamping desa. 

Permasalahan pendamping desa harus diselesaikan dalam kerangka 
hukum atau kerangka peramran perundang-undangan. Pembenahan 
substansi yang rercantum saat ini harus dilakukan dalam rangka untuk 
meningkatkan peranan pendamping desa. Perubahan secara mendasar 
dilakukan dengan cara mengubah UU No. 6 Tahun 2014 adalah 
dengan menambahkan subtansi mengenai pendamping desa. Hal ini 
dilakukan sebagai dasar atau payung hukum pengadaan pendamping 
desa. Selain itu, diperlukan perubahan mendasar dalam peraturan 
pelaksana dari UU Desa agar tercipta sebuah tatanan yang baik dalam 

pengaturan pendamping desa. 
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BAGIAN 4 

PENGATURAN PENDIRIAN BADAN USAHA 

MILIK DESA DAN STATUS HUKUMNYA 

Monika Suha:yati* 

I. PENDAHULUAN 

Pada tahun 2014, Indonesia memiliki undang-undang baru yang 
mengarur desa, yairu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 cenrang 
Desa (UU Desa) yang disahkan pada 1 5  Januari 2014. UU Desa 
mengganrikan pengaturan desa yang sebelumnya diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinrahan 
Daerah beserta Peraturan Pemerinrah Nomor 72 Tahun 2005 cenrang 
Desa sebagai peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga relah diganti dengan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinrahan Daerah 
(UU Pemda). 

Salah saru substansi dalam UU Desa yaitu pengaruran mengenai 
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Berdasarkan UU Desa, BUM 
Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya dimiliki oleh desa melalui penyerraan secara langsung yang 
berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa 
pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besar kesejahreraan 
masyarakat desa.1 Pengelolaan BUM Desa menjadi salah saru arah 
kebijakan dan strategi pembangunan desa dan kawasan perdesaan 

· Pcnelici Madya Ridang Hukum Perdatn pada Pusat Penelirian Badan Keahlian Dewan 
Pcrwakilan Rakyat Rcpublik Indonesia. Email: monika.suhayari@dpr.go.id. 

' Pasal l angka 6 UU Dcsa. 
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untuk penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi 

masyarakat desa. 2 

Marwan Jafar, sewaktu menjabat sebagai Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menyatakan jumlah 
BUM Desa berkembang pesat, yakni sebanyak 1 2 . 1 1 5  BUM Desa atau 

bertambah 12 (dua belas) kali lipat dibandingkan rahun 2014 yang hanya 
mencapai 1.022 BUM Desa. Berkembangnya BUM Desa tidak terlepas 

dari kontribusi Dana Desa Tahun 2015 sebagaimana tertera dalam Pasal 
9 Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi RI Nomor 21 Tahun 
2015 tencang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, 

yang menyatakan bahwa salah satu prioritas dalam pemanfaatan dana desa 

adalah pendirian dan pengembangan BUM Desa. Menurut Marwan, 

keberadaan BUM Desa akan mampu menjadi sarana penyerapan tenaga 
kerja di desa, meningkatkan kreativitas masyarakat desa, serta membuka 
peluang usaha ekonomi produktif di desa. Dengan demikian, BUM 

Desa akan hadir menjadi tulang punggung perekonomian desa dalam 
rangka mewujudkan kemandirian desa dan mencapai cita-cita 
pembangunan, yakni peningkatan kesejahreraan warganya.3 

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU Desa, desa dapat mendirikan 

BUM Desa. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan 
kegotongroyongan. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang 

ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan (Pasal 87 ayat (2) dan (3) UU Desa). Pengaturan 

lebih lanjut mengenai BUM Desa diatur dalam Peraturan Memeri 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 

Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan 

1Kementerian Pcrencanaan Pembangunan Nasiona1/Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional, Buku I Agenda Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional 2015-2019, Jakarra: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014,, hal. 6.31. 

' Berica Saru, Menceri Dese Sebut Pembentukan Bumdes Lebihi Target, http:// 
www.beritasatu.com/nusantara/366221-menteri-desa-sebu t-pembentukan-bumdes-lebihi­ 
targec.h rml, diakses tanggal 2 Maret 2017. 
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Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Permendes BUM Desa). 
Pendirian BUM Desa dlsepakari melalui Musyawarah Desa (Pasal 5 
(I) Permendes BUM Desa). BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit 
usaha yang berbadan hukum, dapat berupa lembaga bisnis yang 
kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa clan masyarakat. 
Berdasarkan Pasal 8 Permendes BUM Desa unit, usaha yang dapar 
dibentuk BUM Desa rneliputi: 

a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk 
berdasarkan perjanjian, clan melakukan kegiatan usaha dengan 
modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan tentang perseroan rerbaras, clan 

b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 

(enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang­ 

undangan tentang lembaga keuangan mikro, 

Salah satu fungsi BUM Desa adalah sebagai moror penggerak 
perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan 
Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong 
percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Kehadiran 
BUM Desa diharapkan mendorong desa lebih mandiri clan 
masyarakamya menjadi lebih sejahtera. Namun, mengingat keberadaan 
BUM Desa masih tergolong baru, dalam praktiknya beberapa kendala 

muncul justru terkait dalam proses pembemukannya.4 Menurut Suroro 

Eko, ada yang menganggap BUM Desa sebagai kesaruan masyarakat 
hukum sehingga dapat melakukan perbuatan hukum secara otornatis. 

Namun, ada yang menganggap perbuacan hukum oleh BUM Desa 
baru dapac dilakukan atas nama pribadi atau Pemerintah Desa.5 

'Amelia Sri Kusuma Dewi, "NrematifBenruk Badan Hukum yang Tepar dalarn Pendirian 
Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) sebagai Upaya Meningkarkan Pcndapatan Asli Desa 
(PADes)", Pamacor, Volume 3, Nomor 2, Okcober 2010, hal. 115.  

�  Disampaikan oleh Sueoro Eko daJam Focus Group Discussion Penelician Kelompok 
lmplemenca.si UU No. 6Tahun 2014 tentang Desa dari Aspek Hukum Tata Negara dan 
Hukum Ekonomi, Pusat Penclitian Badan Keahlian DPR RI, Jakana, 2 Maret 2017. 



198 Pengaturan Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan Status ... 

Perdebatan rerkair status hukum BUM Desa terjadi juga pada saar 

pembahasan Rancangan Undang-Undang Desa. Relawan Pemberdayaan 

Desa Nusantara dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terkait dengan 
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa berpendapat, 
gagasan penguatan BUM Desa merupakan gagasan yang luar biasa 

karena BUM Desa dapat mengembangkan pendapatan asli desa dengan 
rnernanfaarkan potensi-potensi yang ada di desa. Namun dalam RUU 

tersebut pengaturan BUM Desa tidak jelas karena BUM Desa cukup 
dibentuk dengan Peraturan Desa, sementara Peraturan Desa tidak 

diakui dalam rata urutan perundangan. Relawan Pemberdayaan Desa 
Nusantara mengusulkan, untuk dibuka peluang BUM Desa berbenruk 

badan hukum usaha menurut peracuran perundangan yang berlaku. 
Kalau perlu, dijadikan perseroan terbatas (PT). Desa mempunyai aset. 

Aset cersebur dapat dikerjasamakan, dihitung sebagai investasi saham, 
berapa persen PT Desa memiliki saham rersebut, kemudian ada 

passive income u nruk desa. Dengan demikian akan tercipta 
kesejahteraan bagi desa." 

Lebih lanjut menurut Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, 
apabila desa mempunyai badan usaha, ada potensi sarjana-sarjana desa 
mengembangkan desanya. BUM Desa yang berbentuk perseroan bisa 

memiliki golden share di perusahaan pertambangan sekalipun. 
Pembentukan BUM Desa sangat penting sebab, dalam praktiknya 
selama ini, banyak industri dan badan usaha menggunakan tanah desa, 
namun hanya berhubungan dengan kepala desa. Ketika muncul konflik 
atau gejolak dengan warga desa, para pelaku usaha merasa cukup 
kongkalikong dengan kepala desa, misalnya dengan mengajaknya 
makan-makan dan bahkan memakai preman-preman tandingan untuk 
melawan warganya sendiri.7 

'' Disampaikan olch Re la wan Pcmberdayaan Desa Nusantara dalam Rapat Dengar Pendapat 
Umum Panicia Khusus DPR RI RUU rcntang Desa, DPR RI, Jakarta, 24 Mei 2012. 

- Ibid. 
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Arya Hadi Dharmawan dalam Rapat Dengar Pendapar Umum 
Paniria Khusus DPR RI RUU rentang Desa rnenyatakan desa selama 
ini miskin, terbelakang, clan ridak bisa memberdayakan SD lnpres yang 
ada di desanya sendiri. Kalau ada jembatan atau sekolah roboh, desa 
tidak mampu sekedar mengecat arau mengganti atap. Asumsinya, 
berikan sebuah peluang desa berbisnis. Dengan demikian, akan ada 
economic cmpowcrement. BUM Desa ingin menjawab masalah 
kererbelakangan ekonomi desa. 8 

Berdasarkan permasalahan tersebur, tulisan ini hendak mengkaji 
bagaimana pengaturan pendirian BUM Desa, clan bagaimana praktik 

pendirian clan status hukum BUM Desa? Kajian ini merupakan hasil 
Penelirian Kelompok rentang lmplementasi Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa dari Aspek Hukum Tata Negara clan 
Hukum Ekonomi yang dilaksanakan Peneliti Hukum pada Pusat 
Penelitian Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2017 .  Penelitian 
lapangan penelitian rersebur dilakukan di Kabupaten Malang, Jawa 
Timur, clan Kabupaten Berau, Kalimanran Timur. 

II. SUBJEK HUKUM BADAN HUKUM 

Dalam ilmu hukum perdara, badan hukum (rechcpersoon) merupakan 

salah saru subjek hukum selain orang (naturlijkpersoon). Badan hukum 
adalah orang (badan-badan arau perkumpulan-perkumpulan) yang 
ditetapkan oleh hukum sebagai subjek di dalam hukum. Dalam hal ini 
berarri dapar melakukan perbuaran hukum sebagaimana halnya dengan 
manusia (memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukurn 

dengan peranraraan pengurusnya, dapar digugat clan menggugar di 
muka hakim).? 

'Disampaikan oleh Arya Hadi Dharmawan dalarn Rapar Dengar Pcndapac Umum Panitia 
Khusus DPR RI RUU rentang Desa, DPR RI, Jakarta, 28 )uni 2012. 

9 CST Kansil, Pengantar I/mu Hukum cw, Tara Hukum Indonesia, Cec. XJII, Jakata: Balai 

Pusraka, 1989, hal. 216 dalam TtcikTriwulan Tutik, Hukum Perdara dalam Sistem Hukum 
Nasional, Jakana: Prenada Media Group, 2008, hal. 46. 
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Menurut doktrin, beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu 
badan/perkumpulan/badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan 
hukum, sebagai berikur;'" 

1 .  Adanya harra kekayaan yang terpisah 

Harra kekayaan ini diperoleh dari para anggota maupun 
perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang/partikelir/ 
pemerintah unruk suatu tujuan tertentu. Meskipun berasal dari 
pemasukan anggotanya, harta kekayaan ini terpisah dengan harta 
kekayaan pribadi anggotanya. Perbuatan pribadi anggotanya 
tidak mengikat harta kekayaan rersebur, clan sebaliknya perbuatan 
badan hukum yang diwakili pengurusnya tidak rnengikar harta 
kekayaan anggotanya. 

2. Mempunyai tujuan tertentu 

Tujuan rerrentu ini dapat berupa rujuan yang idiil maupun tujuan 
komersial yang merupakan rujuan tersendiri dari badan hukum 
clan bukan tujuan untuk kepentingan satu atau beberapa 
anggoranya. Usaha untuk mencapai tujuan rersebut dilakukan 
sendiri oleh badan hukum dengan diwakili organnya. Tujuan 
tersebut dirumuskan dengan jelas dalam anggaran dasar badan 
hukum rersebur, 

3 . Mempunyai kepentingan sendiri 

Badan hukum mempunyai kepemingan sendiri yang dilindungi 
oleh hukum dalam mencapai tujuannya clan dapat menunrur serta 
mempertahankannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan 
hukumnya. Kepentingan sendiri tersebut harus stabil, artinya tidak terikat 
pada suatu wakru yang pendek, tetapi unruk jangka waktu yang panjang. 

4. Ada organisasi yang teratur 

Badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan 
perantaraan organnya. Badan hukum memiliki organisasi yang 

10 Ticik Triwulan Tutik, Hukum Perdaca dslsm Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Prenada 
Media Group, 2008, ha!. 55-56. 
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memiliki anggaran dasar. Tata cara organ badan hukum yang 
terdiri dari manusia bertindak mewakili badan hukum, bagaimana 
organ badan hukum itu dipilih, diganci, dan sebagainya, diarur 
dalam anggaran dasar dan peraruran lain atau keputusan rapat 
anggota. Yang menentukan suatu badan/perkumpulan/himpunan 
sebagai badan hukum arau tidak, adalah hukum positif yang 
berlaku pada suaru negara tertentu. Syarat mutlak untuk diakui 
sebagai badan hukum di Indonesia, himpunan/perkumpulan/ 
badan usaha itu harus mendapar "pengesahan" dari Pernerinrah 

c.q Menteri Hukum dan HAM. 

Pengesahan badan hukum diarur dalam Peracuran Menteri Hukum 
dan HAM Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum 

Perkumpu lan. Pasal 2 Permenkumham tersebur menyatakan 
permohonan pengesahan badan hukum perkum pulan diajukan oleh 
pemohon kepada Menceri Hukum dan HAM melalu i  Sistem 
Administrasi Badan Hukum (SABH). SABH adalah sistem pelayanan 
administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh 
Direkrorar Jenderal Administrasi Hukum Umum (Pasal I angka 2 

Permenkumham No. 6 Tahun 2014). 

Dalam buku I Ketut Oka Setiawan, pengesahan status sebagai badan 

hukum dikategorikan sebagai syarat formal. Suatu badan untuk dikarakan 
sebagai badan hukum harus memenuhi syarat materiil dan syarar formal. 
Syarar mareriil itu adalah harus adanya kekayaan yang terpisah, 

mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan 
adanya organisasi yang teratur, Adapun syarar formalnya berh ubungan 
dengan permohonan untuk mendaparkan status sebagai badan hukum.11 

Beberapa teori yang menjelaskan hakikat badan hukum, antara lain 

sebagai berikur: 12 

1 1  
I  Kerur Oka. Seciawan, Hukum Pcrorangan dan Kcbendaan, Jakarta: Sinar Grafika, 

20 I 6, hal. 29-30. 

"Ibid., ha!. 28-29. 
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a, Teori Fiksi-Carl von Savigny 

Subjek hukum hanyalah manusia, sedangkan menyacakan badan 
hukum sebagai subjek adalah fiksi, artinya sesuatu yang sebenarnya 
tidak ada, rerapi orang menghidupkannya dalam bayangannya. 
Badan hukum itu ciptaan negara atau pemerintah yang wujudnya 
tidak nyata, untuk menerangkan sesuatu ha!. 

b. Teori Organ-Otto van Gierke 

Badan hukum adalah organ seperti halnya manusia yang rnenjelrna 
dalam pergaulan hukum yang dapat menyacakan kehendak 
melalui alar-alat yang ada padanya (pengurus dan anggota) seperti 
halnya manusia. 

c, Teori Kekayaan Bersama-Jhering 

Teori kekayaan bersama ini berpendapar bahwa subjek hak badan 

hukum ,  yaicu manusia-manusia yang secara nyaca ada di 
belakangnya dan anggora-anggoca badan hukum. Merekalah yang 
mendapar keuncungan dari suatu yayasan. 

cl. Teori Realicas atau Organik-Gierke 

Teori ini berpendapar bahwa badan hukurn adalah suaru badan 

yang mernbenruk kehenclaknya clengan peranraraan alat atau 
organ baclan tersebut. 

Pasal 1653 KUH Perdata membagi badan hukum berclasarkan 
jenisnya, yaicu baclan hukum publik clan badan hukum privat. Pensrna, 

badan hukum publik adalah badan hukum yang diadakan oleh 
kekuasaan umum acau diakui sebagai baclan hukum oleh kekuasaan 
umum. Hal ini berarci bahwa negara yang bertindak clalam lapangan 
hukum publik clan perdata untuk menjalankan tata pemerintahan. 

Badan hukum publik didirikan dan dimiliki oleh pemerintah seperti 
lembaga eksekurif, legislarif, yudikacif, baclan usaha rnilik negara 
(BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan bank negara. 13 

'·' Rr. Dijan Widijowati, Hukum Dagang, Yogyakarta: Andi, 2012, ha!. 29. 
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Kedua, badan hukurn privar rerdiri dari perhirnpunan orang-orang 
sebagai badan hukurn dan badan hukum yang diperkenankan arau 
relah didirikan uncuk rnaksud terrentu yang tidak bertencangan 
dengan unclang-undang arau kesusilaan. Berclasarkan klasifikasi 
rersebur, baclan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan 
clan dirniliki oleh pihak swasta, yang menyangkuc kepemingan orang 
atau individu-individu seperci perseroan terbatas, yayasan, koperasi, 
perkumpulan, clan organisasi masyarakar. Badan hukum privar ini dapar 
diklasifikasikan sebagai badan hukum berdasarkan sifatnya yang rerdiri 
dari korporasi clan yayasan. Korporasi adalah badan hukum yang 
beranggora rerapi mempunyai hak clan kewajiban rersendiri yang 
cerpisah dari hak kewajiban anggoca masing-masing, seclangkan yayasan 
tidak memiliki anggota tapi pengurus. 

Ill. PENGATURAN P E N D I R I A N  BADAN USAHA 

MILIK DESA 

Pengaruran mengenai BUM Desa celah acla jauh sebelum lahirnya UU 
Desa. BUM Desa diatur dalarn Pasal 108 Unclang-Unclang Nomor 22 
Tahun 1999 tenrang Pemerimahan Daerah, yang menyacakan "Desa 
dapar memiliki baclan usaha sesuai clengan peraturan perunclang­ 
unclangan." Kerentuan ini kemuclian diatur kembali clalam Unclang­ 
Unclang Nomor 32 Tahun 2004 centang Pemerinrahan Daerah beserca 
Peraruran Pemerincah Nomor 72 Tahun 2005 clan Peraruran Menceri 
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 yang merupakan kebijakan 

memberikan kesempatan atau ruang (enabling), pecunjuk maupun 
dasar hukurn terhadap kehadiran BUM Desa." Pasal 2 13  Undang­ 

Unclang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
menyatakan: ( I )  Desa dapar mendirikan badan usaha milik desa sesuai 
clengan kebutuhan dan potensi desa: (2) Baclan usaha milik desa 

1 1  Herry Kamaroesid, 1"'ara Csre Pc::ndirian dan Pcrgctolssn Badan Usaha Milik Dcsa. 

jakarta: Mitra Wacana Media, 2016, hal. 1-2. 
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sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan; (3) Badan usaha milik desa sebagaimana 

dimaksud pada ayac (I) dapat melakukan pinjaman sesuai peracuran 

perundang-undangan. 

Pengaturan BUM Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 kemudian digantikan dengan pengacuran dalam UU Desa, 

yaicu Bab X UU Desa. Pasal 87 ayac (!) UU Desa mcnyarakan Desa 

dapar mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM 

Desa. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa 

dan diterapkan dengan Peraturan Desa (Pasal 88 UU Desa). Penjelasan 

Pasal 87 ayat (!) UU Desa menyatakan: 

BUM Desa dibenruk oleh Pemerimah Desa uncuk mendayagunakan 
segala porensi ekonorni, kelembagaan perekonomian, serta potensi 
sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka 
meningkatkan kesejahceraan masyarakat desa. BUM Desa secara 
spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti 
perseroan terbatas, CV, acau koperasi. Oleh karena iru, BUM Desa 
merupakan suaru badan usaha bercirikan desa yang dalam 
pelaksanaan kegiacannya di samping untuk membanru 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga unruk memenuhi 
kebucuhan masyarakat desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan 
fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi 
lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan desa, BUM Desa 
dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, 
antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. 
BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorienrasi pada 
keunrungan keuangan, rerapi juga berorientasi untuk mendukung 
peningkatan kesejahreraan masyarakar desa. BUM Desa diharapkan 
dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi 
ekonomi. Dalam ha! kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang 
dengan baik ,  sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa 
mengikuri badan hukum yang relah direrapkan dalam kerentuan 
peraturan perundang-undangan. 15 

"Penjelasan Pasal 87 ayat (l) UU Desa. 
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Peraturan pelaksanaan UU Desa diarur dalam Bab VIII Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ("PP No. 43/2014"). 
Pasal 132 ayat (I) dan (2) PP No. 43/2014 menyatakan Desa dapat 
mendirikan BUM Desa. Pendirian BUM Desa dilakukan melalui 
musyawarah desa dan diterapkan dengan Peracuran Desa. Sebagai 
peraturan pelaksanaan pendirian BUM Desa diatur dalam Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, 
dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Permendes No. 4 Tahun 
2015) .  Pasal 2 Permendes No. 4 Tahun 2015 menyatakan pendirian 
BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan 
di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh 
desa dan/acau kerja sama antar-desa, 

Pendirian BUMDes bertujuan16: 

a. Meningkatkan perekonomian Desa; 
b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat unruk kesejahreraan 

Desa; 

c. Meningkatkan usaha rnasyarakar dalarn pengelolaan potensi 
ekonomi Desa; 

cl. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/arau 
clengan pihak ketiga; 

e. Menciptakan peluang clan jaringan pasar yang menclukung 
keburuhan layanan umum warga; 

f. Membuka lapangan kerja; 
g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakar melalui perbaikan 

pelayanan umum, perrumbuhan dan pemerataan ekonomi 
Desa; clan 

h. Meningkarkan penclaparan masyarakar Desa clan Pendapatan 
Asli Desa. 

"' Pasal 3 Permendes No. 4 Tahun 2015. 



206 Pengaturan Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan Status ... 

Prakarsa desa mendirikan BUM Desa memerlukan legitimasi yuridis 
dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan 
Berdasarkan Hak Asal Usu! clan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Di 
dalam Peraturan Bupati/Walikota rersebur dicantumkan rumusan pasal 
(secara norrnatif) tentang: 

a) Pendirian clan pengelolaan BUM Desa ke dalam ketentuan tentang 
Kewenangan Lokal Berskala Desa Bidang Pengembangan 
Ekonomi Lokal Desa; 

b) Penetapan BUM Desa ke dalam ketentuan tentang Kewenangan 
Lokal Berskala Desa di Bidang Pemerintahan Desa. 17 

Langkah prosedural selanjumya adalah penerbitan Peraruran Desa 
tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usu! clan Kewenangan 
Lokal Berskala Des a yang mengembangkan isi Peraturan Bu pati/ 
Walikota rersebur dengan memasukkan pendirian, penetapan, clan 
pengelolaan BUM Desa seternpar. Di lain pihak, Peraturan Bupati/ 
Walikota maupun Peraturan Daerah tentang Daftar Kewenangan 
Berdasarkan Hak Asal Usu! clan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang 
memuat BUM Desa tersebut harus sinkron dengan isi Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja 
Pemerinrah (RKP) Desa clan Anggaran Pendaparan clan Belanja (APB) 

Desa yang juga mencantumkan BUM Desa dalam perencanaan bidang 
pelaksanaan pembangunan desa.18 

Hal ini sebagaimana diarur dalam Pasal 4 Permendes No. 4 

Tahun 2015  yang mengatur desa dapat mendirikan BUM Desa 
berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa dengan 
mempertimbangkan: 

1- Anom Surya Putra, Badan Usaha Milik Desa: Spirir Usaha Kolekrif Desa, Jakarta: 
Kcmenrerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan "lransrnigrasi Republik Indonesia, 
2015, hal. 27. 

'"Ibid., hal. 27-28. 
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a. lnisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakac desa; 

b. Potensi usaha ekonomi desa; 

c. Sumber daya alam di desa; 

d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; clan 

e. Penyertaan modal dari Pemerincah Desa dalam bentuk 
pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola 
sebagai bagian dari usaha BUM Desa. 19 

Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa, 
sebagaimana diacur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertingggal, clan Transmigrasi tentang Pedoman Tara Tertib clan 
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Pokok bahasan 
yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa, meliputi pendirian BUM 
Desa sesuai dengan kondisi ekonomi clan sosial budaya masyarakac, 
organisasi pengelola BUM Desa, modal usaha BUM Desa, clan 
Anggaran Dasar clan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. Hasil 
kesepakatan Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa 
clan Badan Permusyawaracan Desa unruk menetapkan Peraturan Desa 
tentang Pendirian BUM Desa. 20 

19 Pasal 4 Permendes No. 4 Tahun 2015. 

'"Pasal 5 PermendesNo. 4 Tahun2015. 
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Gambar 1. Pendirian BUM Desa21 

Sumber: Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa, 2015 

Gambar 1 menunjukkan proses pendirian BUM Desa, yang diawali 
dengan prakarsa desa baik inisiacif Pemerincah Desa dan/acau 
masyarakar desa sesuai porensi usaha ekonomi desa uncuk 
memanfaarkan sumber daya alam di desa. Prakarsa desa rersebuc dibahas 
dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
Peraruran Desa rersebut merupakan hasil sinkronisasi dengan RPJM 
Desa, RKP Desa, APB Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. 

Aras prosedural pendirian BUM Desa memerlukan langkah 
pelembagaaan BUM Desa secara panisiparif yang bertujuan agar agenda 
pendirian BUM Desa sesuai dengan usaha ekonomi desa dan demokrarisasi 
desa. Langkah pertama adalah sosialisasi tentang BUM Desa. Inisiarif 

21 Anom Surya Purra, Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha KolektifDesa, op. cit., 
ha!. 28. 
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sosialisasi kepada masyarakac desa dapat dilakukan oleh Pemerintah 
Desa, Badan Pengawas Desa (BPD), Kader Pemberdayaan Masyarakat 
Desa (KPMD), baik secara langsung maupun bekerja sama dengan (i) 

Pendamping Desa yang berkedudukan di kecamacan, (ii) Pendamping 
Teknis yang berkedudukan di kabupaten, dan (ii) Pendamping Pihak 
Ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kernasyarakaran acau 
perusahaan). Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat desa dan 
kelembagaan desa memahami rentang BUM Desa, rujuan pendirian 
BUM Desa, manfaar pendirian BUM Desa dan lain sebagainya." 

Langkah kedua adalah pelaksanaan Musyawarah Desa. Musyawarah 

Desa atau yang disebuc dengan nama lain adalah musyawarah antara 
BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakar yang diselenggarakan 
oleh BPD untuk menyepakaci hal yang bersifar straregis, Secara 
prakrikal. Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilirasi 
oleh Pernerintah Desa. Salah saru tahapan dalam Musyawarah Desa 
yang penr ing adalah Rencana Pemetaan Asp iras i/Kebutuhan 
Masyarakar rentang BUM Desa oleh BP0.23 

Langkah ketiga adalah penetapan Peraturan Desa rencang 
Pendirian BUM Desa. Susunan nama pengurus yang relah dipilih 

dalam Musyawarah Desa dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam 

penyusunan surar ke purusan Kepala Desa renrang Susunan 
Kepengurusan BUM Desa.24 

IV. PRAKTIK PENDIRIAN DAN STATUS HUKUM 

BADAN USAHA MILIK DESA 

Penelirian terhadap prakrik pendirian dan scams hukum BUM Desa 
dilakukan di dua kabuparen, yairu Kabupaten Malang, Jawa Timur, 
dan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil penelirian 

"Ibid., ha! 28-29. 

" Ibid., hal 30-31. 

"Ibid., hal 34-35. 
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di Kabuparen Malang, dari 378 desa di Kabuparen Malang, baru ada 
57 desa yang memiliki BUM Desa yang dicetapkan dengan Peraturan 
Desa25• BUM Desa rersebut ancara lain Desa Landungsari dan Desa 
Pujonkidul. BUM Desa di Desa Landungsari dibenruk berdasarkan 
Peraturan Desa Landungsari Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Pembenrukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Landungsari tanggal 
27 Maret 2008 ("Perdes BUMDes Landungsari"). Srrukrur 
kepengurusan BUM Desa Landungsati ditetapkan melalui Surat 
Kepurusan Kepala Desa Landungsari Nomor I Tahun 2008 tentang 
Sruktur Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
Landungsari tanggal 21 Mei  2008. Kemudian pad a cahun 20 l O 

cerdapat Peraturan Desa Landungsari Nomor 4 Tahun 20 l O tenrang 
Pengelolaan Pasar Desa Landungsari ranggal 1 1  Juni 2010 .  
Sedangkan BUM Desa di Desa Pujonkidul dengan nama BUM Desa 

Sumber Sejahtera dibenruk berdasarkan Peraruran Desa Pujonkidul 
Nomor 6 Tahun 20 15 rencang Pembentukan dan Pengelolaan Badan 
Usaha Mil ik Desa Pujonkidul tanggal 7 Juli 20 15  ("Perdes BUM 
Desa Pujonkidul"). 

Dari sejumlah BUM Desa yang relah dibentuk di Kabupacen 
Malang, hanya 8-10% yang memiliki kategori baik dengan adanya 
pengurus yang jelas, kecocokan ancara kepala desa dengan pengurus 

BUM Desa, bisa diperranggungjawabkan, dan memberikan 
sumbangan pada penghasilan desa. Masih minimnya BUM Desa yang 
tergolong kacegori baik disebabkan banyak faktor, ancara lain adanya 
ketidaksinkronan visi dan misi antara kepala desa dan BPD, ridak 

sinkronnya pengurus BUM Desa dengan BPD, serra manajemen BUM 
Desa yang tidak clear and clean. Ketiganya saling berkaitan erat, Di 
Kabupaten Malang, misalnya, dari 84 desa yang sudah memiliki pasar 

"Data dipcroleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabuparen Malang 
dalam rangka Penelirian Kelompok rentang lmplcmentasi Undang-Undang No. 6 Tahum 
2014 ten tang Desa dari Aspek Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi, Pusar Penelirian 
Badan Keahlian DPRRI, Malang, 9 Mei 2017. 
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desa, manajemennya banyak mengalami permasalahan, terutama terkair 
dengan cransparansi pengelolaan pasar desa. Hal ini umumnya terjadi 
karena ketidaksinkronan visi dan misi antara kepala desa dan BPD. 
Diharapkan pada tahun 2017, seluruh desa di Kabupaten Malang 
sudah memiliki BUM Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Malang menyatakan akan mernbentuk Peraturan Desa agar 
pembentukan BUM Desa lebih mudah.26 

Di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, BUM Desa clikenal 
sebagai Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Dari 100 kampung 
yang ada di Kabupaten Berau, saat ini baru terbentuk 28 BUMK, 

baik akrif maupun ridak aktif 27 Status hukum BUMK menurut 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat clan Pemerintahan Kampung 

Kabupaten Berau· sudah cukup rnemadai, mengingat kegiatan usaha 
yang dilakukan juga masih berskala kampung clan dalam wilayah 
kampung yang bersangkutan. Hal ini tercermin dari belum aclanya 
permasalahan atau hambatan yang dialami oleh BUM Kampung 
a tau Dinas terkait dengan status hukum BUM Kampung yang clinaungi 
dengan Peraturan Kampung (Perkam) .  Pelaksanaan kegiatan 
usahanya pun didasarkan pada anggaran dasar clan anggaran rumah 
tangga yang telah ditetapkan oleh masing-masing BUMK. Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat menyatakan bahwa kemungkinan besar 
BUMK akan mengambil pendekatan hukum perdata jika saja dalam 
perjalanan waktu ada unit usahanya yang mengalami kendala terkait 
dengan hal-hal yang bersifar privat, misalnya pencemaran nama 
secara kelembagaan atau bahkan wanprestasi (ingkar janji) dari mitra 
kerja BUMK. Sebab, keberaclaan BUMK merupakan procluk hukum 
di kampung/desa yang notabene diakui oleh negara berclasarkan UU 

�1' Data diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakar dan Desa Kabupaten Malang 
dalam rangka Penelitian Kelompok «mang lmplementasi Unclang-Undang No. 6Tahum 
2014 ten tang Desa dari Aspek Hukum Tata Negara clan Hukum Ekonomi, Pusat Penelitian 
Badan Keahlian DPR JU, Malang, 9 Mei 2017. 

r- Beraunew,.com, Baru 28 BUMKTerb,,nrukdi &:rau, www.beraunew,.com/desa-kira/ 
4513-baru-28-bumk-terbentuk-di-berau, diakses tanggal 30 Oktober 2017. 
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Desa dan mengikat seluruh warga masyarakar yang ada di kampung 
yang bersangkutan. 28 

BUMK di Kabuparen Berau antara lain BUMK Labanan Makmur 
dan BUMK Tanjung Batu. BUMK Labanan Makmur dibenruk 
berdasarkan Peraruran Kampung Labanan Makmur Tahun 2015 
tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa tanggal 1 November 
2015 dengan nama Bina Makmur Sejahrera. BUMK Tanjung Batu 
dibentuk berdasarkan Peracuran Kampung Tanjung Batu Nomor I Tahun 
2016 cemang Pembemukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung 
(BUMK) canggal 22 Agustus 2016 ("Perkam BUMK Tanjung Batu"), 
BUMK Tanjung Barn bernama BUMK Pag'isunan. Penecapan 
pengelola BUMK berdasarkan Kepucusan Kepala Kampung Tanjung 
Batu Nomor 23 Tahun 2016 centang Pembenrukan dan Pengelolaan 
Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) ranggal 25 Agustus 2016. 

Apabila dikaji menggunakan doktrin Subjek Hukum Badan 
Hukurn, terdapat beberapa syarar yang harus dipenuhi oleh suatu 

badan usaha agar dapac dikacakan sebagai badan hukum, yaitu adanya 
harta kekayaan yang rerpisah, mempunyai cujuan tertentu, mempunyai 
kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang terarur, Mengenai 
modal awal, PP No. 43/2014 menyarakan modal awal BUM Desa 
becsumber dari APB Desa. Modal BUM Desa cerdiri acas penyertaan 
modal desa dan penyertaan modal masyarakar desa. Kekayaan BUM 
Desa yang bersumber dari penyertaan modal desa merupakan kekayaan 
desa yang dipisahkan. Penyercaan modal desa berasal dari APB Desa. 

Pemerinrah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah 
kabupaten/koca dapat memberikan banruan kepada BUM Desa yang 
disalurkan melalui APB Desa. 29 

" Dan Jlp<rolch d.ul JJl 11.i Pcrnb,ml.1y.,•n Mru)<=kat dan Pemenneahan Kornpung 
iubup.i10t1 !kr.111 d:ihm 1111'!',l<a l'rncllo;,n K<,k,rnpok wn,mg lrnplemrnru, Umbng-L'niling 
Nv. 6 Tohum 2tl 14 tentang IJOR d.in !upc:k Hukum Tm Ntg,rn ,bn I Tu.kum Ekot>nn,i. 

Pusar Pcnelic i•r1 llnJ.m �hli.n D!'R Rl. Bemu. 14 Seprenber lO 17. 

"Pasal 135 PP No. 43/2014. 
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Persyaracan "tujuan tertenru" diatur dalam Anggaran Dasar BUM 

Desa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 136 ayat (2) PP No. 43/ 

2014 yang menyacakan anggaran dasar memuac paling sedikit narna, 

tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiacan usaha, jangka 

waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serca rata cara 

penggunaan dan pembagian keuncungan. Persyaracan "mernpunyai 

kepencingan sendiri" dalam mencapai tujuannya ditunjukkan dalam 

bencuk jenis usaha yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga 

(ART) BUM Desa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 136 ayac (3) 

PP No. 43/2014 yang menyacakan anggaran rumah cangga memuat 

paling sedikic hak dan kewajiban, masa bakri, tata cara pengangkacan 

dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis 

usaha, dan sumber modal. 

Berkaican dengan syarat "organisasi yang teratur", Pasal 132 ayat 
(3) dan (4) PP No. 43/2014 menyatakan organisasi pengelola BUM 

Desa cerpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Organisasi pengelola 

BUM Desa paling sedikic terdiri atas penasihat dan pelaksana operasional. 

Berdasarkan hasil penelitian, peraturan desa yang menjadi dasar 

pembentukan BUM Desa celah mengatur beberapa persyaracan BUM 

Desa sebagai badan hukum. Peraturan BUM Desa Pujonkidul 

mengatur Permodalan dalam Bab X Pasal 32 hingga Pasal 35. Pasal 32 

Perdes BUM Desa Pujonkidul menyacakan: 
1 .  Modal Awai BUM Desa Sumber Sejahtera Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pujonkidul. 

2. Modal BUM Desa Sumber Sejahtera rerdiri aras: 

a. Penyerraan modal Desa Pujonkidul; 

b. Tabungan masyarakar Desa Pujonkidul; 

c. Bantuan Pemerincah, Pemerinrah Provinsi dan Pemerinta 

Kabuparen; arau 

d. Pinjaman desa dan/arau penyertaan modal pihak lain atau kerja 
sama bagi basil. 
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Pasal 33 ayat (1) Perdes BUM Desa Pujonkidul menegaskan "Modal 

BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul yang berasal dari 

Pemerimah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 2 (dua) 

huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan". 

Pasal 3 Perdes BUM Desa Pujonkidul menetapkan cujuan pendirian 

BUM Desa Pujonkidul, yaicu: 

a. Meningkatkan perekonomian Desa Pujonkiclul; 

b. Mengoptimalkan aset Desa Pujonkiclul agar bermanfaat unruk 
kesejahteraan Desa Pujonkiclul; 

c. Meningkatkan usaha masyarakat clalam pengelolaan potensi 
ekonomi Desa Pujonkiclul; 

cl. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/arau 
clengan pihak ketiga; 

e. Menciptakan peluang clan jaringan pasar yang menclukung 
keburuhan layanan warga Desa Pujonkiclul; 

f. Membuka lapangan kerja; 

g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan 
pelayanan umurn, pertumbuhan, clan pemerataan ekonomi Desa 
Pujonkidul, clan 

h. Meningkatkan penclapatan masyarakat Desa Pujonkiclul clan 
Pendapatan Asli Desa Pujonkiclul. 

Persyaratan mempunyai kepemingan sendiri dalam mencapai 

tujuannya dicunjukkan dalam bemuk jenis usaha BUM Desa. Jenis 

usaha BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul rneliputi": 

a. Bisnis yang memberikan pelayanan umum, seperti usaha 
pengelolaan air bersih, usaha listrik desa, pengolahan sampah dan 
lainnya; 

b. Bisnis penyewaan barang, seperti penyewaan alat transportasi, 

perkakas pesta, geclung perternuan, tanah milik BUM Desa, clan 
sewaan lainnya; 

c. Bisnis produksi atau perdagangan umum, seperti sarana produksi 
dan hasil pertanian, pakan ternak clan hasil perernakan, industri 
rumahan, kerajinan rakyat clan bisnis produkrif lainnya; dan 

30 Pasal 7 Peraruran Desa Pujonkidul Nomor 061ahun 2015. 
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d. Bisnis keuangan unruk memenuhi kebutuhan usaha skala mikro 
seperti koperasi sirnpan pinjam. 

Jenis-jenis usaha tersebuc dapat dikembangkan sesuai dengan 
keburuhan dan potensi yang ada di wilayah Desa Pujonkidul. 

Persyaratan organisasi yang reratur ditunjukkan dalam pengaturan 
mengenai organisasi. Pasal 1 1  Perdes BUM Desa Pujonkidul 
menyatakan: 

I .  Organisasi BUM Desa berada diluar strukru r Organisasi 
Pemerintah Desa. 

2. Organisasi Kepengurusan BUM Desa dipiih berdasarkan 
Musyawarah Desa dan diterapkan dengan Peraturan Desa dan/ 
atau Peraturan Kepala Desa. 

3. Masa bakti kepengurusan BUM Desa selama 5 (lima) tahun sejak 
ditetapkan dan dapar dipilih kembali. 

Perdes BUM Desa Pujonkidul juga mengatur mengenai hak dan 
kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan BUM Desa. Pasal 
12 Perdes BUM Desa menyatakan pengelola BUM Desa Sumber 
Sejahtera Desa Pujonkidul diretapkan dalam struktur organisasi 
kepengurusan yang terpisah dari srrukrur organisasi Pemerintah Desa; 
terdiri acas Penasihat, Pengawas, Pelaksana Operasional. Hak dan 
kewajiban Pengelola BUM Desa diacur dalam Pasal 13, Pasal 14, dan 
Pasal 15 hingga Pasal 22 Perdes BUM Desa Pujonkidul. Namun, BUM 
Desa Pujonkidul belum dapat disebut sebagai badan hukum karena 
cidak memenuhi persyaracan formil sebagai badan hukum, yaitu tidak 
adanya pengesahan sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Memeri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan. 

Demikian pula dengan BUM Desa Landungsari. Dalam Perdes 
BUM Desa Landungsari, beberapa persyaratan maceriil sebagai badan 
hukum juga terpenuhi. Persyaratan adanya harta kekayaan yang terpisah 
ditunjukkan dalam pengaturan mengenai permodalan Pasal 6 Perdes 
BUM Desa Landungsari sebagai berikut: 
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Sumber-sumber pembiayaan/permodalan BUMDes dapac 

diperoleh dari: 

a. Kekayaan desa atau bantuan kekayaan desa yang dipisahkan dari 
APBDes; 

b. Bantuan dari APBD Kabuparen: 

c. Banman dari APBD Propinsi; 

d. Banman APBN; 

e. Kerja sama dengan pihak swasta/pihak ketiga. 

Tujuan pernbentukan BUM Desa Landungsari diatur dalam Pasal 

3 Perdes BUM Desa Landungsari yang menyacakan, antara lain: 

( I )  Meningkarkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan 
kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah 
clan pembangunan serta pelayanan masyarakat. 

(2) Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan 
untuk mendorong pengembangan clan kemampuan perekonomian 
masyarakat desa secara keseluruhan. 

(3) Menciptakan lapangan kerja. 

Persyaratan mempunyai kepentingan sendiri dalam mencapai 

tujuannya ditunjukkan dalam bentuk jenis usaha BUM Desa dalam 

Pasal 4 Perdes BUM Desa Landungsari, yaicu: 

a. Pelayanan jasa yang meliputi: simpan-pinjam, pengkreditan, dll; 

b. Penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok masyarakat desa; 

c. Perdagangan sarana clan hasil pertanian, yang meliputi basil bumi, 
pertanian ranaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, 
agrobisn is, clan holtikultura; 

d. lndustri kecil clan kerajinan rakyar: 

e. Kegiatan perekonomian lainnya yang diburuhkan oleh warga desa 
clan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat. 

Persyaracan adanya organisasi yang teracur diatur dalam Pasal 7 

Perdes BUM Desa Landungsari yang menyacakan organisasi BUMDes 

berada di luar scrukcur organisasi pemerintahan desa. Susunan organisasi 

BUM Dsa sekurang-kurangnya terdiri dari Pengawas, Pengurus, dan 
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Badan Pemeriksa. Namun, seperti BUM Desa Pujonkidul, BUM Desa 
Landungsari belum merupakan badan hukum karena tidak memenuhi 
persyaratan formil sebagai badan hukum, yaitu tidak adanya pengesahan 
sebagai badan hukum sebagaimana diarur dalam Peraruran Menceri 
Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2014 rentang Pengesahan Badan 
Hukum Perkumpulan. 

Berikumya, BUMK Tanjung Batu (BUMK Pag'isunan). Dalam 
Perkam BUMK Tanjung Batu, beberapa persyaratan materiil sebagai 
badan hukum juga dipenuhi. Perkam BUMK Tanjung Batu juga 
mengarur beberapa persyaratan untuk disebur sebagai badan hukum. 
Tujuan pembemukan BUMK Pag'isunan diatur dalam Pasal 4 Perkam 
BUMK Tanjung Batu. Pasal 6 Perkam BUMK Tanjung Batu mengatur 
jenis usaha yang dilakukan BUMK Pag'isunan berdasarkan potensi yang 
dimiliki oleh Kampung Tanjung Batu, meliputi: 

a. Wisatabahari (mangrove) 

b. Simpan Pinjarn dan Kredir 

c. Pengelolaan sector jasa 

d. Pengelolaan Pasar 

e. Pengelolaan sarnpah 

f. Pengelolaan air bersih 

g. Usaha I ndustri dan Kerajinan Rakyat 

h. Ju al Beli Bahan Bangunan atau sembako 

1. Jasa Konstruksi 

J. Usaha Bi dang Perikanan 

k. Usaha Bidang Percanian atau Pcrkebunan 

I. Usaha Bidang Pendidirkan. 

Persyaracan adanya organ isasi yang reratur diarur dalam Pasal 8 

Perkam BUMK Tanjung Batu yang menyatakan "Organisasi pengelola 
BUMK Pag'isunan rerpisah dari organisasi pemerintahan kampung dan 
dilarang merangkap jabatan dalam melaksanakan fungsinya pada 
Lembaga Pemerintahan Kampung dan Lembaga Kemasyarakacan 
Kampung. Organisasi kepengurusan BUMK Pag'isunan dipilih melalui 
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musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung." 
Namun, Perkarn BUMK Tanjung Batu belum mengatur permodalan 
BUMK sebagai harta kekayaan yang terpisah. Pasal 5 Perkam BUMK 
Tanjung Batu menyatakan bahwa modal BUMK diperoleh dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tanjung Batu sebagai 

modal awal BUMK Pag'isunan. 

b. Banruan dari Pemerintah Pusat, Pernerinrah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten. 

c. Tabungan Masyarakat. 

d. Pinjamandari Lembaga Keuangan Pemerincah, dan acau non 

Pemerintah. 

e. Penyerraan modal dari pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas 
dasar saling menguncungkan. 

Pengaruran dalam Pasal 5 tersebut tidak rnenyatakan modal BUMK 
sebagai harta kekayaan yang terpisah dari kas kampung. Selain itu 
BUMK Tanjung Baru juga tidak memenuhi persyararan formil 
sebagai badan hukum karena tidak ada pengesahan sebagai badan 
hukum sebagaimana diarur dalam Peraturan Menteri Hukum dan 
HAM Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum 
Perkumpu lan. Oleh karena iru, BUMK Tanjung Batu bukan 
merupakan badan hukum. 

V. STATUS HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA 

Praktik pendirian BUM Desa di Kabuparen Malang dan Kabupaten 
Berau menunjukkan status hukum beberapa BUM Desa atau BUMK 
bukan merupakan badan hukum. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 
87 ayat (I) UU Desa yang rnenyarakan BUM Desa secara spesifik ridak 

dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbaras, CV, 

atau koperasi. Oleh karena iru, BUM Desa merupakan suatu badan 
usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping 
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untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Adapun berdasarkan Pasal 87 
ayac ( I )  dan (3) serta Pasal 88 UU Desa, apabila pendirian suatu BUM 
Desa celah berdasackan kesepakacan Musyawarah Desa dan ditetapkan 
dengan Peraturan Desa, maka status hukum BUM Desa itu celah legal 
atau sah menurut hukum dan sudah dapat menjalankan kegiatan 
usahanya sebagai suatu badan usaha atau perkumpulan. 

BUM Desa, menurut Muhammad Nadzir, dosen Fakulcas Hukum 
Universicas Balikpapan, merupakan satu model baru unruk pengelolaan 
bisnis di kampung/desa. Hasil usaha atau keuntungan dari BUM Desa 
dapar digunakan untuk mengembangkan usaha, membangun desa, 
memberdayakan masyarakac desa, serta membantu masyarakac miskin 
di desa. Keberadaan BUM Desa akan banyak memberikan manfaac 
bagi pemerintah desa dan masyarakac desa. Namun, pengaturan acas 
keberadaan BUM Desa dalam praktiknya masih menyisakan banyak 
persoalan, misalnya belum adanya pengaturan bemuk-bemuk dan jenis 
BUM Desa, status hukum BUM Desa, penyertaan modal, dan masalah 
lainnya terkair dengan regulasi pengelolaan BUM Desa. Konsep BUM 
Desa ini meniru konsep BUMN dan BUMD yang didasarkan pada 
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sehingga melahirkan perusahaan negara 
yang berbentuk BUMN dan BUMD. Namun, pengaturan BUM Desa 
ini sangat berbeda dengan pengaturan secara detail mengenai BUMN 
menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 
Usaha Milik Negara dan BUMD menuruc Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1962 reruang Perusahaan Daerah sebagaimana telah dicabut 
dengan UU Pemerintah Daerah. Pengaturan BUM Desa yang kurang 
lengkap dan kurang macang karena ridak murni meniru BUMN dan 
BUMD yang jelas benruk perusahaannya, yang pada gilirannya 
menghambac rujuan dibentuknya BUM Desa." 

UU Desa celah memberikan batasan pengertian BUM Desa 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Desa. Berdasarkan 
definisi BUM Desa, terdapar istilah badan usaha yang perlu penjelasan 
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lebih lanjuc. Badan usaha yang dimaksud apakah sama dengan istilah 
perusahaan yang dikenal dalam KUHPerdaca dan KUHD. 

Dimungkinkan iscilah BUM Desa ini secara umum disebur sebagai 
perusahaan desa. Secara etimologis, perusahaan berasal dari kaca usaha 

yang berarci suacu perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh 
uncuk mencapai yang diharapkan. Perusahaan memiliki makna yang 

sama dengan badan usaha sebagai suatu kelembagaan yang menjadi 
naungan suacu kegiacan usaha.? 

Pengertian perusahaan ini rerdapat dalam beberapa peraturan 
perundang-undangan, ancara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1982 cencang Wajib Dafcar Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1997 cencang Dokumen Perusahaan. Dalam kedua undang­ 
undang cersebuc, esensi dari pengertian perusahaan adalah adanya 
proses usaha yang dilakukan uncuk memperoleh keuncungan dan laba, 
Adapun unsur-unsur perusahaan, yaitu adanya kegiacan cerus menerus 

dan cetap, cerang-cerangan, diadakan pembukuan, dan berrujuan 
mencari keuncungan dengan bencuk usaha yang jelas. Berdasarkan 
definisi dan unsur-unsur perusahaan, jika keberadaan BUM Desa 
memenuhi pengertian dan unsur-unsur perusahaan, maka BUM Desa 
adalah suacu perusahaan, 33 

Berdasarkan status hukumnya, perusahaan dapac berbadan hukum 
dan cidak berbadan hukum. Badan usaha acau perusahaan dapat 
berstatus sebagai badan hukum jika celah memenuhi syarac maceriil 
dan syarac formil. Bencuk perusahaan berbadan hukum ini, ancara lain 
perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan perusahaan negara/ daerah. 
Hal ini berbeda dengan perusahan tidak berbadan hukum yang cidak 
ada pemisahan harca dan pemilik perusahaan bercanggung jawab secara 

31 Dara diperoleh dalam Focus Group Discussion Penelitian Kelompok tenrang 
Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahum 2014 tenrang Desa dari Aspek Hukum Tara 
Negaradan Hukum Ekonomi, Pusat Penelirian Badan Keahlian DPRRI, Fakultas Hukum 
Universiras Balikpapan, Balikpapan, 15 September 2017. 

"Ibid 
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penuh atas kerugian perusahaan. Berdasarkan status hukum badan 
usaha rersebur, bemuk BUM Desa telah memenuhi unsur materiil 
suatu badan hukum, terapi belum memenuhi unsur formil. Dengan 
demikian, BUM Desa belum dapat dikatakan sebagai badan usaha 
berbadan hukum, tetapi sebagai badan usaha saja.34 

Berdasarkan kepemilikan dan pendiriannya, perusahaan dibedakan 
perusahaan yang dimiliki oleh pihak swasta dan perusahaan yang 
dimiliki oleh negara. Perusahaan yang dimiliki swasta dapac berbentuk 
sole proprietorship ( usaha dagang, perusahaan dagang, dan perusahaan 
perseorangan) dan partnership (persekutuan perdata/ mastschap, firrna, 
commanditaire vennotschap/CV, dan company!coporationlperseroan 

tcrbstss). Adapun perusahaan yang dimiliki oleh negara/pemerintah 
bertujuan pelayanan kepada masyarakat dan/atau mendaparkan 

keuntungan, yang umumnya disebut sebagai BUMN/BUMD, yang 
memiliki tiga bentuk, yaitu perusahaan jawacan, perusahaan umum, 
dan perseoran. Atas dasar itu, secara umum konsep BUM Desa 
sebenarnya dimaksudkan umuk mengikuti konsep BUMN dan 
BUMD, dua badan usaha rnilik pemerintah yang sama-sama memiliki 
kesamaan, yaitu berbentuk perusahaan umum dan perseroan serta 
berbadan hukum dengan landasan hukum yang kuat karena telah 
memenuhi unsur formil dan materiil pembentukan sebagai badan usaha 
berbadan hukum. Hal ini berbeda dengan BUM Desa yang masih 
menyisakan kekurangan regulasi yang kokoh untuk menyebut dirinya 
sebagai badan usaha berbadan hukum karena tidak terpenuhinya syarat 

formil suatu badan hukum. 35 

Dalam ha! ini, status hukum BUM Desa sebagaimana diatur dalam 
UU Desa memang tidak menjadikan BUM Desa sebagai suatu badan 
hukum. Penjelasan Pasal 87 ayat (1)  UU Desa secara jelas telah 
menyatakan BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan 

" Ibid. 

" Ibid. 
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badan hukum seperci perseroan terbatas, CV, atau koperasi. BUM Desa 

merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang beroperasi selain 

untuk membamu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga umuk 

memenuhi keburuhan masyarakat desa. Lebih lanjut, UU Desa 
mengarur BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi 
dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan (Pasal 87 ayat (3) UU Desa). PP No. 43/2014 

kemudian mengarur pengembangan kegiatan usaha BUM Desa, yaitu 

dengan menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak 
lain serta mendirikan unit usaha BUM Desa. 36 

Unit usaha yang didirikan oleh BUM Desa tersebut dapat 
berbentuk badan hukum berdasarkan Permendes No. 4 Tahun 2015.  
Pasal 7 Permendes No. 4 Tahun 2015 menyatakan BUM Desa dapat 
terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha yang 

berbadan hukum dapar berupa lembaga bisnis yang kepemilikan 
sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Dalam ha! BUM 

Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, benruk 
organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang 
Pendirian BUM Desa.17 

BUM Desa dapar membentuk unit usaha yang meliputi": 

a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk 

berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan 
modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan 
peraturan perundangundangan ten tang Perseroan Terbatas; dan 

b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 

(enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan tentang lembaga keuangan mikro, 

1' 
Ibid. 

"' Pasal 137 PP No.43/2014. 

1� 
Pasal 7 Permendes No. 4 Tahun 2015. 
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Dalam rangka memastikan BUM Desa berpayung hukum yang 

jelas unmk membencuk unit-unit usaha dan bekerja sama dengan 

koperasi, BUMN, dan perusahaan swasta berbencuk PT, Menteri Desa, 

Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (POTT), Eko Putro 

Sandjojo berkonsulcasi dengan Mahkamah Agung pada awal 

tahun 2018.  Dari hasil konsultasi tersebut, Menceri Desa POTT 

menerangkan bahwa status hukum BUM Desa jelas dan yang paling 

penring, dalam anggaran dasarnya BUM Desa tidak hanya semata-rnata 

usaha uncuk mencari keuncungan, tapi juga uncuk memberdayakan 

dan kemakmuran masyarakat desa setempat. Pengaturan mengenai 

BUM Desa sebagai hukum sudah diarur dalam Pasal 2 1 3  UU 

Pemerintahan Desa dan PP No. 43 Tahun 2014 yang menunjukkan 

BUM Desa bisa membentuk unit-unit usaha berbadan hukum sejalan 

dengan UU Desa.39 

Menuruc Hastowiyono Suharyanto, unit usaha BUM Desa perlu 

memperhatikan aspek hukum sebagai berikut": 

a. Bentuk usaha dan perizinannya 

Apabila badan hukum dari unit usaha BUM Desa yang akan 

dijalankan berbentuk PT, pendirian unit usaha tersebut hams 

mengikuti prosedur yang diacur dalam Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Apabila bidang usaha 

berupa Lembaga Keuangan Mikro, prosedur pendiriannya hams 

menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-Undang Nomor 

'"Pasal 8 Permendes No. 4 Tahun 2015. 
''' Tribunnews.com, Mendes Konsulcasi dengan MA Saal Stacus BUMDes di Mara Hukum, 

http://www.tribunnews.com/ nasional/2018/02/23/mendes-konsulrasi-dengan-ma-soal-sta­ 
rus-bumdes-dl-rnata-hukum, diakses ranggal 8 Agustus 2018. 

40 Hasrowiyono Suharyanco, Seri Buku Pinrar BUM Desa, Penyusunan Kelayakan Usaha 

& Pengembangan Usaha BUM Desa, Yogyakana: Forum Pengembangan Pembahacuan Desa, 
2014, hal. 102-105 dalam Herry Kamacoesid, Tara Cara Pendician dan Pengelolaan Badan 
Usaha Milik Desa, Jakana: Mitra Wacana Media, 2016, hal. 17-18. 
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21 Tahun 2011 centang Ocoricas Jasa Keuangan. Apabila skala 

usaha termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), 

perlu mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Apabila ternyata 

rencana usaha BUM Desa yang akan dijalankan icu berskala kecil 

dan semata-mata merupakan unit usaha yang beroperasi di wilayah 

desa sendiri serca tidak rnelibatkan masyarakat luar desa, maka tidak 

perlu berbadan hukum. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam 

Penjelasan Pasal 87 ayac (1) UU Desa . 

b. Kesesuaian usaha BUM Desa dengan perencanaan 

pembangunan desa 

Rencana mendirikan unit usaha BUM Desa hams merupakan sacu 

kesatuan dengan perencanaan desa. Artinya, rencana usaha yang 

akan dijalankan BUM Desa harus merupakan realisasi dari 

perencanaan pembangunan desa dan sudah dimuac dalam RPJM 

Des a dan RKP Desa. Apabila rencana usaha terse but belum 

termuat dalam perencanaan pembangunan desa, maka harus 

segera dilakukan review RPJM Desa beserta perencanaan 

turunannya melalui musyawarah desa. RPJM Desa merupakan 

bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa sehingga RPJM Desa 
merupakan bagian dari produk hukum desa. 

c. Status kepemilikan lahan atau lokasi usaha 

Untuk menjalankan suacu kegiatan usaha diperlukan lahan 

sebagai tempat pelaksanaan kegiatan. Ketidakjelasan status 

pemilikan lahan yang digunakan sebagai lokasi usaha sangat 

berisiko terjadinya konflik sosial di kemudian hari serra 

mempersulir dalam pengurusan perizinan usaha. Oleh karena unit 

usaha BUM Desa merupakan milik Pemerintah Desa, lahan yang 

paling aman unruk digunakan sebagai lokasi usaha adalah lahan 
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milik desa. Apabila lahan cempat usaha menggunakan sebagian 
acau seluruhnya milik wacga masyarakac, harus ada kejelasan status 
penggunaannya dan perlu dibuac perjanjian secara rertulis di acas 
mecerai. Hal ini dimaksudkan agar rencana kegiatan usaha dapat 
dijalankan dengan lancar dan cerbebas dari konflik/sengkeca. 

Dengan demik.ian, status hukum BUM Desa berdasarkan UU Desa 
dan penjelasannya merupakan badan usaha bercirikan desa yang 
didirikan oleh desa melalui Musyawarah Desa dan diterapkan dengan 
Peracuran Desa. Kegiacan BUM Desa uncuk membancu 
penyelenggaraan Pemerincah Desa dan memenuhi kebutuhan 
masyarakat desa. BUM Desa bukan merupakan badan hukum seperci 
perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Hasil penelician menunjukkan 
berdasarkan Peraturan Desa acau Peracuran Kampung sebagai dasar 
pembencukannya, BUM Desa di Kabupaten Malang dan BUMK di 
Kabupacen Berau merupakan badan usaha yang didirikan oleh desa 
atau kampung dan bukan merupakan badan hukum karena tidak 
memenuhi syarat formil, yairu pengesahan dari Kementerian Hukum 
dan HAM. 

Dengan legalicas peracuran desa atau peraturan kampung sebagai 
dasar pendiriannya, BUM Desa acau BUMK sebagai badan usaha recap 

dapar melakukan perbuacan hukum dengan pihak lain, seperci kerja 
sama dengan pihak bank. BUM Desa juga dapar membencuk unit­ 
unit usaha dan bekerja sama dengan koperasi, BUMN, dan perusahaan 
swasca berbentuk PT berdasarkan Pasal 213  UU Pemerintahan Desa, 

PP No. 43 Tahun 2014, dan Permendes No. 4 Tahun 2015 .  

Amelia Sri Kusuma Dewi, Dosen Fakulcas Hukum Universitas 
Brawijaya, dalam culisannya di Jurnal Psmstor menyatakan peningkatan 
perekonomian desa hendaknya dimulai dengan memberikan legalitas 

yang tepac kepada BUM Desa sehingga BUM Desa benar-benar 
mernbukrikan perannya sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan 
Pendapacan Asli Desa (PADes) serca menumbuhkan perekonomian desa 
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secara ucuh dan menyeluruh. 41 Dalam ha! ini legalitas pendirian BUM 
Desa dengan peraturan desa atau peraruran kampung relah memadai 

apabila tidak cerjadi permasalahan hukum dalam kerja sama dengan 
pihak lain. Namun, apabila terjadi permasalahan hukum, legalitas 

cersebut belurn memadai dikarenakan tidak ada pemisahan harra dan 
desa sebagai pemilik BUM Desa bercanggung jawab secara penuh aras 

kerugian BUM Desa. Hal ini akan merugikan masyarakat desa icu 
sendiri. Oleh karcna icu perlu adanya dasar hukum sebagai landasan 
BUM Desa acau BUMK menyebuc dirinya sebagai badan usaha 
berbadan hukum. Oleh karena icu, diperlukan revisi UU Desa untuk 

memperkuac legalitas BUM Desa melalui pengaturan mekanisme 

penetapan status BUM Desa atau BUMK sebagai badan usaha 
berbadan hukum. 

VI. PENUTUP 

Pendirian BUM Desa diatur dalam Pasal 87 ayac (I) dan Pasal 88 UU 

Desa serta Pasal 132 ayat ( I )  dan (2) PP No. 43/2014. Pendirian BUM 
Desa disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan 
Peraturan Desa. Prakarsa desa mendirikan BUM Desa tersebut 

memerlukan legitimasi yuridis dalam bemuk Peracuran Bupaci/Walikota 

tencang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usu! dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa. Pendirian BUM Desa memerlukan 
langkah pelembagaaan BUM Desa secara parcisipacif, yaicu sosialisasi 
tentang BUM Desa, pelaksaaan Musyawarah Desa, dan penetapan 
Peracuran Desa cemang Pendirian BUM Desa. 

Status hukum BUM Desa berdasarkan Pasal 87 ayat ( I )  dan 
Pasal 88 UU Desa dan penjelasannya merupakan badan usaha 
bercirikan desa yang didirikan oleh desa melalui Musyawarah Desa dan 
diterapkan dengan Peraturan Desa. Berdasarkan Peraturan Desa acau 

41 Amelia Sri Kusuma Dewi, op. cir., hal. 12 1 .  
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Peraturan Kampung sebagai dasar pembentukannya, BUM Desa di 
Kabupaten Malang dan BUMK di Kabupaten Berau merupakan badan 
usaha yang didirikan oleh Desa atau Kampung dan bukan merupakan 
badan hukum karena tidak memenuhi syarat formil, yaitu pengesahan 
dari Kemenrerian Hukum dan HAM. 

Dengan legalitas peraturan desa atau peraruran kampung sebagai 
dasar pembentukannya, BUM Desa atau BUMK tetap dapat 
melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain, seperti kerja sama 
dengan pihak bank. BUM Desa juga dapat membemuk unit-unit usaha 
yang berbadan hukum. Legalitas pembentukan BUM Desa tersebut 
mernadai apabila tidak terjadi perrnasalahan hukum dalarn kerja sama 
dengan pihak lain, narnun dalarn ha! terjadi perrnasalahan hukurn, 
legalitas ini belum mernadai dikarenakan tidak ada pernisahan harta 
dan desa sebagai pernilik BUM Desa bertanggung jawab secara penuh 
atas kerugian BUM Desa sehingga akibamya rnerugikan rnasyarakat 

desa itu sendiri. 

Dalarn hal menguatkan status hukurn BUM Desa atau BUMK 
rnenjadi badan usaha berbadan hukurn, diperlukan revisi UU Desa 
dengan rnengatur rnekanisrne penetapan status BUM Desa atau BUMK 
sebagai badan usaha berbadan hukurn demi terpenuhinya syarat formil 
suaru badan hukurn. 
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Epilog 

Sutoro Eko 

Selama dua ratus tahun, dari zaman kolonial hingga neoliberal, desa 
selalu menjadi medan pertengkaran ideologi, ekonomi politik, politik 
pemerimahan dan konstruksi hukum pemerintahan. Berkat desakan 
kaum liberal, pada tahun 1854,  pemerintah kolonial Belanda 
merierapkan pemerimah desa sebagai badan hukum publik, yang 
memiliki hak umuk melakukan perbuatan hukum perdata, cerutama 
dalam hak kepemilikan. Tetapi pemerimah desa tetap tidak mempunyai 
hak kewenangan umuk mendirikan badan usaha, bahkan sampai 
ordonansi 1906 dan 1938. Ketika proyek Badan Kredit Desa (BKD) 
berjalan, benruknya adalah koperasi, tetapi dalam perjalanannya, 
koperasi ini tidak kompatibel dengan institusi desa. Di zaman Republik, 
BKD itu diputuskan untuk dikelola dan digulirkan oleh Bank Rakyat 
Indonesia. Baru belakangan ini, Otoriras Jasa Keuangan mengambil 
kepurusan unruk mengembalikan BKD ke pangkuan desa. 
Rekomendasinya ada dua: (a) kalau tidak mau repot berbadan hukum, 
maka BKD bisa menjadi BUMDesa, tetapi risikonya BKD hanya kecil 
dan bergerak di lingkup desa; (b) kalau mau besar maka BKD bisa 
bergabung membenruk institusi berbadan hukum, yaitu PT Bank 
Perkreditan Rakyat. Tetapi umuk menjalankan rekomendasi kedua itu, 
banyak desa mengalami kesulican, sebab menu rut Kementerian Hukum 
dan HAM, yang punya kuasa, tidak membolehkan desa membentuk 
badan hukum usaha. Akhirnya PT BPR dibentuk, retapi yang 
melakukan perbuatan hukum bukanlah pemerintah desa, melainkan 
para individu yang menduduki posisi kepala desa. Secara hukum PT 
BPR icu bukan milik desa, melainkan badan hukum privat, yang 
sungguh menyimpang dari sejarah panjang, kepemingan desa, dan 

rekomendasi OJK. 
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Kisah seperci itu juga terjadi dalam pembencukan BUMDesa yang 
kian menggeliat di banyak tempat. Saya ambil concoh sebuah desa, 
tidak usah saya sampaikan nama desa itu. Kepala desa rnelihat potensi 
air yang bisa dikembangkan menjadi desa wisata, baik untuk pendaparan 
desa maupun uncuk kemakmuran rakyar desa. Dia ingin membentuk 
BUM Desa unruk mewadahi kehendak itu. Dia konsultasi pada para 
pakar hukum, tetapi tidak bisa menjawab kehendaknya. Dia konsultasi 
pada Kementerian Hukum dan HAM, dapat jawaban bahwa desa atau 
pemerintah desa ridak bisa mendi rikan bad an usaha yang berbadan 
hukum, yang bisa adalah individu. Dalam situasi sulit ini, kepala desa 
mengambil keputusan mendirikan PT dengan nama pribadi, tetapi 
menggunakan mekanisme desa, termasuk menggunakan uang desa, 
dan kemudian dinamai BUM Desa. Secara de Jure, PT BUM Desa itu 
adalah milik pribadi. BUM Desa berkembang pesat, memperoleh uang 
besar, yang hasilnya bisa menambah pendapatan desa, meningkatkan 
kemakmuran rakyat, bahkan bisa untuk membayar premi BPJS warga 
desa. Tetapi hari ini , para LSM dan wartawan bodrex sering datang 
menggoreng fenomena cacat hukum BUM Desa itu. Mereka pulang 
setelah dikasih uang, tetapi datang lagi untuk minta uang. Pada saat 
yang sama, karena BUM Desa menjadi besar, datanglah petugas pajak 
meminta pajak BUM Desa, dengan nilai yang cukup besar, yakni sebesar 
Rp 300 juta. 

Melihat fenomena "cacar hukum" itu, apa yang mau dikarakan oleh 
para sarjana hukum? Apakah mau membenarkan tindakan pejabat 
Kementerian Hukum HAM, tindakan petugas pajak, serta tindakan 
para wanawan dan LSM bodrex? 

Aspek kedua dalam ranah hukum adalah kedudukan dan 
kewenangan desa dalam bangunan ketatanegaraan RI. Soal ini, selalu 
menjadi ranah perdebatan yang berpurar-purar sejak zaman kolonial 
sampai zaman neoliberal. Desa diombang-ambing dengan debat 
ideologi, diskursus dan perspekrif tanpa ujung pangkal, tanpa rnelihat 
persoalan substansial yang hakiki dalam desa. Para ahli hukum legal- 
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formalis menuding UU Desa itu sesat dan inkonstitusional, seraya 

mereka merekomendasikan agar para pihak melakukan judicial review 

ke MK atau revisi UU Desa. Mereka mengklaim paling benar dari 

sudut teori hukum, dan yang paling benar, kara mereka, adalah 

konstruksi "pernerintahan kaki" versi UU No. 22/1948,  yang 

sebenarnya bersifat seragam dan sama sekali belum dijalankan. 

lntinya pendulum dan regulasi atas desa selalu berubah-ubah, 

sehingga desa tidak pernah berdiri kokoh tegak lurus. UU Desa 

merupakan keputusan polirik untuk rnembuat desa berdiri tegak lurus. 

Tetapi para kaum legal-formalis mengatakan UU itu sesat, sementara 

jajaran teknokrar dan birokrat melakukan reduksi dan distorsi dalam 

pengaruran pelaksanaan. UU diatur oleh PP, PP diatur oleh Permen, 

Permen diarur oleh Perbub. Content of law yang sampai di tangan 

orang desa bukan spirit UU Desa tetapi aturan teknis yang dibuat 

oleh Perbub. 

Lalu bagaimana? J ika memiliki nyali dan kesanggupan rnaka 

pemerintah dan DPR bisa membubarkan desa sebagai kesatuan 

masyarakat hukum dan fakta pemerintahan, atau membekukan UU 

Desa. Setidaknya pemerintah dan DPR bisa menyusun UU baru untuk 

mencabur UU Desa, seraya menyusun UU baru yang mengubah 

seluruh desa menjadi kelurahan. Dengan begini, maka ridak ada lagi 

hubungan antara negara dan desa, melainkan hanya ada hubungan 

antara negara dan warga, tanpa ada batu sandungan dari desa. Jika 

jalan ini ditempuh, maka risikonya, adalah dilawan oleh desa. 

Konsekuensinya harus konsisten, yaitu menyudahi negara pegawai dan 

memperkuat negara universal, yang bisa memberikan pelayanan dengan 
baik sampai ke pelosok desa, tanpa harus menjadi parasit terhadap desa. 

Kalau tidak sanggup membubarkan desa maka yang perlu 

dirernpuh oleh negara adalah memperkuat desa, yakni menjalankan 

UU Desa secara murni dan konsekuen. Perlu ada rekonstitusi politik. 

Artinya tidak harus amandemen konstitusi untuk memastikan desa 

berada dalam batang tubuh. Rekonstirusi politik artinya pemimpin 
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perlu menegaskan platform politik reformasi secara ideologis, misalnya 

mengemukakan hakekat ketahanan, kemandirian, kerakyatan, 

kemakmuran, clan kemajuan desa. Jalan ini ditempuh oleh negara­ 

negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, China, Thailand, India. Plat­ 

form ini perlu diikuti dengan konsistensi dalam konstruksi hukum, 

susunan pemerincahan, pembangunan clan rezim keuangan yang 

semuanya berpihak pada desa. 

Pada level mikro-pengetahuan, rekonsticusi policik perlu disertai 

dengan pengembangan "mazhab desa", Budiman Sujacmiko, policisi 

PD! Perjuangan, pernah berujar yang mengarah pada mazhab desa 

itu: "Setelah UU Desa saya tidak lagi membaca liceratur ilmu sosial, 

sebab semua teori sosial sudah ada dalam UU Desa, bahkan lebih 

progresif dari teori sosial yang pernah saya baca". Saya hendak 

mengacakan bahwa membahas desa dengan pengetahuan lurus pasti 

cidak akan kecemu, clan ujungnya memaki desa. Concohnya mengaitkan 

desa dengan new public service (NPS) yang kini digandrungi sarjana 

administrasi publik. Itu ilmu lurus tentang mendemokrasikan pelayanan 

publik, yang disandarkan pada prinsip kewargaan. Kalau buku teks 
NPS dibawa ke desa pasci tidak akan ketemu. Lalu akan muncul 

argumen: desa sebagai baru sandungan pelayanan publik. Hakekat 

desa memang bukan uncuk pelayanan publik. Tetapi kalau melihac desa 

dengan ilmu menyimpang pasci akan kecemu ririk relevansinya. Sebagai 

concoh adalah sumber daya milik bersama (common pool resources - 

CPR) yang dikembangkan oleh Elinor Ostrom ( 1990) ,  seorang 

ilmuwan polltik yang memperoleh novel ekonomi pada tahun 2009. 
CPR itu sangac dekat clan relevan dengan desa clan kepencingan 

masyarakat secempat. Secara ekonomi polirik, CPR itu menjadi elemen 
pencing ekonomi hajat hidup orang banyak (seperti huran, kebun, 
sungai, cernak, air, gunung, pantai clan sebagainya, yang niscaya bisa 
menghadirkan kemakmuran ekonomi desa. 

Dengan begitu, jika bicara clan mengkaji desa, perlu ada pergeseran 

cara pandang menuju suduc pandang desa melihat hukum, 
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pemerintahan, ekonomi, bisnis, keuangan, pembangunan. Bukan 
menghukum atau mengucilkan dengan teori-teori sosial yang ada, 
termasuk teori hukum pemerintahan clan teori administrasi negara, 

melainkan ilrnu-ilrnu itu harus mencari teori baru yang relevan dengan 

dinamika clan kepentingan desa. 

Para penulis buku ini, sebagai peneliti di DPR, rentu bukan penelici 
Mahkamah Konstitusi, bukan juga peneliti Litbang Pemerintah, bukan 

juga sarjana hukum dari universicas. Sebagai peneliti DPR, tentu saja 
lebih baik menanggalkan mazhab hukum legal-formalis, lalu bergeser 
ke mazhab sosiologi hukum clan politik hukum, sekaligus juga terlibat 

menemukan clan mengembangkan mazhab desa melihat hukum. Para 
peneliti DPR tencu tidak perlu merekomendasikan judicial review UU 
Desa di hadapan Mahkamah Konstitusi, atau merekomendasikan 

kepada DPR untuk melakukan legislative review pada UU Desa. Jika 
judicial review clan legislative review ini terjadi, maka akan membuat 

desa terombang-ambing kembali, atau kembali lagi berputar ke era 
masa lalu. Pendapat para kaum legal-formalis mungkin benar tetapi 
mungkin juga cidak relevan. Kalau pendapar mereka benar clan relevan 
maka UU No. 2211948 tentu benahan awet sampai sekarang. 

Pendukung UU ini pasti akan berujar bahwa pergolakan politik yang 
menyebabkan UU No. 2211948 tidak berlaku. Tetapi itulah, realitas 
politik tidak bisa disalahkan, clan hukum tentu tidak hadir di ruang 
yang hampa politik. Bagi saya, yang paling benar adalah kata sejarah: 
desa diayun, diombang-ambing, oleh berbagai macam konscruksi clan 
kepentingan; yang akhirnya desa icu sendiri yang menentukan jalannya. 
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